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ABSTRAK 
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Repulik Indonesia membawa konsekuensi bahwa rekomendasi Ombudsman adalah wajib 
untuk dilaksanakan, dan adanya ancaman pengenaan sanksi administrasi bagi yang 
melalaikannya, sebagaimana diatur dan dalam Pasal 38 dan 39. Namun dalam kenyataanya, 
tidak setiap rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor, 
mengingat adanya perbedaan peahaman atas makna rekomendasi. Sebagian Terlapor dan/atau 
Atasan Terlapor masih menganggap bahwa rekomendasi itu sebuah saran biasa.  
Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: (1) Mengapa model 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 belum dipatuhi sepenuhnya oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor? (2) 
Bagaimana dampak model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan  
terhadap akses keadilan substantif pihak terkait ? (3) Bagaimana model pelaksanaan  
rekomendasi Ombudsman dalam rangka mewujudkan keadilan substantif  di Indonesia? 
Penelitian masuk kategori penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivisme 
yang dikolaborasi dengan pendekatan socio legal. Adapun cara memperoleh data dimulai dari 
proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan, di 
bawah naungan teknik analisis model interaktif. Selanjutnya validasi data dilakukan dengan 
menggunakan triangulasi sumber.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) alasan tidak dilaksanakan rekomendasi 
Ombudsman dapat ditinjau dari segi pelapor, terlapor, eksekutor dan substansi, (2) dampak 
tidak dilaksanakannya rekomendasi adalah pelapor tidak segera menerima pelayanan pulik 
yang baik sebagai haknya, (3) karakteristik ―Model KIP‖adalah menyatukan konsep 
pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan substantif dengan memperhatikan 
ketentuan undang-undang, moral dan ketentuan agama, pemahaman masyarakat tentang 
rekomendasi. 
Rekomendasi yang ditawarkan adalah (1) pengawasan pelaksanaan rekomendasi 
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, (2) penjatuhan sanksi administrasi oleh Menpan 
RB untuk aparat Administrasi Sipil Negara dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bagi pelayan 
publik di luar aparat Administrasi Sipil Negara , (3) sosialisasi kewenangan Ombudsman 
kepada masyarakat luas. 
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ABSTRACT 
 
The enactment of Law No. 37 Year 2008 on the Ombudsman of the Republic of 
Indonesia brings the consequence that the Ombudsman's recommendation mandatory to be 
implemented, and their administrative sanctions for those who miss it, as stipulated and in 
Article 38 and 39. However, in reality, not every recommendation implemented by the Party 
and / or Party boss, given the differences in understanding the meaning of the 
recommendation. Most Reported and / or Tops Party still considers that the recommendation 
was an unusual suggestion. 
The issues raised in this paper are: (1) Why model of implementation of the 
recommendations of the Ombudsman as stipulated in Law Number 37 Year 2008 has not 
been fully complied with by the Party and / or the Party Bosses? (2) What is the impact 
model of implementation of the recommendations of the Ombudsman are not implemented 
substantive access to justice related parties? (3) How to model the implementation of the 
recommendations of the Ombudsman in order to achieve substantive justice in Indonesia? 
Research in the category of qualitative research with post-positivist paradigm with 
socio legal approach. Data obtained from the process of data collection, data reduction, data 
presentation to the conclusion, with the interactive model analysis techniques. Furthermore, 
data validation is done by using triangulation. 
The conclusion of this study were (1) the reason not implemented the Ombudsman's 
recommendation can be viewed in terms of the reporting, reported, executor and substance, 
(2) the impact of non-performance recommendation is the complainant did not immediately 
receive the service public nature of good as his right, (3) characteristics of the "Model KIP "is 
a concept bringing together the government and society to achieve substantive justice to the 
provisions of the law, moral and religious requirements, the public's understanding of the 
recommendation. 
Recommendations are offered: (1) monitoring the implementation of 
recommendations made by the government and the public, (2) the imposition of 
administrative sanction by the Ministry of Empowerment of State Apparaturs and 
Beaurocracy and by the Governor / Regent / Mayor for public servants outside forces Civil 
Administration of State, (3) socialization authority of the Ombudsman to the public. 
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RINGKASAN 
Ombudsman sebagai lembaga pengawasan ekternal terhadap pelayanan publik yang 
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, keberadaannya sangat diperlukan dalam 
rangka mewujudkan konsep good governance. Dalam konsep good governance terdapat 
unsur yang perlu untuk direalisasikan yaitu adanya peran serta masyarakat, terutama 
pengawasan dalam kinerja pemerintah terhadap masalah pelayanan publik. Pengawasan yang 
dilakukan oleh masyarakat cukup beragam, seperti pengawasan yang dilakukan oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kontrol sosial yang dilakukan oleh media massa, 
termasuk dalam hal ini adalah pengawasan oleh Ombudsman, mengingat bahwa Ombudsman 
adalah lembaga yang berwenang menerima dan menyelesaikan laporan pengaduan 
masyarakat akan adanya maladministrasi.  
Istilah Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik yang berasal dari 
Swedia, sekalipun sebenarnya banyak negara yang sebelumnya menggunakan model 
pengawasan seperti itu namun dengan nama yang berbeda, keberadannya di Indonesia 
diawali dengan dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional (KON) berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang disahkan pada 
tanggal 20 Maret 2000. Hal ini sebagai perwujudan keinginan pemerintah untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan mengarah bagi 
terwujudnya good governance. Mengingat bahwa semakin luasnya kekuasaan pemerintah 
akibat dari konsep negara kesejahteraan (welfare state), yang memberikan wewenang kepda 
pemerintah berupa freies ermessen atau discretionare, membuka peluang bagi adanya 
penyalah gunaan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang dari pemerintah kepada 
masyarakat. Kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah itu, sangat rawan dengan  
penyimpangan sehingga perlu adanya pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan. 
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Dalam perkembangannya, disadari oleh pemerintah, bahwa untuk memperkuat 
kedudukan Ombudsman di Indonesia, maka perlu adanya pengaturan tentang Ombudsman 
tersebut dalam bentuk undang-undang. Untuk itu maka, pada tanggal 7 Oktober 2008 
disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. 
Perubahan ini juga membawa konsekuensi adalah perubahan kategori berkait Ombusman, 
yaitu bahwa  Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang terlahir atas dasar Keputusan 
Presiden masuk kategori Ombudsman Eksekutif, dengan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Presiden. Selanjutnya, setelah terbentuknya 
Ombudsman Republik Indonesia yang terlahir atas dasar undang-undang, maka Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) masuk kategori jenis Ombudsman Parlementer, yang harus 
mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Parlemen, yaitu dengan membuat laporan 
kepada Presiden dan DPR. 
Atas laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman berkait maladministrasi, 
output yang diberikan oleh Ombudsman dapat berupa rekomendasi, saran, kesepakatan, 
putusan. Rekomendasi adalah ―kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan 
hasil investigasi Ombudsman, kepada Atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/ atau 
ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
yang baik,‖ merupakan output yang paling akhir. Ombudsman sangat hati-hati ketika akan 
mengeluarkan rekomendasi tersebut, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008, rekomendasi Ombudsman adalah wajib untuk dilaksanakan. Kehati-
hatian yang dilakukan oleh Ombudsman mengingat karena pada masa Komisi Ombudsman 
Nasional (KON) yang muncul berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 
tentang Komisi Ombudsman Nasioal, berkait tentang rekomendasi Ombudsman tidak diatur 
secara khusus dan tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan rekomendasi itu dilaksanakan. 
Bahkan hampir semua keputusan penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Ombudsman 
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berkait maladministrasi, dinamakan rekomendasi, sehingga tidak mengherankan jika jumlah 
rekomendasi Ombudsman pada masa KON jumlahnya banyak sekali. Sementara pada masa 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terdapat perubahan pengaturan berkait 
dengan rekomendasi Ombudsman. Pasal 38 menyatakan bahwa rekomendasi Ombudsman 
adalah wajib dilaksanakan dan diperkuat dengan dengan ketentuan Pasal 39 yang 
memberikan ancaman sanksi administratif bagi yang melalaikannya. Mengingat bahwa hanya 
Indonesia yang mewajibkan pelaksanaan rekomendasi, sementara negara-negara lain tidak 
ada yang mewajibkannya, demikian juga adanya pemahaman dari masyarakat termasuk 
Terlapor bahwa rekomendasi adalah saran biasa, maka perlu adanya upaya untuk 
menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, sebagai konsekuensi dari ketentuan 
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 
Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan paradigma post-
positivisme serta pendekatan socio legal research. Adapun maksud penelitian ini adalah  
untuk memprediksi dan mengendalikan fenomena,
 
yang dalam hal ini adalah berkait dengan 
kondisi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman pada saat sekarang dengan memprediksi 
sebuah model pelaksanaan yang dianggap lebih sesuai. Pilihan akan paradigma post-
positivisme ini dimaksudkan untuk membantu dalam membentuk model pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman dalam rangka mewujudkan keadilan substantif dalam bidang 
pelayanan publik di Indonesia.  
Setting sosial dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu tempat, pelaku dan 
kegiatan. Tempat yang dipakai sebagai lahan penelitian adalah Ombudsman Republik 
Indonesia yang berada di Jakarta. Tempat ini dipilih mengingat rekomendasi Ombudsman 
merupakan produk Ombudsman pusat karena harus ditandatangani oleh Anggota 
Ombudsman. Di samping itu, peneliti juga menggunakan sebagai tempat memperoleh data 
ix 
    
adalah Kantor Ombudsman Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Ombudsman 
Perwakilan Propinsi DIY. Hal ini dengan alasan bahwa rekomendasi yang berasal dari usulan 
kedua kantor perwakilan tersebut dalam prakteknya ada yang dilaksanakan sebagian dan ada 
yang tidak dilaksanakan. Mengingat bahwa beberapa rekomendasi yang peneliti ambil 
sebagai sampel adalah untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.  
Sementara berkait dengan pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah Ombudsman 
Republik Indonesia sebagai fihak yang mengeluarkan rekomendasi serta  instansi pemerintah 
yang menerima rekomendasi Ombudsman, dan warga yang menyerahkan penyelesaian kasus 
maladministrasi kepada Ombudsman. 
Ombudsman sebagai pihak yang yang mengeluarkan rekomendasi sekaligus sebagai 
pengawas pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, dalam kenyataannya belum dapat 
mengefektifkan bekerjanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia, karena tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa dan menjatuhkan 
sanksi administrasi bagi Terlapor dan Atasan Terlapor yang melalaikan rekomendasi 
Ombudsman.  
Di lapangan, masih banyak anggota masyarakat yang dalam hal ini adalah Terlapor 
dan Atasan Terlapor yang masih memaknai rekomendasi sebagai saran biasa, bukan sebagai 
kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 
Hal tersebut berimbas pada sikap tidak tidak merasa bersalah jika tidak melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman. 
Selanjutnya, kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman yang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia yang belum efektif, mengingat bahwa kedudukan rekomendasi dipandang 
tidak kuat. Berkait dengan pelaksanaan belum ada kekuatan yang bisa memaksa dan 
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berwenang menjatuhkan sanksi yang secara nyata mendukung sekaligus menguatkan 
ketentuan undang-undang. 
Fokus studi dari penelitian ini adalah pada belum optimalnya pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman, sekalipun undang-undang sudah mengatur adanya kewajiban bagi 
Terlapor dan Atasan Terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman dengan adanya 
sanksi administratif bagi yang melanggarnya, namun dalam prakteknya masih banyak yang 
mengabaikannya. Bahkan tragisnya lagi, Terlapor tidak merasa risi ataupun sungkan dengan 
telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Bahkan tidak sedikit yang menganggap 
bahwa rekomendasi Ombudsman itu sekedar saran biasa, yang jika dilaksanakan maupun 
tidak, maka tidak ada sanksinya. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa belum semua warga 
masyarakat termasuk para administrator, yang memahami kinerja dari Ombudsman, termasuk 
tindak lanjut atas penyelesaian laporan pengaduan masyarakat.  
Dalam rangka mengeksplorasi lebih dalam tentang fokus studi, maka diajukan 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Mengapa model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 belum dipatuhi sepenuhnya oleh Terlapor 
dan/ atau Atasan Terlapor? 
b. Bagaimana dampak model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang tidak 
dilaksanakan  terhadap akses keadilan substantif pihak terkait  ? 
c. Bagaimana model pelaksanaan  rekomendasi Ombudsman dalam rangka 
mewujudkan keadilan substantif  di Indonesia? 
Problematika dalam penelitian ini adalah berkait dengan belum optimalnya 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman oleh instansi Terlapor, yang mana ini salah satunya 
disebabkan karena perbedaan cara pandang dari Terlapor dalam memaknai rekomendasi 
Ombudsman, sebagai sebuah saran biasa. Hal ini nampak dengan adanya beberapa 
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rekomendasi Ombudsman yang belum dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya. 
Sementara sanksi administrasi yang diancamkan bagi Terlapor dan Atasan Terlapor yang 
tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman juga belum nampak. Hanya sekedar laporan 
yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yang termuat 
dalam Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia.Problematika dalam penelitian ini 
adalah berkait dengan belum optimalnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman oleh instansi 
Terlapor, yang mana ini salah satunya disebabkan karena perbedaan cara pandang dari 
Terlapor dalam memaknai rekomendasi Ombudsman, sebagai sebuah saran biasa. Hal ini 
nampak dengan adanya beberapa rekomendasi Ombudsman yang belum dilaksanakan baik 
sebagian maupun seluruhnya. Sementara sanksi administrasi yang diancamkan bagi Terlapor 
dan Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman juga belum 
nampak. Hanya sekedar laporan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan Presiden yang termuat dalam Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia. 
Sementara, di sisi lain, Ombudsman dalam menyikapi atas tidak dilaksanakannya 
rekomendasi Ombudsman dengan melakukan tindakan persuasif, mengingatkan kepada 
Terlapor dan Atasan Terlapor untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman.  Dalam rangka 
untuk membangun model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang dapat mewujudkan 
keadilan substantif, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analitis. 
Guna untuk mengelaborasi permasalahan tersebut, penggunaan beberapa teori 
merupakan dasar pemecahan masalah. Teori-teori tersebut antara lain: Asas-Asas Hukum 
Administrasi Negara, Konsep Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo,  Teori Sistem dari 
Bertalanffy, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, Teori Bekerjanya Hukum dari 
Chambliss dan Seidman, Teori Keadilan dari John Rawls, Konsep Kolaborasi, Konsep 
Integrasi, Konsep Partisipasi, Teori Model dari Stephen Hawking dan Leonard Mlodinov, 
teori Legal Pluralisme dari Werner Menski. 
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Permasalahan pertama, yaitu mengapa model pelaksanan rekomendasi Ombudsman 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 belum dipatuhi 
sepenuhnya oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor, akan dianalisis dengan Asas Hukum 
Administrasi Negara khususnya asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan (detournement 
de pouvoir). Selanjutnya dipergunakan,Teori Sistem Umum (General System Theory) dari 
Bertalanffy, yang memberikan penekanan  dari esensi sistem dari suatu kesatuan, yaitu: 
1. Mengenai esensi dari sistem suatu kesatuan; 
2. Mengenai hakikat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem; 
3. Mengenai cara seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar dan bagian 
yang membentuk satuan itu. 
Teori Sistem Hukum sebagaimana disampaikan oleh Lawrence M. Friedman yang 
meliputi substansi, stuktur dan budaya hukum juga menjadi landasan dalam mewujudkan 
keadilan melalui ketiga unsur tersebut.  
Penggunaan teori Sistem ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang isi dari ketentuan 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, apakah makna dan isinya sudah benar-benar difahami 
oleh pejabat publik yang bersangkutan atau justru ada pandangan berbeda dari pejabat publik 
tersebut, yang mengakibatkan rekomendasi menjadi tidak ditaati. Untuk itu, maka harus 
benar-benar dikaji dari kedua belah fihak, karena adanya ketergantungan dari masing-masing 
sub sistem demi terwujudnya suatu tujuan. Pengaturan dalam undang-undang saja tidak 
menjamin bahwa rekomendasi Ombudsman akan dilaksanakan. Ini berarti  perlu adanya 
pemahaman arti hukum di luar undang-undang, demi untuk kebahagiaan manusia. Untuk itu  
perlu ditekankan apakah sudah ada kesamaan persepsi antara Ombudsman dengan pejabat 
publik yang dikenai rekomendasi. Karena dalam kenyataannya, masih banyak pejabat publik 
yang menganggap bahwa rekomendasi adalah sebuah saran biasa yang tidak wajib 
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dilaksanakan. Bahkan tidak sedikit pejabat publik yang kurang faham atas isi Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008, sehingga menganggap rekomendasi itu dapat diajukan 
banding. Padahal rekomendasi itu sifatnya final, begitu dikeluarkan wajib dilaksanakan. Atas 
tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, maka perlu juga dilihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi para pejabat publik sehingga tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman. 
Berdasar teori tersebut akan dikaji berkait ketidaktaatan pejabat publik terhadap rekomendasi 
Ombudsman.  
Permasalahan kedua, yaitu bagaimana dampak model pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman yang tidak dilaksanakan terhadap akses keadilan substantif pihak terkait,  akan 
dikaji dengan menggunakan teori keadilan dari John Rawls.  
Berdasar pendapat di atas, bahwa sekalipun pejabat publik menganggap bahwa 
rekomendasi boleh tidak dilaksanakan karena hanya sebagai saran, dan juga bahwa 
Ombudsman bukan sebagai lembaga yudisial, namun dalam kenyataannya wajib 
dilaksanakan karena itu adalah sebuah produk yang dikeluarkan atas dasar perintah undang-
undang dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang pula. 
Rekomendasi Ombudsman dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan pengaduan atas 
maladministrasi yang dilakukan pejabat publik sehingga menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat (pelapor). Adapun rekomendasi Ombudsman menurut Pasal 37 ayat  (2) huruf a, 
harus memuat sekurang-kurangnya : 
1. uraian tentang laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, 
2. uraian tentang hasil pemeriksaan, 
3. bentuk maladministrasi yang terjadi; dan 
4. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan 
Terlapor dan Atasan Terlapor. 
 
Pada saat pejabat publik tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, ini merupakan 
kondisi di mana keadilan tidak dapat terwujud. John Rawls merupakan pendukung keadilan 
formal, bahwa keadilan yang berbasis peraturan tetap dianggap penting karena mampu 
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memberi jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus mendapat 
perlakuan yang sama. Namun, disadari bahwa keadilan formal adalah cenderung dipaksakan 
oleh penguasa. Untuk itu, menurutnya keadilan yang baik  adalah keadilan yang bersifat 
kontraktual, yaitu keadilan sebagai fairness yang untuk mencapainya disyaratkan adanya 
posisi asli. Atas dasar teori keadilan tersebut, penyelesaian bagi permasalahan ini adalah 
dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara semangat untuk mewujudkan 
keadilan bagi pemerintah yang telah membuat undang-undang, yang berharap bahwa 
undang-undang tersebut dipatuhi. Di samping itu juga memperhatikan pemahaman dari 
administrator sebagai pelayan publik yang telah melakukan maladministrasi, bahwa 
rekomendasi Ombudsman adalah wajib untuk dilaksanakan. Hal berikutnya adalah 
terpenuhinya harapan masyarakat sebagai Pelapor, bahwa atas maladministrasi yang 
menimbulkan kerugian tersebut kepada pelakunya dipaksa untuk mematuhi rekomendasi 
Ombudsman, sebagai lembaga pengawasan atas pelayanan publik . Ketiga hal tersebut harus 
dapat terakomodir bagi terpenuhinya rasa keadilan semua pihak. 
Permasalahan ketiga, yaitu bagaimana model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, akan dianalisis dengan Teori Model 
sebagaimana disampaikan oleh Stephen Hawking dan Leonard Mlodinov. Model yang baik  
harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu : elegan, sederhana, akurat dan mampu membut 
prediksi untuk masa depan.  
Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan Seidman yang melihat dari sisi pembuat 
undang-undang (rule making institutions),  lembaga penegak  hukum (rule sanctioning 
institutions), serta pemegang peran (role occupant).
 
Untuk memperkuat dalam upaya 
penegakan hukum tersebut, maka hrus dipertajm dengan Konsep Hukum Progresi dari 
Satjipto Rahardjo yang mendasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu 1) hukum adalah untuk manusia, 
bukan sebaliknya manusia untuk hukum di mana manusia akan selalu diusahakan, mungkin 
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juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum, 2) 
hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum, 3) hukum 
progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.  
Selanjutnya model tersebut akan dibentuk dengan mendasarkan kepada konsep  Kolaborasi, 
Integrasi dan Partisipasi.  
Setelah peneliti mengeksplorasi dan mengelaborasi temuan atas penelitian yang 
dilakukan, selanjutnya disampaikan hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Ombudsman sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik yang menerima dan 
menyelesaikan laporan masyarakat berkait maladministrasi mengeluarkan output berupa 
rekomendasi Ombudsman. Sekalipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa rekomendasi itu wajib untuk 
dilaksanakan dengan ditentukannya pula sanksi administratif bagi yang melalaikannya. 
Tidak optimalnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman disebabkan karena: 
a. Adanya pandangan bahwa jika sebuah institusi memperoleh rekomendasi dari 
Ombudsman, berarti instansi tersebut telah melakukan kesalahan. Hal ini dipandang 
sebagai ―aib‖ yang harus ditutup, sehingga jika instansi tersebut menjalankan isi 
rekomendasi Ombudsman sama artinya bahwa instansi tersebut telah membuka ―aib‖ 
tersebut dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat akan 
mengetahuinya. Padahal, sebenarnya jika sebuah intitusi mau menerima kritik, saran 
dan masukan yang bersifat membangun, akan dapat meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014. 
b. Ringannya sanksi bagi Terlapor dan Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman, karena sanksi yang diberikan sesuai dengan undang-undang 
berupa sanksi administratif yang akan diberikan oleh pejabat atasan. 
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c. Kurangnya pemahaman masyarakat berkait tugas dan wewenang Ombudsman. Tidak 
sedikit warga masyarakat yang menganggap bahwa semua output Ombudsman berupa 
rekomendasi, padahal rekomendasi hanya salah satunya saja. 
2. Dampak tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman akan berimbas baik kepada 
masyarakat maupun pemerintah. 
Dampak tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman terhadap akses keadilan 
substantif terhadap pihak terkait dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Pelapor tidak segera menerima layanan publik yang baik. 
b. Pelapor tidak segera menerima hak-haknya. 
c. Pada saat rekomendasi Ombudsman yang dibuat melalui proses yang diatur sesuai 
Undang-Undang tidak dilaksanakan, maka hal ini dapat mengurangi kewibawaan 
negara. Artinya perintah negara melalui undang-unadng telah diabaikan 
masyarakat.   
3. Model pelaksanaan  rekomendasi Ombudsman dalam rangka mewujudkan keadilan 
substantif  di Indonesia untuk mengatasi  model pelaksanaan yang tidak optimal  yang 
didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, adalah dengan Model 
Kolaborasi, Integrasi, Partisipasi yang selanjutnya disebut “Model KIP”. ―Model KIP‖ 
ini merupakan perpaduan antara model konvensional yang selama ini berlaku yang 
disebut dengan top-down, di mana prinsipnya pengawasan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman dilakukan dari atas ke bawah, dari pemerintah terhadap masyarakat. 
Sementara, ―Model KIP‖ tidak hanya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah, 
namun masayarakat juga ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman. Di sinilah konsep bottom-up terlihat, yaitu dengan masuknya 
unsur masyarakat. ―Model KIP‖ ini diawali dari kolaborasi antara instansi terkait dari 
unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah meliputi Presiden, Gubernur, 
xvii 
    
Bupati/Walikota, DPR,DPRD, Ombudsman, Menpan RB. Sementara dari unsur 
masyarakat meliputi masyarakat umum, masyarakat Pelapor dan pers. Setelah kolaborasi 
secara kelembagaan ini terwujud, langkah selanjutnya adalah integrasi dari sudut 
substansi. Artinya, dalam rangka pengawasan pelaksanan rekomendasi yang optimal, 
sehingga memberikan rasa keadilan baik bagi Pelapor dan Terlapor serta pemerintah, 
disatukanlah ide, pemikiran dari pemerintah maupun masyarakat. Penyatuan substansi 
pengawasan ini dengan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk 
memberikan ide maupun pemikirannya. Hal ini mengingat bahwa, selama ini salah satu 
penyebab tidak optimalnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman adalah karena adanya 
perbedaan makna atas rekomendasi, antara pemerintah dalam hal ini Ombudsman dengan 
masyarakat. Ombudsman menggap bahwa rekomendasi wajib untuk dilaksanakan oleh 
Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor, karena undang-undang telah menyatakan demikian. 
Sementara, masyarakat masih banyak yang memahami rekomendasi sebagai saran biasa 
biasa, terserah akan diikuti atau tidak. Partisipasi masyarakat di sini hendaknya tidak 
hanya secara formalitas saja, namun harus benar-benar diapresiasi oleh pemerintah.  
Selama ini, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman hanya dilakukan oleh 
Ombudsman, yang mana Ombudsman hanya berwenang secara persuasif bukan 
kewenangan untuk memaksa. Demikian juga, Ombudsman tidak memiliki kewenangan 
untuk menjatuhkan sanksi administratif. Padahal undang-undang telah dengan tegas 
menyatakan bahwa rekomendasi itu wajib dilaksanakan, dan jika diabaikan maka akan 
diancam dengan sanksi administrasi. Bagaiaman pelaksanaan itu akan optimal jika 
Ombudsman tidak ada kewenangan untuk memaksa. Untuk itu, maka dengan ―Model 
KIP‖ ini diatur bahwa pengawasan tidak saj dilakukan oleh Ombudsman, namun 
melibatkan Presiden dan DPR untuk tingkat Pusat, serta Gubernur, Bupati/Walikota dan 
DPRD untuk tingkat Daerah. Sementara, pemberian sanksi bagi Terlapor dan Atasan 
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Terlapor yang melalaikan rekomendasi Ombudsman, diserahkan kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sebagai pihak 
yang berwenang memberikan sanksi bagi pegawai  yang masuk dalam Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Sementara untuk pihak swasta yang menjalankan kegiatan pelayanan 
publik dan melakukan maladministrasi, penjatuhan sanksi dapat dilakukan oleh Gubernur, 
Bupati/Walikota. 
Pengawasan dari masyarakat, adalah diberi kesempatannya masyarakat luas untuk ikut 
mengawasi pelaksanan rekomendasi Ombudsman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
bekerja sama dengan Pers, melaporkan kepada Pers, yang nantinya Pers dengan gencar 
mempublikasikan kelalaian tersebut. Pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah dan 
masyarakat tersebut hingga rekomendasi tersebut dilaksanakan. Hal ini jug salah satu cara 
mempertahankan kewibawaan pemerintah, mengingat bahwa Ombudsman adalah 
lembaga negara yang dibangun atas dasar undang-undang, bekerja sesuai ketentuan 
undang-undang, maka hasil kerjanya juga harus ditaati. 
Diberlakukannya ―Model KIP‖ maka keadilan substantif diharapkan terwujud, mengingat 
bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tidak semata-mata untuk memenuhi 
kepastian hukum, yaitu menjalankan apa bunyi undang-undang semata, namun masuknya 
unsur masyarakat berpartisipasi dimaksudkan akan memberikan rasa keadilan juga baik 
bagi Pelapor maupun Terlapor. Keadilan bagi Pelapor, karena rekomendasi melalui 
pengawalan dari pemerintah dan masyarakat, menjadi dilaksanakan. Sementara, keadilan 
bagi Terlapor, karena pemerintah mendengar ide, pemikiran masyarakat, antara lain 
tentang makna rekomendasi yang oleh masyarakat diartikan sebatas saran berlaku, bukan 
sebuah kewajiban. Maka, dengan mengapresiasi pemikiran masyarakat, pelaksanaan 
rekomendasi diharapkan akan dapat optimal, karena sudah ada pemahaman antara 
pemerintah dan masyarakat, yang dilakukan melalui dialog dua arah dan sosialisasi yang 
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terus menerus yang didukung pemerintah dan masyarakat. Undang-undang memang 
sudah mengatur bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang mandiri, tapi bukan berarti 
tidak boleh melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Adanya kerjasama yang 
dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan baik bagi Pelapor maupun Terlapor inilah 
wujud dari keadilan substantif.  
Adapun rekomendasi yang diberikan atas hasil penelitian ini adalah : 
1. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang 
berlaku selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah hanya 
dilakukan oleh Ombudsman. Sementara, Ombudsman hanya memiliki kewenangan 
yang bersifat persuasif dan tidak mempunyai kewenangan memaksa. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah model pengawasan bagi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
yang mampu mendukung bagi dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, yaitu 
dengan melibatkan Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, DPR/DPRD, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)  
khususnya Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan 
Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur yang berada di bawah Bidang 
Penyiapan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam lingkup 
kewenangan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur. Di samping itu, 
masuk juga Ombudsman, masyarakat umum, Pelapor, Pers. Hal ini dimaksudkan 
bahwa baik pemerintah maupun masyarakat mampu saling mendukung bahkan 
memaksa untuk dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman. 
2. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi administrasi, akan lebih tepat jika hal tersebut 
diserahkan kepada Menpan RB sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi 
bagi aparat Administrasi Sipil Negara (ASN) dan kepada Gubernur/Bupati/Walikota 
bagi pelayan publik di luar ASN. 
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3. Sosialisasi kepada pejabat publik dan masyarakat berkait dengan tugas dan wewenang 
Ombudsman, terutama berkait dengan rekomendasi Ombudsman yang wajib 
dilaksanakan. Mengingat bahwa budaya hukum sangat bergantung pada semangat 
penyelenggara, yaitu baik pejabat publik maupun masyarakat. Berkait dengan hal 
tersebut, kolaborasi , integrasi  antara pemerintah dan masyarakat dengan membuka 
pintu partisipasi dari masyarakat,  merupakan sebuah kebutuhan yang harus 
diwujudkan.  
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SUMMARY 
 
Ombudsman as an institution external oversight of public services provided by the 
government to the public, its existence is necessary in order to realize the concept of good 
governance. In the concept of good governance are elements that need to be realized that the 
role of the community, especially in the performance monitoring governments' public 
services. Supervision is done by the people is quite diverse, as supervision by Governmental 
Organization (NGO), social control carried out by the mass media, including in this case was 
an oversight by the Ombudsman, given that the Ombudsman is an institution that is 
authorized to receive and resolve reports on complaints the existence of maladministration. 
The term Ombudsman as an institution of oversight of public services coming from 
Sweden, though in fact many countries that previously used models such surveillance, but 
with a different name, its existence in Indonesia began with the establishment of the National 
Ombudsman Commission (KON) under Presidential Decree No. 44 of 2000 on the 
Commission the National Ombudsman which was passed on 20 March 2000. it is a 
manifestation of the government's desire to realize a clean government, free of corruption, 
collusion, nepotism and leads to the realization of good governance. Given that the extent of 
government power as a result of the concept of the welfare state (welfare state), which 
authorizes the government kepda be Freies ermessen or discretionare, opening opportunities 
for their abuse of authority and arbitrary actions of the government to the public. Freedom is 
owned by the government, it is very prone to aberrations so that the need for oversight to 
prevent deviation. 
In the process, realized by the government, that in order to strengthen the position of 
Ombudsman in Indonesia, hence the need for regulation of the Ombudsman in the form of 
legislation. For that reason, on October 7, 2008 passed Law No. 37 Year 2008 on Ombusman 
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Republic of Indonesia. This change also brings consequences are hooked Ombusman 
category changes, namely that the National Ombudsman Commission (KON) who was born 
on the basis of Presidential Decree categorized Executive Ombudsman, with the obligation to 
account for its activities to the President. Furthermore, after the formation of the Ombudsman 
of the Republic of Indonesia who was born on the basis of law, the Ombudsman of the 
Republic of Indonesia (ORI) in the category types Parliamentary Ombudsman, who must 
account for its activities to Parliament, is to make a report to the President and Parliament. 
On reports on complaints of maladministration in relation to the Ombudsman, the 
output provided by the Ombudsman may be a recommendation, advice, agreement, decision. 
Recommendations are "conclusions, opinions, and suggestions were compiled based on the 
results of the investigation of the Ombudsman, the Party boss to be implemented and / or 
acted upon in order to improve the quality of the administration of good governance," is the 
ultimate output. Ombudsman very careful when it will issue the recommendation, in view of 
the enactment of Law No. 37 Year 2008, the Ombudsman's recommendation is required to be 
implemented. Precautionary conducted by the Ombudsman considering for the future of the 
National Ombudsman Commission (KON) which appears under Presidential Decree No. 44 
of 2000 on the Commission's National Ombudsman, hooked on the Ombudsman's 
recommendation is not specifically regulated and there are no provisions that require the 
recommendation was implemented. In fact, almost all the settlement decisions of public 
complaints to the Ombudsman relate maladministration, called the recommendation, so it is 
not surprising that the number of recommendations on the future Ombudsman KON numbers 
aplenty. While at the time of the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI), namely 
with the release of Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, there 
are changes to the settings related to the Ombudsman's recommendation. Article 38 states 
that the Ombudsman's recommendation is required to be implemented and strengthened with 
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the provision of Article 39 which provides administrative sanction for those who miss it. 
Considering that only Indonesia which requires the implementation of the recommendations, 
while other countries do not exist where they're required, as well as their understanding of the 
community, including Reported that the recommendation is a suggestion usual, it is necessary 
to attempt to harmonize between the government and the public, as a consequence of the 
provisions of Article 38 of Law Number 37 Year 2008. 
This research into the category of qualitative research with post-positivist paradigm 
and approach to socio legal research. The purpose of this study is to predict and control the 
phenomenon, which in this case is related to the condition of the recommendations of the 
Ombudsman at the present time by predicting an execution model that is considered more 
appropriate. The choice will be the paradigm of post-positivism is intended to assist in 
shaping the model of implementation of the recommendations of the Ombudsman in order to 
achieve substantive justice in the field of public services in Indonesia. 
The social setting in this study includes three (3) elements, namely the place, 
perpetrators and activities. The place is used as a field of research is the Ombudsman of the 
Republic of Indonesia in Jakarta. This site was chosen in view of the Ombudsman's 
recommendation is a product of the Ombudsman for the center to be signed by the Member 
of the Ombudsman. In addition, the researchers also used as a place to acquire the data is 
representative of the Ombudsman Office of Central Java Province and the Office of the 
Ombudsman Representative DIY. This is the reason that the recommendations coming from 
the second proposal of the representative office in practice there were implemented partially 
and some are not implemented. Given that some of the recommendations of researchers took 
a sample is for Central Java and Yogyakarta. 
While hooked up with the perpetrator in question in this case is the Ombudsman of 
the Republic of Indonesia as parties who issued recommendations as well as government 
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agencies that accept the Ombudsman's recommendation, and the people who gave the 
settlement of cases of maladministration to the Ombudsman. 
Ombudsman as the party who issued a recommendation as well as the supervisor of 
the implementation of the Ombudsman's recommendation, in fact, has not been able to 
streamline the workings of Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of 
Indonesia, because it does not have the authority to coerce and impose administrative 
sanction for the Party and Tops Party who neglect recommendation Ombudsman. 
On the field, there are still many members of the public in this case is the Party and 
Party Bosses are still interpret the recommendation as regular advice, not as an obligation 
under Article 38, 39 of Law Number 37 of 2008. The impact on the attitude can not but feel 
guilty if they do not implement the Ombudsman's recommendation. 
Furthermore, the activities in this respect are the activities of implementation of the 
recommendations in the Ombudsman Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic 
of Indonesia which have not been effective, given that the position is deemed not strong 
recommendation. In relation to the implementation of no force that can force and authority to 
impose sanctions or to significantly support and reinforce the provisions of the law. 
The focus of the research studies are yet to fully implementing the Ombudsman's 
recommendation, even though the law had already set their obligation for the Party and Party 
boss to implement the Ombudsman's recommendation to the administrative sanctions for 
those who violate them, but in practice there is still much to ignore. Even more tragically, 
Reported Party does not feel uncomfortable or embarrassed to have violated the provisions of 
the law. Even some who consider that the Ombudsman's recommendation was just a 
suggestion usual, which, if implemented or not, then no sanctions. It can not be denied, that 
not all community members including administrators, who understand the performance of the 
Ombudsman, including the follow-up to the completion of reports on complaints. 
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In order to explore more deeply about the focus of the study, then posed the problem 
as follows: 
a. Why Ombudsman model of implementation of the recommendations as stipulated in Law 
Number 37 Year 2008 has not been fully complied with by the Party and / or the Party 
Bosses? 
b. What is the impact model of implementation of the recommendations of the Ombudsman 
are not implemented substantive access to justice related parties? 
c. How to model the implementation of the recommendations of the Ombudsman in order to 
achieve substantive justice in Indonesia? 
Problematic in this study is related to non-optimal implementation of the 
recommendations by the Ombudsman Reported agencies, which is one of them due to 
differences in the perspective of the Party in defining the Ombudsman's recommendation, as 
an ordinary suggestions. This is evident by the several recommendations the Ombudsman 
that have not been implemented either partially or wholly. While the administration 
threatened sanctions for the Party and Party Bosses who do not implement the Ombudsman's 
recommendation is also not visible. Just a report submitted to the House of Representatives 
(DPR) and the President contained in the Annual Report of the Ombudsman of the Republic 
of Indonesia.Problematika in this study is related to non-optimal implementation of the 
recommendations by the Ombudsman Reported agencies, which is one of them due to 
differences of perspective Reported in defining the Ombudsman's recommendation, as an 
ordinary suggestions. This is apparent by the Ombudsman are some recommendations have 
not been implemented either partially or wholly. While the administration threatened 
sanctions for the Party and Party Bosses who do not implement the Ombudsman's 
recommendation is also not visible. Just a report submitted to the House of Representatives 
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(DPR) and the President contained in the Annual Report of the Ombudsman of the Republic 
of Indonesia. 
Meanwhile, on the other hand, the Ombudsman in dealing on non-performance of the 
Ombudsman's recommendation to conduct persuasive action, reminded the Party and Party 
boss to carry out the recommendations of the Ombudsman. In order to construct the model 
implementation of the Ombudsman's recommendation to realize the substantive justice, 
researchers used several theories as analytical knife. 
In order to elaborate on these issues, the use of several theories is basic 
troubleshooting. These theories include: Principles of Administrative Law, Law of 
Progressive Concepts of Satjipto Rahardjo of Systems Theory Bertalanffy, Legal System 
Theory of Lawrence M. Friedman, The working theory of Chambliss and Seidman Law, 
Theory of Justice of John Rawls, Concept collaboration, Integration Concepts, Concepts 
Participation, theory Model of Stephen Hawking and Leonard Mlodinov, the theory of 
Werner Menski Legal Pluralism. 
The first problem, which is why the model conduct of the Ombudsman's 
recommendation as stipulated in Law Number 37 Year 2008 has not been fully complied with 
by the Party and / or Party boss, will be analyzed by the State Administration Law Principles 
in particular the principle must not misuse of power (detournement de pouvoir). Subsequently 
utilized, General Systems Theory (General Systems Theory) from Bertalanffy, which gives 
emphasis on the essence of a whole system, namely: 
1. Regarding the essence of a unified system; 
2. Regarding the nature of any parts that make up a system; 
3. Regarding the way it should in analyzing a large unit and the parts that make up the unit. 
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Theory of Legal System as presented by Lawrence M. Friedman covers the substance, 
structure and legal culture also form the basis for realizing justice through these three 
elements. 
The use of theory This system is intended to find out about the content of the 
provisions of the recommendations of the Ombudsman, is the meaning and content is 
completely understood by the relevant public officials or even exist different views of the 
public official, which resulted in its recommendation is not adhered to. To that end, it should 
really be studied from both parties, because of their dependence on the respective sub-
systems for the realization of a goal. The setting in the legislation does not guarantee that the 
Ombudsman's recommendation will be implemented. This means that the need for 
understanding the meaning of the law outside the law, in order for human happiness. For it 
must be emphasized if there is already a common perception between the Ombudsman with 
public officials who are subject to the recommendations. Because in reality, there are many 
public officials who consider that the recommendation is a suggestion ordinary, must be 
implemented. Even the few public officials are not sure what the contents of Law Number 37 
Year 2008, so consider the recommendation can be appealed. Though it its final 
recommendations, so issued shall be implemented. On non-performance of the Ombudsman's 
recommendation, it should also be factors that influence public officials so as not to run the 
Ombudsman's recommendation. Based on the theory will be examined in relation 
disobedience public officials against the Ombudsman's recommendation. 
The second problem, which is how the impact of the implementation of the 
Ombudsman's recommendation models are not carried out on substantive access to justice 
related parties, will be studied by using the theory of justice of John Rawls. 
Based on the above opinion, that even public officials assume that the recommendation 
should not be implemented because it is only a suggestion, and also that the Ombudsman is 
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not a judicial body, but in reality it must be carried out because it is a product that was issued 
on the basis of command laws and in accordance with the procedure prescribed in the 
legislation anyway. Ombudsman issued recommendations in order to resolve the complaint of 
maladministration made public officials, causing loss to the community (the complainant). 
The Ombudsman's recommendation in accordance with Article 37 paragraph (2) letter a, shall 
contain at least: 
1. The description of the reports submitted to the Ombudsman, 
2. The description of the results of the examination, 
3. The forms of maladministration that occurred; and 
4. The Ombudsman's conclusion and opinion on matters that need to be implemented and 
Tops Reported Reported. 
While public officials do not implement the Ombudsman's recommendation, this is a 
condition in which justice can not be realized. John Rawls is a supporter of formal justice, 
that justice-based rules are considered important because it can provide a minimum guarantee 
that every person in the same case should be treated the same. However, it was realized that 
the formal justice is likely to be forced by the authorities. To that end, according to the good 
justice is justice, contractual, that justice as fairness is required to achieve their original 
position. On the basis of the theory of justice, a solution for this problem is to consider the 
balance between the spirit of justice for the government that has made a law, hoping that 
these laws be obeyed. In addition, also pay attention to the understanding of the administrator 
as a public servant who has been maladministration, that the Ombudsman's recommendation 
is required to be implemented. The next thing is to fulfill the expectations of society as a 
rapporteur, that on the maladministration causing damage to the agents were forced to 
comply with the Ombudsman's recommendation, as an agency monitoring of public services. 
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Those three things have to be accommodated for the fulfillment of a sense of fairness to all 
parties. 
Third problem, namely how to model the implementation of the recommendations of 
the Ombudsman in order to achieve substantive justice, will be analyzed with Model Theory 
as presented by Stephen Hawking and Leonard Mlodinov. A good model must meet four (4) 
elements, namely: elegant, simple, accurate and capable membut predictions for the future. 
The working theory of Chambliss and Seidman Law is viewed from the side of the 
lawmakers (rule making institutions), law enforcement agencies (rule sanctioning 
institutions), as well as the holders of the role (role occupant). To strengthen the efforts of 
law enforcement, then hrus dipertajm with Legal Concepts Progression of Satjipto Rahardjo 
basing on three (3) things: 1) the law is for humans, not the other man to the law in which 
human beings will always endeavored, may also be imposed , to get into schemes that have 
been made by law, 2) progressive law refuses to maintain the status quo in the lawless, 3) 
progressive law gives great attention to the role of human behavior in the law. Furthermore, 
the model will be formed basing on the concept of collaboration, integration and 
participation. 
After researchers are exploring and elaborating on the findings of research conducted, 
then delivered the following results: 
1. The Ombudsman as the Public Services Supervisory Agency accept and complete public 
reports related to output in the form of maladministration Ombudsman's recommendation. 
Although the Law No. 37 Year 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia has 
stated that the recommendation was mandatory to be implemented with well-determined 
administrative sanctions for those who miss it. Not optimal implementation of the 
Ombudsman's recommendation is due to: 
xxx 
    
a. The existence of the view that if an institution receive a recommendation from the 
Ombudsman, it means that the agency had made a mistake. This is seen as a 
"disgrace" that should be closed, so that if the agency running the same content of the 
Ombudsman's recommendation means that the agency has opened a "disgrace" and 
publish it to the public, so that people will know it. And, in fact if an institution 
willing to accept criticism, suggestions and constructive feedback, will improve the 
quality of governance, as it is described in Article 2 of Law No. 30 of 2014. 
b. Severity of sanctions for Party and Party Bosses who do not implement the 
Ombudsman's recommendation, due to the sanctions provided in accordance with the 
legislation in the form of administrative sanction will be given by the official 
supervisor. 
c. Lack of understanding of the community related duties and authority of the 
Ombudsman. Not a few citizens who think that all the output of the Ombudsman in 
the form of recommendations, but on only one of them. 
2. The impact of the implementation of the Ombudsman's recommendation will impact both 
the community and the government. 
Impact of non-performance of the Ombudsman's recommendation to the substantive 
justice access to related parties can be summarized as follows: 
a. Rapporteur did not immediately receive a good public service. 
b. Rapporteur did not immediately accept his rights. 
c. At the moment the Ombudsman's recommendation made by a process that is regulated 
according to the Law is not implemented, then this may reduce the authority of the 
state. This means that the command state through legislation unadng has ignored the 
community. 
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3. Model implementation of the Ombudsman's recommendation in order to achieve 
substantive justice in Indonesia to address the optimal execution model that is not based 
on the provisions of Law No. 37 Year 2008, is the Model Collaboration, Integration, 
Participation hereinafter called "Model KIP". "Model KIP" is a mix between a 
conventional model in effect until the so-called top-down, in which the principle 
supervise the implementation of the Ombudsman's recommendation is done from top to 
bottom, from government to the people. Meanwhile, "Model KIP" not only the scrutiny 
carried out by the government, but society also participated to supervise the 
implementation of the Ombudsman's recommendation. This is where the concept of 
bottom-up looks, namely with the inclusion of elements of society. "Model KIP", starts 
from the collaboration between the relevant agencies of the government and the public. 
Government elements including the President, Governors, Regents / Mayors, Parliament, 
Council, Ombudsman, minister RB. While the community elements include the general 
public, the public and the press Rapporteur. After institutional collaboration has been 
established, the next step is the integration of the corner of substance. That is, in order to 
conduct surveillance optimal recommendations, thus providing a sense of justice both for 
the rapporteur and the Party and government, united the idea, the thought of government 
and society. The unification of the substance of this oversight by providing space for 
community participation to provide ideas and thoughts. It is recalled that, during one of 
the causes is not the optimal implementation of the Ombudsman's recommendation is due 
to the difference in the meaning of the recommendation, the government in this case the 
Ombudsman with the community. Ombudsman shall deem that the recommendations to 
be implemented by the Party and / or Party boss, because the laws have been declared so. 
Meanwhile, there are still many people who understand the recommendation as a 
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suggestion as an unusual, will be followed up or not. Community participation here 
should not only be a formality, but should really be appreciated by the government. 
During this time, the supervision of the implementation of the Ombudsman's 
recommendation is only done by the Ombudsman, which is authorized by persuasive 
Ombudsman not only the authority to force. Likewise, the Ombudsman does not have the 
authority to impose administrative sanctions. Though legislation has firmly stated that 
recommendations must be implemented, and if neglected it will be threatened with 
administrative penalties. How can the implementation of it would be optimal if the 
Ombudsman there was no authority to force. To that end, it is the "Model KIP" was 
arranged that the monitoring is not carried out by the Ombudsman SAJ, but involving the 
President and the Parliament for the central level, as well as the Governor, Regent / 
Mayor for the regional level. Meanwhile, sanctions for Party and Party boss who heed the 
Ombudsman's recommendation, submitted to the Ministry of Empowerment of State 
Apparaturs and Beaurocracy as the competent authority to impose sanctions for 
employees who entered the State Civil Apparatus (ASN). As for the private sector to 
carry out public service activities and maladministration, penalties can be carried out by 
the Governor, Regent / Mayor. 
Supervision of the public, the public is given chance to participate in supervising the 
conduct of the Ombudsman's recommendation. This can be done in cooperation with the 
Press, reported to the press, which will press to aggressively publicize negligence. Escort 
made by the government and the society to these recommendations implemented. This 
jug one way to maintain the authority of government, given that the Ombudsman is a state 
institution that is built on the basis of the law, worked in accordance with the law, the 
results of its work must also be followed. 
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Implementation of the "Model KIP" the substantive justice is expected to 
materialize, given that the implementation of the Ombudsman's recommendation is not 
solely to meet legal certainty, which is to run what sounds legislation per se, but the entry 
of the public to participate for the purpose will give a sense of justice is also good for the 
Reporting and Reported , Justice for Rapporteur, because recommendation through the 
escort of government and society, be implemented. Meanwhile, justice for the Party, for 
the government to hear ideas, thoughts of society, among others, about the meaning of the 
recommendations by the public interpreted as valid suggestion, not an obligation. Thus, 
by appreciating people's minds, the implementation of the recommendation is expected to 
be optimal, because there is already an understanding between the government and the 
society, which is done through a two-way dialogue and outreach to continuously 
supported by the government and society. Legislation already provides that the 
Ombudsman is an independent institution, but not mean there should be cooperation with 
other institutions. Their cooperation is intended to give a sense of justice both for the 
rapporteur and the Party is the realization of substantive justice. 
The recommendations given on the results of this study are: 
1. Supervision by the implementation of the Ombudsman's recommendation that applies for 
this is based on Law Number 37 Year 2008 is only done by the Ombudsman. Meanwhile, 
the Ombudsman only has persuasive authority and does not have the authority to force. 
Therefore we need a model of supervision for the implementation of the 
recommendations of the Ombudsman is able to support the implementation of the 
Ombudsman's recommendation, is to involve the President / Governor / Regent / Mayor, 
House of Representative/ Assembly at Provincial,  Ministry of Empowerment of State 
Apparaturs and Beaurocracy Reform, especially Deputy Assistant Policy Coordination , 
Preparation, Evaluation and Development Program Integrity Human Resource Apparatus 
xxxiv 
    
under Sector Integrity Preparation of Human Resources Development Apparatus within 
the scope of authority of the Deputy Human Resources and Apparatus. In addition, also 
entered the Ombudsman, the general public, Reporting, Release. It is intended that both 
the government and local communities to support each other even force for the 
implementation of the Ombudsman's recommendation. 
2. In connection with the imposition of administrative sanctions, would be more appropriate 
if it is up to Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Beaurocracy Reform as 
the competent authority to impose sanctions for the State Civil Administration officers 
(ASN) and the Governor / Regent / Mayor for public servants outside the ASN. 
3. Socialization to public officials and the public in relation to the duties and powers of the 
Ombudsman, especially in relation to the Ombudsman's recommendation that must be 
implemented. Given that the legal culture is very dependent on the spirit of the 
organizers, are both public officials and the public. Related to this, collaboration, 
integration between the government and the public by opening the doors of public 
participation, is a requirement that must be realized. 
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khususnya berkaitan dengan bidang pengawasan pemerintah berkait dengan pelayanan 
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yang merupakan hak masyarakat belum diberikan secara baik oleh penyelenggara layanan 
publik. Sebagai salah satu jalan menuju terwujudnya good governace, layanan publik yang 
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namun dalam kenyataannya masih banyak rekomendasi Ombudsman yang belum 
dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melalui kegiatan penelitian bermaksud 
untuk membangun sebuah model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, yang mana hal ini 
sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. 
Penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan yang dimiliki penulis 
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pihak yang selama ini mendampingi, memberi dukungan, memberi bantuan baik moril 
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BAB I 
 PENDAHULUAN       
A. Latar Belakang  
Ombudsman
1
 sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik 
yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, keberadaannya sangat diperlukan 
dalam rangka mewujudkan konsep good governance. Menurut United Nations 
Development Programme (UNDP)  karakteristik good governance  meliputi :  
1. Participation, artinya setiap warganegara mempunyai hak untuk bersuara dalam 
pembuatan keputusan. 
2. Rule of law, artinya setiap warganegara mempunyai hak yang sama berkait 
dengan penegakan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia. 
3. Transparency, artinya informasi dari pemerintah harus dapat difahami dan 
dimonitor oleh masyarakat. 
4. Responsiveness, artinya adanya respon yang baik dari pemerintah untuk 
melayani masyarakat. 
5. Consensus orientation, artinya good governance menjadi perantara kepentingan 
yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih 
luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 
6. Equity, artinya adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara untuk 
mencapai kesejahteraan. 
7. Effectivenes and efficiency, artinya penyelesaian tugas tepat waktu dengan 
memanfaatkan sarana yang tersedia. 
8. Accountability, artinya bahwa keputusan pemerintah dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat. 
9. Strategic vision, artinya pemerintah dan masyarakat bersama-sama berpikir ke 
depan untuk pengembangan. 
2
 
 
                                                          
1
 The International Bar Association pada tahun 1974  mendefinisikan Ombudsman sebagai  lembaga  yang 
dibentuk oleh Konstitusi atau badan legislatif atau parlemen yang dipimpin oleh seorang pejabat publik yang 
independen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Adapun tugasnya menerima keluhan dari orang yang 
dirugikan oleh pemerintah, bersifat mandiri dan berwenang untuk menyelidiki dan membuat rekomendasi atas 
tindakan yang merugikan.  Dean M. Gottehrer, Former President, United States Ombudsman Association,  
Fundamental Elements of An Effective Ombudsman Institution, 
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=N-
gtVKnvBoOVuASvt4KgDQ#q=effectiveness+of+ombudsman%27s+recommendation diakses 3 Oktober 
2014. 
2
Lembaga Administrasi Negara,   Akuntabilitas dan Good Governance, modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000, hlm. 7. 
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Konsep di atas menunjukkan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya 
harus mencerminkan perilaku yang mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan 
kepentingan masyarakat, termasuk dalam bidang pengawasan. Hal ini mendasarkan 
bahwa pengawasan seperti dikemukakan oleh C.J.N. Versteden sebagaimana dikutip oleh 
Sirajudin,merupakan salah satu bidang tugas yang diatur oleh Hukum Administrasi 
Negara, disamping  penegakan ketertiban, pemberian jaminan sosial, tata ruang, 
pelayanan umum, pemungutan pajak, perlindungan hak dan kepentingan warga, 
kedudukan hukum para pegawai.
3
 
Keikutsertaan rakyat sebagai bagian dari tindakan terhadap kinerja pemerintah, 
ini juga sebagai perwujudan negara demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada pada 
rakyat, sehingga sebenarnya rakyat di sini yang berkuasa. Untuk itulah, maka terhadap 
tindakan pemerintah, khususnya berkait dengan pelayanan publik, keberadaan lembaga 
pengawasan menjadi mutlak adanya. Di samping itu, sebagai langkah awal mewujudkan  
negara kesejahteraan (welfarestate) sebagaimana diamanahkan dalam alinea ke-empat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945:  
―..negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial...‖,maka lembaga pengawasan semakin dituntut keberadannya. Hal ini 
mengingat, bahwa dalam konsep welfare state, pemerintah banyak masuk ke dalam 
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara umum, ciri khas negara kesejahteraan 
adalah ikut aktifnya administrasi negara dalam urusan yang berkait kesejahteraan rakyat, 
hal ini mengingat bahwa lahirnya negara kesejahteraan (welfare state) diawali dengan 
memudarnya  falsafah laissez fire yang menginginkan sedikitnya peranan negara dalam 
                                                          
3
Sirajudin, dkk, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Malang: Setara Press, 
2012, hlm. 17. 
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mengontrol usaha pribadi dalam masyarakat dan besarnya peranan individu dalam 
melakukan kebebasan berkontrak. Hal tersebut dikarenakan, falsafah tersebut justru 
menimbulkan kerugian pada masyarakat, yang kuat akan menekan yang 
lemah.
4
Sementara di sisi lain, untuk mewujudkan kemakmuran dan perasaan 
kesejahteraan itu  berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum.
5
 Menurut Lawrence 
M. Friedman sebagaimana dikutip oleh MP. Jain (1977) 
6
 dikatakan dalam   bukunya The 
Rule of Law and The Welfare State, fungsi negara kesejahteran adalah sebagai protector, 
provider, regulator, enterpreuner, arbitrator.Akibat luasnya kekuasaan pemerintah 
membawa konsekuensi, yaitu diberikannya wewenang berupa freies ermessen atau 
pouvoir discretionare, yaitu bahwa pemerintah dipersamakan dengan orang yang 
memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. 
7
Kewenangan bebas tersebut adalah ketika rakyat menyampaikan suatu permasalahan, 
sementara aturan penyelesaiannya belum ada, dan bagi pemerintah tidak diperbolehkan 
untuk menolak menyelesaikan permasalahan rakyat dengan alasan peraturannya belum 
ada. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah itu, sangat rawan dengan  
penyimpangan seperti ungkapan yang disampaikan oleh Lord Acton seorang pujangga 
Inggris sebagaimana dikutip oleh S.F. Marbun ―power tends to corrupt, and absolute 
power corrups absolutely‖,8 sehingga perlu adanya pengawasan supaya tidak terjadi 
penyimpangan. 
                                                          
4
 SF. Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, 
hlm. 67, 106. 
5
 Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, 
Bandung: Alumni: 1985, hlm. 110. 
6
 Dikutip dari MP. Jain dalam Development of administrative Law in Malaysia Since Merdeka yang 
dimuatdalam The Malayan Law Journal Supplement, (1977)2MLJ, ms.ii. Lihat juga Sunarjati Hartono dalam 
Apakah The Rule of Law itu?, Alumni, Bandung, 1976. Lihat juga SF. Marbun, dkk, Op. Cit., hlm 106. 
7
 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 130. 
8
 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 
2011, hlm.7. 
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Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat cukup beragam, seperti pengawasan 
yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kontrol sosial yang 
dilakukan oleh media massa, termasuk dalam hal ini adalah pengawasan oleh 
Ombudsman, mengingat bahwa Ombudsman  merupakan lembaga yang menerima 
laporan pengaduan dari masyarakat berkait dengan adanya maladministrasi. 
Istilah Ombudsman sebagai lembaga pengawasan berasal dari Swedia, yaitu pada 
masa pemerintahan Raja Swedia Charles XII (1697-1718). Ombudsman  berasal dari 
bahasa Old Norse Swedia, umbothdhamadhr yaitu representative position atau seorang 
komisioner kerajaan yang diangkat raja untuk menyelesaikan pengaduan rakyat secara 
adil. Ini merupakan jabatan agung yang penuh wibawa.
9
  Pembentukan ini diawali pada 
masa di mana  akibat kekalahan dengan Rusia pada The Great Northern War (1700-
1721), Raja Charles XII melarikan diri ke Turki dengan keadaan Swedia yang kacau. 
Namun demikian, di tempat pengasingan tersebut, beliau tetap memantau kondisi 
negaranya yaitu dengan memerintahkan pembentukan lembaga yang bertugas melakukan 
pengawasan guna meminimalisir  kekacauan yang terjadi. Lembaga tersebut bernama 
Office of The King’s Highest Ombudsman (HighestOmbudsman), merupakan lembaga 
pengganti Raja yang saat itu berada di pengasingan. Pembentukan Highest Ombudsman 
ini berangkat dari konsep pengawasan dalam sistem Turkish Office of Chief Justice 
(Chief Justice), yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan guna 
menjamin dilaksanakannya hukum Islam baik bagi masyarakat maupun Sultan. 
Berdasarkan catatan sejarah tersebut, maka Swedia bukanlah negara pertama yang 
menggunakan sistem pengawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat 
Bryan Billing dalam tulisannya yang berjudul TheOmbudsman In New Zealand, 
sebagaimana dikutip oleh Budhi Masthuri bahwa  sebelum muncul lembaga Ombudsman 
                                                          
9
 Hendra Nurtjahjo, Sejarah Ombudsman sebagai The Guardian of Public Rights, Suara Ombudsman RI, edisi 
pertama, Januari-Februari 2013, hlm. 39. 
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sebagaimana dikenal di Swedia, Kekaisaran Romawi telah lebih dahulu membentuk 
lembaga pengawasan dengan nama Tribunal Plebis dengan tugas melindungi hak-hak 
masyarakat lemah dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan para bangsawan. Sementara 
itu, pada tahun 221 SM, Dinasti Tsin dari Kekaisaran Cina juga telah mendirikan 
lembaga pengawas dengan nama Control Yuan atau Censorate untuk melakukan 
pengawasan terhadap pemerintah dan sekaligus bertindak sebagai ―perantara‖ bagi 
masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar. 
Istilah Control Yuan hingga sekarang dipakai untuk Ombudsman Taiwan dengan tugas 
pengawasan terhadap pemerintahan dan pengadilan. Jauh sebelum itu semua, ternyata 
Dean M Gottehrer, mantan Presiden Asosiasi Ombudsman Amerika Serikat menemukan 
data bahwa sistem Ketatanegaraan Islam telah mengenal lembaga pengawasan 
sebagaimana kita kenal sekarang Ombudsman. Sejarah mencatat pada masa Khalifah 
Umar Bin Khattab (634-644 SM) telah dibentuk lembaga Qadi Al Quadat (Ketua hakim 
Agung) dengan tugas melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan 
penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Khalifah Umar Bin Khattab 
memposisikan dirinya sebagai Muhtasib, yaitu orang yang menerima keluhan dan 
mediator dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. 
Aktivitasnya dilakukan melalui cara penyamaran, untuk memperoleh data yang akurat.
10
 
Keberadaan Ombudsman di Indonesia diawali dengan dibentuknya Komisi 
Ombudsman Nasional (KON) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 
tentang Komisi Ombudsman Nasional yang disahkan pada tanggal 20 Maret 2000. Hal 
ini merupakan perwujudan dari keinginan pemerintah, yang pada waktu itu dalam masa 
kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, untuk bisa mewujudkan pemerintahan 
                                                          
10
 Budhi Masthuri, Mengenal Ombudsman Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 2-3. 
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yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan mengarah bagi terwujudnya 
good governance. 
 Hanya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak berdiri, Komisi Ombudsman Nasional 
(KON) telah menerima 800 (delapan ratus) lebih laporan pengaduan. Bahkan Hakim 
Agung Artidjo Alkostar berharap agar Komisi Ombudsman Nasional (KON) proaktif 
melakukan penelitian  berkait dengan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia yang membebaskan terdakwa  skandal Bank Bali. Sementara, Guru 
Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sangat mendukung dibuatnya Undang-
Undang Ombudsman. 
11
 
 Berkait dengan hal tersebut, pemerintah selanjutnya berinisiatif untuk 
memperkuat landasan keberadaan Ombudsman di Indonesia, yaitu dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) pada tanggal 7 Oktober 2008. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Tentang Ombudsmn Republik Indonesia (ORI) telah merubah wajah Ombudsman yang 
pada masa Komisi Ombudsman Nasional (KON) masuk kategori Ombudsman Eksekutif, 
maka sekarang masuk kategori Ombudsman Parlementer karena keanggotaannya dipilih 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.
12
 
Berkait dengan pertanggung jawaban, maka Ombudsman wajib menyampaikan laporan 
berkala 3 (tiga) bulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden. 
13
 Ombudsman didefinisikan secara detail di dalam Pasal 1angka 1 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut: 
―Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah 
lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 
                                                          
11
Antonius Sujata, dkk, Ombudsman Indonesia Masa Lalu Sekarang Masa Mendatang, Jakarta:Komisi 
Ombudsman Nasional, 2002,, hlm. 8-9. 
12
 Periksa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
13
 Periksa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
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Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.‖ 
 
Melihat definisi Ombudsman tersebut di atas, terlihat demikian luas ruang 
lingkup objek pengawasan dari Ombudsman, di mana fokusnya adalah berkait dengan 
pelayanan publik dari pemerintah yang menimbulkan kerugian pada masyarakat atau 
yang sering disebut maladministrasi. Maladministrasi diatur dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang secara detail berbunyi sebagai berikut: 
―perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang 
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang 
perseorangan. ―  
 
Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, 
unsur-unsur maladministrasi meliputi: 
1. Perbuatan melawan hukum; 
2. Perbuatan melampaui wewenang; 
3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain; 
4. Kelalaian pelayanan publik; 
5. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang 
perseorangan. 
Sebagai pembanding, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia, pedoman yang dipergunakan oleh Komisi 
Ombudsman Nasional (KON) dalam mengklasifikasikan perbuatan yang termasuk dalam 
maladministrasi, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh CFG, Sunaryati Hartono, 
yang meliputi : 1) penundaan berlarut, 2) tidak menangani, 3) persekongkolan, 4) 
pemalsuan, 5) di luar kompetensi, 6) tidak kompeten, 7) penyalahgunaan wewenang, 8) 
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bertindak sewenang-wenang, 9) permintaan imbalan uang/korupsi, 10) kolusi dan 
nepotisme, 11) penyimpangan prosedur, 12) melalaikan kewajiban, 13) bertindak tidak 
layak/tidak patut, 14) penggelapan barang bukti, 15) penguasaan tanpa hak, 16) bertindak 
tidak adil, 17) intervensi, 18) nyata-nyata berpihak, 19) pelanggaran undang-undang, 20) 
perbuatan melawan hukum. Sementara Ombudsman Kerajaan Inggris (Parliamentary 
Commissioner of Administration) tidak mendefiniskan tentang maladministrasi namun 
Richard Crossman, Ketua Majelis Rendah Parlemen merinci contoh perbuatan 
maladministrasi, yaitu: berprasangka (bias), kelalaian (neglect), ketidakpedulian 
(inatention), keterlambatan (delay), ketidakwenangan (incompetence), ketidaklayakan 
(inaptitude), pemutar balikan (perversity), kekejian (terpitude), kesemena-mena 
(arbitrarines). Selain itu,  menurut Ombudsman Supranasional Eropa, maladministrasi 
terjadi jika institusi publik tidak berhasil bertindak sesuai undang-undang atau dengan 
asas-asas yang mengikat pejabat publik terkait. Ombudsman Australia menggunakan 
istilah defective administration untuk menunjuk maladministrasi, yang berarti cacat 
administrasi. Menurut The European Ombudsman dalam Annual Report 1997, dikatakan 
maladministrasi ketika  badan publik gagal untuk bertindak sesuai dengan aturan atau 
prinsip yang mengikat. 
14
 
Adapun substansi maladministrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat 
ke Ombudsman adalah penundaan pelayanan, misalnya perizinan yang tidak segera 
diselesaikan, permohonan, sertifikat tanah yang tidak segera diselesaikan, eksekusi 
putusan pengadilan yang tidak segera dilaksanakan, belum adanya lebih lanjut pihak 
kepolisian. Selanjutnya disusul oleh  penyimpangan prosedur, tidak memberikan 
                                                          
14
Periksa CFG, Sunaryati Hartono, dkk, Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia, Jakarta: Komisi  
Ombudsman Nasional, 2003, hlm. 18-21. Periksa juga Antonius Sujata dan RM Surachman, Catatan 
Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta: Indonesia Development for Consultancy 
& Coperation, 2011, hlm. 53-55. Periksa juga Anne Peters, The European Ombudsman and The European 
Constitution, Common Market Law Review: June 2005:42,3; ABI/INFORM Complete, pg. 702. 
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pelayanan dan penyalahgunaan wewenang.  Berdasarkan hal tersebut, maka sebagian 
besar dari MoU yang diadakan antara Ombudsman dengan lembaga negara lainnya lebih 
menekankan pada upaya percepatan pelayanan publik. 
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 
Republik Indonesia membawa beberapa konsekuensi, yaitu :1) bahwa lembaga 
pengawasan pelayanan publik  tersebut tidak lagi disebut Komisi Ombudsman Nasional 
(KON) namun penyebutannya berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), 
2) rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman bukan sekedar saran biasa  atau sebagai 
moral obligation (kewajiban moral) semata,  namun sifatnya adalah imperatif. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Bapak Hendra Nurtjahjo, bahwa: 
―Dengan perubahan dari Komisi Ombudsman Nasional yang berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 44 Tahun 2000 menjadi Ombudsman Republik Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, maka terdapat perubahan 
terhadap kedudukan dari rekomendasi Ombudsman, di mana rekomendasi 
Ombudsman sekarang bersifat imperatif  (mengikat secara hukum, wajib 
dilaksanakan)  karena telah menjadi legal obligation (kewajiban hukum). ―15 
 
Hal ini terlihat sebagaimana dalam Pasal 38  dan Pasal 39 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu; 
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 : 
Ayat (1) : ― Terlapor  dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi 
Ombudsman.‖ 
Ayat (2) : ― Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman 
tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai 
hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.‖ 
Ayat (3) :  ― Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya 
dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan 
Rekomendasi.‖ 
Ayat (4) : ― Dalam hal Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan 
Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan 
alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan 
Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden.‖ 
                                                          
15
 Wawancara dengan Bapak Hendra Nurtjahjo, SH., M.Hum, anggota Ombudsman Republik Indonesia bidang 
Pencegahan, pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 pukul 13.00 di Kantor ORI Kuningan, Jakarta 
Selatan 
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 Sementara berkait dengan permasalahan bagi Terlapor  maupun Atasan Terlapor 
yang tidak melaksanakan rekomedasi Ombudsman akan dikenai sanksi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang secara detail 
berbunyi sebagai berikut: 
―Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .‖ 
 
Kedua Pasal tersebut menjadi dasar, bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008, Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman, dan jika tidak mematuhinya maka akan dikenai sanksi administratif. 
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya Terlapor yang tidak 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini : 
Tabel. 1 
Rekomendasi ORI Tahun 2011-2014 
 
Status  Jumlah 
Dilaksanakan 31 
Dilaksanakan Sebagian 6 
Belum Dilaksanakan 11 
Dalam Proses 3 
Tidak Dilaksanakan 3 
Tanggapan 2 
Tanpa Keterangan 7 
Total 63 
Sumber: data dari Ombudsman Republik Indonesia yang diperoleh pada tanggal 23 
Februari 2015. 
 
Dengan demikian terlihat bahwa rekomendasi Ombudsman sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 belum 
dilaksanakan seluruhnya, karena dari 63 (enam puluh tiga) rekomendasi yang 
dikeluarkan, baru 31 ( tiga puluh satu) atau sekitar 50% yang dilaksanakan. Artinya, 
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dalam kondisi sekarang ini, tidak semua Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman, yang mana Pasal 38, 39 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan wajib dan ada sanksi administrasi. 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang 
Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, meliputi: 
1. Pelaksanaan rekomendasi oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor. 
2. Laporan Atasan Terlapor tentang pelaksanaan rekomendasi. 
3. Permintaan keterangan Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor dan melakukan 
pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi. 
4. Pemeriksaan lapangan oleh Ombudsman untuk memastikan pelaksanaan 
rekomendasi. 
5. Publikasi Terlapor ketika rekomendasi tidak dilaksanakan. 
6. Sanksi administrasi bagi Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor bila melanggar 
peraturan perundang-undangan tersebut. 
Analisa yang akan dilakukan oleh penulis, mendasarkan pada pertanyaan : 
―Seberapa jauh unsur-unsur tersebut telah dilaksanakan baik oleh Terlapor dan/ atau 
Atasan Terlapor serta Ombudsman.‖ 
Bagi Terlapor , pertanyaan berkait : 
1. Pelaksanaan rekomendasi oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor. 
2. Laporan Atasan Terlapor tentang pelaksanaan rekomendasi. 
Sementara itu, pertanyaan bagi Ombudsman meliputi: 
1. Permintaan keterangan Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor dan melakukan 
pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi. 
2. Pemeriksaan lapangan oleh Ombudsman untuk memastikan pelaksanaan 
rekomendasi. 
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3. Publikasi Terlapor ketika rekomendasi tidak dilaksanakan. 
4. Sanksi administrasi bagi Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor bila melanggar peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman jika dibandingkan dengan 
laporan pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman, memang terlihat kurang 
signifikan.  Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.  
Tabel. 2 
Pengaduan Masyarakat dan Rekomendasi  
Periode 2011-2014 
No Tahun Jumlah  Tindak 
Lanjut 
Rekomendasi 
1 2011 1.867 1.867 21 
2 2012 2.209 2.209 18 
3 2013 5.173 5.105 10 
4 2014 6.674 5.129 14 
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia dari tahun 
2011 hingga 2014. 
 
Berdasarkan Tabel Pengaduan Masyarakat dan Rekomendasi pada periode tahun 
2011-2014, yang hal tersebut sebagai masa penelitian penulis, terlihat bahwa, jumlah 
rekomendasi Ombudsman relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan 
masyarakat. Hal ini bukan berarti Ombudsman tidak merespon setiap pengaduan. Hal ini 
karena rekomendasi hanya salah satu dari bentuk tindak lanjut Ombudsman. Adapun, 
selain rekomendasi, tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman atas laporan 
pengaduan masyarakat meliputi: 1) pemeriksaan administratif substantif, yang dari 
pemeriksaan ini ternyata cukup banyak laporan pengaduan masyarakat yang bukan 
merupakan kewenangan Ombudsman. Atas hal tersebut, Ombudsman menyampaikan 
kepada Pelapor untuk melaporkan permasalahannya kepada instansi yang berwenang di 
luar Ombudsman. 2) permintaan klarifikasi atas laporan masyarakat. Apabila dalam 
tahap klarifikasi ini sudah dapat menyelesaiakan masalah, seperti Terlapor dan/ atau 
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Atasan Terlapor telah mengakui adanya maladministrasi dan memperbaiki kinerjanya, 
tetap dalam hal ini pelaksanaan janji tersebut di bawah pengawasan Ombudsman, maka 
permasalahan dinyatakan selesai dan ditutup. Tidak perlu sampai pada tahapan 
rekomendasi. 3) Tindak lanjut lainnya dapat berupa pemberitahuan kepada Pelapor untuk 
melengkapi data laporan pengaduan guna memperjelas permasalahn dan melancarkan 
penyelesaian laporan tersebut. 4) Dimungkinkan juga, Ombudsman melakukan tindak 
lanjut berupa upaya mediasi, konsiliasi dan adjudikasi. Tujuan dari mediasi dan 
konsiliasi adalah untuk mencapai tau menghasilkan penyelesaian yang disepakati dan 
dapat diterima Pelapor dan Terlapor. Sementara, tujuan adjudikasi adalah untuk 
mencapai atau menghasilkan penyelesaian yang disepakati dan dapat diterima Pelapor 
dan Terlapor yang diputus Ombudsman. Hingga peneliti menyelesaikan penelitin, 
adjudikasi baru merupakan sebuah wacana. Jika hasil kesepakatan telah dilaksanakan, 
maka laporan akan dinyatakan selesai dan di tutup. 5) Tindak lanjut yang terakhir berupa 
rekomendasi. Mendasarkan dari berbagai tindak lanjut Ombudsman sebagaimana 
diuraikan di atas, jumlah rekomendasi yang relatif kecil tersebut bukan berarti sekecil itu 
pula respon Ombudsman terhadap pengaduan masyarakat, karena sesuai ketentuan 
undang-undang yaitu BAB VII Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian 
Laporan  Pasal 25 sampai 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 002 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemeriksaan 
dan Penyelesaian Laporan. 
Dalam hal ini, tabel  hanya menunjukkan angka berkait rekomendasi, mengingat 
bahwa fokus penelitian ini adalah berkait dengan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.  
Penulis menyajikan hasil penelitian yang membatasi pada permasalahan 
rekomendasi Ombudsman yang pelaksanaannya belum memuaskan, belum baik.  
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Berdasarkan kondisi tersebut, penulis hendak menyampaikan sebuah model 
dalam rangka mewujudkan keadilan substantif. Model adalah representasi 
(penyederhanaan) simbolik dari suatu benda, proses, sistem, atau gagasan, yang  dapat 
Andiberbentuk gambar-gambar grafis, verbal, atau matematikal.
16
 Pendapat lain 
menyebutkan bahwa model merupakan abstraksi/penyederhanaan/representasi dari dunia 
nyata (therealworld). Suatu model digunakan untuk mendekati fenomena. Fenomena 
pada umumnya bersifat kompleks sehingga replika dari dunia nyata perlu dibuat agar 
fenomena menjadi lebih sederhana dan memudahkan orang untuk mempelajarinya. 
17
 
Definisi lain menyebutkan bahwa model adalah deskripsi/ representasi fisik yang 
mengingkatkan pemahaman tentang sesuatu yang tidak dapat secara langsung diamati. 
Selanjutnya, model merupakan pola yang mewakili dunia nyata secara benar dan tepat. 
18
 
Model dalam tulisan ini diartikan sebagai representasi actual phenomenon, yaitu 
sebagai sebuah sistem atau proses. Actual phenomenon yang dipresentasikan 
oleh  model memiliki tujuan agar dapat dijelaskan atau diuraikan, agar dapat 
diprediksi, dan agar dapat dikontrol, yang semuanya terkait dengan tujuan 
pokok
19
tercapainya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam rangka 
mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.  Model yang akan dibangun pada 
akhirnya merupakan kompromi antara aspek realitas (dunia nyata) dengan aspek 
keteraturan (sesuatu yang ideal). 
20
 
                                                          
16
http://www.academia.edu/4820665/TEORI_dan_MODEL_Komunikasi, diakses Jum‘at 15 Juli 2016 pukul 
14.45 WIB. 
17
https://id.scribd.com/doc/67125113/Pengertian-Model, diakses Jum‘at 15 Juli 2016 pukul 09.46. 
 
18
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2487/1/98343-ADE%20YUSMAN-FITK.pdf, 
diakses 15 Juli 2016 pukul 10.09. 
 
19
http://id-jurnal.blogspot.co.id/2008/04/jurnal-bisnis-dan-ekonomi-maret-2000_07.html diakses 
Jum‘at 15 Juli 2016 pukul 10.25  
 
20
Ibid. 
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Adapun model yang akan dibangun dengan melihat masih banyaknya jumlah 
rekomendasi Ombudsman yang belum dilaksanakan, penulis berpendapat perlunya 
kolaborasi, inegrasi dan partisipasi dari para pihak terkait.   
Kolaborasi yang berarti kerjasama 
21
 di mana kerjasama tersebut menurut Ilza 
(2011) dimaksudkan untuk mencapai hasil yang diinginkan sekaligus melahirkan 
kepercayan di antara pihak yang terkait.
22
 Kolaborasi sebagai sebuah kerja sama 
bertujuan untuk memaksimalkan sebuah proyek dengan cara menggabungkan beberapa 
orang yang kompeten dalam bidang tertetu di dalam proyek tersebut. Sementara, 
integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. 
23 
Kata integrasi yang berasal dari integration dapat diartikan sebagai pembauran hingga 
menjadi kesatuan  yang utuh dan bulat, di samping berarti pula sebagai  proses 
mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi dan bagian-bagian, sedemikian rupa sehingga 
antar bagian tersebut  dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam 
pencapaian sasaran.
24
 Selanjutnya dari judul yang penulis ajukan, unsur berikut adalah 
partisipasi. Partisipasi mempunyai makna perihal turut berperan serta dalam suatu 
kegiatan; keikutsertaan; peran serta.
25
 Sementara Keith Davis sebagaimana dikutip oleh 
Sastropoetro (1988) dalam Mohammad Mulyadi 
26
 mengartikan partisipsi sebagai 
keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok 
yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kelompok dalam usaha mencapai 
tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 
                                                          
21
 http://kbbi.web.id/kolaborasi, diakses Selasa 8 Juli 2016 pukul 10.39 WIB. 
 
22
 http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-koordinasi-dan-kolaborasi/, diakses Selasa 9 Juli 2016 
pukul 10.43 WIB 
23
 http://kbbi.web.id/integrasi, diakses Selasa 9 Juli 2016 pukul 10.56 WIB 
24
 http://www.ilmusaudara.com/2015/10/pengertian-integrasi-macam-macam-serta.html, diakses Selasa 9 Juli 
2016 pukul 11.02 WIB. 
25
 http://kbbi.web.id/partisipasi, diakses Selasa 9 Juli 2016 pukul 11.19 WIB. 
26
 Mohammad Mulyadi, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Jakarta: Nadi Pustaka, 
2009, hlm. 21. 
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Model yang berangkat dari dimungkinkannya sebuah kerjasama dari beberapa 
pihak, yaitu pemerintah sebagai pembuat undang-undang, Ombudsman selaku penegak 
hukum dan masyarakat sebagai pihak yang melaksanakan peraturan perundang-
undangan, yang mana dari kerjasama tersebut akan menyatu dalam kesatuan yang bulat 
dan utuh untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Sekalipun kesepakatan akan 
terwujud dengan masuknya ketiga unsur tersebut, namun dalam hal ini penekanan adalah 
dengan memberikan porsi yang sama antara pemerintah, Ombudsman dan masyarakat. 
Mengingat bahwa seringkali masyarakat menjadi pihak yang terabaikan dalam 
pemberian pemikiran, dan hal ini yang dapat menjadi penyebab kurang efektifnya 
pelaksanaan suatu aturan. 
Adapun tujuan akhir dari pembangunan model tersebut adalah untuk mewujudkan 
keadilan substantif. Keadilan substantif sebagai keadilan yang sesungguhnya  hanyalah 
dapat terwujud manakala rakyat telah dapat merasakan adanya keadilan tersebut. Untuk 
dapat mewujudkannya, maka tidak dapat hanya sekedar mendasarkan kepada aturan 
hukum tertulis semata sebagaimana dikembangkan oleh kaum positivisme, namun harus 
lebih melihat kepada kondisi dari masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam hal 
penegakan hukum yang paling pokok adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses 
pembudayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat.
27
maka tepatlah jika 
keadilan substantif itu didefinisikan sebagai keseimbangan dan pembagian proposional 
antara hak dan kewajiban yang didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan di 
mana masyarakat itu bermukim.
28
 Artinya bahwa, dalam mewujudkankeadilan 
substantif, , penegak hukum, dalam hal ini Ombudsman, harus lebih bijaksana dalam 
mensikapi perilaku Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor. Mengingat bahwa undang-
undang harus ditaati, maka di dalam menyusun undang-undang harus terlebih dahulu 
                                                          
27
Muhammad Taufik, Keadilan Substansial, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014, hlm. 95. 
28
https://hikmawansp.wordpress.com/2011/04/23/38/, diakses Jum‘at 15 Juli 2016 pukul 18.20 WIB. 
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memahami kondisi masyarakat, melibatkan masyarakat supaya hasil penegakan 
hukumnya menjadi sebuah produk yang merupakan hasil kesepakatan bersama, serta 
tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini mengingat bahwa, dalam praktek sangat 
mungkin fictie hukum, yaitu semua orang dianggap tahu tentang hukum, menjadi tidak 
berlaku dalam masyarakt, mengingat dalam kenyataanya masih banyak warga 
masyarakat yang tidah tahu atau faham tentang suatu aturan hukum yang telah berlaku.  
Untuk terwujudnya keadilan substantif, paling tidak seperti disampaikan oleh 
Satjipto Raharjo, bahwa hukum adalah untuk manusia,
29
 maka tahapan-tahapan yang 
sesuai dengan hati nurani masyarakat yang diutamakan. Sementara itu, keadilan 
substantif  sebagaimana disampaikan Suteki sebagai keadilan paripurna.
30
 Paripurna 
berarti lengkap
31
, mengingat tidak saja mendasarkan pada hukum positif semata, namun 
juga memperhatikan hukum yang berlaku pada masyarakat (living law). Keadilan 
substantif dicapai dengan jalan yang berbeda dari hanya sekedar ritual penegakan hukum 
konvensional, yang hanya mengandalkan dan menyandarkan pada rule and logic (rule 
and logic bound) dengan memarginalkan aspek behavior. 
32
 
B. Fokus Studi dan Permasalahan 
1. Fokus Studi 
Penelitian ini menfokuskan diri pada belum seluruhnya dari rekomendasi 
Ombudsman itu dilaksanakan oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor , sekalipun 
undang-undang sudah mengatur adanya kewajiban bagi Terlapor dan/ atau  Atasan 
Terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman dengan adanya sanksi 
administrasi bagi yang melanggarnya.  
                                                          
29
 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Kompas, 2008,  hlm. 140-144. 
30
Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafamedia, 2015, hlm. 73.  
31
http://kbbi.web.id/paripurna, diakses Sabtu 23 Juli 2016 pukul 10.09 WIB. 
32
Suteki, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 
4 Agustus 2010 
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Jika ditilik pada masa Komisi Ombudsman Nasional, tentang  rekomendasi 
tidak diatur secara jelas, namun tidak demikian setelah terbetuknya Ombudsman 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, hal tersebut 
menjadi wajib untuk dilaksanakan. Sebenarnya jangka waktu dari tahun 2000 masa 
keberlakuan Komisi Ombudsman Nasional yang terlahir berdasar Keppres Nomor 44 
Tahun 2000 hingga tahun  2008 yaitu masa keberlakuan Ombudsman Republik 
Indonesia, adalah waktu yang cukup panjang untuk memahami tentang lembaga 
pengawasan ekternal ini, tetapi realitanya berkata lain.  Sementara kalau kita 
bandingkan dengan negara-negara lain, tingkat kepatuhan aparat pemerintah terhadap 
rekomendasi Ombudsman sangat tinggi, seperti terlihat dalam uraian berikut, bahwa 
selama beberapa tahun terakhir, hanya 40 % rekomendasi Ombudsman yang dipatuhi. 
Padahal jika dibanding dengan di Thailand, lembaga pemerintah yang melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman sebesar 90%, di Australia sebesar 99%. Hal ini disebabkan, 
bahwa Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan menekan lembaga 
pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi, sementara di sisi lain, niat baik institusi 
penyelenggara layanan publik terhadap  masyarakat masih kurang. 
33
 Keadaan ini 
dikarenakan, bahwa pada dasarnya Ombudsman bukanlah lembaga pemberi sanksi. 
Sekalipun dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia, disebutkan adanya sanksi administrasi jika Terlapor dan Atasan 
Terlapor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, namun sanksi administrasi 
tersebut menjadi kewenangan instansi atasan dari Terlapor bukan Ombudsman. 
Sehingga sangat tergantung pada good will instansi yang bersangkutan.   
                                                          
33
  ―60 Persen Lembaga Tak Patuhi Rekomendasi ORI‖ 
http://www.tempo.co/read/news/2014/11/07/078620196/60-Persen-Lembaga-Tak-Patuhi-Rekomendasi-
ORI?view=fullsite dikses pada Senin 15 Desember 2014. 
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Adapun kajian menekankan pada adanya pengabaian administrator sebagai 
Terlapor dan Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. 
Fokus selanjutnya adalah melihat pada dampak dikeluarkannya rekomendasi hingga 
timbul adanya sikap pengabaian, sehingga untuk mensikapinya diperlukan suatu ide 
pembuatan sebuah  model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam rangka 
mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.    
2. Permasalahan 
Adapun permasalahan yang diajukan guna mengeksplorasi fokus studi dalam 
disertasi ini adalah sebagai berikut : 
a. Mengapa model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 belum dipatuhi sepenuhnya oleh Terlapor 
dan/ atau Atasan Terlapor? 
b. Bagaimana dampak model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang tidak 
dilaksanakan  terhadap akses keadilan substantif pihak terkait  ? 
c. Bagaimana model pelaksanaan  rekomendasi Ombudsman dalam rangka 
mewujudkan keadilan substantif  di Indonesia? 
C. Kerangka Pemikiran 
Problematika dalam penelitian ini adalah berkait dengan belum seluruhnya dari 
rekomendasi Ombudsman itu dilaksanakan oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor , 
sekalipun undang-undang sudah mengatur adanya kewajiban bagi Terlapor dan/ atau  
Atasan Terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman dengan adanya sanksi 
administrasi bagi yang melanggarnya.  
Guna untuk mengelaborasi permasalahan tersebut, penggunaan beberapa teori 
merupakan dasar pemecahan masalah. Teori-teori tersebut antara lain: Asas-Asas 
Hukum Administrasi Negara, Konsep Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo,  Teori 
20 
 
Sistem dari Bertalanffy, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, Teori 
Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan Seidman, Teori Keadilan dari John Rawls, 
Konsep Kolaborasi, Konsep Integrasi, Konsep Partisipasi, Teori Model dari Stephen 
Hawking dan Leonard Mlodinov, teori Legal Pluralisme dari Werner Menski. 
Asas-Asas Hukum Administrasi Negara sebagai landasan bagi pemerintah untuk 
menjalankan aktivitasnya, mengingat bahwa asas berarti permulaan dari kaidah, yaitu 
tentang ketentuan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan 
hidupnya dengan manusia lainnya.
34
 Di sini terkandung makna, bagaimana pemerintah 
bersikap terhadap rakyat. 
Konsep Hukum Progresif mendasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu 1) hukum adalah 
untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum di mana manusia akan selalu 
diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang 
telah dibuat oleh hukum, 2) hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo 
dalam berhukum, 3) hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan 
perilaku manusia dalam hukum.  
35
 
Teori Sistem dari Bertalanffy yang mendefinisikan sistem itu sebagai ―a complex of 
elements in mutual interaction‖ . 36Dengan demikian, pembahasan tentang sistem adalah 
pembahasan tentang suatu kesatuan yang meliputi 1) esensi dari sistem suatu kesatuan 
((wholenses), 2) hakikat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem (element as a 
parts of the others), 3) cara seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar 
(sistem) dan bagian-bagian yang membentuk satuan itu (the parts of the system). 
37
Selanjutnya diperkuat dengan Teori Sistem Hukum sebagaimana disampaikan oleh 
                                                          
34
Bahsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 54. 
 
35
 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir,  Op. Cit., hlm. 140-144. 
36
 Lili Rasjidi, Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 63. 
37
Ibid., hlm. 65. 
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Lawrence M. Friedman yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu substansi, struktur dan budaya 
hukum. 
38
 
Tentang Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan Seidman, pada dasarnya 
berpedoman pada 3 (tiga) hal untuk terwujudkan efektivitas sebuah peraturan, yaitu mulai 
dari unsur-unsur pembuat undang-undang (rule making institutions), lembaga penegak 
hukum (rule sanctioning institutions), serta pemegang peran (role occupant). 
39
Di sini 
akan dianalisa berkait DPR dan Presiden yang menetapkan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan berdasar Pasal 37  Ombudsman 
berwenang mengeluarkan rekomendasi yang harus dilaksanakan Terlapor atau Atasan 
Terlapor, namun dalam kenyataannya sekalipun sudah ada ancaman sanksi admninistrasi 
masih ada yang tidak melaksanakan. 
Teori Keadilan dari John Rawls menjadi landasan bagi pembentukan model 
rekonstruksi atas peraturan yang sekarang ada, yang pada intinya menyatakan bahwa 
keadilan itu sebagai sebuah kesetaraan,
40
 yang meliputi 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: 
1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas 
kebebasan yang sama bagi semua orang. 
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat 
diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan 
terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni 
―keuntungan semua orang‖ dan ―sama-sama terbuka bagi semua orang.‖ 41 
                                                          
38
Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit., hlm. 4. 
39
 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, suatu tinjauan sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 
28. 
40
 Karen Lebacqz, Six Theories of Justice, penterjemah: Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Analisis kritis 
terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, 
Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 50. 
41
John Rawls, A Theory of Justice, penterjemah: Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Teori Keadilan Dasar—Dasar 
Filasfat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 
hlm. 72. 
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Berkait dengan keadilan substantif yang hendak diwujudkan, agar pelaksanaan dari 
rekomendasi Ombudsman itu bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap penerima 
rekomendasi yaitu Terlapor dan Atasan Terlapor, maka pendekatan yang dipakai untuk 
membangun model tersebut adalah Teori Model, Teori Kolaborasi, Teori Integrasi, Teori 
Partisipasi. 
Menurut Stephen Hawking dan Leonard Mlodinov, sebuah model yang baik itu 
harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 
1. Elegan: paten, tidak mudah berubah dari faktor lingkungan yang mempengaruhi. 
2. Berisi beberapa elemen, disesuaikan: sesederhana mungkin tetapi tidak sederhana.  
3. Berdasarkan penelitian,pengamatan, akurat. 
4. Membuat prediksi untuk ke depan.42 
Berkait dengan kolaborasi , sebagaimana disampaikan oleh Keohane
43
 sebagai 
suatu kegiatan bekerja bersama dengan yang lain, kerjasama, bekerja dalam satu team, 
dan di dalamnya bercampur satu kelompok menuju keberhasilan bersama.  
Selanjutnya, integral  berarti mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian 
yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna.
44
 Sementara, integratif 
berasal dari kata  integrasi yang berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh 
atau bulat.
45
 
Setelah kolaborasi, integrasi, selanjutnya dipakai teori partisipasi. Partisipasi 
sebagaimana dikemukakan oleh Goulet dalam Sirajuddin sebagaimana dikutip oleh 
                                                          
42
 Stephen Hawking and Leonard Mlodinov , The Grand Desain, New York: Bantam Books, 2010, p. 51 
43
 buning_pap.staff.uns.ac.id/files/2010/05/kolaboratif.doc, diakses Kamis 11 Agustus 2016 pukul 06.51 WIB. 
44
http://kbbi.web.id/integral diakses Jum‘at 15 Juli 2016 Pukul 19.53 WIB. 
45
http://kbbi.web.id/integrasi, diakses tanggal 16 Maret 2016 Pukul 09.20 WIB. Periksa integrate : 
mengintegrasikan, menyatupadukan, menggabungkan, John M. Echols dan Hasan Shadily,  Kamus Inggris 
Indonesia, An English-Indonesian Dictionary, Jakarta: PT Gramedia, 2000, hlm. 326. 
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Mohammad Mulyadi 
46
 merupakan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam usaha 
pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada.  
Selanjutnya model tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substantif. 
Adapun keadilan substantif yang dimaksud di sini adalah keadilan yang  sesungguhnya 
yang memberika rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu baik pemerintah, Ombudsman 
maupun masyarakat. Keadilan substantif, yang oleh Suteki disebut keadilan paripurna, 
47
 
tidak bisa hanya didasarkan pada logika hukum semata namun juga berdasarkan 
pertimbangan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dalam penerapannya 
perlu adanya sebuah terobosan hukum melalui the non enforcement of law dalam rangka 
untuk menembus kebuntuan legalitas formal,
48
 yang mendasarkan kepada konsep hukum 
progresif sebagaimana ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo dengan adanya rule breaking. 
Di samping itu digunakan  Legal Pluralism Approach dari Werner Menski yang 
memadukan antara positive law  yang dibuat negara, natural law dan socio-legal 
approach. 
49
 
Kerangka pemikiran yang penulis bangun dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan yang diajukan, bahwa: 
Permasalahan pertama, yaitu mengapa model pelaksanan rekomendasi 
Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 belum 
dipatuhi sepenuhnya oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor, akan dianalisis dengan 
Asas Hukum Administrasi Negara khususnya asas tidak boleh menyalahgunakan 
kekuasaan (detournement de pouvoir). Selanjutnya dipergunakan,Teori Sistem Umum 
                                                          
46
 Mohammad Mulyadi, Op. Cit., hlm. 9 
47
 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Op., Cit. hlm. 97. 
48
 Suteki, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Op., Cit. 
49
Werner Menski, Comparatif Law in a Global Context, M. Khozim (penterjemah) Perbandingan Hukum dalam 
Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm. 7. 
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(General System Theory) dari Bertalanffy, yang memberikan penekanan  dari esensi 
sistem dari suatu kesatuan, yaitu: 
1. Mengenai esensi dari sistem suatu kesatuan; 
2. Mengenai hakikat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem; 
3. Mengenai cara seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar dan bagian 
yang membentuk satuan itu. 
Teori Sistem Hukum sebagaimana disampaikan oleh Lawrence M. Friedman yang 
meliputi substansi, stuktur dan budaya hukum juga menjadi landasan dalam mewujudkan 
keadilan melalui ketiga unsur tersebut.  
Penggunaan teori Sistem ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang isi dari 
ketentuan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, apakah makna dan isinya sudah benar-
benar difahami oleh pejabat publik yang bersangkutan atau justru ada pandangan berbeda 
dari pejabat publik tersebut, yang mengakibatkan rekomendasi menjadi tidak ditaati. 
Untuk itu, maka harus benar-benar dikaji dari kedua belah pihak, karena adanya 
ketergantungan dari masing-masing sub sistem demi terwujudnya suatu tujuan. Pengaturan 
dalam undang-undang saja tidak menjamin bahwa rekomendasi Ombudsman akan 
dilaksanakan. Ini berarti  perlu adanya pemahaman arti hukum di luar undang-undang, 
demi untuk kebahagiaan manusia. Untuk itu  perlu ditekankan apakah sudah ada kesamaan 
persepsi antara Ombudsman dengan pejabat publik yang dikenai rekomendasi. Karena 
dalam kenyataannya, masih banyak pejabat publik yang menganggap bahwa rekomendasi 
adalah sebuah saran biasa yang tidak wajib dilaksanakan. Bahkan tidak sedikit pejabat 
publik yang kurang faham atas isi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, sehingga 
menganggap rekomendasi itu dapat diajukan banding. Padahal rekomendasi itu sifatnya 
final, jadi begitu dikeluarkan wajib dilaksanakan. Atas tidak diindahkannya rekomendasi 
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Ombudsman, maka perlu juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi para pejabat 
publik sehingga tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman. 
Berdasar teori tersebut akan dikaji berkait ketidaktaatan pejabat publik terhadap 
rekomendasi Ombudsman.  
Permasalahan kedua, yaitu bagimana dampak model pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman yang tidak dilaksanakan terhadap akses keadilan substantif pihak terkait,  
akan dikaji dengan menggunakan teori keadilan dari John Rawls. Dikemukakan oleh John 
Rawls bahwa : 
“Prinsip tugas alamiah (the principle of natural duty) dan prinsip kejujuran (the 
principle fairness) menentukan syarat-syarat tugas dan kewajiban. Dimana tugas asasi 
kita menegakkan lembaga-lembaga yang adil, sehingga memaksa kita untuk mentaati 
hukum sekalipun tidak adil yang dibangun di atas konstitusi dalam rangka mendukung 
konstitusi yang adil. ―50 
 
Berdasar pendapat di atas, bahwa sekalipun pejabat publik menganggap bahwa 
rekomendasi boleh tidak dilaksanakan karena hanya sebagai saran, dan juga bahwa 
Ombudsman bukan sebagai lembaga yudisial, namun dalam kenyataannya wajib 
dilaksanakan karena itu adalah sebuah produk yang dikeluarkan atas dasar perintah 
undang-undang dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang pula. 
Rekomendasi Ombudsman dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan pengaduan atas 
maladministrasi yang dilakukan pejabat publik sehingga menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat (pelapor). Adapun rekomendasi Ombudsman menurut Pasal 37 ayat  (2) huruf 
a, harus memuat sekurang-kurangnya : 
5. uraian tentang laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, 
6. uraian tentang hasil pemeriksaan, 
7. bentuk maladministrasi yang terjadi; dan 
8. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan 
Terlapor dan Atasan Terlapor. 
 
                                                          
50
 John Rawls, A Theory of Justice, Op. Cit., hlm. 453-458. 
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Pada saat pejabat publik tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, ini merupakan 
kondisi di mana keadilan tidak dapat terwujud. John Rawls merupakan pendukung keadilan 
formal, di mana menurutnya sebagaimana dikutip oleh Husni Thamrin, bahwa keadilan 
yang berbasis peraturan tetap dianggap penting karena mampu memberi jaminan minimum 
bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Namun, 
disadari bahwa keadilan formal adalah cenderung dipaksakan oleh penguasa. Untuk itu, 
menurutnya keadilan yang baik  adalah keadilan yang bersifat kontraktual, yaitu keadilan 
sebagai fairness yang untuk mencapainya disyaratkan adanya posisi asli.
51
 Atas dasar teori 
keadilan tersebut, penyelesaian bagi permasalahan ini adalah dengan mempertimbangkan 
adanya keseimbangan antara semangat untuk mewujudkan keadilan bagi pemerintah yang 
telah membuat undang-undang, yang berharap bahwa undang-undang tersebut dipatuhi. Di 
samping itu juga memperhatikan pemahaman dari administrator sebagai pelayan publik 
yang telah melakukan maladministrasi, bahwa rekomendasi Ombudsman adalah wajib 
untuk dilaksanakan. Hal berikutnya adalah terpenuhinya harapan masyarakat sebagai 
Pelapor, bahwa atas maladministrasi yang menimbulkan kerugian tersebut kepada 
pelakunya dipaksa untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman, sebagai lembaga 
pengawasan atas pelayanan publik . Ketiga hal tersebut harus dapat terakomodir bagi 
terpenuhinya rasa keadilan semua pihak. 
Permasalahan ketiga, yaitu bagaimana model pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, akan dianalisis dengan Teori 
Model sebagaimana disampaikan oleh Stephen Hawking dan Leonard Mlodinov. Model 
                                                          
51
Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 43 – 44. 
Berkait dengan posisi asli, menurut M.R. Zafer dalam Hamzah Baharuddin sebagaimana dikutip oleh Husni 
Thamrin, adalah keadaan di mana manusia memandang manusia yang lain dalam kondisi yang sama secara 
fitrah, yang nantinya akan membawa kepada original agreement, dan ini yang dikatakan sebagai justice 
asfairness karena muncul dari lubuk hati yang paling dalam. 
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yang baik  harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu : elegan, sederhana, akurat dan mampu 
membut prediksi untuk masa depan. .
52
 
Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan Seidman yang melihat dari sisi 
pembuat undang-undang (rule making institutions),  lembaga penegak  hukum (rule 
sanctioning institutions), serta pemegang peran (role occupant).
 53
 Untuk memperkuat 
dalam upaya penegakan hukum tersebut, maka hrus dipertajm dengan Konsep Hukum 
Progresi dari Satjipto Rahardjo yang mendasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu 1) hukum adalah 
untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum di mana manusia akan selalu 
diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang 
telah dibuat oleh hukum, 2) hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo 
dalam berhukum, 3) hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan 
perilaku manusia dalam hukum.  
54
 Selanjutnya model tersebut akan dibentuk dengan 
mendasarkan kepada konsep  Kolaborasi, Integrasi dan Partisipasi.  
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dengan menggunakan paradigma post-positivisme adalah 
untuk memprediksi dan mengendalikan fenomena,
 55
 yang dalam hal ini adalah berkait 
dengan kondisi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman pada saat sekarang dengan 
memprediksi sebuah model pelaksanaan yang dianggap lebih sesuai. Pilihan akan 
paradigma post-positivisme ini dimaksudkan untuk membantu dalam membentuk 
model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang nantinya akan lebih ditaati, dalam 
rangka mewujudkan keadilan substantif dalam bidang pelayanan publik di Indonesia.  
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Berkait dengan penelitian yang akan dilakukan, tujuannya adalah: 
a. Untuk mengungkap dan menganalisis mengapa model pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
belum dipatuhi sepenuhnya oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor? 
b. Untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana dampak model pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan  terhadap akses keadilan 
substantif pihak ? 
c. Untuk membangun model pelaksanaan  rekomendasi Ombudsman dalam rangka 
mewujudkan keadilan substantif  di Indonesia? 
2. Kontribusi Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi, 
diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis, yaitu memberikan 
kontribusi berupa model pelaksanaan  rekomendasi Ombudsman yang mampu 
mewujudkan keadilan substantif  di Indonesia. 
b. Secara Praktis 
Secara praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi para 
pembuat kebijakan khususnya dalam pembangunan hukum, bahwa rekomendasi 
Ombudsman sudah selayaknya dipatuhi demi terwujudnya keadilan bagi seluruh 
rayat Indonesia untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Mengingat bahwa 
sampai saat ini masih ada rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan atau 
dilaksanakan hanya sebagian, demikian juga bahwa Ombudsman sebagai lembaga 
pengawas kinerja administrasi khususnya tentang pelayanan publik dan dalam posisi 
bukan sebagai lembaga yudisial, maka adanya hukum yang mengatur hubungan 
antara Ombudsman dengan instansi lainnya menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini, 
29 
 
penekanan tidak semata-mata pada pendampingan terhadap pejabat publik dalam 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, namun juga memberi ide bagi pemerintah 
ketika membuat suatu peraturan, khususnya berkait dengan rekomendasi, untuk 
bekerjama dengan Ombudsman sebagai penegak dan memperhatikan hukum yang 
berlaku dalam masyarakat. 
E. Proses Penelitian 
1. Titik Pandang/Stand Point 
Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan 
interpretatif dan naturalistik terhadap subyek kajiannya, 
56
 dengan ciri-ciri antara lain: 
1) latar alamiah, 2) manusia sebagai instrumen, 3)  metode kualitatif, 4) analisis data 
secara induktif, 5) teori dari dasar, 6)  deskriptif, 7) lebih mementingkan proses dari 
pada hasil, 8) adanya ―batas‖ yang ditentukan oleh ―fokus‖, 9) kriteria khusus untuk 
keabsahan data, 10) desain bersifat sementara, 11) hasil penelitian dirundingkan dan 
disepakati bersama.
57
 Metode kualitatif yang digunakan ini dimaksudkan untuk 
mempermudah bagi peneliti dalam  menggali nilai-nilai dari obyek penelitian, 
mengingat  metode ini memungkinkan bagi peneliti untuk lebih mengutamakan proses 
dari pada hasil.  Berkait dengan hal tersebut, maka peneliti hendak melakukan 
eksplorasi yang mendalam guna memperoleh pemahaman makna rekomendasi dari para 
pejabat publik, hingga masih ada rekomendasi Ombudsman yang belum atau tidak 
dilaksanakan. Di samping itu juga untuk memahami sikap dari masyarakat terhadap 
rekomendasi Ombudsman yang belum atau tidak dilaksanakan. 
2. Paradigma Penelitian 
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Paradigma yang dapat dipandang sebagai sekumpulan kepercayaan dasar yang 
mewakili  pandangan dunia yang menentukan bagi pemakainya, dan memberikan 
penjelasan tentang apa yang hendak mereka lakukan. Dalam paradigma akan diajukan 
beberapa pertanyan meliputi ontologis, epistemologis, metodologis.
58
 Paradigma 
dengan demikian lebih dari sekedar kumpulan teori, karena mencakup berbagai 
komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. 
Di sini akan digariskan tentang tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang 
dibutuhkan, menetapkan metodologi penelitian mana yang akan diterapkan, atau cara 
bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. 
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Adapun paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 
post-positivisme,
60
yang mendasarkan pertanyaan berkait dengan aspek ontologis, 
epistemologis dan metodologis  sebagai berikut: 
a. Ontologi: Realisme kritis. Realitas diasumsikan ada, namun tidak bisa dipahami 
secara sempurna karena pada dasarnya mekanisme intelektual manusia memiliki 
kekurangan sedangkan fenomena itu sendiri secara fundamental memiliki sifat yang 
tidak mudah diatur. 
b.Epistemologis: Dualis /Objektivis yang dimodifikasi. Dualisme sudah banyak 
ditinggalkan karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sedangkan objetivitas 
tetap menjadi ―cita-cita pemandu‖, penekanan khusus diberikan pada ―pengawal‖ 
eksternal onjektivitas seperti tardisi-tradisi kritis (Apakah hasil-hasil penelitian 
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―sesuai‖ dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya?) dan komunitas 
kritis (seperti editor, juri, dan rekan-rekan professional). Hasil penelitian yang dapat 
diulang besar kemungkinan benar (namun selalu tunduk pada falsifikasi). 
c. Metodologis:  Eksperimental/ Manipulatif yang dimodifikasi. Penekanan diberikan 
pada ―keragaman kritis‖ (sebuah versi baru triangulasi) sebagai satu cara untuk 
memfalsifikasi (bukan verifikasi) hipotesis, serta memunculkan sudut pandang 
emik
61
 untuk membantu menentukan makna yang tujuan yang dilekatkan manusia 
kepada tindakan-tindakan mereka dengan memanfaatkan teknik-teknik kualitatif 
yang makin meningkat. 
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Pilihan akan paradigma post-positivisme ini dimaksudkan untuk membantu dalam 
membentuk model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam rangka mewujudkan 
keadilan substantif dalam bidang pelayanan publik di Indonesia.  
3. Metode Pendekatan 
Atas dasar stand point di atas, penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam 
pendekatan socio-legal research. Pendekatan socio-legal research dapat 
diidentifikasikan melalui dua hal berikut: pertama, aspek legal research, yaitu dengan 
melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya 
terhadap subyek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam hal ini dapat 
dijelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut 
menguntungkan atau merugikan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara 
bagaimana. Pembahasan mulai dari konstitusi hingga peraturan perundangan yang 
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paling rendah. Kedua, mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara 
metode hukum dengan ilmu sosial seperti penelitian kualitatif sosiolegal, etnografi 
sosiolegal, etnografi hukum, pendekatan kualitatif hukum feminis.
63
 Pilihan 
pendekatan ini adalah sesuai dengan pendapat dari Brian Z. Tamanaha sebagaimana 
dikutip oleh Suteki, bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut 
―The Law Society Framework‖ yang mempunyai karakteristik hubungan tertentu. 
Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar, komponen pertama 
terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan hukum adalah cerminan 
masyarakat dan ide fungsi hukum adalah untuk mempertahankan ―social order‖. 
Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu:custom/consent; morally/reason; dan 
positif law. 
64
Tamanaha dalam bukunya A general jurisprudence of law  and society, 
menjelaskan hubungan antara ketiga komponen tersebut, bahwa komponen 
kebiasaan/consensus (custom/consent) dan moral/rasio (morality/reason) menunjuk 
pada masyarakat(society). Sedangkan komponen positive law menunjuk pada aturan 
yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas formal. 
65
Berkait dengan penelitian ini, 
pendekatan socio legal research ini dimaksudkan untuk melihat makna yang 
tersembunyi dari perilaku pejabat publik yang tidak melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman serta sikap masyarakat terhadap rekomendasi Ombudsman, ditinjau dari 
sudut hukum dan juga secara empiris. 
Di samping itu, peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan 
(comparative approach) berkaitan dengan praktek Ombudsman di beberapa negara. 
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Suatu perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu 
negara dengan hukum negara lain. 
66
 Berdasarkan pengetahuan tersebut peneliti 
berharap dapat membangun sebuah model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
dalam rangka mewujudkan keadilan substantif dalam pelayanan publik di Indonesia.  
4. Setting Sosial 
Setting sosial dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu tempat, pelaku 
dan kegiatan. Tempat yang dipakai sebagai lahan penelitian adalah Ombudsman 
Republik Indonesia yang berada di Jakarta. Tempat ini dipilih mengingat rekomendasi 
Ombudsman merupakan produk Ombudsman pusat karena harus ditandataangani oleh 
Anggota Ombudsman. Di samping itu, peneliti juga menggunakan sebagai tempat 
memperoleh data adalah Kantor Ombudsman Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dan 
Kantor Ombudsman Perwakilan Propinsi DIY. Hal ini dengan alasan bahwa 
rekomendasi yang berasal dari usulan kedua kantor perwakilan tersebut dalam 
prakteknya ada yang dilaksanakan sebagian dan ada yang tidak dilaksanakan. 
Mengingt bahwa beberapa rekomendasi yang peneliti ambil seagai sampel adalah 
untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.  
Sementara berkait dengan pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah 
Ombudsman Republik Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan rekomendasi serta  
instansi pemerintah yang menerima rekomendasi Ombudsman, dan warga yang 
menyerahkan penyelesaian kasus maladministrasi kepada Ombudsman. 
Ombudsman sebagai pihak yang yang mengeluarkan rekomendasi sekaligus 
sebagai pengawas pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, dalam kenyataannya belum 
dapat mengefektifkan beerjanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, karena tidak mempunyai kewenangan untuk 
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memaksa dan menjatuhkan sanksi administrasi bagi Terlapor dan Atasan Terlapor 
yang melalaikan rekomendasi Ombudsman.  
Di lapangan, masih banyak anggota masyarakat yang dalam hal ini adalah 
Terlapor dan Atasan Terlapor yang masih memaknai rekomendasi sebagai saran 
biasa, bukan sebagai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008. Hal tersebut berimbas pada sikap tidak tidak merasa 
bersalah jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. 
Selanjutnya, kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman yang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia yang belum efektif, mengingat bahwa kedudukan 
rekomendasi dipandang tidak kuat. Berkait dengan pelaksanaan belum ada kekuatan 
yang bisa memaksa dan berwenang menjtuhkan sanksi yang secara nyata mendukung 
sekaligus menguatkan ketentuan undang-undang. 
5. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data 
sekunder. 
a. Data  primer  adalah  data  yang diperoleh dari hasil wawancara yang akan 
menghasilkan data berupa rangkaian kalimat jawaban yang disampaikan oleh 
informan, yaitu Ombudsman,  pejabat publik, dan masyarakat yang mengajukan 
penyelesaian kasus maladministrasi kepada Ombudsman .  
b. Adapun yang dimaksud data sekunder adalah data yang dapat mendukung 
keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang bersumber dari 
penelitian kepustakan, yang bahan hukumnya berasal dari bahan  hukum primer 
dan bahan hukum sekunder.  
1) Bahan hukum primer terdiri dari : 
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a) Undang Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 
b) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
c) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
e) Peraturan perundang-undangan yang terkait. 
2) Bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan hukum primer berupa 
rekomendasi Ombudsman, hasil penelitian terkait, literatur yang relevan. 
6. Informan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan termasuk kategori penelitian yang bersifat kualitatif 
sehingga diperlukan adanya penghimpunan data secara mendetail dan mendalam. 
Untuk itulah maka peneliti menggunakan perlu menggunakan informan penelitian, 
yang mana  peneliti membagi informan dalam 2 (dua) kategori yaitu: 
a. Informan Utama 
Informan utama meliputi Anggota Ombudsman, Peneliti, Instansi 
Penerima rekomendasi Ombudsman (Terlapor), warga masyarakat yang 
mengajukan penyelesaian kasus maladministrasi kepada Ombudsman (Pelapor). 
Berkait dengan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan yang 
dianggap dapat mewakili yaitu : Bapak Hendra Nurtjahjo, S.H.,M.Hum anggota 
Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Budhi Masthuri, SH Kepala Kantor 
Ombudsman Perwakilan Provinsi DIY, Bapak Nugroho Andriyanto, SH, Bapak 
Jaka Susila Wahyuana, SH,Bapak Nurkholis Fahmi,SE,Bapak Sabarudin Hulu, 
SH, Bapak Agus selaku asisten Ombudsman, Bapak Wachyu Hidayat, SH selaku 
pengacara Pelapor Rekomendasi Ombudsman 0004/REK/0106.2010-
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0053.2011/BS-05/IV/2012 Tanggal 19 April 2012 tentang Permasalahan terkait 
dengan Lulusan STKIP ―Catur Sakti‖ Bantul Periode Tahun 2002-2007, di mana  
pada akhirnya kasus tersebut diajukan ke PTUN Jakarta, serta Bapak Andi 
Rahmanto, S.P. S.Pd.M.M.A selaku koordinator kasus STKIP ―Catur Sakti‖. Di 
samping itu, peneliti juga meminta informasi kepada Bapak Idam Laksana, SH., 
MHum selaku Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang di mana 
Pemerintah Kabupaten Magelang adalah salah satu Terlapor berkait dengan kasus 
Lulusan STKIP ―Catur Sakti‖ Bantul.  
 
b. Informan Pembantu 
Informan pembantu meliputi buku, catatan harian penelitian di lapangan, 
kamera, recorder. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan  cara :   
a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan 
sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam hal ini, 
peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan berkait dengan rekomendasi 
Ombudsman yang akan diajukan kepada para informan kunci sebagai subyek, dan 
semua subyek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 
b. Wawancara tak terstruktur, dimaksudkan untuk menemukan informasi yang bukan 
baku atau informasi tunggal. Wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan-
keadaan: 
1) Bila pewawancara berhubungan dengan orang ―penting‖. 
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2) Jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada 
seorang obyek tertentu. 
3) Apabila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ―penemuan‖ 
(discovery). 
4) Jika ia tertarik untuk mempersoalkan bagian-bagian tertentu yang tidak normal 
(etiologi). 
5) Jika ia tertarik untuk berhubungan langsung dengan salah seorang responden. 
6) Jika ia tertarik untuk mengungkapkan motivasi, maksud, atau penjelasan dari 
responden. 
7) Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi, 
atau keadaan tertentu.
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c. Studi kepustakaan, di sini peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen dan 
bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas 
dalam penelitian. Studi kepustakaan ini merupakan penelitian terhadap data 
sekunder. 
8. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis komponensial, yaitu 
mengorganisasikan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui 
observasi dan/atau wawancara terseleksi.
68
 Apabila hal ini diterapkan pada tindakan 
Ombudsman dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang 
adanya maladministrasi, yang selama ini bersifat positivistik dipersandingkan dengan 
model pengawasan berbasis hukum progresif maka terdapat perbedaan, apakah nanti 
akan ada perubahan hasil atau tidak, memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak, 
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ini yang nantinya akan dijabarkan pada hasil penelitian.Adapun alur kegiatannya 
mendasarkan pada komponen-komponen analisis model interaktif 
69
sebagai berikut: 
Ragaan. 1 
Komponen Analisis Model Interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman 
Pengumpulan  
Data     Penyajian data 
 
Reduksi data  
Penarikan Kesimpulan 
 
 
Penelitian diawali dengan pegumpulan data-data dari lapangan, selanjutnya fokus 
diarahkan pada tindakan pejabat publik yang tidak menjalankan rekomendasi 
Ombudsman serta isi dari rekomendasi Ombudsman itu sendiri. Data-data tersebut 
selanjutnya direduksi, yaitu proses pemilihan atas dasar kasar yang diperoleh di 
lapangan dan dilakukan pengumpulan data lagi sebagai pelengkap hingga akhirnya 
nanti akan ditarik sebuah kesimpulan yang akan dipakai sebagai dasar pembuatan 
model pelaksanan rekomendasi Ombudsman dalam rangka mewujudkan keadilan 
substantif  di Indonesia. 
9. Teknik Validasi Data 
Menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
sebagai pembanding terhadap data. Denzim membedakan 4 (empat) macam 
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dengan  memanfaatkan penggunaan sumber, 
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metode, penyidik dan teori. 
70
 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi 
sumber yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode 
kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan : 
a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi (pengamatan) 
secara langsung selama peneliti terjun langsung ke lapangan. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan informan atau responden di depan umum 
dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 
c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
d. Membandingkan keadaan dengan perspektif sosialnya. 
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada disertasi ini meliputi 5 (lima) Bab, yaitu diawali Bab I 
Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Fokus Studi dan Permasalahan, Kerangka 
Pemikiran, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, Proses Penelitian, Sistematika Penulisan 
dan Orisinalitas Penelitian. Selanjutnya, Bab II Ombudsman dan Urgensinya Dalam 
Pelayanan Publik memuat tentang teori-teori yang akan dipakai dan dibuat bagan mulai 
dari latar belakang hingga terwujudnya keadilan substantive, yang terdiri dari 4 (empat) 
sub bab, yaitu: (1) Aspek Pengawasan Dalam Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum 
Administrasi Negara, (2) Peran Ombudsman Dalam Pelayanan Publik, (3) Aspek 
Keadilan Substantif Dalam Sistem Pelayanan Publik, (4) Kekuatan Rekomendasi 
Ombudsan Dalam Pelayanan Publik.  Bab III, IV adalah temuan hasil penelitian yang 
telah dianalisa dengan beberapa teori yang dipilih. Adapun Bab III  berjudul  Pelaksanan 
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 Lexy Moleong, Op. Cit., hlm. 178. 
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Rekomendasi Ombudsman: Dilema antar Penegakan Hukum dan Persepsi Makna dari 
Masyarakat., yang erdiri dari 5 (lima) sub bab, antara lain: (1) Perbedaan Persepsi tentang 
Makna Rekomendasi antara Masyarakat termasuk Terlapor dan AtasanTerlapor dengan 
Ombudsman, (2) Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman : antara Penegakan Hukum dan  
Perlindungan Kredibilitas Pejabat , (3) Ringannya  Sanksi bagi Terlapor yang Tidak 
Melaksanakan Rekomemendasi Ombudsman, (4) Kurangnya Pemahaman tentang 
Ombudsman oleh Masyarakat, (5) Dampak tidak Dilaksanakannya Rekomendasi 
Ombudsman bagi Pemerintah dan Masyarakat. Sementara Bab IV memuat model yang 
ditawarkan oleh penulis, sehingga judul yang dirasa tepat adalah Model Kolaborasi, 
Integrasi Partisipasi dalam Pelaksanan Rekomendasi Ombudsman, yang terdiri dari 3 
(tiga) sub bab, yaitu: (1) Pengaturan Rekomendasi Ombudsman  Menurut Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, (2) Keadilan 
Substantif  sebagai Tujuan Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, (3) Model 
Kolaborasi,Integrasi, Partisipasi bagi Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Dalam 
Rangka Mewujudkan Keadilan Substantif. Bab V adalah Penutup yang berisi Simpulan , 
Implikasi dan Rekomendasi. 
G. Orisinalitas Penelitian 
41 
 
Tabel. 3.  Karya Ilmiah Pembanding yang Memiliki Relevansi dengan Disertasi 
  Penelitian Sebelumnya  Penelitian Sekarang 
No Peneliti/Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian Unsur Kebaruan 
1 Khoirul Huda 
(Disertasi, 2013, 
UNIBRAW) 
Pertanggungjawaban Pemerintah 
terhadap Maladministrasi 
a. Tindakan maladministrasi merupakan 
kesalahan pribadi, namun dalam 
prakteknya justru dibebankan pada 
jabatannya, bukan pada tanggung jawab 
pribadi. 
b. Rekomendasi  sebagai berikut:  
1) Perlu diatur dalam peraturan per-UU-
an bahwa tindakan maladministrasi 
yang dilakukan oleh penyelenggara 
pemerintahan merupakan tanggung 
jawab pribadi bukan jabatan. 
2) Perlu segera disahkan PP dan Perpres 
yang telah diperintahkan oleh UU No.  
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik yang mengatur tentang 
pertanggungjawaban penyelenggara 
pemerintahan manakala terjadi 
maladministrasi. 
3) Perlu segera dilakukan revisi terkait 
dengan norma yang mengatur tentang 
pertanggungjawaban hukum dari  
penyelenggara pemerintahan yang 
terbukti melakukan  maladministrasi. 
 
a. Dalam hal terjadi adanya 
maladministrasi, Ombudsman akan 
merespon melalui klarifikasi untuk 
selanjutnya dapat ditingkatkan dengan 
mediasi/konsiliasi, investigasi hingga 
terakhir adalah rekomendasi. 
Mengingat sekalipun dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia, yaitu dalam Pasal 38 ayat 
(1), di mana Terlapor dan Atasan 
Terlapor wajib melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman, namun 
dalam pelaksanaannya masih terdapat 
bahwa rekomendasi Ombudsman tidak 
dilaksanakan atau dilaksanakan hanya 
sebagian. Hal ini perlu adanya alat 
pemaksa berupa suatu aturan hukum 
baru sebagai penguat di samping 
ketentuan sanksi administrasi 
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 39. 
b. Perlu dilihat pula bagaimana isi 
rekomendasi yang menyebabkan 
pejabat publik tidak melaksanakannya. 
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2 Mudji 
Estiningsih 
Fungsi Pengawasan 
Ombudsman Dalam 
Mewujudkan Pemerintahan 
Yang Baik (Studi Kasus 
Lembaga Ombudsman Daerah 
Istimewa Yogyakarta) 
a. Fungsi pengawasan Ombudsman dalam 
mendorong terwujudnya pemerintahan 
yang baik belum optimal. 
b. Untuk optimalnya pengawasan 
Ombudsman diperlukan adanya tindakan 
kooperatif dari aparatur pemerintah, DPRD 
dan masyarakat. 
a. Pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
belum optimal. 
b. Untuk optimalisasi pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman diperlukan 
adanya aturan yang mendasarkan pada 
hukum positif, natural law, socio legal 
approach. 
3 Wicipto Setiadi 
(Disertasi, 2003, 
UI) 
Kontribusi Ombudsman Dalam 
Ragka Penyelenggaraan 
Pemerintahan Republik 
Indonesia Yang baik dan Bersih 
a. Penelitian dilakukan pada masa Komisi 
Ombudsman Nasional (Keppres No. 44 Tahun 
2000) 
b. Keberadaan Ombudsman diterima oleh banyak 
negara, termasuk Indonesia, sebagai sarana 
mewujudkan pemerintahan yang baik dan 
bersih. Membela hak-hak warga negara, 
memperkuat penyelenggaraan pemerintahan 
yang demokratis, menegakkan rule of law dan 
masyarakat madani. 
c. Tidak semua negara menggunakan nama 
Ombudsman bagi lembaga pengawasan 
ekternal berkait dengan maladministrasi ini, 
demikian juga pengaturannya ada yang di 
dalam konstitusi, ada pula yang diatur dalam 
undang-undang. Pengaturan Komisi 
Ombudsman Nasional adalah berdasarkan 
Keputusan Presiden, namun demikian tingkat 
kepercayaan masyarakat cukup tinggi. 
d. Nama Komisi Ombudsman Nasional 
sebaiknya diganti dengan Ombudsman, dan 
instansinya disebut Kantor Ombudsman, 
dengan kewenangan terbatas pada masalah 
pelayanan publik, tidak masuk ranah 
pengadilan maupun HAM. 
e. Ombudsman Indonesia sebaiknya dimuat 
dalam Konstitusi melalui amandemen UUD 
a. Penelitian dilakukan pada masa 
Ombudsman Republik Indonesia 
(Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008) 
b.   Penelitian ini  tentang optimalisasi 
pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman yang belum maksimal, 
hingga perlu melihat bahwa ternyata 
model yang berlaku selama ini 
adalah top-down, yang mana model 
ini kurang pas dengan kondisi 
bangsa Indonesia.  
c. Model yang dibuat adalah “Model 
KIP” yang memadukan konsep top-
down dan botton - up dalam 
menajalankan pengawasan 
pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman yang melibatkan 
pemerintah (Presiden, Gubernur, 
Bupati/Walikota, Ombudsman, 
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1945, serta DPR untuk menyiapkan undang-
undang berkait Ombudsman. Sedang bentuk 
yang tepat adalah Ombudsman Parlementer. 
Menpa RB) dengan masyarakat 
(Pelapor, Terlapor, Pers). Berkait 
dengan penjatuhan sanksi 
administrasi, diserhakan kepada 
Menpan RB yang memiliki 
kewenangan bagi anggota ASN, 
sedang sanksi bagi swasta yang 
menjalankan pelayanan public, 
diserahkan kepada Gubernur, 
Bupati/walikota. 
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 BAB II 
OMBUDSMAN DAN URGENSINYA DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK 
MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF 
Berangkat dari latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan dalam BAB I 
PENDAHULUAN di muka, yang mana bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 38 dan 39, menyatakan 
bahwa rekomendasi Ombudsman adalah wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi dalam 
prakteknya, belum semua rekomendasi Ombudsman itu dilakksaakan. Bahkan sanksi 
administrasi yang diancamkan dalam undang-undang, dalam prakteknya juga tidak dikenakan 
pada Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman.  
Beberapa teori akan penulis pakai sebagai pisau analisa untuk memecahkan 
permasalahan yang telah dirumuskan.  
Pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang dalam 
kenyataannya belum dipatuhi sepenuhnya oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor menjadi 
sebuah permasalahan yang harus dipecahkan, mengingat model pengawasan oleh 
Ombudsman sudah diatur baik dalam Pasal 38,39  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia,  maupun dalam Pasal 44 Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia Nomor 002  Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan 
Penyelesaian Laporan. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan dampak baik bagi pemerintah 
mupun masyarakat. Berkait dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya sebuah model 
pengawasan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam rangka mewujudkan keadilan 
substantif  di Indonesia, yang mana dalam hal ini merupkan sebuah model yang berbeda dari 
tatanan yang sudah diatur dan berlaku selama ini. 
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Teori-teori yang penulis sajikan tersebut sesuai dengan paradigma post-positivsme, 
nantinya akan diuraikan dalam definisi operasional  yang akan digambarkan dalam  bagan 
berikut ini : 
Ragaan . 2. 
Kerangka Teoritik  
Model Pelaksanan Rekomendasi Ombudsman Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 
Substantif 
 
 
 
 
Pasal 38 Pasal 39            T,AT: tdk seluruhnya  
1. T,AT wajib: RO                   T,AT: tdk melaks RO                      melaks RO 
2. AT: laporan pelaks                    sanksi Administrasi            
3. ORI: Keterangan T 
4. Publikasi, Pres, DPR 
                                                                                                                  Permasalahan 
 
    
1. Mengapa model pelaksanaan RO sbgmn diatur dlm 
UU 37/2008 blm dipatuhi sepenuhnya oleh T,AT? 
Asas HAN 
Teori Sistem 2. Bgm dampak model pelaks. RO yg tdk dilaks thd akses  
keadilan substantif pihak terkait ? 
Teori Keadilan 
3.Bgm model pelaks RO dlm rangka pewujudkan 
keadilan substantif? 
Teori Model 
Teori Bekerjanya Hkm 
Konsep Kolaborasi  MODEL 
Konsep Integrasi 
Konsep Partisipasi 
Pendekatan Legal  
Pluralisme 
 
 
Keadilan Substantif 
 
    
Bagan kerangka teoritik sebagaimana penulis sajikan di atas dapat dijelaskan bahwa, 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang 
disahkan pada tanggal 7 Oktober 2008 telah membawa konsekuensi bahwa setiap 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman ini wajib dilaksanakan oleh Terlapor dan 
UU No. 37/2008 
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Atasan Terlapor. Hal ini berbeda dengan masa Komisi Ombudsman Nasional, yang dibentuk 
berdasarkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, yang 
tidak mengatur secara khusus berkait dengan rekomendasi Ombudsman.  
Adapun unsur-unsur dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, adalah: 
1. Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. 
2. Atasan Terlapor wajib melaporkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman paling lambat 
60 (enampuluh) hari sejak diterimanya rekomendasi. 
3. Ombudsman meminta keterangan pelaksanaan rekomendasi kepada Terlapor dan/ atau 
Atasan Terlapor. 
4. Jika Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan rekomendasi, maka Ombudsman 
akan mempublikasikan di media massa, dan melaporkan kepada DPR dan Presiden.  
Sementara, Pasal 39 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan ancaman 
berupa sanksi administrasi bagi Terlapor dan Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan 
kewajiban menjalankan rekomendasi Ombudsman. 
Kondisi yang ada di masyarakat, bahwa pada kenyataannya, sekalipun undang-
undang sudah mewajibkan kepada Terlapor dan Atasan Terlapor untuk melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman, namun masih banyak terdapat rekomendasi Ombudsman yang 
belum dilaksanakan 
Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa 
teori terkait sebagai pisau analisisnya, antara lain Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, 
Teori Sistem, Teori Keadilan, Teori Model, Teori Penegakan Hukum, Konsep Kolaborasi, 
Konsep Integrasi dan Konsep Partisipasi, serta pendekatan Legal Pluralism. 
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A.  ASPEK PENGAWASAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
Pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, tidak lain adalah 
sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah atas kepercayaan yang diberikan 
masyarakat . Untuk itu, maka pelayanan publik tersebut harusnya baik dan memuaskan. 
Hal ini sesuai dengan konsep Hukum Administrasi Negara menurut van vollen Hoven 
sebagaimana dikutip oleh Bahsan Mustafa,
71
 bahwa Hukum Administrasi Negara adalah 
suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun 
yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan 
kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan 
oleh Utrecht dalam bukunya ―Pengantar Hukum Administrasi Negara yang menekankan 
pada landasan yang dipakai untuk menguji hubungan hukum istimewa sehingga para 
pejabat publik melakukan tugas mereka yang yang khusus. 
72
 Kekhususan di sini 
maksudnya, bahwa pada setiap jabatan itu melekat kewenangan khusus, sehingga bagi 
pejabat itu melakukan tugasnya tidak lain adalah berdasarkan kepada kewenangan yang 
melekat pada jabatan tersebut.  Hal ini semakin memperjelas berkait dengan struktur dan 
fungsi dari Hukum Administrasi Negara, sebagaimana disampaikan oleh Muchsan, 
dengan membedakan Hukum Administrasi Negara menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 
1. Sebagai Hukum Administrasi Negara, adalah hukum mengenai operasi dan 
pengendalian daripada kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap 
penguasa administrasi. 
2. Sebagai hukum buatan administrasi maka Hukum Administrasi Negara  adalah hukum 
yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang.‖ 73 
 
Secara umum, jabatan dapat diartikan sebagai subyek dalam Hukum Administrasi 
Negara; suatu lingkungan tugas tetap dalam hubungan dengan keseluruhan tugas negara. 
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 Bahsan Mustafa, Op. Cit., hlm. 49. 
72
Ibid., hlm. 46. 
73
Muhcsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 12-13. 
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Jadi di dalamnya terkandung kewenangan khusus. 
74
 Untuk melaksanakan jabatan dengan 
kewenangan khusus tersebut, maka perlu adanya landasan gerak yang tegas dan jelas 
supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Menurut Muchsan  
Hukum Administrasi Negara adalah : 
―Hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Untuk itu, maka 
Hukum Administrasi Negara dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 
1) Sebagai Hukum Administrasi Negara, adalah hukum mengenai operasi dan 
pengendalian daripada kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan 
terhadap penguasa administrasi. 
2) Sebagai hukum buatan administrasi maka Hukum Administrasi Negara  adalah 
hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-
undang.‖ 75 
 
Sejalan dengan beberapa definisi tentang Hukum Administrasi Negara di atas, 
dalam menjalankan tugas yang menjadi  kewenangannya, maka keberadaan Asas-asas 
Hukum Administrasi Negara menjadi hal yang sangat diperlukan bagi para pejabat 
publik. Adapun Asas-asas Hukum Administrasi Negara menurut Bahsan Mustafa, terdiri 
dari: 
1. Asas legalitas, yaitu setiap perbuatan administrasi harus berdasarkan hukum. 
2. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan ( detournement de pouvoir). 
3. Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh 
yang lainnya (exes de pouvoir). 
4. Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara (non diskriminatif). 
5. Asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaat kepada Hukum 
Administrasi Negara. 
6. Asas kebebasan (freies ermessen).76 
Berkait dengan asas-asas tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya 
pembicaraan tentang  (1) asas legalitas dimaksudkan bahwa setiap perbuatan yang 
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Amrah Muslimin, Op. Cit., hlm. 115. 
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Muhcsan, Loc. Cit. 
76
 Bahsan Mustafa, Op. Cit., hlm. 55. 
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dilakukan oleh administrasi negara, baik dalam pembuatan peraturan maupun ketetapan 
harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sementara keberadaan dari  (2) asas tidak 
boleh menyalahgunakan kekuasaan ( detournement de pouvoir) dan  (3) asas exes de 
pouvoir, merupakan asas preventif untuk mencegah timbulnya ekses sebagai akibat dari 
kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara (freies ermessen).  (4) Asas yang 
ke-empat yaitu non diskriminatif adalah untuk mencegah timbulnya perbuatan 
administrasi negara yang diskriminatif terhadap penduduk Indonesia, karena hal tersebut 
bertentangan dengan Pasal 27 Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia, yaitu: 
―Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualiannya. ― (5) 
Asas upaya pemaksa adalah untuk menjamin ketaatan penduduk kepada peraturan-
peraturan administrasi negara. 
77
 
Berkait dengan hal tersebut, S.F. Marbun dalam bukunya ―Hukum Administrasi 
Negara I‖, menyampaikan bahwa Asas-Asas Hukum Administrasi Negara  meliputi : 
1. Asas Negara Hukum dan Demokrasi 
2. Asas Kedaulatan dan Kekuasaan atau Kewenangan Publik 
3. Asas Opportunitas 
4. Asas Het Vermoeden van Rechtmatigeid atau Asas Pre Sumtio Juste Causae 
5. Asas Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
6. Asas Jabatan 
7. Asas Netralitas dalam Pembuatan Keputusan 
8. Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan.78 
Asas-asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimaksudkan untuk dipakai 
sebagai pedoman ketika administrasi negara itu akan melakukan tugas baik pembuatan 
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 Bahsan Mustafa, Op. Cit., hlm 43-44. 
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 S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm. 65-125. 
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keputusan maupun ketetapan, supaya tidak menyimpang dari pedoman yang sudah 
digariskan. Penyimpangan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, sehingga 
administrasi negara memang harus benar-benar cermat dan berhati-hati.  Secara lebih 
detail, dapat dikemukakan bahwa keberadaan asas-asas tersebut adalah : 
1. Untuk dipakai sebagai dasar dalam pembentukan hukum administrasi negara. 
2. Agar dapat dipakai sebagai pedoman bagi para pejabat administrasi negara dalam 
menjalankan tugas administrasi negaranya. 
3. Untuk mendapat suatu kerjasama dan koordinasi yang rasionil di antara para pejabat 
administrasi negara tersebut. 
4. Untuk memelihara kewibawaan (gezag) dari administrasi negara dan memelihara 
kepercayaan masyarakat terhadap administrasi negara. 
79
 
 
Adanya konsep negara kesejahteraan (welfare state: social service state) , 
sebagaimana juga dianut Indonesia yang didasarkan pada alinea keempat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tThun 1945, membawa konsekuensi 
bahwa pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya. 
Berkait dengan hal tersebut, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  yang telah 
dipraktek berpuluh-puluh tahun pada akhirnya dikonkritkan ke dalam norma hukum yang 
mengikat yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi: 
1. Asas Kepastian Hukum; 
2. Asas Kemanfaatan; 
3. Asas Ketidakberpihakan; 
4. Asas Kecermatan; 
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; 
6. Asas Keterbukaan; 
7. Asas Kepentingan Umum; dan 
8. Asas Pelayanan yang Baik. 
 
Ad. 1. Asas Kepastian Hukum 
Asas ini diartikan sebagaimana dalam konsep negara hukum, bahwa pejabat 
publik dalam menjalankan tugasnya harus mendasarkan kepada peraturan perundang-
undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan. Demikian juga pada 
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saat pemberian pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik merupakan dasar pijakan. Khususnya dalam Pasal 1 ayat (7) diuraikan 
tentang standar pelayanan sebagai tolok ukur  dan acuan penilaian kualitas layanan yang 
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,
80
 dengan rincian komponen 
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yang meliputi: 
a. Dasar hukum; 
b. Persyaratan; 
c. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 
d. Jangka waktu penyelesaian; 
e. Biaya/tarif; 
f. Produk pelayanan; 
g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
h. Kompetensi pelaksana; 
i. Pegawasan internal; 
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 
k. Jumlah pelaksana; 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai 
standar pelayanan; 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk 
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan 
n. Evaluasi kinerja pelaksana. 
 
Selain itu dipertegas bahwa jika terdapat maladministrasi, berdasarkan Pasal 40 
warga masyarakat berhak mengadukan kepada Ombudsman. 
Ad. b. Asas Kemanfaatan 
Dalam asas kemanfaatan ini harus terdapat keseimbangan manfaat antar individu, 
individu dengan masyarakat, warga masyarakat dan masyarakat asing, antar kelompok, 
antara pemerintah dan masyarakat, generasi kini dan mendatang, serta kepentingan 
ekonomi dan ekosistem, kepentingan pria dan wanita. Sehingga pelayanan publik yang 
baik adalah yang mampu mewujudkan keseimbangan tersebut. Asas ini tidak lain berpijak 
pada pemikiran bahwa layanan publik diharapkan bermanfaat bagi seluruh bangsa dalam 
rangka kesejahteraan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam aline keempat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: ―...untuk 
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memajukan kesejahteraan umum...‖ Hal ini diartikan bahwa dengan pelayanan publik 
yang seimbang maka diharapkan kemanfaatan akan dirasakan oleh setiap orang, tidak 
melihat status sosial dalam masyarakat maupun perbedaan sara. 
Ad. c. Asas Ketidakberpihakan 
Dimaksudkan di sini bahwa harus dihindari diskriminasi. Berkait dengan 
pelayanan publik, hal ini ditunjukkan dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adanya ketentuan bahwa pelayanan harus 
mendasarkan asas persamaan perlakuan. Asas ini nyata sesuai dengan pernyataan tentang 
Bhinneka Tunggal Ika sebagai Local Wisdem Bangsa Indonesia. Seloka Bhinneka 
Tunggal Ika melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang yang terdiri dari 
berbagai unsur rakyat yang menyatu,
81
 dan semua harus memperoleh perhatian yang 
sama.  
Ad. d. Asas Kecermatan 
Kecermatan atau kehati-hatian mensyaratkan pejabat publik dalam memberikan 
pelayanan baik harus terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan 
semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. 
82
 Ketidakcermatan bisa juga 
bermuara pada timbulnya maladministrasi. 
Ad.  e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan 
Adanya asas legalitas sebagai konsekuensi sebuah negara hukum, maka pada 
prinsipnya kewenangan yang ada pada pemerintah harus mendasarkan pada peraturan 
perundang-undangan. Secara teori kita kenal bahwa wewenang dapat diperoleh melalui 
atribusi, delegasi dan/atau mandat. 
83
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1. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagai sebuah 
wewenang baru dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Adapun tanggung jawab kewenangan berada 
pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan, di mana wewenang itu 
tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 
2. Delegasi diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dimana hal itu terjadi 
manakala: 
a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan lainnya; 
b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan 
Daerah; 
c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. 
Upaya mensubdelegasikan wewenang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
lainnya hanya dapat dilakukan dengan ketentun: 
a. Dituangkan dalm bentuk peraturan sebelum wewenng dilaksanakan. 
b. Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. 
c. Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) 
tingkat di bawahnya. 
Berkait dengan tanggung jawab, ada pada penerima delegasi. 
3. Mandat akan diperoleh jika Badan dan atau Pejabat Pemerintahan : 
a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan 
b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin. 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan penerima mandat harus menyebutkan atas nama 
Badan dan/Pejabat Pemerintahan pemberi mandat, dan tidak berwenang mengambil 
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keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan 
status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Adapun 
tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. 
Sikap kehati-hatian di sini menjadi sangat penting, mengigat bahwa penggunaan 
wewenang publik itu rentan terjadi penyalahgunaan, karena terdiri atas 2 (dua) 
kekuasan yang luar biasa dan tidak dapat dilawan dengan jalan biasa, yakni: 
a. Wewenang prealabel yang merupakan wewenang melaksanakan keputusan-
keputusan yang diambil tanpa persetujuan terlebih dahulu dari instansi/perorangan 
yang manapun. 
b. Wewenang ex officio, artinya semua keputusan yang diambil karena jabatan 
(apabila berdasarkan sumpah jabatan) tidak dapat dilawan oleh siapapun yang 
berarti melawan dikenakan sanksi pidana.
84
 
Di sinilah peran dari Hukum Administrasi Negara seperti dikemukkan oleh J. 
Oppenheim sebagaimana dikutip oleh Sugiyanto dan Bambang Giyanto sebagai 
keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara 
dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya. 
85
. 
Adapun tindakan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau detournemen de 
pouvoir adalah merupakan bagian dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang. 
Dalam teori Hukum Administrasi Negara, perbuatan sewenang-wenang meliputi : 
86
 
1. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). 
Bedasarkan Arrest 31 Januari 1919, unsur-unsur untuk adanya perbuatan melawan 
hukum adalah: 
a. Melanggar suatu hak orang lain. 
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b. Melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut, atau  
c. Melanggar kesusilaan, atau 
d. Melanggar kepatutan/kepantasan yang berlaku dalam masyarakat terhadap orang 
atau barang milik orang lain. 
 
2. Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatig) 
Berlakunya asas legalitas dalam negara hukum membawa konsekuensi bahwa setiap 
tindakan pemerintah harus sah menurut undang-undang, baik undang-undang formil 
yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara 
terjadinya, maupun undang-undang dalam arti materiil yaitu suatu penetapan kaidah 
hukum dengan tegas sehingga kaidah hukum tersebut menjadi mengikat. Adapun 
unsur-unsur bagi adanya perbuatan onwetmatig antara lain: 
a. Penguasa melakukan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam 
kewenangannya, menurut atau berdasar suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
b. Perbuatan penguasa tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatannya. 
 
3. Perbuatan yang tidak tepat (onjuist) 
Terjadinya perbuatan onjuist berangkat dari masalah interpretasi dari ketentuan 
perundang-undangan yang disengketakan. 
4. Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatig) 
Sasaran yang akan dituju sebagai penerima manfaat adalah masyarakat, sehingga jika 
masyarakat tidak merasakan manfaatnya maka ini masuk kategori ondoelmatig. 
5. Perbuatan menyalahgunakan wewenang (detoutnement de pouvoir) 
Detournement de pouvoir terjadi jika aparat pemerintah menggunakan wewenangnya 
untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang lain daripada kepentingan 
umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu. 
Detournement de pouvoir berkait dengan pelayanan publik adalah adanya layanan 
yang justru membebani masyarakat. Sebagai contoh , misalnya permintaan tambahan 
biaya dari yang sudah ditentukan dalam peraturan. 
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Sejalan dengan hal tersebut, harus diingat sebagaimana pendapat John Locke 
dalam bukunya Two Treaties of Civil Government bahwa kekuasan penguasa tidak 
pernah mutlak, tetapi selalu terbatas karena mengandalkan perjanjian dengan 
seseoarng atau sekelompok orang, di mana individu-individu tidak menyerahkan 
seluruh hak alamiah mereka.
87
 Maka ketika pelayanan publik yang diberikan itu 
dirasa melanggar hak asasi manusia hingga terjadi maladministrasi, sama saja di sini 
telah terjadi pengabaian hakekat ―asasi‖ perjanjian pembentukan negara. Menurut 
John Locke, dalam konstruksi perjanjian masyarakat (kontrak sosial), ada 2 (dua) 
macam perjanjian, yaitu: 
a. Perjanjian yang sebenarnya (pactum unionis) 
Merupakan perjanjian antara individu dengan individu lainnya untuk membentuk 
―bodypolitic‖ atau ―negara‖. 
b. Perjanjian pemerintahan (pactum subjectionis) 
Merupakan perjanjian antar masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang diperintah 
dengan penguasa atau raja yang diserahi kekuasaan untuk memerintah, atau yang 
sekarang dikenal dengan ―kontrak politik‖.88 
Perjanjian kontrak sosial memposisikan legislatif sebagai porosnya, karena hukum 
apa yang akan dibangun adalah sesuai dengan warna keinginan masyarakat dalam 
rangka perlindungan hak asasinya. Namun dalam perkembangannya, pemikiran yang 
telah lama dikembangkan di daratan Eropah Kontinental, sekitar abad 18 mulai 
ditinggalkan dengan munculnya revisi teori John Locke oleh Montesquieu melalui 
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Trias Politica-nya yang menempatkan yudikatif sebagai posisi sentral 
89
pengawasan 
jalannya pemerintahan supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. 
Ad.   f.  Asas Keterbukaan 
Asas keterbukaan diartikan asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses 
informasi yang benar dan jujur, dan seharusnya masyarakat memperolehnya mengingat 
dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah diatur kemudahan 
bagi masyarakat memperoleh akses informasi yang diinginkan.
90
 
Ad.  g.  Asas Kepentingan Umum 
Maksudnya bahwa dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah harus 
mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum secara aspiratif, akomodatif, 
selektif, dan tidak diskriminatif. 
Ad. h. Asas Pelayanan yang Baik. 
Artinya bahwa pelayanan publik diberikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan 
baik waktu, biaya maupun prosedur. Hal ini dapat menujukkan keprofesionalan  pejabat 
publik sebagai bagian dari suatu organisasi di mana ia menjalankan tugasnya. Hal ini 
sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa ―organisasi adalah suatu sistem yang 
terdiri dari pola aktivitas kerja yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh 
sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.‖ Berdasar definisi tersebut, organisasi 
memiliki 4 (empat) unsur yaitu: 
1. Organisasi merupakan suatu sistem 
2. Organisasi sebagai suatu sistem adalah sistem terbuka , di mana batas organisasi 
adalah lentur dan menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input. Organisasi 
selalu peka dan berupaya untuk selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi pada faktor lingkungan eksternal, seperti teknologi, sosiopolitik, sosial 
budaya. 
3. Pola aktivitas 
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Urut-urutan pola aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dilakukan secara relatif 
teratur dan berulang-ulang. 
4. Sekelompok orang 
Organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang. 
5. Tujuan organisasi 
Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu : 
a. Misi organisasi, yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi panjang, 
yang menjadi landasan dan nilai-nilai yang melandasi organisasi itu didirikan. 
b. Tujuan operasional, merupakan tujuan jangka pendek yang lebih spesifik dan 
dapat diukur secara kuantitatif.
91
 
 
Keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pelaksanaan 
kegiatan bernegara dan bermasyarakat untuk menuju good governance adalah hal yang 
sangat tepat, mengingat bahwa keberadaannya memiliki fungsi: 
1. Sebagai tali pengikat antara berbagai kaidah hukum yang akan menjamin keterpaduan 
kaidah hukum dalam suatu ikatan sistem. 
2. Menjamin kaidah hukum dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum, 
misalnya asas kecermatan adalah untuk kepastian hukum. 
3. Menjamin keluwesan (fleksibilitas) penerapan kaidah hukum pada suatu situasi 
konkrit. 
4. Sebagai instrumen untuk mengerahkan penerapan kaidah hukum.92 
Berdasarkan fungsi tersebut, maka jelas bahwa pejabat publik dilarang untuk 
memberikan pelayanan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik. 
Ketentuan tersebut semakin memperkuat dasar bagi pejabat publik untuk 
memberikan pelayanan publik yang baik, mengingat bahwa negara adalah sebuah 
organisasi, maka negara harus mampu menjalankan tugas pemerintahannya melalui 
kinerja aparaturnya demi mewujudkan konsep good governance. Untuk itu, model sistem 
organisasi yang terintegrasi kiranya adalah yang paling tepat bagi pelaksanan 
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pemerintahan. Hal ini atas dasar pemikiran bahwa, sifat manusia yang senantiasa dinamis 
dipengaruhi oleh perkembangan lingkungannya, termasuk dalam hal ini adanya pengaruh  
era globalisasi. Untuk mengatasi ketidakpastian yang terjadi, maka peran pengawasan 
menjadi hal yang sangat diperlukan.  Pengawasan merupakan  kegiatan yang sangat 
mendukung bagi efektifnya pelaksanaan konsep  good governance, mengingat dengan 
adannya pengawasan diharapkan tidak terjadi penyimpangan, dan kalaupun ada 
penyimpangan dapat segera diketahui dan ditangani segera, sehingga kerugian 
masyarakat tidak semakin besar. 
Konsep governance   (tata-kelola pemerintahan) sebagai landasan dalam 
pembahasan berkait good governance menurut Cagin sebagaimana dikutip oleh Syakrani 
dan Syahriani
93
 merujuk pada institusi, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana 
kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga ―didengar‖.Pada saat 
pemerintah memberikan pelayanan publik,sudah barang tentu harus diikuti dengan 
aktivitas pengawasan, apalagi jangkauan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah cukup luas, 
yang meliputi ―...kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.‖ Melihat jangkauan pelayanan publik yang demikian 
luas, maka kegiatan pengawasan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, untuk 
menghindari tindakan yang tidak terpuji dari penyelenggara pemerintahan.  
Istilah pengawasan berasal dari kata ― awas‖ yang berarti antara lain penjagaan, 94 
merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.
95
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Secara umum, pengertian pengawasan disampaikan oleh beberapa ahli,
96
 antara 
lain, George R. Terry mengatakan bahwa ― Control is to determine what is accomplished 
evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the 
plan. ―  Titik berat pengawasan di sini adalah pada  tindakan evaluasi dan koreksi atas 
hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana. Sementara, Newman berbeda pendapat 
tentang pengawasan, karena lebih menitikberatkan pada proses,  bahwa ―control is 
assurance that the performance conform to plan.‖ Bahwa pengawasan ditekankan pada 
suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. 
Hal ini senada dengan SP. Sagian mendefinisikan pengawasan sebagai ―proses 
pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 
semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan.‖ Di sini lebih menekankan pada proses.   
Adapun pembidangan pengawaasn terhadap aparat pemerintah dapat digambarkan dalam 
ragaan berikut ini: 
Ragaan. 3.  
Pembidangan Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah
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Pengawasan 
Melekat  
Secara Administratif 
Intern 
 
Sistem Pengawasan     Pengawasan 
Fungsional 
 
Ekstern 
Keperdataan 
Oleh Kekuasaan 
Kehakiman 
Administratif 
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Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dapat dilakukan oleh sesama aparat 
pemerintah atau aparat lain di luar tubuh eksekutif secara fungsioal  dan dapat pula 
dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Pengawasan secara skematis terbagi menjadi 
menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan secara administratif yang berbentuk pengawasan 
melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan oleh atasan 
langsung yang diiringi dengan sistem pengendalian manajemen, sehingg bersifat mutlak. 
Sedangkan pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang bersifat relatif, karena jika 
dilkukan adalah lebih baik, mengingat pengawasan ini merupakan kegiatan pengawasan 
pembantu. Pengawasan fungsional meliputi pengawasan intern dan pengawasan ekstern. 
Pengawasan intern adalah manakala pihak pengawas maupun yang diawasi berada pada 
tubuh eksekutif (pemerintah dalam arti sempit) . Sementara, dikatakan pengawasan ekstern 
manakala pengawasan berada di luar eksekutif.  
Pengawasan kehakiman terhadap pemerintah adalah bersifat represif setelah ada perbuatan 
konkrit yang dipandang merugikan.  
Ombudsman merupakan lembaga pengawasan eksternal, yang berarti pengawasan 
yang dilakukan oleh badan yang secara struktur organisasi berada di luar pemerintah 
dalam arti eksekutif. 
98
 Sebagai lembaga pengawasan eksternal, Ombudsman berkerja 
melalui 2 ( dua) jalur, yaitu 1) atas dasar laporan pengaduan masyarakat; 2) atas inisiatif 
sendiri, untuk menyelesaikan kasus maladministrasi. Ombudsman sebagai lembaga 
pengawasan jelas menjadi pendukung terwujudnya good governance, yang pada tataran 
Indonesia akan menimbulkan efek positif yaitu terciptanya: 1) aturan hukum yang baik; 2) 
law enforcement yang baik; 3) sistem pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, 
accountable, dan berwawasan Hak Asasi Manusia; 4) sistem pemerintahan yang dapat 
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menciptakan masyarakat yang cerdas dan egaliter; 5) sistem pemerintahan yang kondusif 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
99
 
Di dalam menjalankan pengawasan terhadap pelayanan publik, yaitu terhadap 
adanya maladministrasi. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, 
menyebutkan bahwa mladministrasi adalah:  
―perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang 
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang 
perseorangan. ―  
 
Efek dari dilakukannya maladministrasi oleh pejabat publik menimbulkan reaksi 
pada penerima maladministrasi, yang selanjutnya kasusnya diselesaikan oleh Ombudsman.  
Di dalam pelaksanaan Hukum Administrasi Negara, Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik menjadi pedoman berperilaku bagi pejabat publik.  Salah satu Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik adalah adanya ―asas Pelayanan yang Baik,‖  yaitu bahwa 
pelayanan publik diberikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan baik waktu, biaya 
maupun prosedur. Jika hal ini diikuti maka tidak akan terjadi maladministrasi.  
Pengawasan di mana menemukan perbuatan pejabat publik yang merugikan 
msyarakat dapat dikenai sanksi administrasi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan menggunakan istilah sanksi administratif, sementara 
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 menggunakan istilah sanksi administrasi. Adapun  
pembagin sanksi administratif sesuai Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan meliputi: 
1. Sanksi administratif ringan, berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penundaan 
kenaikan pangkat, golongan, dan/ atau hak-hak jabatan. 
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2. Sanksi administratif sedang berupa: pembayaran uang paksa dan/ atau ganti rugi, 
pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, pemberhentian 
sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. 
3. Sanksi administratif berat berupa: pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, pemberhentian 
tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan 
di media massa.  
4. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Di sini, penjatuhan sanksi administrasi dalam hal pelayanan publik yang 
dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman,  akan diserahkan kepada atasan yang lebih 
tinggi, yang nantinya akan berpuncak pada Presiden selaku pemegang kekuasaan 
pemerintahan tertinggi.  
B. PERAN OMBUDSMAN DALAM PELAYANAN PUBLIK 
1. Sejarah lahirnya Ombudsman 
Istilah Ombudsman sebagai lembaga pengawasan berasal dari Swedia, yaitu 
pada masa pemerintahan Raja Swedia Charles XII (1697-1718). Ombudsman  berasal 
dari bahasa Old Norse Swedia, umbothdhamadhr yaitu representative position atau 
seorang komisioner kerajaan yang diangkat raja untuk menyelesaikan pengaduan 
rakyat secara adil. Ini merupakan jabatan agung yang penuh wibawa.
100
  Pembentukan 
ini diawali pada masa di mana  akibat kekalahan dengan Rusia pada The Great 
Northern War (1700-1721), Raja Charles XII melarikan diri ke Turki dengan keadaan 
Swedia yang kacau. Namun demikian, di tempat pengasingan tersebut, beliau tetap 
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memantau kondisi negaranya yaitu dengan memerintahkan pembentukan lembaga 
yang bertugas melakukan pengawasan guna meminimalisir  kekacauan yang terjadi. 
Lembaga tersebut bernama Office of The King’s Highest Ombudsman 
(HighestOmbudsman), merupakan lembaga pengganti Raja yang saat itu berada di 
pengasingan. Pembentukan Highest Ombudsman ini berangkat dari konsep 
pengawasan dalam sistem Turkish Office of Chief Justice (Chief Justice), yang 
melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan guna menjamin 
dilaksanakannya hukum Islam baik bagi masyarakat maupun Sultan. Berdasarkan 
catatan sejarah tersebut, maka Swedia bukanlah negara pertama yang menggunakan 
sistem pengawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Bryan Billing 
dalam tulisannya yang berjudul TheOmbudsman In New Zealand, sebagaimana 
dikutip oleh Budhi Masthuri  bahwa  sebelum muncul lembaga Ombudsman 
sebagaimana dikenal di Swedia, Kekaisaran Romawi telah lebih dahulu membentuk 
lembaga pengawasan dengan nama Tribunal Plebis dengan tugas melindungi hak-hak 
masyarakat lemah dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan para bangsawan. 
Sementara itu, pada tahun 221 SM, Dinasti Tsin dari Kekaisaran Cina juga telah 
mendirikan lembaga pengawas dengan nama Control Yuan atau Censorate untuk 
melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan sekaligus bertindak sebagai 
―perantara‖ bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan 
kepada Kaisar. Istilah Control Yuan hingga sekarang dipakai untuk Ombudsman 
Taiwan dengan tugas pengawasan terhadap pemerintahan dan pengadilan. Jauh 
sebelum itu semua, ternyata Dean M Gottehrer, mantan Presiden Asosiasi 
Ombudsman Amerika Serikat menemukan data bahwa sistem Ketatanegaraan Islam 
telah mengenal lembaga pengawasan sebagaimana kita kenal sekarang Ombudsman. 
Sejarah mencatat pada masa Khalifah Umar Bin Khattab (634-644 SM) telah dibentuk 
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lembaga Qadi Al Quadat (Ketua hakim Agung) dengan tugas melindungi masyarakat 
dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat 
pemerintah. Khalifah Umar Bin Khattab memposisikan dirinya sebagai Muhtasib, 
yaitu orang yang menerima keluhan dan mediator dalam penyelesaian sengketa antara 
pemerintah dengan masyarakat. Aktivitasnya dilakukan melalui cara penyamaran, 
untuk memperoleh data yang akurat.
101
 
2. Jenis-Jenis Ombudsman 
Semakin banyak negara yang mendasarkan pada konsep demokrasi hingga 
semakin banyak pula pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan warganya 
khususnya dalam memperoleh pelayanan publik yang baik. Berdirinya Ombudsman 
yang tidak lain adalah sebagai lembaga pengawasan ekternal berkait dengan 
pelayanan publik yang menerima laporan pengaduan berkait dengan adanya 
maldministrasi, semakin tumbuh subur di berbagai negara. Namun dengan 
karakteristik masing-masing negara, sangat dimungkinkan adanya berbagai jenis 
Ombudsman, sekalipun secara umum Ombudsman di manapun mempunyai konsep 
universal. Dalam ―Ombudsman Legislative Resource Document‖ yang diterbitkan 
oleh IOI (International Ombudsman Institute), Dean M Gottehrer sebagaimana 
dikutip oleh Antonius Sujata dan RM Surachman, merinci sebanyak 59 asas universal 
dalam konsep Ombudsman, dengan yang paling utama adalah ―independence, 
impartiality, fairness, a credible reniew process and confidentiality.‖102  Asas-asas 
tersebut merupkan panduan bagi pembuatan undang-undang Ombudsman di seluruh 
dunia, dan keseluruhan asas tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun demikian, 
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asas-asas tersebut tidak menentukan jenis Ombudsman yang dibentuk, mengingat 
Ombudsman juga dipengaruhi oleh selera masing-masing negara. Adapun jenis-jenis 
Ombudsman antara lain: 
a. Dilihat dari  mandat dan mekanisme pertanggungjawaban 
1) Ombudsman Parlementer 
Adalah Ombudsman yang dipilih oleh Parlemen dan bertanggung 
jawab dengan membuat laporan kepada Parlemen. Contoh: Ombudsman 
Swedia, Ombudsman Finlandia, Ombudsman Denmark. 
2) Ombudsman  Eksekutif 
Adalah Ombudsman yang dipilih oleh Presiden, Perdana Menteri atau 
Kepala Daerah, dan bertanggung jawab dengan membuat laporan kepada 
Presiden, Perdana Menteri atau Kepala Daerah. Contoh: Commowealth 
Ombudsman Australia. 
Pada awal terbentuknya Ombudsman di Indonesia berdasarkan 
Keppres Nomor 44 Tahun 2000 yang disebut dengan Komisi Ombudsman 
Nasional (KON), termasuk dalam kategori Ombudsman Eksekutif, namun 
dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) termasuk dalam Ombudsman 
Parlementer. 
Masing-masing jenis Ombudsman tersebut, baik Ombudsman 
Parlementer maupun Ombudsman Eksekutif , masing-masing memiliki 
kekurangan dan kelebihan. Sebagaimana disampaikan oleh Dominikus Dalu 
dalam Nuryanto A. Daim, bahwa Ombudsman Parlementer, di mana 
keberadaannya dibentuk oleh parlemen, tidak menutup kemungkinan terdapat 
campur tangan parlemen dalam bidang politik sehingga dapat menjadi tidak 
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efektif dalam kegiatan pengawasan terhadap pemerintah. Sebaliknya, 
Ombudsman Eksekutif yang dibetuk oleh Kepala Pemerintahan atau Presiden, 
juga dimungkinkan merupakan perpanjangan tangan dari eksekutif.
103
 Namun 
itu semua sudah disadari sejak awal pembentukan, sehingga jika memang 
negara bermaksud untuk mewujudkan good governance, tidak perlu untuk 
takut menentukan pilihan jenis Ombudsman, di mana yang lebih penting 
adalah komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah 
digariskan. 
b. Ditinjau dari isu dan institusi yang membentuk 
1) Ombudsman Publik 
Adalah Ombudsman yang dibentuk oleh institusi publik untuk 
mengawasi proses pemberian pelayanan publik bagi masyarakat. Ombudsman 
jenis ini dapat dibentuk oleh Parlemen, Presiden atau Perdana Menteri maupun 
Kepala Daerah. Contoh: Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Polisi 
Irlandia Utara, Ombudsman Thailand. 
2) Ombudsman Swasta 
Adalah Ombudsman yang dibentuk oleh institusi swasta untuk 
mengawasi proses pelayanan publik perusahaan swasta terhadap 
konsumennya. Contoh: Ombudsman Asuransi, Ombudsman Perbankan, 
Ombudsman Real estate. 
3) Ombudsman Hibryd 
Adalah Ombudsman yang dibentuk oleh swasta atas mandat dari 
negara untuk mengawasi proses pelayanan publik di sektor swasta. pada 
dasarnya Ombudsman ini termasuk dalam kategori Ombudsman swasta, 
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namun keberadannya diamanatkan oleh negara dalam Undang-Undang 
tertentu. Contoh: Ombudsman Pers di Swedia, sekalipun pembentukannya 
dilakukan oleh institusi pers namun atas perintah undang-undang. 
c. Ditinjau dari batas wilayah yurisdiksinya  
1) Ombudsman Nasional 
Adalah Ombudsman yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah 
negara di mana Ombudsman tersebut berada. Contoh: Ombudsman Republik 
Indonesia, Ombudsman Nasional Filipina. 
2) Ombudsman Daerah 
Adalah Ombudsman yang wilayah kerjanya hanya terbatas pada satu 
daerah tertentu di sebuah negara, bisa pada tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, 
negara bagian. Contoh: Ombudsman Daerah Yogyakarta, Ombudsman Daerah 
Pangkal Pinang, Ombudsman Daerah Asahan, Ombudsman Queensland, 
Municipal Ombudsman Portland. 
3) Ombudsman Multinasional 
Adalah Ombudsman yang wilayah kerjanya  meliputi beberapa negara 
sekaligus, yang dibentuk atas dasar kesepahaman untuk membangun sistem 
pengawasan bersama dalam proses pelayanan publik tertentu. Contoh: 
Ombudsman Eropah.
104
 
3. Praktek Ombudsman di Beberapa Negara 
Ombudsman sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk mengadakan 
pengawasan terhadap kinerja pejabat publik dalam memberikan pelayanan publik, 
berwenang menerima laporan pengaduan berkait adanya maladministrasi. 
Ombudsman juga dapat dikatakan sebagai sarana mengawal bagi terwujudnya negara 
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demokrasi. Namun demikian, sangat dimungkinkan praktek di tiap-tiap negara akan 
ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Berkait dengan penelitian yang dilakukan, 
peneliti memilih 3 (tiga) negara sebagai pembanding dengan pertimbangan bahwa 
Swedia merupakan negara asal lahirnya istilah Ombudsman, sekalipun model 
pengawasan yang berbasis masyarakat dengan nama lain telah pula dilakukan baik 
pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Dinasti Tsin maupun masa Romawi. 
Sementara, Australia dipilih sebagai pembanding mengingat adanya model 
rekomendasi sementara sebelum Ombudsman memberikan rekomendasi, dan hal 
tersebut merupakan salah satu sebab tingginya prosentase pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman, sehingga hal ini dapat mejadi bahan pertimbangan bagi Ombudsman 
Republik Indonesia. Selanjutnya berkait dengan Ombudsman Thailand, pilihan ini 
disebabkan karena tingkat prosentase pelaksanaan rekomendasi Ombudsman juga 
tinggi, pengaturan Ombudsman terdapat dalam Konstitusi, sementara Indonesia 
mengatur Ombudsman di undang-undang, di samping Thailand adalah negara 
serumpun dengan Indonesia sehingga diharapkan teknik yang dipergunakan untuk 
memaksimalkan pelaksanan rekomendasi Ombudsman di Indonesia dapat pula 
dipakai sebagai pembanding. 
Berikut disajikan beberapa keunikan Ombudsman dari beberapa negara 
khususnya berkait dengan masalah rekomendasi Ombudsman. 
b. Swedia 
Swedia merupakan negara asal istilah ―Ombudsman‖, dan ini lebih dikenal 
dengan asal lembaga Ombudsman, sekalipun sebenarnya sesuai catatan sejarah 
jauh sebelum lahir Ombudsman di Swedia, ada beberapa negara yang telah lebih 
dahulu membentuk lembaga pengawasan ekternal dengan nama yang lain.  
70 
 
Ide pembentukan institusi Ombudsman Swedia pertama kali berasal dari 
Raja Charles XII (1697-1718) yautu dengan dibentuknya Office of The King’s 
Highest Ombudsman yang mana hal ini hasil pengaruh dari konsep pengawasan 
dalam sistem Turkish Office of Chief Justice (Chief Justice). Keberadaan lembaga 
Ombudsman ini berlanjut, sekalipun Raja Charles XII pada tahun 1718 
meninggal dunia, dan berubah menjadi The Office of The Chancellor of Justice. 
Di sini terdapat perubahan, yaitu yang semula Ombudsman berada di bawah raja 
selanjutnya dilimpahkan kepada Parlemen Swedia (Riskdag), sekalipun di sini 
raja masih memiliki kewenangan untuk mengontrol Chancellor of Justice. Dalam 
perkembangan selanjutnya, untuk menjaga independensi dari Ombudsman, maka 
pada tahun 1809 Swedia resmi mencantumkan Ombudsman Parlementer  (The 
Parliamentary Ombudsman) yang melindungi hak-hak sipil dan hak-hak warga 
negara dalam Konstitusi. Dalam Konstitusi Swedia, Ombudsman diatur pada 
Pasal 6 dan 8. 
Pasal  6: ―mengatur tentang proses rekruitmen dan tugas Ombudsman.  
Ombudsman dipilih oleh Parlemen dan bertugas mengawasi pelaksanaan 
undang-undang dan peraturan-peratuan lainnya terkait dengan pelayanan 
publik penyelenggara negara kepada masyarakat.‖ 
Pasal 8:―mengatur tentang kewenangan Ombudsman, yaitu antara lain berwenang 
menuntut hakim dan pejabat publik yang tidak melaksanakan undang-
undang dan peraturan lain yang berlaku.‖ 
Ombudsman Swedia yang terdiri dari 4 (empat) orang diangkat oleh 
Riskdag untuk masa kerja 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. Adapun 
syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa calon tersebut harus sudah pernah 
mengikuti pelatihan hukum. Salah seorang anggota Ombudsman menjabat 
sebagai ketua Parlemen dan bertanggung jawab untuk administrasi, memutuskan, 
sebagai contoh area tanggung jawab apa saja yang akan dialokasikan kepada 
setiap anggota Ombudsman lainnya. Namun ia tidak dapat intervensi investigasi/ 
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adjudikasi anggota Ombudsman lainnya di luar lingkup tanggung jawabnya. 
Setiap anggota Ombudsman bertanggung jawab langsung kepada Riskdag atas 
setiap pengawasannya. 
Ombudsman yang dipilih oleh Parlemen untuk mengawasi penerapan 
undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam pelayanan publik. 
Wewenangnya antara lain adalah boleh ikut hadir dalam perundingan tertutup 
para hakim sebelum memutus perkara atau perundingan pejabat pemerintahan 
yang melakukan perundingan tertutup untuk mengambil keputusan yang bersifat 
administratif. 
Masyarakat dapat mengajukan keluhan kepada Justitie Ombudsman (JO) 
atau Parlemen Ombudsman (Riskdagens Ombudsman) jika seseorang atau suatu 
lembaga mendapat perlakuan tidak adil/ maladministrasi dari pejabat publik 
dalam suatu dinas atau departemen atau pemerintah daerah, sudah dewasa dan 
diperbolehkan juga sekalipun ia bukan penduduk Swedia. 
Ombudsman Swedia (Ombudsman Parlementer) dapat melakukan tindakan 
ekstrim untuk bertindak seperti jaksa dan memberikan tuntutan kepada pegawai 
yang diduga melakukan maladministrasi, sekalipun ini jarang sekali terjadi.  
Eksistensi Ombudsman Swedia sangat diakui, hal ini terlihat bahwa dalam 
menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengeluarkan produk akhir bukan saja 
moral binding namun juga legal binding, yaitu Ombudsman dapat berperan 
sebagai penuntut umum, dan institusi publik harus merespon rekomendasi dari 
Ombudsman. 
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b. Australia 
Ombudsman Nasional (Commonwealth Ombudsman of Australia) 
merupakan Ombudsman eksekutif yang kedudukannya disejajarkan dengan (di 
Indonesia) BPK, KPK, komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, yaitu sebagai institusi 
yang bertugas menjaga integritas dan akuntabilitas publik (national integrity).
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Ombudsman Australia dibentuk pada tahun 1976 bertugas untuk mengusut 
keluhan-keluhan publik atas tindakan, keputusan, dan pelayanan buruk dari 
lembaga pelayanan publik Pemerintah Australia., pelayanan sub-kontraktor 
Pemerintah Australia, dan memeriksa keluhan atas suatu proses penyidikan yang 
berlebihan dari Polisi Federal Australia.  
Ombudsman juga berhak mengusut keluhan keterlambatan permintaan 
informasi atau Freedom of Information Request (FOI) dan biaya yang dibebankan 
atas permintaan informasi tersebut. Ruang lingkup permasalahan yang ditangani 
Commonwealth Ombudsman of Australia meliputi bidang kemiliteran (Defence 
Force), imigrasi, pos, pajak, peradilan dan permasalahan Ombudsman antara 
negara bagian. 
Di tingkat ferderal terdapat berbagai Ombudsman dengan tugas yang sama 
dengan batas yuridiksi sesuai dengan batasan negara federal, dengan 
mengecualikan otoritas negara (commonwealth).
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Sebelum rekomendasi dikeluarkan, terlebih dahulu akan dipresentasikan 
hasil investigasi, kesimpulan, prospek rekomendasi Ombudsman di depan Atasan 
Terlapor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Budhi Masthuri, bahwa: 
― …Di Australia, jika Terlapor sanggup untuk melaksanakan isi rekomedasi 
sementara itu, maka tidak perlu dikeluarkan rekomendasi, dan Ombudsman 
akan memonitor pelaksanaannya dalam kurun waktu yang telah disepakati 
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bersama. Sementara hal seperti ini tidak terjadi di Indonesia, artinya setelah 
Ombudsman melakukan klarifikasi, investigasi hingga pemanggilan dan 
akhirnya sepakat mengeluarkan rekomendasi, tidak memaparkan rekomendasi 
sementara lebih dahulu.‖108 
 
c. Thailand 
Pada awalnya pemerintahan Thailand menggunakan sisten monarkhi absolut  
dimana komunikasi berlangsung searah secara top-down, dan kurang transparan. 
Hingga pada era Sukhotai, di bawah Raja Ramkhamheang, orang bisa mengajukan 
petisi kepada Raja dengan cara membunyikan lonceng di dekat balai kota untuk 
mengumumkan bahwa mereka memiliki masalah dengan pejabat , dan diperlukan 
ajudikasi . Ketika Raja mendengar bel berdering, ia keluar dan membahas masalah 
dengan para pengadu. Selanjutnya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi, pemerintah mulai mengerahkan lembaga legislatif khusus untuk 
menyelidiki keluhan keluhan dan pengaduan masyarakat . 
Tahun 1975 mulai ada pembahasan tentang lembaga Ombudsman untuk 
menangani keluhan masyarakat, namun belum sampai pada pembentukan lembaga 
tersebut. Hingga dengan berjalannya waktu, tahun 1990 kembali muncul konsep 
Ombudsman sebagai  ―pelindung masyarakat‖, dan terwadahi dalam Konstitusi 
1991. Pada tahun 1995 , ada sebuah gerakan besar menuju pengenalan revisi pada 
posisi Kantor Ombudsman di Konstitusi tahun 1991 . Amandemen kelima dari 
Konstitusi 1995, Pasal 162 ( paragraf kedua ) , menyatakan bahwa : 
" Ombudsman tidak lebih dari lima jumlahnya . Mereka akan diangkat oleh 
raja dengan saran dari senat . Juru bicara Senat  akan menandatangani 
Komando Kerajaan menunjuk Ombudsman . " 
 
Ide lembaga Ombudsman awalnya dari negara-negara Skandinavia dan 
banyak negara-negara Barat telah diratifikasi Thailand pada tahun 1997, dimana 
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Konstitusi meletakkan penekanan pada hak sipil dan juga memprakarsai 
pembentukan 7 organisasi independen, yang akan menjadi " check and balance " 
sistem dengan cabang administrasi . Organisasi-organisasi ini adalah  Mahkamah 
Konstitusi , Pengadilan Administrasi , Komisi Anti Korups, Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Auditor Negara , dan Ombudsman , 
dengan harapan lembaga tersebut secara bertahap akan membawa ke arah 
keterbukaan , keadilan , transparansi politik. 
Adapun cara kerja Ombudsman Thailand adalah sebagai berikut: 
1. Ombudsman akan mempertimbangkan dan menyelidiki keluhan tanpa 
penundaan dan dengan keadilan dan netralitas . 
2. Ketika sebuah keluhan ditolak atau mungkin ditolak , Ombudsman dapat 
mengajukan pengaduan kepada badan terkait pemerintah , lembaga negara , 
badan usaha milik negara atau pemerintah daerah untuk tindakan lebih lanjut 
yang sesuai. 
3. Ketika keluhan diterima , tindakan yang tepat harus diambil tanpa penundaan 
dan dengan kesempatan memadai untuk kedua keluhan dan lembaga pribadi 
atau yang bersangkutan untuk menjelaskan dan bukti yang relevan hadir . 
Ombudsman dapat meminta Pengadilan untuk menyerahkan benda , dokumen, 
atau bukti lain yang relevan dengan penyelidikan . Ombudsman juga memiliki 
kekuatan untuk memasukkan tempat di mana keluhan telah terjadi asalkan 
pemilik atau orang yang bertanggung jawab telah memberikan pemberitahuan 
sebelumnya. 
4. Ketika keluhan ditolak atau berhenti dari pertimbangan , Ombudsman harus 
memberitahukan pelapor bersama-sama dengan alasan. 
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5. Ketika pertimbangan dan investigasi selesai, laporan yang berisi semua fakta 
yang relevan bersama-sama dengan opini dan rekomendasi akan disusun dan 
disampaikan ke instansi terkait untuk tindakan korektif atau lebih tepat. 
6. Ketika pertimbangan dibuat pada keluhan apapun dan ditemukan bahwa 
tindakan yang diambil oleh seorang pejabat , anggota sipil atau karyawan dari 
badan pemerintah , lembaga negara , badan usaha milik negara , atau 
pemerintah daerah , sementara sesuai dengan hukum , aturan , peraturan , atau 
keputusan Kabinet , namun menghasilkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan 
di hadapan hukum , atau sewenang-wenang , atau outdates, Ombudsman akan 
merekomendasikan bahwa badan untuk mencari atau memperbaiki hukum , 
aturan , peraturan , atau keputusan Kabinet . Dalam kasus keputusan Kabinet , 
Ombudsman juga harus menyampaikan laporan kepada Kabinet . 
7. Ketika keluhan tidak dapat diselidiki lebih lanjut , Ombudsman akan berhenti 
investigasi dan melaporkan kepada Senat dan DPR .
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4. Praktek Ombudsman di Indonesia 
a. Masa Komisi Ombudsman Nasional (KON) 
Berangkat dari pemikiran ingin mewujudkan  tata pemerintahan yang baik 
(good governance), muncul ide untuk membentuk sebuah lembaga pengawasan 
ekternal yang mandiri dan bebas dari pengaruh manapun. Hal ini disebabkan, 
bahwa sudah mulai muncul ketidakpercayaan masyarakat (public distrust) 
terhadap kinerja pemerintah, mengingat bahwa data berkait korupsi, kolusi dan 
nepotisme yang banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat setiap saat 
mengalami lonjakan kenaikan yang cukup fantastis. Kondisi ketidakpercayaan 
masyarakat ini mengakibatkan maraknya penyelesaian kasus dalam masyarakat 
                                                          
109
Pichet Soontornpipit (Thai Ombudsman), Ombudsman under the Constitution of Thailand, dalam Antonius 
Sujata, dkk, Op. Cit., hlm. 119-129. 
76 
 
dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting), di mana sebenarnya hal ini adalah 
tindakan yang kurang tepat dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat 
keberadaan lembaga penegak hukum sudah diakui. Di sisi lain, tindakan 
masyarakat yang demikian tidak dapat sepenuhnya disalahkan, karena ini 
sebenarnya merupakan puncak kekecewaan masyarakat kepada pemerintah yang 
kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mereka lebih banyak bekerja 
demi kepentingan pribadi maupun golongan.   
Padahal jika pemerintah memang serius untuk mewujudkan good 
governance, maka upaya untuk memenuhi kepentingan umum harus diutamakan. 
Sebagaimana disampaikan oleh Sudigno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh 
Adrian Sutedi, 
110
 bahwa kepentingan umum bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan atau 
laba. Kecuali itu, apa yang disebut kepentingan umum itu menyangkut 
kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat 
banyak, dan pembangunan.‖ 
Dalam rangka pemenuhan kepentingan umum yang dirasakan adil oleh 
seluruh warga masyarakat, maka perlu adanya lembaga pengawasan, mengingat 
bahwa banyak sekali tindakan dari para pejabat yang justru merugikan masyarakat 
sehingga menimbulkan kekecewaan.  Kekecewaan masyarakat berpuncak pada 
tahun 1998, yaitu adanya gerakan reformasi total yang berhasil menumbangkan 
pemerintahan yang telah berkuasa cukup lama. Potret inilah yang selanjutnya 
memunculkan ide pada rezim pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk 
membetuk sebuah lembaga pengawasan ekstern untuk mewujudkan good 
governance, dan sekaligus melengkapi lembaga pengawasan yang sudah ada 
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sebelumnya namun kinerjanya belumlah dapat dikatakan maksimal membawa 
masyarakat ke arah terlindungi. Untuk itulah pada tanggal 20 Maret 2000 
Lembaga Ombudsman Nasional resmi dibentuk di Indonesia. Namun demikian, 
bukanlah hal yang mudah untuk membangun lembaga baru yang bertugas 
mengawasi kinerja pemerintah, hal ini terlihat pada proses pendirian yang 
memakan cukup banyak waktu dan pemikiran. Dimulai pada awal November 
1999, Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid berinisiatif 
memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam rangka diskusi berkait konsep 
pengawasan baru terhadap lembaga negara. Hal ini mengingat bahwa maraknya 
kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan salah satu akibat dari lemahnya 
pengawasan yang dilakukan, sekalipun sudah ada lembaga pengawasan struktural 
seperti Pengawasan Melekat, Kantor Inspektorat maupun BPKP. Pemanggilan 
tersebut berlanjut pada pertemuan tanggal 17 November 1999 antara Presiden, 
Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Antonius Sujata sebagai calon ketua 
Ombudsman. Tanggal 18 November 1999, Antonius Sujata diminta oleh Wakil 
Sekretariat Kabinet untuk memberikan bahan pemikiran berkait lembaga 
Ombudsman sebagai bahan penerbitan Keputusan Presiden. Selanjutnya pada 
tanggal 16 Desember 1999, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 155 Tahun 
1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman tertanggal 8 
Desember 1999. 
Setelah dipelajari, ternyata Keputusan Presiden tersebut tidak sesuai 
dengan diskusi yang sebelumnya diadakan antara Presiden dengan Jaksa Agung 
Marzuki Darusman dan Antonius Sujata, yaitu rekomendasi untuk membentuk 
lembaga pengawasan yang dinamakan Ombudsman untuk memberantas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Desember 1999 Jaksa 
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Agung Marzuki Darusman dan Antonius Sujata kembali menghadap Presiden 
untuk meminta klarifikasi atas adanya perbedaan keluaran dengan hasil diskusi 
sebelumnya. Upaya ini membawa hasil, di mana pada tanggal 22 Desember 1999 
kembali disusun konsep Keputusan Presiden yang baru untuk pendirian 
Ombudsman.  Pembahasan konsep baru tersebut dilakukan secara maraton pada 
awal Januri 2000. Pada saat pertemuan antara Jaksa Agung Marzuki Darusman 
dengan Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak, memang terbersit adanya 
kekhawatiran akan kurang efektifnya lembaga Ombudsman  dalam menjalankan 
tugasnya di bidang pengawasan untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme. Namun mengingat desakan masyarakat semakin kuat untuk 
memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang tidak perlu 
membentukan Tim Pengajian Ombudsman, tetapi langsung saja membentuk 
lembaga Ombudsman tersebut. Untuk memperlancar proses terwujudnya 
Ombudsman, Antonius Sujata berinisiatif menghubungi beberapa tokoh yang 
dikenal berdedikasi dan berintegritas, untuk dicalonkan sebagai anggota 
Ombudsman.  Perjalanan selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2000 diadakan 
pertemuan dengan para calon Anggota Ombudsman, yaitu Prof. C.F.G. Sunaryati 
Hartono, Teten Masduki, Baihaki Hakim, Surachman,APU dan Prajoto. 
Pembahasan berkait dengan tugas dan wewenang Ombudsman, yang dilengkapi 
dengan gagasan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Ombudsman yang 
disampaikan oleh Prof. C.F.G. Sunaryati Hartono. Upaya tersebut membawa hasil 
dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 10 Maret 2000 dengan 
mengangkat Antonius Sujata sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. C.F.G. 
Sunaryati Hartono sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, serta para Anggota  
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yang meliputi Teten Masduki, KH. Masdar F Masudi, RM Surachman,APU,Prof. 
Bagir Manan, Prajoto, dan Sri Urip. 
Setelah pelantikan kepengurusan Komisi Ombudsman Nasional di Istana 
Negara, sistem pengawasan babak baru di Indonesia diawali. Keberadaan Komisi 
Ombudsman Nasional ternyata mengundang simpati masyarakat dengan mulai 
adanya pengaduan masyarakat berkait dengan pelayanan publik yang buruk. Tidak 
hanya itu, bahkan di tingkat Internasional, Komisi Ombudsman Nasional yang 
masih sangat muda ini juga mendapat pengakuan. Hal ini terbukti dengan adanya 
undangan, yang dihadiri Ketua Komisi Ombusman Nasional dan seorang anggota, 
pada  the 5th Conference of the Asian Ombudsman Association (AOA) tanggal 17-
20 Juli 2000 di Manila, Filipina.
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Semakin banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat kepada Komisi 
Ombudsman Nasional (KON) menunjukkan eksistensi dari Komisi Ombudsman 
Nasional (KON) sebagai lembaga yang dibutuhkan keberadaannya dalam rangka 
membantu masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik.  Bahkan dalam 
Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional (KON) Tahun 2003 disebutkan 
bahwa lebih dari 23 daerah akan membentuk Ombudsman Daerah, dan mereka 
cukup gencar dalam mensosialisasikan ide pembentukan tersebut. Berdasarkan 
Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2004, bahwa Ombudsman 
Daerah yang pertama lahir yaitu pada tahun 2004 adalah Ombudsman Daerah di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Asahan.  
Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk 
berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta No. 134 Tahun 
2004 tanggal 30 Juni 2004. Di samping Ombudsman Daerah Provinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta, dibentuk pula lembaga Ombudsman Swasta berdasarkan 
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 135 Tahun 2004 tanggal 
30 Juni 2004. 
Sementara itu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara juga telah berhasil 
membentuk lembaga Ombudsman Daerah dengan anggota berjumlah 5 (lima) 
orang berdasar pada Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 419 Tahun 2004 
tanggal 20 Oktober2004. 
Pembentukan Ombudsman Daerah baik di Daerah Istimewa Yogyakarta 
maupun Kabupaten Asahan menunjukkan adanya apresiasi yang baik dari 
Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan publik yang memuaskan bagi 
warga masyarakat. Kondisi seperti ini juga merupakan angin segar bagi 
masyarakat, karena terbayang ke depan kinerja pemerintah akan semakin baik 
dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. 
Komisi Ombudsman Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional disebut 
Ombudsman Nasional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 adalah merupakan: 
―Lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat 
mandiri, serta berwenang melakukan klarifiksi, monitoring atau pemeriksaan 
atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya 
pelaksanan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.‖ 
 
Mengingat bahwa dibentuknya Ombudsman Nasional ini berangkat dari 
kondisi Indonesia yang sangat memprihatinkan, yaitu maraknya praktek korupsi, 
kolusi dan nepotisme, maka sejalan dengan dibentuknya  Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu adanya lembaga pengawasan yang 
mengawasi kinerja pemerintah berdasarkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan 
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Negara. Adapun asas-asas tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 meliputi :  
1) Asas kepastian hukum. 
2) Asas tertib penyelenggaraan negara. 
3) Asas kepentingan umum. 
4) Asas keterbukaan. 
5) Asas Proporsionalitas. 
6) Asas Profesionalitas. 
7) Asas akuntabilitas. 
Berlandaskan pemikiran dan semangat untuk membebaskan bangsa 
Indonesia  dari tindakan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat tersebut,  
Ombudsman Nasional mempunyai tujuan yang sangat mulia  melalui peran serta 
masyarakat membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif 
dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ke depan 
dimaksudkan agar masyarakat memperoleh pelayanan umum, keadilan dan 
kesejahteraan yang lebih baik.  
Peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah menjadi 
ciri khas akan keberadaan Ombudsman Nasional, yang dimaksudkan untuk 
mensinergikan dengan lembaga pengawasan yang telah ada sebelumnya, dalam 
rangka pemenuhan kepentingan umum. Tujuan untuk memberikan yang terbaik 
bagi masyarakat berkait pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan semakin 
nampak nyata dari tugas pokok yang harus dijalankan oleh Ombudsman, antara 
lain dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Instansi 
Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya masyarakat, para ahli, praktisi, 
organisasi profesi. Disamping itu juga secara nyata langkah yang ditempuh adalah 
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menindaklanjuti laporan tentang penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam 
memberikan layanan umum. Tugas pokok ini tidak lain adalah merupakan usaha 
pemerintah melalui pembentukan Ombudsman Nasional dalam rangka 
mewujudkan good governance.  
Keterkaitan antara unsur-unsur good governance sebagaimana 
disampaikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) 
112
 dengan 
tujuan dibentuknya Ombudsman Nasional, dapat diuraikan sebagai berikut: 
Unsur participation, diwujudkan dengan pemberian kesempatan kepada 
masyarakat untuk ikut membantu menciptakan kondisi yang kondusif yang bebas 
dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 
huruf a Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 sebagai landasan dibentuknya 
Ombudsman Nasional. Hal ini secara otomatis juga berkait dengan unsur 
transparency, di mana kinerja pemerintah harus dapat dimonitor oleh masyarakat, 
sehingga unsur rule of law dan equity dapat ditegakkan mengingat pada dasarnya 
setiap warga negara mempunyai hak yang sama sebagai bagian dari hak asasi 
manusia.  
Pengawasan oleh masyarakat selanjutnya disampaikan ke Ombudsman 
Nasional tidak lain adalah dalam rangka mengawal kinerja pemerintah untuk 
mewujudkan effectiveness dan efficiency yang selanjutnya hasil kinerja pemeritah 
tersebut mampu menunjukkan responsiveness, yaitu respon yang baik dari 
pemerintah dalam melayani masyarakat sebagai perantara atau memenuhi unsur 
consensus orientation dalam  mengambil kebijakan yang baik untuk langkah 
berikutnya bagi layanan publik.  Berdasar hal tersebut maka setiap tindakan 
pemerintah harus memenuhi unsur accountability, mengingat dalam konsep 
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demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the 
people, atau menurut bahasa Yunani berasal dari kata demos yang berarti rakyat, 
dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa,
113
bahwa masyarakat adalah 
pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga setiap kinerja pemerintah harus dapat 
dipertanggung jawabkan kepada pemberi mandat, yaitu rakyat. Selanjutnya, 
sebagai puncaknya, pengawasan masyarakat melalui pelaporan kepada 
Ombudsman Nasional, maka pemerintah dapat duduk bersama dengan rakyat 
untuk menentukan strategic vision, di mana upaya tersebut ditempuh oleh 
Ombudsman Nasional baik melalui kegiatan klarifikasi, investigasi maupun 
pembuatan rekomendasi.  
Untuk memperjelas praktek Ombudsman Nasional dalam rangka 
pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi korupsi, kolusi 
dan nepotisme, maka akan diuraikan beberapa hal berkait dengan struktur 
organisasi dan cara kerja Ombudsman Nasional. 
1) Struktur Organisasi Ombudsman Nasional 
Berkait dengan struktur organisasi Ombudsman Nasional, Keputusan 
Presiden Nomor 44 Tahun 2000 mengatur dalam BAB III tentang Susunan 
Organisasi dan Wewenang. Ombudsman Nasional yang terdiri dari seorang 
Ketua dan dibantu oleh seorang wakil Ketua, serta anggota sebanyak-
banyaknya 9 (sembilan) orang, pertama kali  diangkat dengan Keputusan 
Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman Nasional termasuk 
kategori Ombudsman Eksekutif.  
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Rapat Paripurna menjadi pemegang kekuasan tertinggi Ombudsman 
Nasional yang terdiri dari seluruh anggota Ombudsmn Nasional. Adapun 
pelaksanaan tugas harian dilakukan oleh Sub Komisi yang terdiri dari : 
a) Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring, dan Pemeriksaan, yang mempunyai 
wewenang antara lain : 
(1) Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparatur pemerintahan 
serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai 
dugaan adanya penyimpangan dalam melaksanakan pelayanan umum, 
tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban 
hukumnya. 
(2) Meminta bantuan, melakukan kerja sama dan atau koordinasi dengan 
aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring. 
(3) Melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau pejabat yang dilaporkan 
oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait guna memperoleh 
keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(4) Menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai 
pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak 
hukumnya yang berwenang untuk ditindaklanjuti. 
(5) Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya 
penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. 
b) Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan yang mempunyai wewenang 
antara lain: 
(1)Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pegawasan oleh 
masyarakat. 
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(2) Mengajak masyarakat melakukan kampanye dan tidakan konkrit anti 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
(3) Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-
haknya dalam memperoleh layanan. 
(4) Menyebarluaskan pemahaman mengenai Ombudsman Nasional. 
(5) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para petugas Ombudsman 
Nasional. 
(6) Menyelesaikan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang 
tentang Ombudsman Nasional dalam waktu paling lambat enam bulan 
sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini. 
c) Sub Komisi Pencegahan yang mempunyai wewenang antara lain: 
(1) Melakukan kerja sama dengan perseorangan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Negara. 
(2) Memonitor dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman 
Nasional kepada lembaga terkait. 
d) Sub Komisi Khusus yang mempunyai wewenang antara lain : 
(1) Menyusun dan mempersiapkan laporan rutin dan insidentil. 
(2) Memonitor tugas-tugas yang ditentukan secara khusus oleh Rapat 
Paripurna. 
Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Ombudsman Nasional 
dibantu oleh Tim Asistensi yang terdiri dari tenaga yang memiliki 
kemampuan, pengalaman ataupun keahlian untuk melaksanakan tugas 
berdasarkan mandat Sub Komisi. Di samping itu ada juga Staf Administrasi 
yang melaksanakan tugas yang bersifat administratif.  Sementara untuk 
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sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi 
pelayanan administratif yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 
kerumahtanggaan serta sarana penunjang lainnya yang diperlukan bagi 
kelancaran tugas Ombudsman Nasional. 
2) Cara Kerja Ombudsman Nasional 
Sebagai panduan kerja bagi Ombudsman Nasional untuk 
menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat berkait pelayanan pemerintah 
yang tidak memuaskan, telah disusun buku Panduan Investigasi untuk 
Ombudsman Indonesia.
114
 Adapun cara kerja Ombudsman Nasional untuk 
menyelesaikan laporan pengaduan dari masyarakat  adalah sebagai berikut : 
a) Administrasi dan Seleksi Laporan 
Pada prinsipnya setiap warga negara yang menerima layanan publik yang 
tidak memuaskan dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman Nasional 
dengan berbagai cara, antara lain:  
Laporan tertulis langsung, di mana laporan tersebut akan 
diterima oleh staf administrasi, dan dalam kasus tertentu yang unik, urgen 
dan krusial, Pelapor dapat meminta untuk bertemu dengan Ombudsman 
atau Asisten Ombudsman. 
Laporan lisan langsung dapat disampaikan oleh warga 
masyarakat selaku Pelapor, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada 
Pelapor yang belum menyiapkan laporan secara tertulis. Selanjutnya 
Pelapor dipersilakan untuk membuat laporan tertulis, bisa di luar kantor 
Ombudsman, atau kalau tempat tinggal Pelapor jauh, dapat membuat di 
kantor Ombudsman. Sementara bagi yang tidak dapat berbahasa Indonesia 
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atau yang buta huruf, dapat meminta bantuan kepada pihak lain, atau 
bahkan dalam kondisi tertentu Asisten Ombudsman dapat membuat 
resume dari laporan lisan, dengan catatan terlebih dahulu resume itu 
dibacakan untuk meminta persetujuan dari Pelapor. Hal ini untuk 
menghindari perbedaan persepsi antara Pelapor dengan Asisten 
Ombudsman. 
Laporan Tertulis Tidak Langsung dapat diajukan oleh Pelapor 
baik melalui pos, biro pegiriman swasta, kurir, faximili, e-mail yang 
disertai dengan dokumen pendukung. 
Laporan Lisan melalui Telepon adalah cara lain penyampaian 
laporan. Untuk akurasi data dan identitas, karena semua laporan kepada 
Ombudsman Nasional hanya akan ditindaklanjuti jika dengan identitas 
yang jelas untuk menghindari surat kaleng, maka laporan lisan melalui 
telepon harus dilengkapi dengan laporan tertulis. 
Adapun masalah substantif yang dipersyaratkan oleh Ombudsman 
Nasional agar laporan dapat diproses lebih lanjut bahwa materi laporan 
tersebut adalah berkait dengan layanan penyelenggara pemerintahan yang 
tidak sesuai dengan prosedur maupun hukum dan kepatutan masyarakat. 
Laporan tersebut adalah merupakan fakta, yang mana harus dilengkapi 
dengan dokumen pendukung. Berkait dengan laporan tentang pengadilan, 
adalah sebatas tentang kewenangan teknis yustitial hakim dalam 
persidangan, bukan pokok perkara. Selanjutnya , bahwa laporan tersebut 
disusun secara kronologis dan sistematis.  
Setelah semua itu terlewati, maka Asisten Ombudsman akan 
membuat resume laporan. Berdasar resume tersebut, maka dapat 
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ditentukan klasifikasi laporan tersebut. Ombudsman Nasional membagi 
klasifikasi laporan menjadi : penundaan berlarut; tidak menangani; 
persekongkolan; pemalsuan; di luar kompetensi; tidak kompeten; 
penyalahgunaan wewenang; bertindak sewenang-wenang; permintaan 
imbalan uang/korupsi; kolusi dan nepotisme; penyimpangan prosedur; 
melalaikan kewajiban; bertindak tidak layak/tidak patut; penggelapan 
barang; penguasaan tanpa hak; bertindak tidak adil, intervensi; nyata-nyata 
berpihak; pelanggaran undang-undang dan perbuatan melawan hukum. 
b) Permintaan Klarifikasi 
Klarifikasi dimaksudkan untuk memperjelas laporan yang 
disampaikan oleh Pelapor. Untuk itu , maka klarifikasi dapat ditujukan 
baik kepada Pelapor maupun Terlapor. 
Klarifikasi yang diajukan kepada Pelapor dimaksudkan agar 
Pelapor memberikan data-data atau dokumen yang dapat memperkuat 
laporannya, mengingat bahwa laporan itu adalah harus berdasarkan fakta, 
bukan mengada-ada. Jika Pelapor tidak dapat menujukkan bukti tersebut, 
maka Ombudsman tidak akan memproses lebih lanjut laporan tersebut, 
karena dianggap sebagai laporan yang lemah. 
Sementara itu, klarifikasi juga dapat ditujukan kepada Terlapor, 
dengan maksud memperoleh jawaban atas laporan yang disampaikan 
Pelapor. Jika hal ini diperlukan, maka terlebih dahulu Ombudsman 
membuat surat permohonan kepada Terlapor dengan mempersiapkan 
beberapa pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh Terlapor untuk 
membuat terang permasalahan yang tertuang dalam laporan Pelapor. 
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Klarifikasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu klarifikasi langsung dan 
klarifikasi tidak langsung. 
(1) Klarifikasi Langsung (Klarifikasi di lapangan) 
Klarifiksi langsung dilakukan oleh Ombudsman dengan 
mendatangi kantor Terlapor untuk menggali data dan sekaligus 
memperoleh penjelasan secara langsung bertatap muka dengan 
Terlapor. Mengingat hal ini dilakukan secara lisan, di lapangan sering 
mendapat kesulitan karena Terlapor harus memberikan jawaban secara 
langsung, yang sering kali belum dipersiapkan. Untuk itu, maka tidak 
menutup kemungkinan, setelah Klarifikasi Langsung dilanjutkan 
dengan permintaan Klarifikasi secara Tidak Langsung melalui surat 
resmi. 
(2) Klarifikasi tidak Langsung (Klarifikasi melalui surat resmi) 
Permintaan Klarifikasi tidak Langsung (Klarifikasi melalui 
surat resmi) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 
(a) Mendasarkan Hasil Investigasi Dokumen (di belakang meja) 
Jika laporan yang disampaikan cukup jelas, objektif dan 
kronologis, serta dokumen  pendukung yang dilampirkan juga 
cukup sahih, maka Ombudsman dapat langsung menyusun surat 
permintaan klarifikasi kepada Terlapor dan/atasan Terlapor. Untuk 
efisiensi dan efektivitas, Ombudsman tidak perlu meminta 
keterangan melalui kunjungan langsung ke instansi Terlapor 
ataupun observasi lapangan. 
(b) Mendasarkan Hasil Temuan Lapangan 
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Jika Ombudsman merasa perlu untuk adanya penambahan 
data dari hasil pemeriksaan awal, maka Ombudsman dapat 
mengajukan klarifikasi sebagai bahan ketika nantinya Ombudsman 
akan memberikan rekomendasi kepada Pejabat terkait. Dalam suatu 
kondisi tertentu, dimungkinkan bahwa Ombudsman mengajukan 
permohonan klarifikasi kepada Terlapor sekaligus membuat 
rekomendasi terhadap kasus yang dilaporkan. Hal ini 
dimungkinkan jika memang data-data pendukung sudah lengkap, 
dan kasus tersebut membutuhkan waktu yang singkat untuk 
penyelesaiannya, seperti misalnya jika Pelapor sudah sakit-sakitan, 
sementara birokrasi dimungkinkan cukup panjang jika diikuti tahap 
per tahap. Seringkali panjangnya birokrasi membuat kerja 
Ombudsman juga membutuhkan waktu yang panjang pula, 
sehingga efisiensi waktu sering terabaikan. Jika hal ini terjadi, 
masyarakat lagi yang akan terkena dampaknya, sehingga 
panjangnya proses birokrasi juga menjadi salah satu masalah yang 
diperhatikan oleh Ombudsman. Ketidakefisienan ini termasuk 
dalam ureaupathologis yaitu penyakit birokrasi, khususnya yang 
dinamakan red tape, yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan 
dengan penyelenggara pelayanan yang berbelit-belit, memakan 
waktu lama, meski sebenarnya dapat diselesaikan secara singkat.
115
 
Hal ini mengingat bahwa birokrasi di Indonesia masih 
memerlukan pembenahan, sebagaimana tercermin dari 
meningkatnya skor birokrasi dan 5 ―nilai merah‖ dalam praktik 
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birokrasi. Berdasarkan laporan dari The World Competitiveness 
Yearbook (1999), birokrasi pelayanan publik Indonesia berada 
pada kelompok negara yang memiliki indeks competitiveness 
paling rendah di antara lainnya. Memasuki masa reformasi, 
pelayanan birokrasi pemerintah tidak banyak mengalami perubahan 
secara signifikan. Beberapa perilaku aparat birokrasi masih 
menunjukkan rendahnya derajat akuntabilitas, responsivitas dan 
efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
116
Padahal 
sebagaimana dikemukakan oleh W.R. Sharp dengan tegas 
menyebutkan bahwa birokrasi sebagai ―pelaksana kekuasaan oleh 
para administrator yang profesional.‖117Pendapat lain menyatakan 
bahwa birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di 
mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam 
kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari 
kata ―bureau‖  berarti meja dan ‗kratia‖  berarti kantor (Yunani). 
jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
dari meja ke meja. 
118
 
Upaya Ombudsman Nasional dengan menyatukan 
permintaan klarifikasi sekaligus rekomendasi tidak lain untuk 
memberikan layanan yang efisien, sesuai dengan latar belakang 
dibentuknya Ombudsman Nasional yaitu sebagai jalan untuk 
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mewujudkan good governance yang mana efisien merupakan salah 
satu unsur yang harus dipenuhi. 
c) Investigasi 
Investigasi adalah  salah satu kewenangan Ombudsman untuk 
menidaklanjuti laporan pengaduan masyarakat berkait adanya dugaan 
maladministrasi, maupun atas inisiatif sendiri dari Ombudsman (own 
motion investigation). Tujuan investigasi menurut Budhi Masthuri 
sebagaimana dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, dkk,
119
 adalah untuk 
memperoleh informasi yang lebih lengkap, tajam, seimbang dan objektif 
yang dijadikan bahan untuk merumuskan tindakan seperti apa yang dapat 
dilakukan selanjutnya, apakah meminta klarifikasi terlebih dahulu atau 
segera memberikan rekomedasi tertentu. 
Ombudsman Republik Indonesia menganut 2 (dua) tahapan sistem 
investigasi yang berjenjang, yaitu: 
(2) Investigasi di Belakang Meja 
Adalah memeriksa keputusan, surat-surat atau dokumen-
dokumen lain yang disampaikan Pelapor untuk memperoleh kebenaran 
laporan masyarakat. Jika dokumen sudah valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan, selanjutnya Ombudsman dapat saja langsung 
meminta klarifikasi untuk memberikan kesempatan pada Terlapor 
memberi penjelasan. Sebaliknya, jika dokumen sangat minim maka 
Ombudsman masih harus meminta kelengkapan lebih lanjut baik dari 
Pelapor maupun Terlapor, dan untuk itu dipersiapkan investigasi 
lapangan. 
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(3) Investigasi Lapangan 
Merupakan langkah setelah dilakukannya investigasi di 
belakang meja. Pengertian lapangan dalam hal ini, tidak saja pada 
tempat terbuka seperti tanah misalnya sebagai objek sengketa, tetapi 
meliputi juga ruangan kantor instansi tempat dinas Terlapor. 
Investigasi lapangan dilakukan dengan meminta keterangan secara 
lisan dari Terlapor maupun Pelapor, ataupun pihak lain yang terkait 
langung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang 
dilaporkan.  
Berkenaan dengan penggunaan istilah investigasi, tidak lain 
untuk membedakan pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan 
oleh petugas penyidik/penyelidik lainnya. Di sini terdapat perbedaan 
antara penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun 
Kejaksaan, karena Ombudsman tidak berkewajiban membuktikan 
tuduhan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat, namun 
Terlapor-lah yang wajib menjelaskan bahwa tindakan yang diambil 
bukan merupakan perbuatan maladministrasi karena telah sesuai 
dengan ketentuan dan kepatutan umum sehingga berkait dengan hal 
yang dilaporkan oleh Pelapor adalah tidak benar. Bantahan Terlapor 
harus disertai dengan dokumen terkait. Dalam hal ini tugas   
Ombudsman adalah memberi pendapat apakah dari aspek good 
governance penjelasan tersebut dapat diterima atau tidak. Penilaian 
Ombudsman dilakukan secara objektif. Artinya, jika penjelasan dari 
Terlapor dapat meyakinkan Ombudsman bahwa apa yang dikeluhkan 
Pelapor tidak benar dan tindakan tersebut sudah sesuai dengan 
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prosedur, ketentuan, dan kepatutan masyarakat, sementara dokumen 
Pelapor tidak menunjukkan fakta sebaliknya, maka Ombudsman harus 
memberikan pendapatnya secara objektif terhadap Pelapor. Sebaliknya 
jika Terlapor tidak dapat menjelaskan atau penjelasan sulit diterima 
karena tidak sesuai fakta sebagaimana yang disampaikan Pelapor, 
maka Ombudsman dapat segera memberikan pendapat serta 
rekomendasi baik kepada Terlapor secara langsung maupun melalui 
Atasan Terlapor, namun Ombudsman tidak berwenang memberikan 
sanksi apapun terhadap Terlapor. 
Pada saat Ombudsman melakukan investigasi, ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 
(a) Kewajiban menjaga kerahasiaan. 
(a) Kewajiban untuk bersikap objektif dan tidak berpihak 
(impartiality). 
(b) Kewajiban mendengarkan serta memperhatikan keterangan dan 
informasi dari Pelapor, Terlapor, Saksi. 
(c) Memperlakukan Pelapor dan Terlapor secara seimbang. 
(d) Ombudsman dilarang menangani laporan yang sangat mungkin 
dapat menimbulkan conflict of interest, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 Peraturan Ombusman Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman, di mana untuk 
menjaga independensi Ombudsman, maka insan Ombudsman harus 
mengundurkan diri dari tim  pemeriksa jika dimungkinkan akan 
menimbulkan conflict of interest. Sementara hal ini tidak diatur 
dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. 
95 
 
Untuk memperoleh hasil investigasi sesuai dengan keinginan, 
yaitu memperjelas permasalahan demi menghasilkan saran maupun 
rekomendasi yang tepat, beberapa langkah persiapan harus 
diperhatikan, antara lain: 
(a) Menyusun daftar inventaris mengenai bukti-bukti yang ada dan 
yang masih harus dicari. 
(b) Menyusun daftar pertanyaan terkait dengan rencana investigasi 
sebagai daftar kebutuhan dan kesiapan (checklist). 
(c) Menyusun pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh 
responden. 
(d) Mengidentifikasi dan inventarisasi orang yang akan diwawancarai 
(termasuk saksi dan saksi ahli) agar mendapat jawaban yang tepat 
terhadap pertanyan yang diajukan. 
(e) Informasi yang sudah ada secara terus-menerus dilengkapi dan/atau 
diperbaharui (apabila ada informasi baru). 
(f) Mengidentifikasi dan menginventarisasi catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen yang akan membantu menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut. 
Tim investigasi yang terdiri dari anggota Ombudsman dan 
Asisten Ombudsman, sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu 
mengajukan usulan investigasi yang mencakup: 
(a) Latar belakang, berisi alasan perlunya dilakukan investigasi. 
(b) Deskripsi dan kronologi kasus, yang disusun berdasarkan laporan 
Pelapor sesuai urutan fakta hingga pada adanya dugaan 
maladministrasi. 
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(c) Dugaan maladministrasi yang dilaporkan. 
(d) Tujuan investigasi yang diuraikan secara jelas dan teratur. 
(e) Metode dan strategi investigasi, misalnya wawancara, observasi. 
(f) Rencana tindak lanjut investigasi, yang akan dilaporkan kepada 
Ketua Ombudsman. 
(g) Susunan tim investigasi, yaitu personalia dan uraian tugas masing-
masing. 
(h) Anggaran berkait kebutuhan yang diperlukan mulai dari 
perencanaan, transportasi dan akomodasi, pemanggilan dan 
wawancara para saksi, penyusunan laporan akhir dan pengiriman 
klarifikasi/rekomendasi kepada para pihak yang terkait. Hal ini 
sangat penting diuraikan secara detail mengingat  bahwa dalam 
Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 diuraikan 
bahwa segala biaya bagi pelaksanaaan tugas Ombudsman Nasional 
dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara, jadi 
tidak ada alasan bagi Ombudsman Nasional untuk memungut 
biaya pada Pelapor. Masalah pembiayaan ini, nanti juga dipertegas 
dalam  Pasal  29  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, bahwa 
Ombudsman  dilarang memungut biaya.  
d) Wawancara 
Kegiatan wawancara bukan merupakan syarat mutlak, artinya 
sepanjang laporan pengaduan dengan data yang tersedia sudah cukup 
meyakinkan Ombudsman, maka wawancara tidak diperlukan. Wawancara 
merupakan bagian penting dalam proses investigasi, baik pada Pelapor, 
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Terlapor maupun para saksi, untuk memperoleh informasi sebanyak dan 
seakurat mungkin. 
Dalam melakukan wawancara, Ombudsman harus berhati-hati 
dalam mencermati sikap dari Terlapor, karena tidak menutup 
kemungkinan bahwa Terlapor akan berusaha untuk mengaburkan fakta, 
menyampaikan fakta yang tidak relevan, bersikap kurang kooperatif 
bahkan dapat mengganggu alur wawancara.  
e) Menyusun Laporan Investigasi 
Setelah melakukan investigasi, langkah berikutnya yang harus 
dilakukan oleh Ombudsman Nasional adalah menyusun laporan 
investigasi. Menurut Abdullah Kamil, penyusunan laporan investigasi 
dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan membuat penilaian 
sementara tentang kasus yang sedang diinvestigasi, yang akhirnya menjadi 
bahan penting untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan arah 
investigasi yang akan dilakukan.
120
 
Obyek dari pengawasan Ombudsman Nasional adalah 
maladministrasi. Untuk itu, maka analisa terhadap pelaporan kasus 
maladministrasi agar hasilnya sesuai untuk mewujudkan keadilan, maka 
perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 
(1) Uraian dugaan maladministrasi 
Untuk mengetahui apakah kasus tersebut termasuk dalam 
kategori maladministrasi, maka Ombudsman Nasional harus 
memahami dulu pengertian dari maladministrasi. Sekalipun 
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tidak menguraikan 
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tentang definisi maladministrasi, namun pendapat Widodo 
sebagaimana dikutip oleh Budhi Masthuri
121
bahwa maladministrasi 
adalah ―suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi, atau 
suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan 
administrasi‖, sekiranya dapat dipakai sebagai landasan. Sementara, 
Hendra Nurtjahjo, dkk,
122
 mendefinisikan maladministrasi sebagai : 
―Perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu 
proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi 
penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan 
pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan 
penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, 
dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan 
tersebut.‖ 
 
Sementara itu, menurut Nigro and Nigro
123
 bentuk  
maladministrasi yang dilakukan oleh para birokrat meliputi : 
(a) Ketidakjujuran (dishonesty), salah satu contoh adalah 
menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, 
menerima uang di luar ketentuan. 
(b) Perilaku yang buruk (unethical behavior), tindakan tidak etis 
jika ditinjau dari segi hukum mungkin tidak melanggar, namun 
dari segi etika sebagai administrator bisa dikategorikan 
melanggar. 
(c) Mengabaikan hukum (disregard of law) . Tindakan 
mengabaikan hukum termasuk tindakan menyepelekan hukum 
untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan 
kelompoknya.  
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(d) Favoritisme dalam menafsirkan hukum, maksudnya tindakan 
menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan 
cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan 
kelompoknya. 
(e) Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini 
cenderung dilakukan pimpinan terhadap bawahan dengan 
konsep like and dislike. 
(f) Inefisiensi bruto (gross ineficiency), yaitu kecenderungan suatu 
instansi publik memboroskan keuangan negara. 
(g) Menutup-nutupi kesalahan, baik kesalahan pribadi, bawahan, 
instansi dan menolak diliput kesalahannya. 
(h) Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif 
namun menunggu perintah dari pimpinan, sekalipun secara 
peraturan dia dimungkinkan untuk bertindak atau mengambil 
inisiatif kebijakan. 
Selanjutnya, berdasarkan Panduan Investigasi untuk Ombudsman 
Republik Indonesia, 
124
 substansi permasalahan yang menjadi 
kompetensi Ombudsman, yaitu maladministrasi, dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut : 
(a) Bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu 
dalam proses pemberian pelayanan publik, meliputi penundaan 
berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban. 
1. Penundaan berlarut (undue delay), maksudnya dalam proses 
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat 
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publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu 
sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi 
tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) 
mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastiannya.  
2. Tidak menangani, maksudnya seorang pejabat publik sama sekali 
tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan 
dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 
3. Melalaikan kewajiban, maksudnya dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-
hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi 
tanggung jawabnya. 
(b) Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan 
sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi. 
Kelompok ini terdiri dari persekongkolan, kolusi dan nepotisme, 
bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak. 
1. Persekongkolan, maksudnya beberapa pejabat publik yang 
bersekutu dan turut serta melakukan kejahatan, kecurangan, 
melawan hukum sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh 
pelayanan secara baik. 
2. Kolusi dan nepotisme, maksudnya dalam proses pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik 
melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan 
keluarga/sanak famili, teman dan kolega sendiri tanpa kriteria 
objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak 
akuntabel), baik dalam hal pemberian pelayanan umum maupun 
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untuk dapat duduk di jabatan atau posisi dalam lingkungan 
pemerintahan. 
3. Bertindak tidak adil, maksudnya dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan tindakan 
memihak, melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya 
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan umum tidak 
sebagaimana mestinya. 
4. Nyata-nyata berpihak, maksudnya dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak berat sebelah 
dan lebih mementingkan salah satu pihak tanpa memperhatikan 
ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang diambil 
merugikan pihak lain. 
(c) Bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai 
bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan. 
Kelompok ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran undang-undang, 
dan perbuatan melawan hukum. 
1. Pemalsuan, merupakan perbuatan meniru sesuatu secara tidak sah 
atau melawan hukum untuk kepentingan menguntungkan diri 
sendiri, orang lain dan/atau kelompok sehingga menyebabkan 
masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik. 
2. Pelanggaran Undang-Undang, yaitu di mana dalam proses 
pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik secara 
sengaja melakukan tindakan menyalahi atau tidak mematuhi 
ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak 
memperoleh pelayanan secara baik. 
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3. Perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan perbuatan 
bertentangan dengan ketentuan yng berlaku dan kepatutan 
sehingga merugikan masyarakat yang semestinya memperoleh 
pelayanan umum. 
(d) Bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan 
kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada 
kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. 
Kelompok ini terdiri dari tindakan di luar kompetensi, pejabat yang 
tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi 
proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang 
menyimpangi prosedur tetap. 
1. Di luar kompetensi, maksudnya dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik memutuskan sesuatu 
yang bukan menjadi wewenangnya sehingga masyarakat tidak 
diperoleh pelayanan secara baik. 
2. Tidak kompeten, maksudnya dalam proses pemberian pelayanan 
umum, seorang pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap 
dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat menjadi tidak memadai (tidak cukup baik). 
3. Intervensi, maksudnya seorang pejabat publik melakukan campur 
tangan terhadap kegiatan yang bukan menjadi tugas dan 
kewenangannya sehingga mempengaruhi proses pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat. 
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4. Penyimpangan prosedur, maksudnya dalam proses pemberian 
pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mematuhi tahapan 
kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga 
masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum yang baik. 
(e) Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi 
seorang pejabat pubik dalam proses pemberian pelayanan umum 
kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan sewenang-
wenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang tidak layak. 
1. Bertindak sewenang-wenang, maksudnya seorang pejabat publik 
menggunakan wewenangnya (hak dan kekusaan untuk bertindak) 
melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan 
dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, 
menjadikan pelayananan umum tidak dapat diterima secara baik 
oleh masyarakat. 
2. Penyalahgunaan wewenang, maksudnya seorang pejabat publik 
menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk 
bertindak) untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga 
menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak sebagaimana 
mestinya. 
3. Bertindak tidak layak/tidak patut, maksudnya dalam proses 
pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan 
sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas sehingga 
masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. 
(f) Bentuk-betuk maladministrasi yang mencerminkan sebagai bentuk 
korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri dari tindakan pemerasan 
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atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan 
barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti. 
1. Permintaan imbalan uang/korupsi, maksudnya (1) dalam proses 
pemberian pelayanan umum kepada msyarakat, seorang pejabat 
publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan 
yang sudah semestinya dia lakukan (secara cuma-cuma) karena 
merupakan tanggung jawabnya; (2) seorang pejabat publik 
menggelapkan uang negara, perusahaan (negara), dan sebagainya 
untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga menyebabkan 
pelayanan umum tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara 
baik. 
2. Penguasaan tanpa hak, maksudnya seorang pejabat publik 
menguasai sesuatu yang bukan milik atau kepunyaannya secara 
melawan hak, padahal semestinya sesuatu tersebut menjadi 
bagian dari kewajiban pelayanan umum yang harus diberikan 
kepada masyarakat. 
3. Penggelapan barang bukti, maksudnya seorang pejabat publik 
terkait dengan proses penegakan hukum telah menggunakan 
barang, uang dan sebagainya secara tidak sah, yang merupakan 
alat bukti suatu perkara. Akibatnya, ketika pihak yang berperkara 
meminta barang bukti tersebut (misalkan setelah tuduhan tidak 
terbukti) pejabat publik terkait tidak dapat memenuhi 
kewajibannya. 
Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang 
telah mempercayakan penyelesaian kasus maladministrasi kepada 
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Ombudsman Nasional, maka dalam laporan investigasi , setiap 
hasil temuan investigasi disertai alasan yang tepat berdasarkan 
data-data pendukung. Hal ini dimaksudkan agar nantinya 
rekomendasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan masalah baru, 
dan yang pasti sikap ini sesuai dengan asas kecermatan. Asas 
kecermatan adalah salah satu dari Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, yang jika diterapkan pada kinerja Ombudsman 
Nasional adalah dengan meminta keterangan dan bukti-bukti 
tidak saja pada Pelapor, namun juga Terlapor bahkan para Saksi. 
Wujud kecermatan dapat dilihat pula pada kegiatan editing atau 
revisi draft laporan, sebelum disampaikan kepada Ketua 
Ombudsman sebagai bahan pembuatan rekomendasi. 
f) Rekomendasi  
Tentang rekomendasi sebagai hasil kerja Ombudsman Nasional 
dalam menangani sebuah laporan maladministrasi yang berisi kesimpulan, 
saran, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 memang belum 
mengaturnya. Pengaturan tentang rekomendasi secara rinci baru ada di 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Namun demikian, mengingat 
bahwa rekomendasi merupakan sarana bagi Ombudsman di seluruh dunia 
untuk menyelesaikan kasus maladministrasi, maka sekalipun definisi dan 
pengaturan belum ada, rekomendasi tetap dibuat. Hal ini memang menjadi 
berbeda penafsirannya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008, yang secara rinci mengatur tentang rekomendasi.  
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Mengingat bahwa lembaga ini masih tergolong baru, maka masih 
membutuhkan perbaikan yang nantinya akan diperjelas dalam Undang-
Undang Ombudsman. Adapun data berkait dengan Laporan Pengaduan 
dan Tindak Lanjut dapat dilihat berikut ini : 
Tabel. 4. 
Perbandingan antara Jumlah Laporan dan Rekomendasi 
 
No Tahun Jumlah 
Laporan 
Rekomendasi 
1 2000 1.723 836 
2 2001 511 381 
3 2002 396 382 
4 2003 1.120 219 
5 2004 787 185 
6 2005 1.010 934 
7 2006 791 434 
8 2007 865 168 
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan KON 
 
Dengan demikian yang dimaksud rekomendasi dalam masa 
Ombudsman Nasional tidak lain adalah tindak lanjut, yang meliputi baik 
rekomendasi maupun klarifikasi, dan jika diterapkan pada masa 
Ombudsman Republik Indonesia akan menjadi berbeda. 
Adapun jenis-jenis dari rekomendasi Ombudsman, dapat 
dikelompokkan menjadi :
125
 
(1) Membantu Penyelesaian Masalah 
Rekomendasi jenis ini dimaksudkan untuk membantu Pelapor 
agar permasalahannya segera terselesaikan. Adapun materi 
rekomendasi meliputi: 
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Budhi Masthuri, Op. Cit., hlm. 70-74, periksa juga C.F.G. Sunaryati Hartono,dkk,Op. Cit., hlm. 77-86. 
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a. Mempercepat pelayanan. Ombudsman merekomendasikan agar 
lembaga terkait bertindak tepat waktu untuk merespon keluhan 
Pelapor  berkait adanya penundaan pelayanan. 
b. Permintaan ma‘af. Ombudsman merekomendasikan agar 
institusi Terlapor meminta ma‘af  atas tindakannya yang 
dikeluhkan masyarakat dan segera memperbaiki sebagaimana 
mestinya. 
c. Mempertimbangkan keputusan. Ombudsman akan 
merekomendasikan agar Terlapor/Atasan Terlapor 
mempertimbangkan kembali keputusannya atau 
mempertimbangkan untuk membuat keputusan baru, sehingga 
Pelapor memperoleh pelayanan yang baik. 
d. Memberikan penjelasan. Ombudsan merekomendasi agar 
intitusi yang bersangkutan memberikan penjelasan berkait 
dengan munculnya masalah, dan langkah apa yang akan diambil 
untuk mencegah pengulangan masalah serta tindakan apa yang 
akan diberikan guna pelayanan publik yang semestinya. 
e. Menjelaskan pertimbangan. Ombudsman merekomendasikan 
agar Terlapor/Atasan Terlapor menjelaskan pertimbangan yang 
melandasi keputusan mereka. 
f. Memberikan keringanan. Ombudsman merekomendasikan agar 
Terlapor/Atasan Terlapor secara institusional membatalkan atau 
setidaknya mengurangi beban pembiayaan yang tidak patut 
dalam proses pemberian pelayanan publik. 
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g. Memberikan ganti rugi. Ombudsman merekomendasikan agar 
Terlapor/Atasan Terlapor memberi ganti rugi dalam hal 
masyarakat menderita kerugian materiil/immateriil sebagai 
akibat langsung dari tindakan maladministrasi yang dilakukan 
Terlapor. 
(2) Rekomendasi Pemberian Sanksi 
Atas adanya tindakan pejabat publik yang sewenang-wenang, 
koruptif yang menyebabkan buruknya pelayanan publik, maka atas 
kasus seperti ini Ombudsman merekommendasikan agar Atasan 
Terlapor melakukan pemeriksaan kepada pejabat publik yang 
dilaporkan masyarakat karena diduga melakukan maladministrasi. 
Jika terbukti, untuk dikenakan tindakan disiplin, sanksi administrasi 
sampai mengusulkan agar diajukan ke Pengadilan. Mengingat bahwa 
Ombudsman bukan merupakan lembaga pemberi sanksi, 
rekomendasi yang berupa pemberian sanksi hingga saat ini baru 
pernah dikeluarkan sekali yaitu berkait dengan rekomedasi 
Ombudsman Nomor 0004/REK/0307.2011/MK.02-024/V/2011 
tanggal 27 Mei 2011. Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala 
BPN RI intinya agar Kepala BPN RI mempertimbangkan pemberian 
hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi tersebut 
dilaksanakan, dan setelah Terlapor di-non job kan, pada akhirnya 
diberhentikan. Rekomendasi jenis ini terjadi masa berlakunya 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 
(3) Mencegah Maladministrasi 
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Rekomendasi Ombudsman dimungkinkan bersifat preventif 
yang diberikan kepada pimpinan instansi publik tertentu sebagai 
upaya mencegah terjadinya maladministrasi. Rekomendasi semacam 
ini dimaksudkan agar pejabat publik terkait lebih berhati-hati dalam 
memberikan pelayanan publik karena permasalahan yang ditangani 
sedang dalam pengawasan Ombudsman. Rekomendasi preventif 
seperti ini antara lain dapat berupa : 
a. Mencegah Conflict of Interrest, antara Pelapor dengan Terlapor. 
b. Mencegah Tekanan/Intimidasi dan Intervensi dari pihak yang 
berkuasa. Rekomendasi seperti ini pernah dilakukan oleh Komisi 
Ombudsman Nasional (KON) pada saat menerima laporan dari 
LBH Surabaya yang mengkhawatirkan proses penegakan hukum 
terhadap Anggota DPRD TK I Jawa Timur (Sekarang DPRD 
Provinsi Jatim) karena mereka memiliki kekuasaan politik dan 
dimungkinkan adanya penyalahgunaan untuk mempengaruhi 
jalannya proses pemeriksaan di Kepolisian. 
(4) Mengubah Proses/Sistem 
Jika ada indikasi bahwa telah terjadi maladministrasi yang 
bersumber dari burukya kebijakan atau sistem pelayanan publik yang 
diterapkan oleh instansi penyelenggara, maka rekomendasi 
Ombudsman diarahkan agar tidak terjadi pengulangan masalah yang 
sama di kemudian hari. Adapun jenis-jenis rekomendasi yang 
dimungkinkan adalah: 
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a. Mengubah prosedur, misalnya rekomendasi berupa perubahan 
prosesdur dari prosedur yang sangat birokratis dan kaku diubah 
menjadi sangat singkat dan fleksibel. 
b. Mengubah kebijakan, misalnya dengan rekomendasi agar instansi 
terkait mengubah standar/pedoman yang telah menjadi kebijakan 
dan diberlakukan selama ini.  
c. Mengubah undang-undang dan/atau membuat undang-undang 
baru, misalnya rekomendasi untuk mengubah undang-undang 
yang berlaku karena sumber masalah justru berasal dari isi 
undang-undang tersebut, sementara para pejabat publik hanya 
sekedar menjalankan isi undang-undang tersebut, yang 
mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk. 
g) Monitoring 
Untuk efektivitas pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Nasional, 
maka dirasa perlu untuk dilakukan monitoring sebagai bentuk pengawalan 
sekaligus pengawasan. Monitoring ini dimaksudkan agar rekomendasi 
yang dikeluarkan oleh Ombudsman itu benar-benar dijalankan, mengingat 
bahwa rekomendasi tersebut adalah lebih dari sekedar saran biasa, maka 
perlu adanya pengawasan, mengingat bahwa keberadaan Ombudsman 
memang dimaksudkan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Untuk itu 
termasuk dalam hal ini Ombudsman mengawasi pelaksanaan rekomendasi 
oleh Terlapor yang tidak lain adalah Pemerintah.  
Pengawasan  menurut Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip 
oleh Safri Nugraha adalah ―proses pengamatan pelaksanaan seluruh 
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 
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dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.‖126 
Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa 
yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang 
dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. 
127
 Adapun maksud 
pengawasan adalah : 
(1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 
(2) Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang 
sama atau timbulnya kesalahan yang baru. 
(3) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 
dalam rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai 
dengan yang direncanakan. 
(4) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan program 
(fase/tingkat pelaksanaan). 
(5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning.
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Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman Nasional 
termasuk kategori pengawasan eksternal (external control), yaitu 
pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara struktur organisasi 
berada di luar lembaga yang bersangkutan. 
129
 Adapun metode monitoring 
untuk meningkatkan efektivitas rekomendasi Ombudsman adalah : 
(1) Memantau tindak lanjut rekomendasi Ombudsman. 
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 Safri Nugraha, dkk, Hukum Administrasi Negara,  Op. Cit., hlm. 390. 
 
127
 S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.10, 1994,  hlm. 84.  
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Safri Nugraha, dkk, Op. Cit., hlm. 398. 
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Irfan Fachruddin, Op. Cit., hlm. 92. 
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Monitoring dilakukan dalam kurun waktu tertentu, di mana 
jika tenggang waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka 
Ombudsman Nasional akan mengirimkan surat ke dua untuk 
pelaksanaan rekomendasi tersebut, namun jika tetap belum ada 
tindak lanjut, maka akan dikirim surat ke tiga, dan pada akhirnya 
jika masih belum berhasil maka Ombudsman Nasional akan 
mengirim surat kepada Atasan Terlapor yang berhak memberikan 
sanksi. Hal ini disebabkan karena Ombudsman pada dasarnya 
bukan lembaga pemberi sanksi.  
(2) Hasil sementara investigasi 
Di Australia, investigasi sementara akan diberikan sebelum 
rekomendasi dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 
oleh Bapak Budhi Masthuri berikut ini:  
―Ombudsman akan memberikan hasil investigasi sementara 
kepada Atasan Terlapor untuk memberikan hasil analisa dan 
temuan-temuan investigasi serta kesimpulan sementara atas ada 
tidaknya maladministrasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberi 
kesempatan kepada Atasan Terlapor untuk menanggapi dan 
diharapkan terjadi tindakan perbaikan sendiri (self correction). 
Hal ini di Indonesia belum dilakukan hingga saat ini. 
Sementara di Australia hal tersebut telah dilakukan, dan 
membawa hasil yang sangat positif.
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Jika di masa Ombudsman Nasional belum ada tenggang 
waktu yang pasti, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Pasal 38 ayat (2) telah diatur berkaitan dengan monitoring. Bahwa 
dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak 
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Wawancara dengan Bapak Budhi Masthuri, S.H Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi 
DIY, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 pukul 14.00-16.30 WIB. Bandingkan dengan Nuryanto A. 
Daim, Op. Cit., hlm. 188, bahwa ―…Ombudsman juga dapat membuat kesepakatan bersama dengan Atasan 
Terlapor mengenai draft saran atau rekomendasi yang akan diberlakukan kepada Terlapor‖. 
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tanggal diterimanya rekomendasi, Atasan Terlapor wajib 
memberikan laporan pelaksanan.  
(3) Memberikan pemahaman tentang rekomendasi 
Ombudsman berkewajiban memberikan pemahaman 
tentang rekomendasi kepada Terlapor maupun Atasan Terlapor, 
agar mereka memahami maksud rekomendasi tersebut dan 
menjalankannya. Jika rekomendasi tersebut seluruhnya sudah 
dijalankan, maka Ombudsman wajib menutup kasus tersebut, 
namun jika belum dilaksanakan atau hanya sebagian maka 
Ombudsman harus bisa mengkomunikasikannya dengan Atasan 
Terlapor.  
Mengingat bahwa Ombudsman bukan sebagai lembaga 
pemberi sanksi, maka pendekatan persuasif menjadi andalan 
Ombudsman. Hanya saja perlu pemahaman kepada Terlapor dan 
Atasan Terlapor bahwa proses pembuatan rekomendasi telah 
melalui banyak tahap, dengan penuh kecermatan, hingga 
rekomendasi tersebut layak untuk dilaksanakan. 
(4) Menghentikan penanganan laporan 
Ombudsman perlu menyusun standar penilaian terhadap 
tindak lanjut yang diambil Atasan Terlapor, artinya apakah 
penyelesaian masalah tersebut masih memiliki prospek untuk 
diperjuangkan atau tidak ada harapan sama sekali. 
(5) Memperbaiki rekomendasi 
Jika dalam pembuatan analisis terdapat kalimat yang kurang tepat, 
dimungkinkan Ombudsman merevisi. Namun perlu diperhatikan 
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dalam hal ini, bahwa perbaikan tersebut sebaiknya dihindarkan 
karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas hasil 
kerja Ombudsman.  
Kinerja yang telah dilakukan oleh Ombudsman Nasional, ternyata 
mendapat apresiasi yang cukup bagus, dengan makin meningkatnya jumlah 
pengaduan masyarakat berkait maladministrasi dan  tanggapan atas rekomendasi 
yang dikeluarkan oleh Ombudsman, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 
Tabel. 5. 
DATA LAPORAN, TINDAK LANJUT DAN TANGGAPAN 
 
No Tahun Jumlah 
Laporan 
Tindak Lanjut 
(Rekomendasi) 
Tanggapan Terlapor atas 
Rekomendasi 
1 2000 1.723 836 Rekomendasi (48,52%) 494 Tanggapan (59%) 
2 2001 511 381 Rekomendasi (74,56%) 201 Tanggapan (52,75%) 
3 2002 396 382 Rekomendasi (96,47%) 115 Tanggapn (30%) 
4 2003 1.120 219 Rekomendasi (19,56%) 131 Tanggapan  (59,82%) 
5 2004 787 185 Rekomendasi (23,51%) 78 Tanggapan (42,16%) 
6 2005 1.010 934 Rekomendasi 53,37% 564 Tanggapan (60, 39%) 
7 2006 791 434 Rekomendasi (54,87%) 371 Tanggapan (85%) 
8 2007 865 168 Rekomendasi (19,42%) 26 Tanggapan (15,48%) 
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan KON. 
 
Berdasar data di atas terlihat bahwa Ombudsman Nasional sudah berusaha 
untuk menidaklanjuti setiap laporan yang masuk, sekalipun tidak atas setiap 
laporan akan ditindaklanjuti, mengingat bahwa syarat bahwa laporan dapat 
ditindaklanjuti adalah memenuhi syarat-syarat administratif antara lain: 
a) Identitas Pelapor harus jelas, bila diperlukan dapat disertai nama ―bin‖ atau 
alias. 
b) Alat bukti foto copy diri berupa KTP, SIM, atau Paspor. 
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c) Alamat Pelapor harus jelas, bila ada disertai nomor telpon, fax atau alamt e-
mail. 
d) Dalam hal Terlapor tidak menetap, harus ada alamat orang yang dipercayakan 
menerima korespondensi dengan Ombudsman dan mengetahui keberadaan 
Pelapor. 
e) Identitas Terlapor, nama harus jelas (dapat dilengkapi dengan NIP untuk 
Pegawai Negeri Sipil, NRP untuk Polisi atau TNI, dan nomor identitas 
kepegawaian lainnya). 
f) Alamat dan Nama Kantor Terlapor beserta jabatan. Jika sudah berpindah 
tugas, maka disertakan alamat kantor yang baru. 
g) Identitas dan alamat para saksi. 
h) Belum melampaui tenggang waktu kadaluwarsa untuk dilaporkan ke 
Ombudsman.  
Berkait dengan tenggang waktu, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 
belum mengatur secara detail, namun dalam Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 yaitu dalam Pasal 24 ayat (3) dinyatakan bahwa ―laporan tersebut 
belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang 
bersangkutan terjadi.‖ 
i) Pelapor menyampaikan keluhan resmi kepada instansi yang dilaporkan tetapi 
kurang mendapat tanggapan. 
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Jika persyaratan administrasi sebagaimana disebutkan di atas tersebut telah 
dipenuhi Pelapor, selanjutnya Ombudsman akan mendaftarkan laporan tersebut ke 
dalam Buku Register Laporan dengan memberi nomor registrasi. Sebaliknya jika 
ternyata materi tersebut bukan termasuk kewenangan Ombudsman, maka 
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Ombudsman akan memberitahukan kepada Pelapor dan mengarahkannya untuk 
melapor kepada instansi yang berwenang. Di sini terlihat sikap Ombudsman yang 
berusaha untuk membantu kesulitan masyarakat, bahkan yang ―salah kamar‖ pun 
akan diberi informasi ke lembaga yang berwenang.  
Rekomendasi sebagai tindak lanjut Ombudsman Nasional, memiliki 
makna bahwa di dalamnya termasuk pula kegiatan klarifikasi. Seandainya pada 
tahapan klarifikasi permasalahan sudah dapat diselesaikan, maka Ombudsman 
akan menutup laporan tersebut. Namun jika belum selesai, maka akan dilanjutkan 
pada pemberian rekomendasi.  
Tentang rekomendasi itu sendiri, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 
2000 sebagai dasar pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, tidak mengatur 
secara detail, sehingga semua yang diputuskan oleh Ombudsman Nasional bisa 
dikategorikan sebagai rekomendasi, sehingga jumlah rekomendasi yang 
dikeluarkan oleh Ombudsman Nasional menunjukkan angka yang cukup tinggi. 
Hal ini berbeda dengan kondisi saat berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 yang telah mengatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 7 , bahwa : 
―Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun 
berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada Atasan terlapor untuk 
dilaksanakan dan atau/ ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu 
penyelenggaran administrasi pemerintahan yang baik.‖ 
 
Berdasar data di atas bahwa tanggapan atas rekomendasi Ombudsman 
masih menunjukkan angka pada kisaran 50 %, artinya kesadaran dari Terlapor dan 
Atasan Terlapor untuk menagggapi bahkan melaksanakan rekomendasi belum 
memuaskan.  
Berdasarkan data terlihat ada penurunan pada laporan tahun  2006 
sejumlah 791 laporan jika dibandingkan tahun 2005 yang berjumlah 1.010 
laporan, hal tersebut dikarenakan sosialisasi lewat media elektronik tidak segencar 
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tahun 2005. Model jemput bola melalui pembentukan Klinik Penerimaan Keluhan 
Masyarakat di beberapa kota cukup membantu mendekatkan masyarakat dengan 
Komisi Ombudsman Nasional (KON).  Di samping itu, pada tanggal 28 Oktober 
2004 didirikanlah Kantor Perwakilan Ombudsman di Yogyakarta dengan wilayah 
kerja Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang  menempati lokasi di 
Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 55241 telp/fax 
(0274) 565314. Adapun kantor perwakilan dipimpin oleh H. Kardjono 
Darmoatmodjo, SH selaku Kepala Kantor Perwakilan dengan asisten Muhadjirin, 
SH., MKn, serta 2 (dua) orang staf administrasi yaitu Jaka Susila Wahyuana, SH 
dan Nurkholis Fahmi, SE. 
Selain pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman untuk wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dibentuk pula Kantor Perwakilan 
Ombudsman untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang 
bertempat di Kupang, pada tanggal 16 Juni 2005. 
Sejak berdiri tanggal 16 Juni 2005, Komisi Ombudsman Nasional (KON) 
perwakilan NTB/NTT telah menerima sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh)  tamu 
dengan jumlah laporan 108 (seratus delapan) laporan dari Kota/Kabupaten di NTT 
dan 10 (sepuluh) laporan dari NTB. Sementara Komisi Ombudsman Nasional 
(KON) perwakilan DIY menerima 190 ( seratus sembilan puluh) laporan, di mana 
188 (seratus delapan puluh delapan)  laporan ditindaklanjuti, dan 2 (dua) laporan 
tidak ditindaklanjuti karena tanpa identitas pengirim (surat kaleng).
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Adapun alasan pendirian kantor Perwakilan Ombudsman baik di Daerah 
Istimewa Yogyakarta maupun di Kupang adalah : 
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a) Kebutuhan akses masyarakat di daerah ke Komisi Ombudsman Nasional 
(KON). 
b) Sebagai stimulan pembentukan Ombudsman Daerah. 
c) Adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah untuk mendirikan 
Ombudsman Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum. 
d) Adanya studi/kajian awal yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
setempat dan upaya lain bersama-sama dengan Pemerintah Daerah maupun 
lembaga lain bidang pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka 
mewujudkan berdirinya Ombudsman Daerah.
133
 
Antusias masyarakat akan adanya Kantor Perwakilan terlihat dari adanya 
laporan pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Ombudsman wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, sejak berdiri pada tanggal 28 
Oktober 2004 hingga akhir Desember 2004 telah menerima pengaduan 
sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan tertulis dan semuanya telah 
ditindaklanjuti.
134
 
Respon masyarakat yang positif terhadap lembaga pengawasan ini, 
membawa pemikiran pada pemerintah untuk makin mengoptimalkan fungsi, 
tugas dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, dengan cara membuat 
undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia.  Hal ini sesuai dengan 
amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya 
Ombudsman dengan undang-undang. Rencana tersebut terwujud, di mana pada 
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tanggal 7 Oktober 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia.
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b. Masa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 
Berdirinya Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 membawa koseskuensi tersendiri, baik dari 
jenisnya maupun kewenangannya. Ditinjau dari segi jenisnya, terdapat 
perubahan yang semula  pada masa Komisi Ombudsman Nasional sebagai 
Ombudsman Eksekutif karena dibentuk dengan Keputusan Presiden, sekarang 
berubah menjadi Ombudsman Parlementer karena pembentukannya berdasarkan 
undang-undang. Namun demikian, tujuannya secara umum tidak berubah, yaitu 
sebagai lembaga pengawasan ekternal yang berbasis masyarakat dalam rangka 
mewujudkan good governance. 
 Untuk lebih jelasnya, akan disampaikan secara detail perbandingan antara 
Komisi Ombudsman Nasional (KON) dengan Ombudsman Republik Indonesia, 
pada tabel berikut : 
Tabel. 6. 
Perbandingan antara KON dengan ORI 
Kriteria Komisi Ombudsman Nasional Ombudsman Repulik Indonesia 
Landasan Hukum Keppres No. 44 Tahun 2000 Undang-Undang Republik Indonesia No. 
37 Tahun 2008 
Status Lembaga Komisi Lembaga Negara 
Obyek Pengawasan Penyelenggara Negara dan 
Pemerintahan 
Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, 
termasuk BUMN, BUMD, Badan Swasta 
dan Perorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu dengan anggaran sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. 
Wewenang Tidak mengatur tentang wewenang 
melakukan pemanggilan terhadap 
Terlapor, serta melakukan review 
terhadap organisasi/ prosedur 
pelayanan publik, undang-undang 
maupun peraturan lainnya dalam 
rangka pencegahan maladministrasi. 
a) Berwenang melakukan pemanggilan 
terhadap Terlapor 
b) Berwenang memberi saran kepada 
Presiden, Kepala Daerah atau 
Pimpinan Instansi lain guna perbaikan 
dan perbaikan organisasi dan/atau 
prosedur pelayanan publik 
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c) Berwenang memberi saran kepada 
DPR, DPRD, Kepala Daerah terhadap 
UU atau peraturan lainnya. 
Investigasi inisiatif Tidak diatur Ombudsman dapat melakukan investigasi 
atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
Imunitas Tidak diatur Dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya, Ombudsman tidak dapat 
ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, 
atau digugat di muka pengadilan. 
Batas Waktu 
Laporan 
Tidak diatur 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, 
atau keputusan yang bersangkutan terjadi. 
Rekomendasi 
Ombudsman 
Tidak diatur a) Terlapor dan Atasan Terlapor wajib 
melaksanakan Rekomendasi 
Ombudsman 
b) Instansi yang melanggar ketentuan 
akan dikenakan sanksi administrasi 
sesuai Perundang-undangan. 
Ketentuan Pidana Tidak diatur Penjara 2 (dua) tahun atau denda 
maksimal Rp. 1 milyar bagi yang 
menghalangi pemeriksaan Ombudsman. 
Sumber: Laporan Tahunan ORI tahun 2008. 
Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara Komisi Ombudsman 
Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 
dengan Ombudsman Republik Indonesia yang lahir berdasarkan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008, namun pada dasarnya prinsip kerjanya tidak 
jauh berbeda.  
Berkait dengan landasan hukum, bahwa Ombudsman Nasional dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden yang mana ini membawa konsekuensi bahwa 
Ombudsman Nasional masuk dalam kategori Ombudsman Eksekutif. Sedangkan 
Ombudsman Republik Indonesia yang lahir dari Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 termasuk Ombudsman Parlementer.  
Adanya perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang 
sangat mendasar setelah terjadinya perubahan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, berpengaruh juga terhadap struktur 
kelembagaan negara. Oleh karena sistem pembagian kekuasan negara,  tidak 
lagi menganut prinsip struktural hierarkhis melainkan fungsional dan 
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kesejajaran, saling terkait satu dengan yang lain dan saling dapat mengontrol, 
maka sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip 
oleh Galang Asmara, 
136
Ombudsman Republik Indonesia memiliki kedudukan 
yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain.  Adapun susunannya 
adalah sebagai berikut :  
Ragaan. 4. 
KEDUDUKAN OMBUDSMAN DALAM STRUKTUR 
KELEMBAGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 
Di samping itu, bahwa obyek pengawasan Ombudsman Republik 
Indonesia adalah lebih luas karena melingkupi pula penyelenggara pelayanan 
publik tertentu dengan anggaran sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
APBN/APBD. 
Wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia juga lebih luas, yaitu 
adanya kewenangan untuk memanggil Terlapor. Kewenangan ini memperkuat 
semangat Ombudsman dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. 
Perluasan kewenangan ini bukan tanpa resiko, sehingga sudah selayaknya 
Undang-Undang memberikan hak imunitas bagi Ombudsman dalam 
menjalankan tugasnya. Demi adanya keadilan, maka hak imunitas tersebut tidak 
berlaku dalam aktivitasnya sebagai pribadi. 
Perbedaan yang paling mencolok dan yang menjadi obyek penelitian ini, 
adalah berkait dengan rekomendasi Ombudsman. Di mana, Undang-undang 
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Nomor 37 Tahun 2008 dalam Pasal 38 dan 39 telah mengatur secara rinci 
tentang rekomendasi dan konsekuensi hukumnya. 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, semakin menyempurnakan 
keberadaan lembaga pengawasan berbasis masyarakat ini. Hal ini dapat terlihat 
pada uraian berikut ini. 
1) Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia 
Dasar hukum dari keberadaan Ombudsman Republik Indonesia 
(ORI) adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2,  Ombudsman 
merupakan  lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki 
hubungan organik dengan lembaga negara lainnya. Untuk itu maka dalam 
menjalankan tugasnya, Ombudsman terbebas dari campur tangan pihak 
manapun.
137
 Posisi ini sangat menguntungkan bagi Ombudsman sebagai 
lembaga negara dan salah satu pintu menuju good governance. Kemandirian 
dan kebebasan mengambil sikap tanpa adanya pengaruh dari siapapun 
membuat langkah Ombudsman bisa leluasa dalam membangun konsep 
penghindaran dilakukannya maladministrasi. Hal ini tidak lepas dari 
serangkaian asas-asas yang dipakai sebagai landasan kerja Ombudsman, 
yang meliputi asas: kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, 
akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.
138
 
Kelahiran Ombudsman sebagai lembaga yang menjembatani 
kebuntuan dalam hubungan antara pemerintah yang memberikan pelayanan 
publik dengan masyarakat yang mendapat pelayanan yang tidak memuaskan 
dan bisa menimbulkan kerugian (maladministrasi), adalah sangat tepat. Hal 
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ini sesuai dengan tujuan Ombudsman sebagaiman diatur dalam Pasal 4, yaitu 
untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera yang 
mampu mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif 
dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Di samping itu dengan lahirnya Ombudsman, diharapkan ada 
peningkatan mutu pelayanan di segala bidang  sehingga setiap warga negara 
dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang 
semakin baik. Salah satu hal yang menjadi alasan bagi dibentuknya 
Ombudsman pada masa awal adalah membantu menciptakan dan 
meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek 
maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme, yang pada 
saat ide itu muncul di tahun 1999, praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme 
sedang marak terjadi. Pada akhirnya, tujuan ke depan yang ingin dicapai 
adalah meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 
dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Dalam 
pengertian yang luas, ini sebagai pintu masuk perwujudan good governance. 
Ombudsman berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, 
untuk saat ini tepatnya di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav C.19 Lt. 5,6,7 
Kuningan, Jakarta Selatan 12920, dengan wilayah kerja meliputi seluruh 
wilayah negara Republik Indonesia, serta dapat mendirikan perwakilan 
Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.  Sejak tahun 2013 seluruh 
Provinsi sudah berdiri Kantor Ombudsman Perwakilan, kecuali Provinsi 
Kalimantan Utara sebagai Provinsi terbaru, dan DKI karena di Jakarta sudah 
berdiri Kantor Ombudsmn Republik Indonesia. Semua Kantor Perwakilan  
mempunyai hubungan hierarkhis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh 
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seorang kepala perwakilan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 
asisten Ombudsman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008, mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman 
secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman. 
Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman terikat kepada ketentuan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan khusus berkait fungsi, tugas 
dan wewenang Ombudsman diatur dalam BAB IV. 
a) Fungsi Ombudsman 
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan 
publik. Pelayanan publik yang dimaksud adalah yang diselenggarakan 
oleh para penyelenggara negara, tidak hanya terbatas pada pemerintah 
pusat saja, namun juga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
Lebih luas lagi adalah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik 
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik. Ombudsman di dalam 
menjalankan fungsi pengawasan tersebut, menjalankan tugasnya secara 
bertahap mulai dari : 
(1) menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; 
(2) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
(3) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 
kewenangan Ombudsman; 
(4) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
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(5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 
lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan; 
(6) membangun jaringan kerja; 
(7) melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 
penyelenggaran pelayanan publik; dan 
(8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.139 
b) Wewenang Ombudsman 
Mengingat fungsi Ombudsman yang demikian luas, maka supaya 
pelaksanaan fungsi tersebut membawa hasil yang maksimal, maka 
kepada Ombudsman juga diberikan beberapa kewenangan, antara lain : 
(1) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, 
Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang 
disampaikan kepada Ombudsman; 
(2) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada 
pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 
Laporan; 
(3) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 
diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari 
instansi Terlapor; 
(4) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain 
yang terkait dengan Laporan; 
(5) menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas 
permintaan para pihak; 
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(6) membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan termasuk 
Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi 
kepada pihak yang dirugikan; 
(7) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, 
dan Rekomendasi. 
(8) menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan 
Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 
organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 
(9) menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala 
Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-
undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah 
terjadinya Maladministrasi. 
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Sekalipun wewenang yang diberikan kepada Ombudsman 
demikian luasnya, namun ada rambu-rambu tentang batasan kewenangan 
tersebut, di mana Ombudsman tidak diperbolehkan mencampuri 
kebebasan hakim dalam memberikan keputusan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 9. Sebaliknya, Ombudsman juga dibekali kekebalan pada 
saat menjalankan tugas, bukan pada aktivitas pribadi, yaitu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 10, bahwa Ombudsman tidak dapat ditangkap, 
ditahan, diintegasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. Namun, 
jika Ombudsman itu melakukan tindakan pribadi di luar kedinasan, maka 
hak kekebalan itu tidak berlaku. 
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Ombudsman terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 
1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang 
anggota serta dibantu oleh asisten Ombudsman. Masa kerja Ombudsman 
adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 
(satu) kali masa jabatan. Adapun Struktur Organisasi Ombudsman 
Republik Indonesia 2011-2015 adalah :  
Ketua   :  Danang Girindrawardana 
Wakil Ketua   :  Azlaini Agus 
Anggota   :  Budi Santoso, SH, LLM 
Hendra Nurtjahjo, SH, MHum 
Drs. Pranowo Dahlan, MM 
Drs. Petrus Beda Peduli 
Muhammad Khoirul Anwar, Ssos., Msi 
Kartini Istikomah, SE, MM 
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal Ketua 
Ombudsman berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas 
dan kewenangan Ketua Ombudsman. Adapun tugas dari Ketua 
Ombudsman berdasar Pasal 6  Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia adalah : 
(1) memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman;  
(2) menetapkan kebijakan organisasi;  
(3) mewakili lembaga dalam kegiatan kenegaraan baik di dalam 
maupun di luar negeri;  
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(4) menandatangani dokumen resmi kelembagaan;  
(5) mengadakan komunikasi dan konsultasi dalam membangun 
hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau negara, 
lembaga swasta, dan masyarakat;  
(6) menetapkan tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik 
di lingkungan Ombudsman; dan  
(7) memimpin rapat pleno Ombudsman.  
Untuk kelancaran tugas Ombudsman, maka dari keanggotaan 
tersebut dibagi dalam 3 (tiga) Koordinator dan Kewenangan, yaitu: 
(1) Koordinator Bidang Penyelesaian laporan Pencegahan, 
Pengawasan  
Kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Bidang adalah: 
(a) Bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya 
program/kegiatan pada masing-masing bidang sesuai yang telah 
direncanakan; 
(b) Memberikan usulan program dan saran perbaikan atas kinerja 
masing-masing bidang dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Ketua Ombudsman Republik 
Indonesia. 
2) Koordinator Wilayah 
Kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Wilayah adalah: 
a) Membantu, mensupervisi dan mengevaluasi kinerja Kantor 
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia daerah dalam 
melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan; 
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b) Membantu perencanaan dan pelaksanaan pembukaan Kantor 
Perwakilan Ombudsmn Republik Indonesia daerah. 
c) Membantu pengawasan dan monitoring pelayanan publik 
serta dugaan terjadinya maladministrasi di wilayahnya. 
d) Memberikan usulan program dan saran perbaikan kinerja atas 
laporan pertanggugjawaban Kantor Perwakilan Ombudsman 
Republik Indonesia kepada Ketua Ombudsman Republik 
Indonesia. 
e) Koordinator wilayah akan dilakukan perubahan setiap tahun. 
3) Koordinator Substansi 
Kewenangan dan tanggung jawab Ombusman Republik 
Indonesia sebagai Koordinator Substansi: 
a) Melakukan koordinasi dalam kegiatan penyelesaian 
laporan/pengaduan publik sesuai dengan substansi laporan. 
b) Merencanakan, menjalankan dan melakukan evaluasi atas 
own motion investigation sesuai substansi dalam 
koodinasinya. 
c) Berkoordinasi dengan kementerian, lembaga negara, komisi-
komisi di DPR RI dan instansi terkait. 
d) Menyampaikan laporan dan usulan program serta saran 
perbaikan kinerja kepada Ketua Ombudsman Republik 
Indonesia. 
c) Asisten Ombudsman  
Asisten Ombudsman menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi 
Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut 
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sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa  dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh asisten Ombudsman 
yang diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan 
persetujuan rapat anggota Ombudsman. 
Keberadaan asisten Ombudsman sangat diperlukan, mengingat 
jumlah Ombudsman sendiri sangat terbatas, sementara laporan 
pengaduan dari masyarakat setiap hari peningkatannya cukup besar. 
Untuk itu, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suksesnya 
kinerja Ombudsman, maka berkait pelaksanaan tugas Asisten 
Ombudsman, telah dikeluarkan Peraturan Ombudsman Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia.  Sesuai dengan ketentuan Peraturan Ombudsman 
Nomor 4 Tahun 2010, Asisten Ombudsman terdiri atas: 
(1) Asisten Utama Penyelesaian Laporan  yang mempunyai fungsi 
sebagai penanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan 
penerimaan Laporan yang meliputi konsultasi, verifikasi, investigasi 
lapangan, klarifikasi, penyusunan konsep rekomendasi, penyiapan 
mediasi, konsiliasi, ajudikasi khusus, dan melakukan monitoring dan 
kepatuhan.  
(2) Asisten Utama Pencegahan yang mempunyai fungsi melaksanakan 
upaya pencegahan atas terjadinya maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem pengawasan 
berkala, pendidikan kepada pelaksana pelayanan publik dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik, 
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mengembangkan pelayanan publik, mempersiapkan usulan 
perubahan kebijakan pelayanan publik, serta membangun jaringan 
kerja Ombudsman.  
(3) Asisten Utama Pengawasan yang mempunyai fungsi meningkatkan 
kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan integritas Ombudsman 
Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan publik 
kepada masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan 
publik oleh penyelenggara pelayanan publik.  
2) Kode Etik Insan Ombudsman Republik Indonesia 
Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dan menghindari 
supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari Ombudsman, maka bagi 
Ombudsman itu diikat dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik 
Insan Ombudsman. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa prinsip-prinsip Etika 
Ombudsman itu mencakup: 
a) Integritas, yakni menjaga wibawa, kehormatan, martabat dan komitmen 
serta senantiasa bersikap tulus ikhlas, rendah hati, non-partisan serta 
bertanggung jawab sesuai dengan sifat independen, tidak memihak, adil, 
jujur, arif bijaksana, menjunjung tinggi harga diri, nilai-nilai moral dan 
budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama dengan baik. 
b) Pelayanan, yakni wajib mengutamakan tugas dan memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara santun, cepat, professional, dan penuh kehati-
hatian, agar menjaga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat 
sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan 
penyelenggaraan pelayanan untuk kepentingan masyarakat luas.  
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c) Saling menghargai, yakni kesejajaran dalam perlakuan, baik kepada 
masyarakat maupun antar sesama anggota atau staf Ombudsman serta 
bersikap rendah hati, terbebas dari pengaruh keluarga, dan pihak ketiga 
lainnya.  
d) Kepemimpinan, yakni arif bijaksana, menghindari perbuatan tercela, 
bersifat hati-hati dan santun serta bersikap dan berkepribadian utuh, 
berwibawa, jujur, tegas, konsisten, tidak tergoyahkan, dan tidak ragu-
ragu.  
e) Keteladanan, yakni menjadi panutan dan contoh yang baik dalam sikap 
pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan, persamaan hak, 
transparansi, inovasi dan konsistensi.  
f) Persamaan Hak, yakni memberikan perlakuan yang sama dalam 
pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis 
kelamin, status perkawinan, suku, etnik, agama, bahasa, 
kewarganegaraan, ataupun status sosial keluarga, fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan dengan kondisi, baik fisik maupun mental.  
g) Kerja Sama, yakni melaksanakan kerja sama yang baik dengan semua 
pihak dan memiliki ketegasan serta saling menghargai dalam bertindak 
guna memperoleh hasil yang efektif dalam menangani keluhan 
masyarakat.  
h) Profesional, yakni menghindari menggunakan nama dan wibawa 
Ombudsman untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak 
ketiga, cermat, handal, serta memiliki tingkat kemampuan intelektual 
yang baik dan pribadi yang berwawasan luas dalam melaksanakan 
fungsi, tugas, dan wewenang sehingga kinerjanya dapat 
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dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara 
ilmiah.  
i) Disiplin, yakni memegang teguh sumpah jabatan, memiliki loyalitas, 
komitmen tinggi, tidak menyalahgunakan amanah dalam melaksanakan 
fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggung 
jawabnya, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan 
wajar, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak 
menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, 
tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, 
serta tidak menyimpang dari prosedur. 
Untuk menunjukkan keprofesionalan dari Ombudsman, maka dalam 
menjalankan tugasnya Ombudsman wajib menjalankan prinsip-prinsip di 
atas, di samping itu juga melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus 
sebagai sebuah amanah yang dipertangggungjawabkan kepada masyarakat di 
samping senantiasa berpegang pada nilai dan norma yang berlaku. Hal ini 
membawa konsekuensi, di mana Ombudsman yang memiliki konflik 
kepentingan terkait dengan laporan yang ditangani, wajib mengundurkan diri 
dari tim yang menangani penyelesaian atau penanganan laporan/keluhan 
yang bersangkutan untuk menjaga independensi atau ketidakberpihakan 
Ombudsman. 
Seandainya diantara para anggota Ombudsman ada yang melakukan 
pelanggaran atas kode etik tersebut, akan diserahkan penyelesaiannya 
kepada Majelis Kehormatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10 dan 11 
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 
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Kode Etik Insan Ombudsman. Mengingat bahwa anggota Ombudsman ada 
yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka bagi yang melanggar kode 
etik, menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (5) selain dikenai sanksi berdasarkan 
Peraturan ini, juga berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian. 
Agar kasusnya tidak berlarut-larut, maka Majelis Kehormatan 
Ombudsman wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak Majelis Kehormatan Ombudsman ditetapkan. 
Adapun susunan Majelis Kehormatan Ombudsman sebagaimana diatur 
dalam Pasal 11,terdiri dari : 
a) Dalam hal dugaan pelangggaran dilakukan oleh anggota Ombudsman 
dan/atau Sekretaris Jenderal Ombudsman, maka anggota Majelis 
Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) anggota 
Ombudsman dan 3 (tiga) orang dari kalangan tokoh masyarakat dan/atau 
akademisi yang memiliki pemahaman serta kepedulian terhadap 
Ombudsman.  
b) Dalam hal dugaan pelangggaran dilakukan oleh Kepala Perwakilan 
Ombudsman dan/atau Asisten Ombudsman, maka Majelis Kehormatan 
sebanyak 5 (lima) orang anggota Ombudsman.  
c) Dalam hal dugaan pelangggaran dilakukan oleh Pejabat Struktural 
dan/atau Staf pada Jajaran Sekretariat Jenderal Ombudsman, maka 
Majelis Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 4 (empat) 
anggota Ombudsman dan Sekretaris Jenderal Ombudsman. 
Majelis Kehormatan Ombudsman dalam menjalankan tugas mendasarkan 
asas keterbukaan, yang terlihat dari adanya ketentuan bahwa setiap Insan 
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Ombudsman yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dapat 
melakukan pembelaan diri di dalam sidang Majelis Kehormatan. Adapun 
sanksi yang dapat direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Ombudsman 
meliputi sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian 
tetap, atau sanksi administratif lainnya. 
3) Prosedur Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat oleh 
Ombudsman  
Ombudsman sebagai lembaga pengawasan ekstenal berkait dengan 
adanya maladministrasi, mengunakan metode penyelesaian laporan 
pengaduan di luar pengadilan untuk mewujudkan win-win solution. Hal ini 
dilakukan sebagai penjabaran dari konsep Ombudsman yang mendasarkan 
pada sikap low profile, membantu menyelesaikan laporan masyarakat melalui 
jalur di luar pengadilan.  Hal ini juga sejalan dengan trend yang ada di 
masyarakat pada dewasa ini, di mana banyak yang memilih jalur 
penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dengan alasan : 
a) Lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Bahkan penyelesaian kasus 
maladministrasi di Ombudsman berdasarkan Pasal 23 ayat (2) adalah 
gratis.  
b) Dianggap lebih baik di dalam menjaga kerukunan serta menyelamatkan 
muka. 
c) Masyarakat merasa dapat mengontrol proses penyelesaian. 
d) Sistem peradilan formal korup dan tidak dapat dipercaya. 
e) Takut hukum, karena adanya pemikiran bahwa hukum adalah 
perpanjangan tangan  
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f) pemerintah yang menekan.141 
Unsur-unsur tersebut  sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Ombudsman, 
dalam menyelesaikan laporan pengaduan maladministrasi. 
Adapun tahapan penyelesaian laporan pengaduan diatur dalam 
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. 
Sebelum membahas tahapan penyelesaian laporan, terlebih dahulu akan 
diuraikan tentang asas-asas pemeriksaan laporan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1, yaitu: 
(1) Penanganan laporan yang diajukan oleh masyarakat kepada Ombudsman 
tidak dipungut biaya. 
2) Dalam menangani laporan, Ombudsman mendasarkan pemeriksaan pada 
UUD 1945, undang-undang, asas-asas umum pemerintahan yang baik 
serta berpedoman pada kebiasaan yang berlaku bagi Ombudsman pada 
umumnya. 
3) Dalam melakukan pemeriksaan laporan, Ombudsman wajib 
mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak. 
4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Ombudsman serta asisten Ombudsman 
dilarang turut serta memeriksa suatu laporan atau informasi yang 
mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan 
dirinya. 
5) Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta dan ataupun 
informasi untuk ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan 
                                                          
141
 Bank Dunia,, Menciptakan Peluang Keadilan, Laporan atas studi ―Villge Justice in Indonesia‖ dan 
―Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal,  Februari 2005, 
hlm. I-40 – I-41. 
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secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban 
maladministrasi. 
6) Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang 
menyampaikan laporan kepada Ombudsman.  
7) Terlapor adalah penyelenggara negara, pemerintah atau badan swasta 
serta perseorangan yang melakukan maladministrasi yang dilaporkan 
kepada Ombudsman. 
8) Klarifikasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh 
penjelasan dari Terlapor, Atasan Terlapor, Pelapor maupun Saksi-saksi 
terkait dengan laporan dugaan maldministrasi yang disampaikan oleh 
masyarakat. 
9) Mediasi oleh Ombudsman adalah proses penyelesaian keluhan 
masyarakat dengan pejabat badan publik, pejabat badan swasta mupun 
perseorangan yang dilakukan oleh mediator Ombudsman dengan tujuan 
untuk memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah 
pihak (win-win solution) melalui negosiasi para pihak. 
10) Konsiliasi oleh Ombudsman adalah proses penyelesaian keluhan 
masyarakat dengan pejabat badan publik, pejabat badan swasta maupun 
perseorangan yang dilakukan oleh Konsiliator Ombudsman dengan 
tujuan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah 
pihak melalui usulan kerangka penyelesaian oleh Konsiliator 
Ombudsman. 
11) Ajudikasi oleh Ombudsman adalah proses penyelesaian sengketa 
pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman. 
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12) Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun 
berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada Atasan Terlapor 
untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan 
mutu penyelenggara administrasi pemerintah yang baik 
Adapun alur pelaporan adalah sebagai berikut terlihat pada ragaan berikut:  
Ragaan. 5. 
Alur Penyelesaian Laporan/Pengaduan 
 
 
Sumber: ORI 
 
Secara rinci, alur penyelesaian laporan/pengaduan di Ombudsman 
Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: 
(1) Laporan masyarakat disampaikan kepada Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) bisa melalui surat, faksimile, telepon, pengaduan online 
melalui website Ombudsman Republik Indonesia atau datang langsung 
ke kantor Ombudsman Republik Indonesia. Atas laporan pengaduan 
masyarakat yang masuk, Ombudsman, khususnya Asisten Bagian 
Administrasi Penerima Keluhan, sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002/2009 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, berwenang untuk memeriksa 
apakah laporan sudah lengkap dan memenuhi syarat formil. Sedangkan 
sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4), laporan yang akan ditindaklanjuti 
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harus memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 
002/2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. 
(a) Syarat Formil meliputi : 
1. Identitas pelapor meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal 
lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat lengkap pelapor serta 
dilengkapi dengan fotokopi identitas. 
2. Uraian keluhan, peristiwa, tindakan, kelalaian atau keputusan 
yang dilaporkan jelas dan rinci. 
3. Uraian kerugian materiel atau immateriel yang diderita. 
4. Permintaan penyelesaian yang diajukan. 
5. Uraian yang menjelaskan bahwa Pelapor sebelumnya telah 
menyampaikan keluhan secara tertulis atau lisan kepada pihak 
terlapor atau atasannya dan tidak memperoleh tindak lanjut 
sebagaimana mestinya. 
6. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan. 
(b) Syarat Materiil meliputi : 
1. Substansi keluhan yang dilaporkan belum melampaui waktu 2 
(dua) tahun sejak dilaporkan kepada Ombudsman. 
2. Substansi keluhan yang dilaporkan tidak sedang atau telah menjadi 
objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut 
menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan 
di pengadilan. 
3. Substansi keluhan yang dilaporkan tidak sedang dalam proses 
penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan berdasarkan 
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mekanisme internal terlapor masih dalam tenggang waktu yang 
patut, kecuali dalam proses penyelesaian tersebut terjadi 
penyimpangan terhadap asas umum pemerintahan yang baik. 
4. Substansi keluhan yang dilaporkan belum pernah diselesaikan 
dengan cara mediasi, konsiliasi, arbitrase dan ajudikasi baik oleh 
Ombudsman maupun oleh lembaga lainnya. 
5. Substansi keluhan yang dilaporkan merupakan dugaan tindakan 
maladministrasi. 
6. Laporan dan para pihaknya tidak sama dengan laporan yang 
pernah dilaporkan kepada Ombudsman sebelumnya. 
7. Substansi keluhan yang dilaporkan merupakan wewenang 
Ombudsman.  
(2) Berkait dengan adanya kekurangan syarat formil yang disampaikan oleh 
Asisten Bagian Administrasi Penerimaan Keluhan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas, sesuai Pasal 6, 
Ombudsman melalui Asisten Bidang Penanganan Keluhan akan 
memberitahukan secara tertulis serta arahan agar Pelapor 
melengkapinya, dan jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak 
ada perbaikan, maka Pelapor dianggap telah mencabut berkas 
laporannya.   
(3) Berkait dengan laporan yang telah memenuhi syarat formil, Asisten 
Bidang Penanganan Keluhan menyusun resume dalam jangka waktu 3 
(tiga) hari, yang sesuai Pasal 7 berisi: 
(a) fakta-fakta hukum yang dilaporkan harus dipaparkan secara 
lengkap dalam resume; 
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(b) kasus apa yang dikeluhkan; 
(c) siapa pihak/pejabat publik (individu atau institusi) yang dilaporkan; 
(d) dimana dan kapan kasus terjadi;  
(e) mengapa kasus terjadi; dan  
(f) bagaimana terjadinya; 
(g) upaya apa saja yang sudah pernah ditempuh Pelapor; 
(h) prosedur yang dilanggar (substansi maladministrasi yang 
dikeluhkan) harus diuraikan dengan jelas. 
(4) Laporan masyarakat yang telah memenuhi baik syarat formil maupun 
syarat materiil selanjutnya diregistrasi dan diserahkan kepada bagian 
persuratan untuk pemberian nomor laporan, tanggal register laporan dan 
pencatatan ke dalam data base. Laporan yang telah masuk data base 
langsung diserahkan kepada anggota Ombudsman Republik Indonesia 
untuk dilakukan seleksi secara substansi. Sebagaimana diatur dalam 
Pasal 9, Asisten Bidang Penanganan Keluhan memeriksa substansi 
laporan di bawah pengawasan Ombudsman yang membidangi, 
menyampaikan hasil pemeriksaan, persetujuan hasil pemeriksaan disertai 
permintaan pendapat dan saran berupa menerima atau menolak laporan.  
(5) Jika substansi laporan bukan kewenangan Ombudsman, dan diketahui 
sebelum dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lapangan, berdasarkan 
Pasal 10, Ombudsman harus memberitahukan kepada Pelapor paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil pemeriksaan ditandatangani oleh 
Ketua Ombudsman. Apabila laporan bukan wewenang Ombudsman 
dan/atau tidak memenuhi syarat materiil, maka Ombudsman akan 
memberitahukan penolakan kepada Pelapor paling lambat 14 (empat 
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belas) hari setelah hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua 
Ombudsman. Selanjutnya Asisten Bidang Penanganan Keluhan 
membuat draft surat pemberitahuan penolakan dimaksud. Pemberitahuan 
tertulis kepada Pelapor harus disertai penjelasan singkat tentang alasan 
penolakan dan bila diperlukan dapat juga memuat saran upaya 
penyelesaian lain yang mungkin dapat ditempuh Pelapor. Pada 
umumnya, laporan yang tidak dapat ditindaklnjuti Ombudsman adalah:  
(a) Masalah yang dilaporkan merupakan kebijakan umum pemerintah 
termasuk kebijakan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, 
atua kebijakan umum di instansi pemerintah yang bersangkutan, 
misalnya kebijakan kenaikan tarif. 
(b) Perilaku dan keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(c) Masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan hukum administrasi dan/atau pada saat yang sama 
masalah tersebut masih dalam proses pemeriksaan administratif. 
(d) Masalah yang dilaporkan substansinya sedang diperiksa Pengadilan, 
atau masih terbuka kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan 
banding dan kasasi di Pengadilan yang lebih tinggi. 
(e) Terhadap masalah yang dilaporkan tercapai kesepakatan antara 
Pelapor dan Terlapor baik secara prakarsa kedua belah pihak atau 
karena mediasi Ombudsman. 
(f) Pelapor meninggal dunia atau Pelapor mencabut laporannya, 
terkecuali untuk tindakan maladministrasi yang mengandung 
dimensi pelanggaran pidana. 
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(6) Laporan masyarakat selanjutnya diserahkan kepada asisten Ombudsman 
Republik Indonesia Bidang Penyelesaian Laporan untuk diteliti dan 
ditindaklanjuti. Para asisten Ombudsman Republik Indonesia yang telah 
masuk dalam beberapa tim akan melakukan analisis terhadap berkas 
laporan masyarakat guna memastikan bahwa laporan tersebut menjadi 
kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dan memenuhi 
kelengkapan data yang diperlukan. 
(7) Jika data dinyatakan lengkap dan sesuai dengan kewenangan 
Ombudsman Republik Indonesia, maka tahap selanjutnya adalah 
mengambil beberapa langkah penyelesaian laporan, sebagaimana 
diterangkan dalam Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia, 
142
 
antara lain:  
a. Klarifikasi 
Klarifikasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik 
Indonesia pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada masa 
Ombudsman Nasional, yaitu baik klarifikasi langsung maupun 
klarifikasi tidak langsung. 
b. Investigasi 
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dikenal 
adanya investigasi inisiatif yang tidak diatur dalam Keputusan 
Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Investigasi atas inisiatif sendiri 
(own motion investigation) merupakan tindakan investigasi  
Ombudsman  bukan karena adanya keluhan masyarakat namun 
sebagai tindak lanjut kajian mendalam tentang permasalahan yang 
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berkembang dalam masyarakat. Secara eksplisit Keputusan Presiden 
Nomor 44 Tahun  2000 belum mengatur tentang hal tersebut, namun 
Ombudsman Nasional sebenarnya sudah mulai menjalankan 
meskipun  praktek yang dijalankan masih sangat selektif dan 
limitatif.
143
 Pelaksanaan own motion investigation merupakan 
pelaksanaan asas universal Ombudsman yaitu Asas G-20,  bisa 
berkait dengan permasalahan yang sistemik maupun bukan. Selama 
ini yang sudah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia 
berkait masalah perpajakan, kepabeanan, dan penyebab ledakan-
ledakan tabung gas yang banyak membawa korban.  
Ada 4 (empat) tipe utama investigasi atas inisiatif sendiri, yaitu: 
1. Kasus Individual yang Sistemik 
Adanya kasus yang sifatnya individual dan berangkat dari 
permsalahan sistemik di suatu instansi. Biasanya hasil dari 
investigasi ini berupa rekomendasi Ombudsman untuk mengubah 
kebijakan atau prosedur yang akan datang (prospective policy), 
bukan kebijakan atau prosedur pada masa lalu (retrospective 
policy) di mana Pelapor telah menjadi korban. 
2. Penelitian Masalah Sosial 
Biasanya berangkat dari penelitian ilmiah terhadap 
permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat, dan 
dalam hal ini Ombudsman dapat melakukan investigasi tanpa 
perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat. 
3. Trend Pemberitaan Media Massa 
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Ide investigasi dapat juga berasal dari adanya 
pemberitaan yang terus menerus selama beberapa waktu, tanpa 
perlu menunggu laporan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat 
asumsi yang hendak dibangun bahwa apabila terdapat 
permasalahan dan keluhan msyarakat dengan karakter sama, 
maka kemungkinan di dalamnya terdapat permasalahan 
sistemik. 
4. Informasi Whistle Blower 
Permasalahan yang terjadi di sebuah sebuah instansi, 
adalah wajar jika dianggap rahasia yang harus disimpan oleh 
seluruh pegawainya. Tidak terkecuali menyimpan rahasia 
keburukan instansi yang bersangkutan. Namun tidak menutup 
kemungkinan, adanya seorang pegawai di tengah 
ketidakberdayaannya ingin memperbaiki instansinya, sehingga 
ia bersedia membuka rahasia keburukan instansinya, namun 
dengan permintaan agar identitasnya dirahasiakan. Inilah yang 
disebut whistle blower. Atas informasi tersebut, selanjutnya 
Ombudsman melakukan investigasi atas inisiatif sendiri. 
Adapun bentuk perlindungan Ombudsman terhadap whistle 
blower adalah dengan cara menyembunyikan identitas pemberi 
informasi. 
c. Pemanggilan 
Pemanggilan kepada Terlapor untuk dimintai keterangan, 
tidak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, 
namundalam  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
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Ombudsman Republik Indonesia Pasal 31 diatur secara tegas. 
Ombudsman berwenang menghadirkan Terlapor secara paksa dengan 
bantuan polisi, jika setelah dipangil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak 
hadir dengan alasan yang sah,
144
 dan dalam prakteknya hal ini cukup 
efektif untuk mendatangkan Terlapor. Biasanya Terlapor datang 
sebelum panggilan ke-tiga sehingga tidak memerlukan bantuan Polisi 
untuk pemanggilan paksa. Dalam rangka untuk memperkuat 
ketentuan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia telah 
memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) dengan 
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yaitu yang semula Nomor : 
2/ORI-MoU/V/2011 dan Nomor: B/12/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 
tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat, sekarang 
dengan Nomor : 28/ORI-MOU/IX/2014 dan Nomor : B/31/IX/2014 
tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat, yang 
berlaku sejak tanggal 9 September 2014 sampai 9 September 2019.   
Berkait dengan pemanggilan terhadap Terlapor, sesuai 
dengan Pasal 4 MoU tersebut, Ombudsman dapat meminta bantuan 
kepada Polisi untuk mendampingi Ombudsman guna menghadirkan 
Terlapor dan/atau saksi yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara 
berturut-turut tidak hadir berdasarkan permintaan tertulis dari 
Ombudsman. 
145
 Pendampingan fisik oleh POLRI kepada 
Ombudsman ini juga dipertegas dalam Pedoman Kerja Pelaksanaan 
Nota Kesepahaman antara ORI dengan POLRI Nomor : 32/ORI-
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PKS/I/2015 dan Nomor: B/3/I/2015 tentang Penyelesaian Laporan 
dan Pengaduan Masyarakat. 
Pegangan dari Ombudsman Republik Indonesia adalah 
Hukum Administrasi Negara, dan biasanya adalah berkait dengan 
adanya prosedur yang menyimpang, dan di situlah akan terjadi 
maladministrasi. Maladministrasi itu sendiri disebabkan karena 
adanya pengaruh dari pejabat, conflict of interest. Proses yang paling 
penting dalam menyelesaikan laporan adalah klarifikasi, dan kalau 
pada tahap ini sudah selesai, tidak perlu maju pada tahap lainnya. 
Klarifikasi Ombudsman Republik Indonesia akan dilengkapi dengan 
dokumen yang lengkap, misalnya dokumen MoU dengan instansi 
terkait.  
d. Mediasi/Konsiliasi 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, mediasi oleh Ombudsman 
merupakan proses penyelesaian keluhan masyarakat dengan pejabat 
badan publik, swasta maupun perorangan yang dilakukan oleh 
mediator Ombudsman untuk memperoleh penyelesaian secara win-
win solution melalui negosiasi para pihak. 
Mengingat bahwa Ombudsman merupakan sebuah lembaga 
yang unik berkait dengan kontrol terhadap birokrasi yang 
berlandasakan pemikiran demokrasi, aktivitasnya diarahkan untuk 
mewujudkan konsep kebebasan dan nilai-nilai demokrasi lainnya. 
Sehingga, dapat saja terjadi dalam proses mediasi tersebut, para pihak 
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setuju untuk tidak setuju,
146
 dan hal ini dalam praktek sangat mungkin 
terjadi. Ombudsman dalam hal ini tidak berwenang untuk memaksa 
para pihak, hingga dimungkinkan nanti akan ada pertemuan lanjutan. 
Dalam hal ini terlihat karakter dari Ombudsman yang dalam 
aktivitasnya berdasar win-win solution, tidak memaksakan kehendak. 
Berkait pelaksanaan mediasi, 
147
 adalah setelah ada 
kesepakatan para pihak. Sementara keputusan perlu tidaknya 
dilakukan mediasi diambil oleh Ketua Ombudsman, dan dalam 
keadaan tertentu dapat diambil dalam rapat anggota. Adapun mediator 
adalah terdiri dari Anggota Ombudsman dan/atau Asisten 
Ombudsman yang telah memenuhi kualifikasi sebagai mediator, yang 
diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Ombudsman. Mediator 
Ombudsman tidak membuat keputusan penyelesaian selama mediasi 
berlangsung. Adapun tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 50 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian 
Laporan meliputi : 
1. Keputusan Ketua Ombudsman untuk melakukan mediasi. 
2. Penunjukan mediator Ombudsan. 
3. Penyusunan rencana pelaksanaan mediasi. 
4. Verifikasi para pihak yang akan hadir dalam mediasi. 
5. Pelaksanaan mediasi. 
6. Dokumentasi dan pelaporan hasil mediasi. 
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Posisi Ombudsman yang netral harus disampaikan pada awal 
kegiatan, agar para pihak siap dengan keputusan yang disepakati 
diantara mereka sendiri. Namun demikian, Ombudsman berwenang 
menjaga dan mengendalikan keadaan jika terjadi suasana yang tidak 
kondusif serta atas persetujuan para pihak, Ombudsman dalam 
keadaan tertentu dapat menambahkan usulannya ke dalam agenda 
yang disusun para pihak. 
Mengingat keberadaan Ombudsman dalam acara mediasi ini 
adalah untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah, 
jika terjadi keadaan yang ―memanas‖, maka mediator Ombudsman 
jika diperlukan dapat mengadakan pertemuan terpisah kepada 
masing-masing pihak, dengan tidak boleh keluar dari agenda utama 
mediasi. 
Adakalanya kurun waktu yang telah disepakati untuk 
mengadakan mediasi habis, namun kesepakatan belum tercapai. 
Berkenaan dengan hal seperti itu, mediator Ombudsman dapat 
mengusulkan untuk melakukan mediasi lanjutan atas persetujuan 
para pihak, dengan substansi berupa kelanjutan mediasi sebelumnya.  
Sekali lagi, atas persetujuan para pihak, mediator 
Ombudsman dapat mengumumkan kesepakatan penyelesaian yang 
dihasilkan dalam mediasi. Akhir dari kegiatan mediasi ada 2 (dua) 
kemungkinan, yaitu: 1) mediasi berakhir dengan kesepakatan para 
pihak, 2) mediasi berakhir dengan tanpa kesepakatan para pihak. 
Kedua kemungkinan tersebut akan membawa konsekuensi masing-
masing. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Ombudsman 
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Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, bahwa jika mediasi itu 
berakhir dengan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus 
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh 
para pihak. Selanjutnya, Ombudsman akan memantau untuk 
memastikan dilaksanakannya kesepakatan tersebut oleh para pihak. 
Setelah mediasi berakhir, Ombudsman menyusun dan 
menyampaikan laporan kepada Ketua Ombudsman Republik 
Indonesia. Sebaliknya, jika mediasi berakhir tanpa kesepakatan dan 
para pihak sejak semula tidak berkenan melanjutkan ke tahap 
Konsiliasi, maka Ombudsman akan menyusun rekomendasi dengan 
mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari mediator 
Ombudsman yang menangani. 
Jika sejak awal para pihak sepakat untuk menyelesaikan 
permasalahan melalui mediasi dan konsiliasi, maka ketika mediasi 
tidak mencapai hasil akan dilanjutkan dengan konsiliasi.  
Konsiliasi
148
 merupakan proses penyelesaian keluhan atau 
sengketa pelayanan publik antara masyarakat dengan pejabat badan 
publik, swasta maupun perseorangan yang dilakukan oleh konsiliator 
Ombudsman dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang 
diterima para pihak melalui usulan kerangka penyelesaian oleh 
konsiliator Ombudsman. Seperti halnya keanggotaan mediator 
Ombudsman, konsilator Ombudsman juga terdiri atas Anggota 
Ombudsman dan/atau Asisten Ombudsman yang telah memenuhi 
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kualifikasi sebagai Konsiliator Ombudsman, yang diangkat 
berdasarkan surat keputusan Ketua Ombudsman. 
Sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Ombudsman Republik 
Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
dan Penyelesaian Laporan, konsiliator Ombudsman dapat membuat 
usulan penyelesaian secara tertulis kepada para pihak untuk 
mengakhiri perselisihan. Secara aktif membantu para pihak untuk 
mencari, menawarkan dan mengusulkan kerangka penyelesaian 
permasalahan, namun tetap tidak berwenang membuat keputusan 
penyelesaian. Konsiliasi dapat berakhir  dengan: 
1. Kesepakatan para pihak menerima usulan penyelesaian dari 
konsiliator Ombudsman, yang selanjutnya dituangkan dalam 
bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani para pihak. 
Selanjutnya Ombudsman melakukan pemantauan guna 
memastikan dipatuhinya kesepakatan tersebut oleh para pihak.  
2. Tanpa kesepakatan para pihak untuk menyetujui usulan 
penyelesaian dari konsiliator Ombudsman, maka konsiliator 
Ombudsman menutup konsiliasi dengan membuat berita acara 
dan Ombudsman segera menyusun rekomendasi. 
Setelah konsiliasi berakhir, Ombudsman wajib menyusun dan 
menyampaikan laporan kepada Ketua Ombusman Republik 
Indonesia. 
e. Ajudikasi Khusus 
Ajudikasi oleh Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 
1 angka 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
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Pelayanan Publik merupakan proses penyelesaian sengketa 
pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman 
berdasar kesepakatan para pihak. Pasal 1 angka 7 Rancangan 
Peraturan Ombudsman tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi 
Khusus, diuraikan bahwa ―Ajudikasi khusus adalah proses 
penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang 
dilakukan oleh ajudikator Ombudsman melalui proses persidangan 
untuk memperoleh putusan terkait permasalahan ganti rugi‖. Namun 
hingga saat ini belum ada penyelesaian permasalahan yang ditangani 
melalui jalur ajudikasi. 
f. Systemic Review 
Ombudsman menyelesaikan tidak saja kasus maladministrasi 
yang dilaporkan oleh masyarakat, namun juga dimungkinkan 
penyelesaian itu berangkat dari inisiatif Ombudsman sendiri yang 
mengetahui adanya keadaan yang patut diduga telah terjadi 
maladministrasi dalam rangka pelayanan publik. Systemic review ini 
dapat bersumber dari berita, informasi, keluhan, dan saran yang 
disampaikan oleh masyarakat melalui media massa. Adapun 
pelaksanaan systemic riview ini didasarkan pada kondisi pelayanan 
publik yang buruk yang diterima masyarakat luas. Adapun produk 
yang dihasilkan dari proses ini adalah Rekomendasi/Saran 
Ombudsman. 
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C.ASPEK KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK 
Menurut Bertalanffy,  Teori Sistem Umum (General System Theory) memiliki ciri-
ciri antara lain: 
149
 
1. Mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. Adapun yang menjadi pusat 
perhatian adalah ―sistem‖ atau ―keseluruhan‖. Artinya bahwa ketika akan melihat 
kepada realita bahwa rekomendasi Ombudsman masih ada yang tidak dilaksanakan, 
maka di sini harus dilihat secara keseluruhan, yaitu baik undang-undangnya, seperti 
adanya sanksi yang terbatas hanya sanksi administrasi yang kekuatan pemaksanya ada 
pada pimpinan. Demikian juga dari sisi persepsi yang melekat pada pejabat publik yang 
terkena rekomendasi. 
2. Mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem. Ciri kedua ini dipertegas 
dengan pendapat dari Bertalanffy yang mendefinisikan sistem itu sebagai ―a complex of 
elements in mutual interaction‖ . Jadi, di dalam sebuah sistem terdapat saling 
ketergantungan satu sama lain. 
3. Mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem, dengan 
menunjukkan fungsi masing-masing bagian. 
4. Merupakan teori saintifik, yaitu adanya kemampuan untuk memprediksi kejadian-
kejadian yang akan terjadi di masa depan. 
Pada saat melihat kenyatan bahwa rekomendasi Ombudsman masih ada yang tidak 
dilaksanakan. Penggunaan teori sistem ini akan mengungkap secara keseluruhan alasan 
mengapa pejabat publik tidak mematuhi, hingga nantinya akan mengarah kepada sebuah 
bangunan sistem baru di mana ada kesadaran yang tumbuh dengan sendirinya untuk 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kondisi yang ada sekarang ini tidak dapat 
dipungkiri, bahwa adanya sikap persuasif dari Ombudsman juga membawa dampak bagi 
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keengganan pejabat publik melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Demikian juga 
dengan hanya ada sanksi administratif bagi yang tidak menjalankan rekomendasi 
Ombudsman. 
Dengan demikian, pembahasan tentang sistem adalah pembahasan tentang suatu 
kesatuan yang meliputi 1) esensi dari sistem suatu kesatuan ((wholenses), 2) hakikat dari 
setiap bagian yang membentuk suatu sistem (element as a parts of the others), 3) cara 
seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar (sistem) dan bagian-bagian yang 
membentuk satuan itu (the parts of the system). 
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 Secara lebih detail, unsur-unsur sistem 
menurut Tatang Amirin sebagaimana dikutip oleh Yos Johan Utama, meliputi: 
1. Sistem itu mempunyai tujuan. 
2. Sistem itu mempunyai batas-batas sistem. 
3. Sistem pada umumnya bersifat terbuka, walau dalam beberapa hal dapat bersifat 
tertutup. 
4. Sistem terdiri dari berbagai bagian atau subsistem. 
5. Sistem itu mempunyai sifat wholism. 
6. Terdapat saling keterhubungan. 
7. Sistem melakukan kegiatan transformasi. 
8. Terdapat mekanisme kontrol. 
9. Mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. 151 
 
Dalam melakukan rekonstruksi sebagai upaya untuk mengoptimalkn pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman, maka harus memperhatikan unsus-unsur yang ada pada sistem 
hukum. Sebagaimana dikemukakn oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya The Legal 
System: A Social Science Perspektif‖ sebagaimana dikutip oleh Soetandyo 
Wignjosoebroto, bahwa suatu sistem hukum itu terdiri dari 3 (tiga) gatra yaitu substansi 
perundang-undangan, struktur organisasi beserta penegakannya dan kultur yang akan ikut 
menjadi determinan bermakna tidaknya hukum dalam kehidupan. 
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 Substansi akan 
ditinjau berkait dengan isi dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia; strukturnya dengan melihat kepada kinerja dari 
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Ombudsman; serta kultur adalah tinjauan terhadap pejabat publik yang tidak 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman.  
Dikaitkan dengan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, di mana masih ada 
rekomendasi yang belum atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pejabat publik, di sini akan 
dikaitkan dengan budaya hukum dari dari pejabat publik tersebut. Lawrence M.  Friedman  
sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, menyatakan bahwa kultur hukum dapat dipakai 
untuk menggambarkan sejumlah fenomena, yang salah satunya adalah berkait pada 
pengetahuan masyarakat tentang  sikap-sikap dan pola-pola perilaku masyarakat terhadap 
sistem hukum.
153
  Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Teguh Budiarto 
dan Fandy Ciptono kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang 
harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil pekertinya.
154
 Untuk itu 
sangatlah tepat untuk merubah budaya hukum pejabat publik yang masih belum belum 
mengindahkan rekomendasi Ombdusman dengan melalui suatu pembiasaan, karena pada 
akhirnya nanti kebudayaan akan mencerminkan karakter dari seseorang. Adapun 
karakteristik dari kebudayaan menurut Graebner meliputi: 
1. Kebudayaan bersifat prescriptif.  
Kebudayaan memberikan ketentuan mengenai jenis-jenis perilaku yang dianggap 
dapat diterima dalam masyarakat tertentu. 
2. Kebudayaan digunakan dan dikembangkan bersama dalam masyarakat. Anggota 
suatu masyarakat menggunakan adat tertentu secara bersama-sama dan cenderung 
menyepakati karakteristik-karakteristik  
3. Kebudayan mempermudah komunikasi. 
4. Kebudayan bukan merupakan bawan sejak lahir, tetapi dipelajari melalui soslisasi 
dan akulturasi. 
5. Kebudayan bersifat subyektif. Setiap orang dalam kebudayaan yang berlainan 
cenderung memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda terhadap suatu objek 
yang sama. 
6. Kebudayan bersifat kekal/abadi., karena dipergunakan, dipelihara dan diteruskan 
dari generasi ke generasi. 
7. Kebudayan mengalami perkembanga.n dari waktu ke waktu, karena adanya 
perubahan yang dibawa oleh generasi penerus. 
                                                          
153
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk 
Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 227-2288. 
154
 Teguh Budiarto dan Fandy Ciptono, Pemasaran Internasional, Yogyakarta: BPEF, 1997, hlm. 83. 
156 
 
8. Kebudayaan bersifat dinamis .155 
 
Sistem yang baik nantinya akan bermuara kepada rasa keadilan bagi semua pihak. 
Sebab, tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, bagi masyarakat adalah sebuah 
ketidakadilan. Laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman disebabkan karena 
adanya maladministrasi, sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 
h, bahwa dalam menjalankan tugasnya pejabat publik harus mendasarkan pada asas 
―pelayanan yang baik‖. Dikeluarkannya rekomendasi Ombudsman dalam rangka untuk 
memperbaiki layanan yang buruk. Jika hal itu diabaikan, maka ketidakadilan dirasakan 
oleh masyarakat. Tentang keadilan yang harus diwujudkan, sebagaimana dijelaskan oleh 
John Rawls, bahwa ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: 
1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas 
kebebasan yang sama bagi semua orang. 
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat 
diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan 
terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni 
―keuntungan semua orang‖ dan ―sama-sama terbuka bagi semua orang.‖ 156 
Prinsip keadilan ini adalah juga sejalan dengan fungsi dan tujuan negara 
sebagaimana disampaikan oleh Mac Iver di dalam bukunya ―Modern State‖ dan ―Web of 
Government‖ Fungsi negara dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yaitu; 
1. Ditinjau dari kepentingan intern, meliputi: 
a. Memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara, baik 
memberikan perlindungan maupun kewenangan menindak atau menghukum setiap 
orang yang melanggar hukum 
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b. Perlindungan, yang diperluas untuk pengembangan (development) dan konservsi 
(conservation) berkait dengan kekayaan alam demi generasi mendatang. 
2. Ditinjau dari segi transformasi, meliputi: 
a. Fungsi kebudayaan (cultural function), di mana negara memajukan dan 
mengintensifkan usaha-usaha yang dijalankan rakyat dalam aktivitas budaya. 
b. Fungsi kesejahteraan umum (public welfare fuction) yang ditujukan kepada 
kehidupan rakyat yang antara lain meliputi : 1) pemeliharaan kesehatan rakyat; 2) 
pemeliharaan kesejahteraan material spiritual: seperti perumahan, jaminan sosial. 
c. Fungsi ekonomi (economic fuction), di mana pemerintah turut campur dalam bidang 
perekonomian yang bersifat perencanan dan pengawasan.
157
 
Di sini tergambar jelas bahwa, fungsi negara pada intinya memberikan perlindungan 
dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diajarkan oleh Teori 
Kesejahteraan sebagai tujuan negara (welfare state;, social service state), kekuasaan perlu 
dibatasi dengan sarana berupa hukum.
158
 Sehingga penguasa tidak bertindak semaunya 
sendiri. Konsep ini dipertegas lagi dengan jika kita melihat pada cita-cita para founding 
fathers bahwa ―Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan 
menyelenggarakan keadilan.‖ 159 Inilah dasar dari keadilan yang sesungguhnya bagi 
bangsa Indonesia. 
Keadilan prosedural sebagaimana diuraikan di atas tidak lain adalah mengikuti 
sistem hukum modern yang lebih mengutamakan ketentuan hukum yang tertulis, dan ini 
hanya mampu mewujudkan formal justice.
160
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Kata adil, merupakan istilah yang sudah serig sekali kita dengar. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.
161
 
Definisi adil menurut Kahar Masyhur 
162
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu: 
1.  Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. 
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. 
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa 
kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman bagi 
orang  yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran yang 
dilakukannya.  
Adil pada dasarnya sebuah konsep yang relatif, di mana adil bagi seseorang belum 
tentu dirasa adil pula oleh orang lain.
163
 Adil adalah dimana semua orang mendapat hak 
menurut kewajibannya. 
164
Adil berasal dari bahasa Arab adl, dari kata kerja adala, yang 
berarti: (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari satu jalan 
(salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) 
membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. Selanjutnya 
dalam kamus al-Arab dinyatakan bahwa suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan 
jujur adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak 
adil.
165
 
Berpijak dari kata adil, selanjutnya diuraikan tentang keadilan. Ada beberapa 
pendapat berkait dengan pengertian keadilan, yaitu : 
                                                          
161
 http://kbbi.web.id/adil, diakses Jum‘at 12 Agustus 2016 pukul 19.09 WIB. 
162
 http://www.hukumpedia.com/hildagustina/tentang-adil-dan-keadilan, diakses Jum‘at 12 Agustus 2016 pukul 
19.17 WIB. 
163
 Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan,cet. Kedua,  Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014, hlm. 
85. 
164
 http://kouzinet.blogspot.co.id/2010/03/pengertian-adil.html, diakses Jum‘at 12 Agustus 2016 pukul 19.23 
WIB 
165
 Topo Santoso sebagaimana dikutip oleh Agus Santoso, Op. Cit.,  hlm. 86. 
159 
 
1. Menurut Aristoteles, keadilan  merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada 
orang yang memang menjadi haknya. 
2. Frans Magnis Suseno, menyatakan bahwa, keadilan adalah  keadaan dimana sesama 
manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang membuat keadaan 
menjadi harmonis. 
3. Thomas Hobbes berpendapat bahwa, keadilan adalah sebuah keadaan dimana ada suatu 
perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang 
berlaku tanpa berat sebelah. 
4. Plato berpendapat, bahwa keadilan adalah mematuhi semua hukum dan perundangan 
yang berlaku.
166
 
Berkait dengan keadilan, Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu 
keadilan distributif dan keadilan korektif.  
Keadilan distributif yang berlaku dalam ranah hukum publik, hal yang penting 
adalah imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Sedangkan 
keadilan korektif yang berlaku dalam ranah hukum perdata dan hukum pidana, yang 
menjadi persoalan adalah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, 
pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 
167
  
Di dalam memberikan keadilan kepada masyarakat, lembaga peradilan seringkali 
hanya mendasarkan pada keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah keadilan sesuai 
dengan peraturan, di mana perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika telah 
                                                          
166
 http://genggaminternet.com/pengertian-keadilan-dan-macam-macam-keadilan/, diakses Kamis 18 agustus 
2016 pukul 17.16 WIB 
167
 Ahmad Zaenal Fanani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Taufik, Kedailan Substansial Memangkas 
Rantai Birokrasi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 16. 
160 
 
dilaksanakan sesuai tata cara yang diharapkan. 
168
 hal ini sudah barang tentu berbeda 
dengan keadilan substantif.  
Keadilan substantif dimaknai oleh Mahfud MD sebagai bentuk keadilan yang benar-
benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut bisa diperoleh dengan mengabaikan 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal undang-undang, namun hal itu tidak 
harus dilakukan manakala bunyi undang-undang  dirasa sudah memberikan rasa keadilan 
bagi masyarakat. 
169
 Sementara jika dikaitkan dengan konsep Hukum Progresif dari 
Satjipto Rahardjo, bahwa keadilan substatif dapat diperoleh melalui tindakan yang disebut 
rule breaking,  yaitu bertindak secara kreatif dan melompat yang berbeda dari kebiasaan 
yang ada
170
 dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.   
Bryan A. Garner sebagaimana dikutip oleh Muhammad Taufik,
171
 mengartikan 
keadilan substantif dengan cukup memberikan keadilan sesuai dengan hukum substantif, 
meskipun ada kesalahan prosedural yang tidak mempengaruhi hak-hak substantif yang 
berperkara. Sangat mungkin terjadi bahwa dalam penegakan hukum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, demi untuk diperolehya keadilan substantif, mengabaikan 
kesalahan-kesalahan prosedural yang dilakukan. Hal ini jika dikaitkan dengan Pancasila, 
maka dalam sila ke lima, ―Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‘, penerapnnya 
sangat mungkin dengan mengabaikan hak-hak yang lazim diperoleh secara prosedural. 
Hal ini terlihat sebagai misal dalam pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan 
asas gotong royong, kesepakat bukan berdasar suara mayoritas.  
Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, untuk dikatakan adil maka 
dalam proses atau prosedurnya, masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan dan 
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dihargai pendapatya. 
172
 Dengan kata lain, bahwa keadilan substantif bukan semata-mata 
didasarkan pada logika hukum, melainkan juga atas dasar pertimbangan hati nurani serta 
rasa keadilan masyarakat.
173
 
Pemahaman tentang rekomendasi Ombudsman bagi para pejabat publiknantinya 
juga akan diselaraskan dengan konsep hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo , yang 
mendasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu 1) hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya 
manusia untuk hukum di mana manusia akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, 
untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum, 2) hukum 
progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum, 3) hukum 
progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.  
174
 Bahwa adanya rekomendasi Ombudsman itu adalah untuk adanya rasa keadilan 
masyarakat, ini penjabaran dari unsur ―hukum untuk manusia‖, tidak ada maksud untuk 
mensengsaran manusia. Namun jika oleh pejabat publik itu dipandang sebagai sebuah 
―beban‖ maka harus dicari sebuah formulasi lain supaya semua pihak menjadi nyaman, 
yang mana ini harus dengan memperhatikan makna yang ada di balik aturan hukum yang 
sudah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
Sebagai pembanding, berbicara tentang keadilan, di sini tidak berhenti pada 
pemahamn keadilan prosedural semata sebagaimana yang diuraikan oleh Philippe Nonet 
dan Philip Selznick yang mengistilahkannya dengan autonomous law. Adapun karakter 
khas dari Hukum Otonom adalah: 
1. Hukum terpisah dari politik. Secara khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian 
kekuasaan peradilan, dan membuat garis tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif. 
2. Tertib hukum mendukung ―model peraturan‖ (model of rules). Fokus pada peraturan 
membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat; pada waktu yang sama, 
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ia membatasi kreativitas institusi-institusi hukum maupun risiko campur tangan 
lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik. 
3. ―Prosedur adalah jantung hukum.‖ Keteraturan dan keadilan (fairness), dan bukannya 
keadilan susbtantif, merupakan tujuan dan kompetensi utama tertib hukum. 
4. ―Ketaatan pada hukum‖ dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap 
peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus 
disalurkan melalui proses politik.
175
 
 
Keadilan prosedural sebagaimana diuraikan di atas tidak lain adalah mengikuti 
sistem hukum modern yang lebih mengutamakan ketentuan hukum yang tertulis, dan ini 
hanya mampu mewujudkan formal justice.
176
 Namun bagi rasa keadilan masyarakat, hal 
tersebut kurang bisa memenuhinya, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
khususnya Pasal 39, di mana bagi Terlapor dan Atasan Telapor yang tidak menjalankan 
rekomendasi Ombudsman hanya akan dikenai sanksi administratif yang pelaksanaannya 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dalam hal ini adalah faktor politik dari pejabat 
yang berkuasa. Demikian juga dalam Pasal 42, terhadap tidak dilaksanakannya 
rekomendasi, Ombudsman hanya akan menyampaikan laporan berkala setiap 3 (bulan) 
dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sekalipun 
monitoring dilakukan oleh Ombudsman dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak 
rekomendasi disampaikan, namun tidak memberikan efek jera pada pejabat publik.  
Keterbatasan kewenangan Ombudsman akan bermuara pada tindakan persuasif mengajak 
pejabat publik yang bersangkutan untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman. 
Tidak demikian jika untuk pelaksanaan rekomendasi Ombudsman adalah 
berdasarkan kepada konsep keadilan yang subtantif (substantive justice). Lawrence M. 
Friedman menggarisbawahi bahwa norma-norma hukum tidak dapat benar-benar ―netral‖, 
                                                          
175
 Philippe Nonet dan Philip Selznick,  Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, penterjemah: 
Raisul Muttaqim, Hukum Responsif, Bandung: Nusa Media, hlm  60. 
176
 F.X. Adji Samekto, Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme, Bandar 
Lampung: Indepth Publishing, 2012, hlm. 107. 
163 
 
177
 karena memang ukuran yang dipakai sangat dipengaruhi di mana norma hukum itu 
diberlakukan.  
Sebenarnya model win-win solution sudah diterapkan oleh Ombudsman dalam 
menyelesaikan laporan pengaduan berkait maladministrasi, baik itu dalam tahapan 
klarifikasi, pemanggilan, hingga mediasi, namun jika semua tidak membawa hasil maka 
rekomendasi menjadi pilihan terakhir. Hingga menyebabkan bahwa rekomendasi yang 
dikeluarkan Ombudsman menunjukkan angka yang sangat sedikit dibanding jumlah 
pengaduan yang masuk.  
Jika aturan yang dipakai sebagai landasan kerja Ombudsman Republik Indonesia 
adalah win-win solution, maka sekarang tinggal bagaimana merubah budaya pejabat 
publik agar secara sukarela mentaati rekomendasi Ombudsman. 
Bangsa Indonesia dikategorikan sebagai bangsa yang berbudaya, faham akan etika 
dan sopan santun adat ketimuran, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
adalah merupakan landasan kerja dalan kehidupan bernegara. Untuk adanya keadilan 
substantif, bagi Indonesia landasan nilai-nilai Pancasila inilah akarnya, karena di 
dalamnya terdapat nilai-nilai luhur khas bangsa Indonesia. 
Hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di 
dalam hubungan hidup kemanusiaan sebagai suatu wajib. Untuk itu maka hak dan wajib 
merupakan unsur-unsur  yang menentukan terwujudnya keadilan sosial.
178
 
Keadilan substantif dalam kegiatan pengawasan untuk mengawal pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman diperoleh melalui pendekatan Legal Pluralisme, yang 
dikembangkan oleh Werner Menski. Adapun ragaan yang disampaikan oleh Werner 
Menski tentang Legal Pluralisme adalah sebagai berikut: 
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Ragaan. 6. 
Legal Pluralism Approach-Werner Menski 
 
Moral/Ethic/Religion 
Natural Law 
 
 
 
 
 
 
State    Society 
Positivism   Socio-Legal approach  
 
Ragaan di atas menjelaskan bahwa pendekatan Legal Pluralisme mendasarkan 
pada keterkaitan antara state (positivism), society ( socio- legal approach) dan natural 
law ( moral, ethic, religion).
179
 Adapun yang dimaksud dengan  State Positivism adalah 
hukum positif (negara) yang berlaku, sedangkan  Natural Law (moral/etic/religion) 
adalah meliputi untuk melakukan perbuatan jujur, tidak menyakiti pihak lain, serta 
memberikan apa yang menjadi hak dari orang lain. Sementara Society ( Socio-legal 
Approach) adalah living law, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Pendekatan Legal Pluralisme sebagai sarana mencapai keadilan substantif, 
nantinya akan menjadi pegangan bahwa dalam memberikan keadilan substantif kepada 
masyarakat tidak sekedar mendasarkan kepada hukum positif yang berlaku namun juga 
mendasarkan pada budaya masyarakat dan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
D. KEKUATAN REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PELAYANAN PUBLIK 
Seperti halnya seorang arsitek bangunan, ketika akan membangun maka terlebih 
dahulu akan dibuat model dasarnya sebagai pedoman agar bangunan yang nantinya 
berdiri akan sesuai dengan keinginannya. Demikian juga yang terjadi pada saat ahli 
hukum akan menentukan bangunan peraturan perundang-undangan yang nantinya 
diharapkan akan efektif berlaku dalam masyarakat. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model diartikan sebagai pola 
(contoh,acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.180 
Model dapat dipersamakan dengan strategi, di mana menurut Kemp, strategi adalah 
kegiatan yang harus dikerjakan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.  
Selanjutya berkait dengan strategi, J.R David menggarisbawahi bahwa strategi pada 
dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil 
dalam suatu pelaksanaa. 
181
 Di samping yang sudah dipaparkan di atas, beberapa ahli 
mengemukakan pendapatnya tentang model , antara lain, Simamarta menyatakan bahwa 
model merupakan gambaran inti yang sederhana serta dapat mewakili sebuah hal yang 
ingin ditunjukkkan, atau dengan kata lain sebagai abstraksi dari sistem tersebut. 
Sementara menurut Marx bahwa model merupakan sebuah keterangan secara terkonsep 
yang dipakai sebagai saran atau referensi untuk melanjutkan penelitian empiris yang 
membahas suatu masalah. Selanjutnya, Murty berpendapat bahwa model tidak lain adalah 
sebuah pemaparan tetang sistem tertentu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
oleh peneliti.
182
 
Model adalah representasi (penyederhanaan) simbolik dari suatu benda, proses, 
sistem, atau gagasan, yang  dapat berbentuk gambar-gambar grafis, verbal, atau 
matematikal.
183
 Dalam rangka membangun sebuah model, diperlukan suatu pedoman 
sehingga nantinya model yang terbangun adalah merupakan model yang tepat.  
Berkait dengan teori model, sebagaimana disampaikan oleh Stephen Hawking dan 
Leonard Mlodinov, sebuah model yang baik itu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 
1. Elegan: paten, tidak mudah berubah dari faktor lingkungan yang mempengaruhi. 
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2. Berisi beberapa elemen, disesuaikan: sesederhana mungkin tetapi tidak sederhana.  
3. Berdasarkan penelitian,pengamatan, akurat. 
4. Membuat prediksi untuk ke depan.184 
Syarat pertama bagi model yang baik adalah elegan. Elegan dapat diartikan 
sebagai elok, rapi, anggun gemulai, luwes,
185
 sehingga agar sesuatu itu menjadi elegan 
maka pembuatannya harus dengan penuh kehati-hatian dan seriur. Hal ini sesuai dengan 
pendapat dari Architectural Design (2007), 
186
 bahwa  bentuk dari sesuatu yang elegan 
adalah kehadiran dari kesatuan antar susunan yang alami yang saling terintegrasi satu 
sama lain dan tidak dapat diuraikan dengan mudah karena akan menghilangkan unsur 
elegan itu sendiri. Jadi, bagi sebuah model, unsur elegan akan terbentuk manakala model 
tersebut terbangun dari beberapa unsur terkait yang menjadikan model tersebut tidak 
mudah berubah, mempunyai kekhasan tersendiri. Ungkapan dapat disampaikan, bahwa 
elegan adalah suatu kesatuan yang murni tidak mengada-ada terbentuk dengan 
sendirinya.
187
 
Unsur kedua dari syarat model yang baik adalah berisi beberapa elemen, dan 
elemen tersebut adalah disesuaikan dengan model. Agar dapat dengan mudah diingat, 
maka model tersebut harus dibuat sesederhana mungkin, simple namun sudah mencakup 
berbagai unsur yang dibutuhkan. Artinya, kalaupun model itu harus berbentuk sesuatu 
yang cukup besar atau luas, namun hal tersebut tidak terdiri dari unsur yang tidak 
terpakai.  
Selanjutnya, syarat ketiga adalah bahwa model yang baik itu harus berdasarkan 
penelitian, pengamatan, akurat. Penelitian, menurut Sutrisno Hadi (2001) dilakukan 
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dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan dan 
menguji kebenaran suatu pengetahuan. 
188
 Setelah melakukan penelitian, tahap 
selanjutnya adalah melakukan pengamatan, yaitu suatu kegiatan menggunakan satu indra 
atau lebih seperti melihat, mendengar, mencium, mengecap dan meraba secara saksama 
untuk mendapatkan keterangan atau makna dari suatu yang diamati. 
189
 Pengamatan atau 
observasi menurut Arikunto
190
 adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 
dilakukan secara sistematis dengan prosedur standar. Pengamatan dilakukan berpedoman 
pada panduan yang akan membantu memberikan arah, sehingga tidak terjadi 
penyimpangan arah yang dapat berpengaruh pada hasil yang diinginkan.  
Penelitian yang baik dan pengamatan yang sesuai standar, akan membawa pada 
perolehan data yang akurat,  yaitu data yang diperoleh secara teliti, tepat, benar,
191
 
sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada. 
192
 Berkait dengan 
hal tersebut, maka model yang baik tidak bisa terbentuk tanpa melalui proses penelitian, 
pengamatan dan keakuratan data pendukung. 
Syarat keempat dari sebuat model yang baik adalah membuat prediksi ke depan. 
Hal ini mengingat bahwa sebuah model pada akhirnya akan dipergunakan untuk masa 
setelah model tersebut dibangun. Adalah merupakan hal yang tidak berguna jika model 
tidak dapat dilaksanakan pada masa setelah terbangunnya sebuah model. 
Model yang nanti akan dibangun berkait dengan penelitian yang dilakukan juga 
mendasarkan pada bangunan yang memenuhi keempat syarat tersebt di atas, agar ke 
                                                          
188
 http://rikkkartika.blogspot.co.id/p/metodologi-penelitian-tujuan-dilakukan.html, diakses Jum‘at 12 Agustus 
2016 pukul 08.30 WIB. 
189
 https://perpus-maya.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-pengamatan-dan-jenis-jenis.html, diakses Jum‘at 12 
Agustus 2016 pukul 08.38 WIB 
190
 http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/13-pengertian-observasi-menurut-para-ahli.html, diakses 
Jum‘at 12 Agustus 2016 pukul 08.47 WIB. 
191
 http://kbbi.web.id/akurat, diakses Jum‘at 12 Agustus 2016 pukul 08.56 WIB. 
192
 https://dhesiana.wordpress.com/2009/01/15/bagaimana-mendapatkan-informasi-yang-akurat/, diakses Jum‘at 
12 Agustus 2016 pukul 09.04 WIB. 
168 
 
depannya dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya 
berkait dengan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.  
Adapun model yang kan dibangun dimaksudkan untuk memebuhi kebutuhan bagi 
terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan 
pemerintah, sehingga akan terwujud keadilan substantif. Berkait dengan hal tersebut 
landasan yang dipakai adalah berkait dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat.  
Teori bekerjanya hukum sebagaimana disampaikan oleh Chambliss uan Seidman 
akan menjadi landasan dalam mengetahui tingkat kepatuhan pejabat publik dalam 
menjalankan rekomendasi Ombudsman. Hal ini mengingat bahwa tidak semua pejabat 
publik yang memperoleh rekomendasi Ombudsman akibat adanya maladministrasi, 
dengan  sadar atas kemauan sendiri melaksanakan rekomendasi. Kodisi seperti ini 
disebabkan karena masih adanya perbedaan persepsi antara pembuat undang-undang 
dengan penegak hukum serta pejabat publik yang bersangkutan. Perbedaan persepsi 
terhadap rekomendasi Ombudsman yaitu bahwa masih adanya anggapan bahwa 
rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman merupakan saran biasa, artinya jika tidak 
dilaksanakan juga tidak menimbulkan masalah. Sementara dengan diaturnya masalah 
rekomendasi Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, artinya bahwa 
rekomendasi Ombudsman tersebut adalah bersifat imperatif, yaitu mengikat secara 
hukum dan wajib untuk dilaksanakan dengan diikuti oleh sanksi administrasi bagi yang 
tidak melaksanakannya.  
Perbedaan persepsi akan mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan suatu 
aturan hukum, karena secara umum persepsi dapat dikatakan sebagai cara pandang 
seseorang terhadap suatu objek, dan hal tersebut dapat ditinjaau dari berbagai sisi 
sehingga bisa saja terjadi atas objek yang sama persepsi berbeda.  
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Berkait upaya penegakan hukum, penerapan teori bekerjanya hukum dari 
Chambliss dan Seidman akan dipakai sebagai landasan, yang mana teori ini akan melihat 
masalah penegakan hukum dari 3 (tiga) unsur, yaitu dikaitkan dengan sudut pandang 
pembuat undang-undang (rule making institutions),  lembaga penegak  hukum (rule 
sanctioning institutions), serta pemegang peran (rule occupant).  Adapun Teori 
Bekerjanya Hukum sebagaimana disampaikan oleh Chambliss & Seidman dapat 
diuraikan berikut ini  
Ragaan. 7. 
Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss & Seidman
193
 
 
 
 
Di dalam Teori Bekerjanya Hukum yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, masing-masing 
unsur akan memberikan pengaruhnya bagi proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Chambliss & Seidman,
194
 bahwa : 
1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang 
pemegang peran diharapkan untuk bertindak.  
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2. Selanjutnya, tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran  (role 
occupant) sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan 
dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas 
lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan 
lain sebagainya yang bekerja atas dirinya. 
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana (rule sanctioning 
institutions) sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung 
dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari 
seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas 
dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi. 
4. Hingga kembali lagi, tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-
undang (rule making institutions),  sebagai respons terhadap peraturan hukum, juga 
sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, 
dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain 
sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari 
pemegang peran dan birokrasi. 
Dalam upaya mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat, diperlukan 
sebuah model yang berlandaskan pada konsep kolaborasi, integrasi dan partisipasi, 
sehingga perlu penjabaran berkait ketiga konsep tersebut.  
1. Konsep  Kolaborasi 
Kolaborasi menurut Schrange
195
 adalah ―a purposive relationship‖, dengan 
tujuan untuk memecahkan masalah, menciptakan sesuatu dan menemukan sesuatu di 
dalam sejumlah hambatan. Di mana hambatan tersebut dapat berwujud keahlian, 
waktu, biaya, kompetisi maupun kearifan konvensional. Mengingat adanya tujuan 
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yang hendak dicapai melalui tindakan kolaborasi, maka  kolaborasi itu dapat diartikan 
pula sebagai hubungan yang memiliki tujuan. Kolaborasi sebagaimana disampaikan 
oleh  Abdulsyani sebagai bentuk proses sosial, yang selanjutnya dipertegas oleh 
Hadari Nawawi sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan 
melalui pembagian tugas/ pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi 
sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencpaian tujuan. 
196
 
Sementara Jonathan (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi 
di antara beberapa orang yang berkesinambungan. Adapun Kamus Heritage Amerika 
(2000) mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama khususnya dalam usaha 
penggabungan pemikiran. Selanjutnya, Gray (1989) menyatakan bahwa kolaborasi 
adalah suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek 
perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan 
keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.
197
 
Berdasar rangkaian pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam 
konsep kolaborasi pada intinya terdapat unsur kesempatan untuk bekerjasama 
melakukan suatu aktivitas.  
2. Konsep Integrasi 
Integrasi yang berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti 
penggabungan, integrate yang artinya mempersatukan, bulat atau utuh, merupakan 
suatu kegiatan untuk menyatukan beberapa unsur. Berkait dalam penelitian  untuk 
membangun sebuah model, penulis mengartikan integrasi sebagai upaya untuk 
menyatukan berbagai unsur yang dapat mendukung dibentuknya model bagi 
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pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Di dalam konsep integrasi, diperlukan adanya 
komunikasi dari masing-masing bagian, guna terwujudnya kesatuan pendapat. 
3. Konsep  Partisipasi 
Partisipasi yang berasal dari bahasa Inggris participate yang berarti 
mengambil bagian, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi hal 
yang penting, sebab dengan dengan ikut sertanya pihak-pihak terkait (termasuk 
masyarakat) akan ukung efektivitas berlakunya suatu peraturan. Menurut Histiraludin 
sebagaimana dikutip oleh Handayani (2006)  partisipasi sebagai keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media 
penumbuhan kohesifitas (melekat satu dengan yang lain) antar masyarakat, 
masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan 
tanggung jawab pada program yang dilakukan.
198
 Sementara menurut Uphoff, Kohen 
dan Goldmith (1979) bahwa partisipasi adalah merupakan istilah deskriptif yang 
menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai 
situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. 
199
 
Partisipasi menurut Effendi sebagaimana dikutip  oleh Siti Irene (2011)   
mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu: partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. 
Bentuk partisipasi vertikal terjadi manakala masyarakat terlibat atau mengambil 
bagian dalam suatu program pihak lain, dengan posisi masyarakat sebagai bawahan, 
pengikut, klien. Sementara itu, dikatakan partisipasi horizontal, jika  keberadaan 
masyarakat sejajar dengan pihak lainnya.
200
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Berkait dengan model yang akan penulis bangun, maka bentuk partisipasi 
yang dimaksud adalah partisipasi dalam bentuk horizontal. Hal ini dimaksudkan, 
bahwa posisi masyarakat adalah sejajar dengan pemerintah, karena pemerintah ingin 
mengetahui ide atau pemikiran yang ada pada masyarakat yang nantinya akan diolah 
menjadi peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan 
tersebut nantinya akan dikenakan pada masyarakat. Harapannya, dengan masuknya 
ide masyarakat, maka peraturan perundangan tersebut akan efektif berlaku. 
 Di samping bentuk, partisipasi menurut Cohen dan Uphoff sebagaimana 
dikutip oleh Siti Irene (2011)
201
 juga dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu (1) partisipasi 
dalam pengambilan keputusan,di mana masyarakat ikut menentukan tujuan yang akan 
dicapai. (2) Partisipasi dalam pelaksanaan, di mana masyarakat ikut menggerakkan 
bagi pengadaan dana, sumber daya dan kegiatan. (3) Partisipasi dalam pengambilan 
manfaat, yaitu berkait dengan hasil. (4) Partisipasi dalam evaluasi, adalah berkaitan 
dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Pilihan partisipasi dalam 
model yang akan dibangun adalah adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, di 
mana masyarakat diberi kesempatan memberikan ide pemikirannya hingga nanti 
sampai pada adanya konsep hukum yang akan dibangun. 
Rekomendasi merupakan upaya terakhir dari Ombudsman dalam menyelesaikan 
kasus maladministrasi, karena dalam upaya mengeluarkan rekomendasi, Ombudsman 
harus hati-hati mengingat bahwa rekomendasi Ombudsman itu bersifat imperatif dalam 
konteks Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Artinya dengan diaturnya rekomenasi 
dalam undang-undang tersebut, membawa konsekuensi bagi yang mendapat rekomendasi 
untuk mentaatinya.  Rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, adalah: 
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―kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, 
kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka 
peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.‖ 
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2008, terdapat perbedaan yang jelas antara 
rekomendasi pada masa Komisi Ombudsman Nasional (KON), di mana berkait 
rekomendasi tidak diatur dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000, sedangkan sekarang 
diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 38, 39. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 diuraikan secara rinci, sebagai berikut: 
Ayat (1) : ― Terlapor  dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi 
Ombudsman.‖ 
Ayat (2) : ― Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman 
tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil 
pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.‖ 
Ayat (3) : ―Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan 
melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan 
rekomendasi.‖ 
Ayat (4) : ― Dalam hal Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan 
Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan 
alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi 
dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden.‖ 
 
 Ketentuan  Pasal 38 tersebut diperkuat dengan adanya sanksi administratif bagi 
Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 
Berdasar ketentuan tersebut di atas, maka Ombudsman dalam mengeluarkan 
rekomendasi dilakukan secara sangat hati-hati, kasus yang bersangkutan dipilih secara 
selektif, diraba, dideteksi dengan perkiraan bahwa nantinya setelah rekomendasi itu 
dikeluarkan, dapat dilaksanakan di lapangan (excuseable). Deteksi  awal dikarenakan 
untuk menjaga kewibawaan dari Ombudsman, yang mana keputusannya harus dihormati 
175 
 
dan efektif dalam mengawal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. 
Kehati-hatian dan kecermatan yang dilakukan oleh Ombudsman menunjukkan bahwa 
anggota Ombudsman berniat baik untuk memberikan contoh pelayanan publik yang baik 
dengan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.  
Penentuan jenis maladministrasi yang dituangkan dalam isi rekomendasi, tidak lain 
adalah kesimpulan dari telaah terhadap maladministrasi yang telah dilakukan oleh 
Terlapor dan diadukan oleh Pelapor kepada Ombudsman. Sehingga nampak jelas bahwa 
rekomendasi yang dibuat itu berdasarkan pada aturan hukum yang jelas agar tidak 
menjadi sebuah putusan yang cacat hukum sekaligus sebagai upaya perwujudan dari asas 
kepastian hukum, yang nantinya akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. 
Landasan kerja yang mendasarkan pada asas kecermatan, ketidakberpihakan serta 
keterbukaan tercermin pada saat Ombudsman melakukan kegiatan mulai dari klarifikasi, 
investigasi hingga akhirnya membuat rekomendasi, Ombudsman wajib mendengarkan 
dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor dalam 
menyampaikan penjelasannya. 
202
 
Sejak pada tahap awal penerimaan laporan pengaduan masyarakat, Ombudsman 
secara sukarela memberikan jalan keluar bagi Pelapor yang aduannya terbukti bukan 
kewenangan dari Ombudsman, serta arahan ke lembaga yang berwenang selalu diberikan. 
Di sini nampak bahwa Ombudsman dalam bekerja menghindari untuk menyerobot 
wewenang badan administrasi negara lainnya, yang dalam Hukum Administrasi Negara 
dikenal dengan asas exes de pouvoir.  Mengigat bahwa asas pemenuhan kepentingan 
umum dan pemberian layanan yang baik untuk kepentingan masyarakat menjadi landasan 
yang harus selalu dipergunakan oleh Ombudsman, sebagaimana tertuang dalam asas 
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keadilan dan non-diskriminasi sebagai landasan pelaksanaan tugas dan wewenang 
Ombudsman. 
203
 
Rekomendasi bukanlah saran biasa yang dengan ringan orang akan 
mengabaikannya, karena sekarang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008, rekomendasi Ombudsman telah menjadi hal yang wajib dilaksanakan baik 
oleh Terlapor maupun Atasan Terlapor dengan ancaman sanksi administrasi bagi yang 
melalaikannya.  Mengingat bahwa manfaat rekomendasi bisa ditinjau dari sisi 
kemanfaatan   secara subyektif bagi Pelapor, maupun menimbulkan efek jera bagi 
Terlapor/Atasan Terlapor, maka penyusunan rekomendasi tersebut haruslah yang tepat.  
Berkait upaya penegakan hukum, penerapan teori bekerjanya hukum dari Chambliss 
dan Seidman dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, maka 
akan dikaitkan dengan sudut pandang pembuat undang-undang (rule making institutions),  
lembaga penegak  hukum (rule sanctioning institutions), serta pemegang peran (role 
occupant), yang mana hal tersebut dalam prakteknya terdapat perbedaan. Perbedaan 
tersebut menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. Diharapakan dengan penggunaan Teori Penegakan Hukum ini akan 
diperoleh sebuah model bagi optimalnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, 
mengingat di sini akan dibangun sebuah keharmonisan diantara ketiga unsur penegakan 
hukum tersebut, yang dalam kenyataannya harus dalam satu pemikiran.   
Dalam rangka penegakan hukum dalam hal ini terlihat sangat dipegaruhi oleh 
lingkungan, sehingga pembahasan  harus melibatkan lingkungan.  
Kegiatan ini diharapkan mampu membuka tabir yang terselubung dalam sikap 
seseorang. Selanjutnya dirangkai dengan penerapan Teori Interaksionalis Simbolik dari 
Herbert Blummer, yang berpandangan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna 
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yang ada pada dirinya. Makna tersebut berasal dari proses interpretasi seseorang terhadap 
berbagai objek di luar dirinya ketika interaksi berlangsung. 
204
 Dalam perspektif teori 
interaksionalis Simbolik, apa yang disebut sebagai ―realitas‖, ―kebenaran‖, maupun 
―budaya manusia‖ merupakan produk dari interaksi antar-individu dalam suatu jalinan 
yang kompleks tempat masing-masing individu mendefinisikan dirinya dan juga 
mendefinisikan situasi ketika dia berinteraksi pada waktu itu.
205
 
Makna-makna dan simbol-simbol memungkinkan orang melaksanakan secara khas 
tindakan dan interaksi manusia. 
206
 Hal ini terlihat bagaimana sikap pejabat publik dalam 
mensikapi rekomendasi Ombudsman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN: DILEMA ANTARA 
PENEGAKAN HUKUM DAN PERSEPSI MAKNA DARI MASYARAKAT 
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Penelitian yang dilakukan terhadap beberapa rekomendasi yang tidak dilaksanakan 
dan yang dilaksanakan sebagian, yang memang hal ini terjadi tidak saja di wilayah Jawa, 
namun adalah meliputi beberapa wilayah di Indonesia mengingat masih sedikitnya jumlah 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa 
mengingat akibat hukum dari dikeluarkannya rekomendasi tersebut yang berupa kewajiban 
Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor untuk melaksanakannya. Ketentuan ini tercantum jelas 
dalam Pasal 38,39 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. Di samping itu, proses pembuatan rekomendasi yang memakan waktu cukup lama, 
juga harus mendapat apresiasi baik dari masyarakat. Berkait dengan penelitian ini,  peneliti 
melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang berkait dengan tidak dilaksanakannya 
rekomendasi tersebut, juga informasi yang diperoleh dari Ombudsman.  
Berdasar hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
belum optimal sebagaimana diinginkan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 dan semangat untuk mewujudkan good governance. Berkait dengan hal tersebut, 
ada beberapa penyebab tidak optimalnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, yaitu antara 
lain: 
A. Perbedaan Persepsi tentang Makna Rekomendasi antara Terlapor dan Atasan 
Terlapor dengan Ombudsman 
Hingga saat ini masih terdapat perbedaan persepsi tentang rekomendasi 
Ombudsman antara Terlapor dan Atasan Terlapor dengan Ombudsman Republik 
Indonesia, yaitu bahwa Terlapor dan Atasan Terlapor memandang bahwa rekomendasi itu 
adalah saran biasa. Untuk itu, maka  ketika rekomendasi itu tidak dilaksanakan, tidak 
menimbulkan masalah. Pemahaman ini juga sering dipakai oleh masyarakat luas, yang 
mana hal tersebut berdasarkan berbagai sumber memang bukan pemahaman yang salah.  
179 
 
Pengertian rekomendasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain secara 
leksikal sebagaimana diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi 
diartikan sebagai saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan). 
Merekomendasi artinya memberikan rekomendasi; menasihatkan; menganjurkan.
207
 Jika 
melihat arti sebagaimana diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi 
merupakan sebuah saran. Sementara saran itu sendiri berarti pendapat (usul, anjuran, cita-
cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. 
208
 
Sedangkan dalam  bahasa Inggris, rekomendasi berasal dari kata recommend yang 
berarti menasehatkan, menganjurkan. 
209
 
Berkait dengan Rekomendasi Ombudsman yang diberikan kepada Terlapor dan 
Atasan Terlapor sebagai upaya penyelesaian masalah maladministrasi, Pasal 1 angka 7 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
menyatakan bahwa : 
―Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan 
hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau 
ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan yang baik.‖ 
 
Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki Undang-Undang 
tentang Ombudsman, dimana rekomendasi yang dikeluarkannya wajib untuk 
dilaksanakan,
210
yang jika Terlapor dan Atasan Terlapor melanggar akan dikenai sanksi 
administrasi. Dengan demikian, ketentuan berkait rekomendasi Ombudsman sesuai Pasal 
38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia adalah bersifat imperatif, artinya wajib untuk dilaksanakan. Ketentuan wajib 
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tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hendra 
Nurtjahjo, bahwa: 
―Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
merupakan undang-undang yang sangat bagus dan maju dibanding undang-undang 
tentang Ombudsman dari negara lain.  Tinjaun dari sudut akademisi, ketentuan 
tersebut merupakan sebuah keunggulan, di mana sebagai norma imperatif maka 
mengikat kepada Terlapor dan atasan Terlapor untuk melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman. Disamping harus dilaksanakan karena bersifat imperatif, rekomendasi 
Ombudsman  tidak lagi sebagai moral obligation (kewajiban moral)dalam perspektif 
hukum, namun telah menjadi legal obligation (kewajiban hukum). Sebagai legal 
obligation akan berbeda dengan moral obligation, di mana moral obligation berarti 
seperti pandangan umum yaitu boleh dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan juga 
tidak apa-apa, hanya ada sanksi moral saja karena sifatnya yang fakultatif. Hal ini 
sesuai dengan yang berlaku di seluruh dunia bahwa rekomendasi Ombudsman itu 
sebagai moral obligation semata.
211
 
 
Melihat kondisi yang demikian, terlihat di sini ada 2 (dua) pandangan tentang 
rekomendasi Ombudsman, yaitu : 1) sebagai saran; 2) sebagai kewajiban. Berdasarkan 
pengertian rekomendasi yang berarti saran, maka memang rekomendasi Ombudsman itu 
tidak dapat dipaksakan berlakunya. Sebenarnya, upaya persuasif yang dilakukan oleh 
Ombudsman adalah sudah tepat untuk mengimbangi posisi rekomendasi, di mana 
Ombudsman tidak dapat memaksakan berlakunya. Namun hal tersebut menjadi ambigu, 
manakala Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa ―Terlapor dan Atasan Terlapor wajib 
melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.‖  
Keadaan ini juga diakui, karena memang dalam istilah rekomendasi tersebut tidak 
ada kata ―wajib‖, sehingga dalam tataran birokrasi seringali juga ditemui anggapan bahwa 
rekomendasi adalah saran biasa. Untuk itu, maka ―Ombudsman juga tidak mudah untuk 
menyalahkan birokrat begitu saja atas pemahaman tersebut.‖212 Dengan demikian, 
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―memang pengertian rekomendasi menjadi bias,‖213 karena memang rekomendasi adalah 
saran, di mana saran itu memang tidak wajib, sedangkan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ditegaskan bahwa 
rekomedasi itu wajib dilaksanakan.  
Sementara dari pihak birokrat sendiri, diakui bahwa rekomendasi yang 
dikeluarkan oleh Ombudsman merupakan sebuah saran. Hal ini sebagaimana 
diungkapkan oleh Bapak Idam Laksana, bahwa: 
―Pemahaman atas rekomendasi adalah sebuah saran saja, yang mana hal tersebut tidak 
wajib untuk dilaksanakan, kecuali kalau hal tersebut memang diperintahkan oleh 
atasan, maka pejabat yang mendapat rekomendasi akan melaksanakan. Jadi tingkat 
kepatuhan justru kepada pejabat atasannya. ―214 
 
Pemahaman masyarakat terutama Terlapor bahwa rekomendasi sebatas saran, 
adalah juga merupakan imbas dari adanya dampak regulasi sehingga memunculkan 
berbagai tafsiran. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Jaka Susila 
Wahyuana, bahwa: 
―…Untuk itu, karena undang-undang sudah mengatakan bahwa rekomendasi 
Ombudsman adalah wajib untuk dilaksanakan, maka sangat diperlukan adanya 
pendekatan baik secara edukasi maupun persuasif, karena pada dasarnya Ombudsman 
memang tidak dapat memaksa, namun ini dalam rangka mengawal pelaksanaan 
amanah undang-undang. Pendekatan tersebut dilakukan secara maksimal agar 
rekomendasi Ombudsman pada akhirnya dilaksanakan oleh Terlapor. ―215 
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Istilah rekomendasi Ombudsman yang berlaku di negara lain juga tidak diikuti 
kata‖wajib‖ sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, namun hal 
tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk melaksanakan rekomendasi. Hal ini 
terangkum dari pendapat Bapak Nurkholis Fahmi berikut ini: 
― Di negara-negara lain di seluruh dunia yang memiliki lembaga pengawasan 
Ombudsman, juga tidak mengartikan Rekomendasi Ombudsman ― sebagai suatu hal 
yang wajib dilaksanakan‖, namun karena masyarakat di banyak negara sudah 
mengakui sebagai ―masyarakat beradab‖ sehingga budaya malu demikian kental. 
Hanya dengan ―saran‖ saja sebagai arti dari rekomendasi, mereka dengan sendirinya 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman, walaupun tanpa kata ―wajib‖ dalam 
undang-undang sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia.
216
 
 
Perbedaan cara pandang antara Ombudsman dengan Terlapor dan Atasan 
Terlapor tentang makna rekomendasi ini menimbulkan legal gap
217
 yang berdampak pada 
rekomendasi Ombudsman yang belum seluruhnya dilaksanakan, dengan mengingat dari 
data yang ada baru sekitar 50% dari rekomendasi Ombudsman yang dilaksanakan. 
B. Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman: antara Penegakan Hukum dan 
Perlindungan Kredibilitas Pejabat 
Adanya pandangan bahwa jika sebuah instansi memperoleh rekomendasi dari 
Ombudsman, berarti instansi tersebut telah melakukan kesalahan. Hal ini dipandang 
sebagai ―aib‖ yang harus ditutup, sehingga jika instansi tersebut menjalankan isi 
rekomendasi Ombudsman sama artinya bahwa instansi tersebut telah membuka ―aib‖ 
tersebut dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat akan 
mengetahuinya. Apalagi jika birokrat sudah merasa melaksanakan tugas pelayanan publik 
itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara rekomendasi Ombudsman belum 
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dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan suatu tindakan, dan para pejabat akan lebih 
tunduk dan patuh jika hal tersebut memang diperintah oleh atasan. Hal ini sebagaimana 
disampaikan Bapak Idam Laksana, bahwa: 
―Mengingat hal ini sudah barang tentu akan berkait dengan berbagai  permasalahan 
lain, misalnya tentang pertanggunganjawaban keuangan. ―218 
 
Masalah ego sektoral juga menjadi salah satu sebab kurang diindahkannya 
rekomendasi Ombudsman oleh Terlapor dan Atasan Terlapor, sebagaimana disampaikan 
oleh Bapak Jaka Susila Wahyuana, bahwa: 
Melaksanakan rekomendasi berarti juga membuka ―aib‖ ini memang tidak lepas dari 
masalah kredibilitas, karena memang pemahaman seperti itu masih banyak terjadi di 
kalangan birokrat, apalagi kalau sudah menyangkut masalah ego sektoral, dengan 
adanya usaha untuk memenuhi kepentingan politik. Untuk itu, maka masyarakat juga 
perlu mendapat edukasi berkait dengan pelaksanan rekomendasi Ombudsman, supaya 
bisa ikut serta mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.
219
 
 
Padahal, sebenarnya jika sebuah intitusi mau menerima kritik, saran dan masukan 
yang bersifat membangun, akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014. Namun tidaklah mudah hal tersebut ketika harus diterapkan di lapangan. Hal 
ini sesuai pendapat Bapak Sabarudin Hulu, bahwa: 
―Tidak sedikit birokrat yang memandang bahwa rekomendasi Ombudsman itu adalah 
sebuah ―sanksi‖ padahal sebenarnya rekomendasi itu adalah merupakan sebuah upaya 
menyadarkan birokrat agar memberikan pelayanan publik yang baik yang merupakan 
hak masyarakat. 
220
 
 
Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15,16 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara dan 
pelaksana pelayanan publik mempunyai kewajiban. Sebagaimana diuraikan dalam 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa yang dimaksud 
penyelenggara pelayanan publik adalah ―setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 
lembaga  independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang   untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik.‖ Sementara yang dimaksud dengan pelaksana pelayanan public  adalah 
― pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 
penyelenggara yang bertugas  melaksanakan tindakan  atau  serangkaian tindakan 
pelayanan publik.‖ 
Adapun kewajiban penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik adalah 
sebagaimana diuraikan berikut ini: 
- Pasal 15 : 
Penyelenggara berkewajiban: 
a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 
b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; 
c. menempatkan pelaksana yang kompeten; 
d. menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang 
mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 
e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pelayanan publik; 
f. melaksanakan pelayanan  sesuai dengan standar pelayanan; 
g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 
h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; 
i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; 
j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan 
publik; 
k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila 
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan 
l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan 
perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari 
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 
- Pasal 16 : 
Pelaksana berkewajiban: 
a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh 
penyelenggara; 
185 
 
b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan 
hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi 
pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
d. memberikan pertangungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan 
tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada 
penyelenggara secara berkala. 
 
Kedua pasal tersebut pada prinsipnya memberikan dasar bagi birokrat dalam 
melaksanakan tugasnya selaku pelayan publik yang baik. 
Pelayanan publik yang menjadi obyek pengawasan Ombudsman, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang 
meliputi baik pelayanan barang publik , pelayanan jasa publik maupun pelayanan 
administratif, yang dilaksanakan oleh  penyelenggara layanan publik, sekalipun tidak 
semuanya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, namun karena dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia termasuk pula 
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
APBN/APBD, maka bagi penyelenggara layanan publik secara keseluruhan dapat 
diberlakukan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu 
sebagai pelayan publik.  
Motivasi bagi para pejabat di setiap institusi untuk meningkatkan kinerja dalam 
memberikan layanan yang baik bagi masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan. 
Sebab, motivasi menurut Anoraga sebagaimana dikutip oleh M. Syamsul Ma‘arif dan 
Hendri Tanjung, merupakan tekanan fungsional, yaitu tekanan yang menimbulkan energi 
pada diri seseorang untuk bertindak. 
221
Adanya motivasi untuk memperbaiki layanan 
publik, demi mewujudkan good governance, penyelenggara layanan publik yang 
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mendapat rekomendasi Ombudsman atas dasar laporan adanya maladminstrasi, tidak 
merasa malu lagi melaksanakannya. Sekalipun hal tersebut juga tidak dapat terjadi 
dengan sendirinya, namun melalui sebuah proses, karena menurut Robin dan De Cenzo 
sebagaimana dikutip oleh M. Syamsul Ma‘arif dan Hendri Tanjung, motivasi pada diri 
seseorang terbentuk melalui serangkaian proses psikologis yang tidak tampak maupun 
proses fisik. 
222
 
Berkait dengan rekomendasi Ombudsman, terdapat pandangan di mana tidak serta 
merta birokrat akan melaksanakan rekomendasi jika tidak ada perintah dari atasan. Hal ini 
karena sikap kehati-hatian dari birokrat, sehingga lebih menunggu perintah dari atasan. 
Demikian juga, ―masih kurang kuatnya sebuah rekomendasi dipakai sebagai dasar 
membuat suatu peraturan atau keputusan, artinya tidak sekuat undang-undang.‖223 
C. Ringannya Sanksi bagi Terlapor  yang Tidak Melaksanakan Rekomendasi 
Ombudsman 
Pengenaan sanksi administratif yang dipandang sangat ringan bahkan sering kali 
tidak ada sanksi yang dijatuhkan manakala instansi yang mendapat rekomendasi 
Ombudsman  tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Seperti dalam kasus pendirian 
gereja Yasmin Kota Bogor. Conflict of interest seringkali merupakan penyebabnya, 
sehingga ketika Ombudsman bermaksud mengundang para pejabat yang berkompeten, 
seringkali kehadirannya tidak lengkap, atau hanya mengirim staf yang sebenarnya tidak 
terlalu faham dengan masalah dan bukan pengambil kebijakan. Inilah yang seringkali  
menyulitkan Ombudsman yang berakibat rekomendasi tidak mendapat perhatian bahkan 
cenderung diabaikan. Berkait kasus pendirian gereja Yasmin Kota Bogor, rekomendasi 
Ombudsman No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2010, tanggal 7 Juli 2010, berisi agar  
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Gubernur Jawa Barat mengambil langkah-langkah konkrit meminta dengan segera agar 
Walikota Bogor melaksanakan putusan PK MA No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 
Desember 2010 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hingga saat ini, bahkan 
walikota telah berganti, rekomendasi Ombudsman belum dilaksanakan.   
Ombudsman dalam upaya mengajak agar Walikota Bogor melaksanakan 
rekomendasi tersebut, adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang - Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan 
bahwa: 
 
Ayat (1) : ― Terlapor  dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi 
Ombudsman.‖ 
Ayat (2) : ― Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman 
tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil 
pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya Rekomendasi.‖ 
Ayat  (3) :  ― Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan 
melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.‖ 
Ayat (4) : ― Dalam hal Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan 
Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan 
yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan 
atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan 
laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.‖ 
 
Berpedoman Pasal 38 tersebut bahwa monitoring terhadap rekomendasi 
Ombudsman ada timeline-nya yaitu selama 60 (enampuluh) hari, maka atas dasar 
kewenangan yang ada Ombudsman telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden. 
Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Bab 
XII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat 
meliputi: 
1. Sanksi administratif ringan berupa teguran lisan; teguran tertulis; atau penundaan 
kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. 
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2. Sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; 
pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau pemberhentian 
sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. 
3. Sanksi administratif berat, dapat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh 
hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-
hak keuangan dan fasilitas lainnya; pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau 
pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta 
dipublikasikan di media massa. 
Adapun pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi administratif sesuai 
ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dilakukan oleh 
Atasan Pejabat yang bersangkutan, Kepala Daerah, Menteri/Pimpinan lembaga di 
lingkungannya bahkan dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan oleh Presiden.  
Ringannya sanksi bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman bisa juga disebabkan karena faktor politik yang berkembang 
dalam kehidupan bernegara. Hal ini juga menumbuhkan budaya ewuh pakewuh dalam 
rangka melaksanakan rekomendasi Ombudsman terutama yang berupa penjatuhan sanksi. 
Bahkan, ―sekalipun pejabat yang bersangkutan mengakui ketepatan rekomendasi 
Ombudsman, namun pelaksanaannya dilakukan menunggu ―saat yang tepat‖. 
Berdasarkan alasan tersebut, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman bisa memakan waktu 
yang cukup lama dari waktu yang sudah ditentukan.‖224 Sanksi akibat tidak menjalankan 
rekomendasi Ombudsman menjadi hal yang kurang tepat mengingat bahwa rekomendasi 
itu merupakan sebuah saran, dan saran itu pada dasarnya tidak mengikat. ―Maka pada saat 
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rekomendasi tidak dilaksanakan dan berimbas dikenakannya sanksi menjadi hal yang 
aneh. Hal ini berbeda jika bawahan tidak menjalankan perintah atasan, maka penjatuhan 
sanksi menjadi relevan.‖225 Ini menunjukkan bahwa kedudukan rekomendasi 
Ombudsman adalah di bawah perintah atasan dalam suatu birokrasi. Hal ini semakin 
menyudutkan bagi posisi rekomendasi Ombudsman, karena di samping hanya ada sanksi 
adminisratif, pejabat selaku Terlapor juga lebih mendengar perintah atasan, yang  jika 
tidak ada perintah untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman maka rekomendasi itu 
tidak akan dijalankan. Di sisi lain, mengingat sekali lagi, bahwa di negara manapun 
rekomendasi Ombudsman itu sebatas saran, walaupun di Indonesia secara tegas 
diungkapkan sebagai hal yang wajib untuk dilaksanakan, ini semua perlu dikembalikan 
kepada komitmen dari Presiden selaku pimpinan pemerintahan tertinggi dan DPR selaku 
wakil rakyat, mengingat pengaruh politik sangat kuat dalam hal ini. 
D. Kurangnya Pemahaman tentang Ombudsman oleh Masyarakat 
Sekalipun jumlah laporan pengaduan masyarakat berkait dengan adanya 
maladministrasi secara kuantitas dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan, 
ternyata hal ini tidak dapat diartikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia telah 
mengetahui keberadaan Ombudsman beserta kewenangannya. Hal ini berakibat bahwa 
masyarakat belum bisa ikut berpartisipasi mengawasi hasil keputusan Ombudsman, 
khususnya terhadap pelaksanaan rekomendasi. Ketidakfahaman masyarakat antara lain: 
a. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa belum semua warga masyarakat termasuk para 
administrator, yang memahami kinerja dari Ombudsman, termasuk tindak lanjut atas 
penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Bahkan tragisnya lagi, Terlapor tidak 
merasa risi ataupun sungkan dengan telah melanggar ketentuan undang-undang 
tersebut. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa rekomendasi Ombudsman itu 
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sekedar saran biasa, yang jika dilaksanakan maupun tidak, maka tidak ada sanksinya. 
Sementara di sisi lain, masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui 
adanya Ombudsman yang berwenang mengawasi kinerja pemerintah terhadap 
pelayanan publik yaitu jika terjadi maladministrasi. Hal ini membawa akibat, 
masyarakat yang dirugikan akibat maladministrasi bersikap diam, menerima, karena 
tidak tahu harus melapor ke mana. 
b. Sebagian masyarakat yang mengetahui tentang lembaga Ombudsman, ternyata belum 
memahami sepenuhnya. Mereka tidak mengetahui tentang hasil yang dikeluarkan oleh 
Ombudsman secara detail. Bahkan pihak Pelapor pun masih ada yang belum faham, 
seperti yang disampaikan oleh Bapak Andi Rahmanto, S.P. S.Pd.M.M.A selaku 
koordinator kasus STKIP ―Catur Sakti‖, sebagai Pelapor atas tidak dilaksanakannya 
Rekomendasi Ombudsman 0004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012 Tanggal 
19 April 2012 tentang permasalahan terkait dengan Lulusan STKIP ―Catur Sakti‖ 
Bantul Periode Tahun 2002-2007, di mana  pada akhirnya kasus tersebut diajukan ke 
PTUN. Pelapor sempat kaget ketika mengetahui bahwa rekomendasi yang 
dikeluarkan oleh Ombudsman atas kasus yang dilaporkannya tersebut tidak 
dilaksanakan sebagaimana mestinya, ―tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan 
seperti halnya ketika sebuah masalah diajukan ke pada Pengadilan. ―226 Bahkan tidak 
sedikit masyarakat umum bahkan birokrat yang menganggap Ombudsman merupakan 
bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Hingga ketika Ombudsman mendatangi 
Terlapor, seringkali awalnya mendapat penerimaan yang kurang menyenangkan, baru 
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setelah dijelaskan bahwa keberadaan Ombudsman adalah karena amanah undang-
undang, baru mereka mempersilakan. 
227
 
c. Masih ada pemahaman dari masyarakat, bahwa rekomendasi Ombudsman itu adalah 
setiap output yang dikeluarkan oleh Ombudsman atas laporan masyarakat. Di 
kalangan birokrat juga masih ditemui anggapan bahwa semua output dari 
Ombudsman adalah rekomendasi. 
228
Padahal tidak setiap output Ombudsman adalah 
berupa rekomendasi, tapi dapat kesepakatan yang melalui proses mediasi atau 
konsiliasi, atau putusan yang melalui proses adjudikasi khusus. Namun justru 
penyelesaian lebih banyak berakhir pada tataran klarifikasi.  
Berbeda dengan output yang lain yang dapat dikeluarkan oleh Ombudsman 
Perwakilan, maka khusus ―rekomendasi Ombudsman kewenangan mengeluarkannya ada 
pada Anggota Ombudsman yang berkedudukan di Jakarta, sehingga ini memerlukan 
waktu yang cukup panjang, bisa memakan waktu 3 (tiga) bulan hingga lebih dari 1 (satu) 
tahun.‖229 Ombudsman dengan mempertimbangkan akibat hukum dari rekomendasi 
sebagaimana didasarkan pada ketentuan undang-undang bahwa rekomendasi wajib 
dilaksanakan dengan ancaman sanksi administrastif bagi yang melalaikannya, maka 
Ombudsman sangat hati-hati ketika akan mengeluarkan rekomendasi, dan tidak setiap 
pengaduan, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi.  
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Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY bahkan telah membuat 
terobosan baru berupa saran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Budhi 
Masthuri, bahwa:  
―Saran  yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pengaduan maladministrasi  tidak 
membutuhkan persetujuan dari seluruh anggota Ombudsman, namun Kantor 
Perwakilan akan memberitahukan adanya saran tersebut kepada anggota Ombudsman 
Republik Indonesia. ―230 
 
Biasanya ―saran akan dikeluarkan setelah dilakukan klarifikasi pertama dan kedua 
namun belum ada titik temu.‖231 Hal ini dimaksudkan agar segera dapat terwujud 
penyelesaian atas laporan maladministrasi. 
Ada saatnya Ombudsman atas suatu laporan akan memberikan saran ataupun 
rekomendasi. Perbedaan atas keduanya, bahwa saran tujuannya adalah untuk 
mengevaluasi terhadap sebuah peraturan, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan 
undang-undang atau belum, dan ini biasanya dilakukan atas inisiatif Ombudsman sendiri. 
Sedangkan rekomendasi, adalah berdasarkan adanya laporan pengaduan masyarakat atas 
sebuah layanan publik yang di dalamnya terdapat maladministrasi. 
E. Dampak Model Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman berdasar Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 bagi Pemerintah dan Masyarakat 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberi kewenangan kepada 
Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut hanya 
bersifat persuasif, sehingga ketika terjadi rekomendasi tidak dilaksanakan, Ombudsman 
hanya berwenang untuk mengingatkan tanpa bisa memaksa, sekalipun undang-undang 
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telah menyatakan wajib. Kondisi yang demikian akan berdampak kepada kewibawaan 
Ombudsman sebagai sebuah lembaga yang dibangun atas dasar undang-undang dan 
menjalankan tugas yang merupakan amanah undang-undang. Ombudsman hanya berharap 
adanya kesadaran dari Terlapor dan Atasan Terlapor untuk melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman.  
Di sisi lain, adanya kewenangan Ombudsman untuk melaporkan atas tidak 
dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman kepada Presiden, DPR dan 
mempublikasiknnya melalui mass media, tidak akan banyak berarti jika Presiden, DPR 
tidak secara aktif mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut. Bahkan tidak menutup 
kemungkinan, bahwa pemberitaan di media massa juga akan diabaikan.  
Selanjutnya, dampak model pelaksanan rekomendasi Ombudsman berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, bagi masyarakat, baik masyarakat umum maupun 
masyarakat selaku Pelapor,  kurang memberi rasa keadilan. Hal ini disebabkan bahwa, 
dengan model tersebut, di mana tidak ada lembaga yang dapat memaksa berlakunya 
rekomendasi tersebut, maka tidak ada jaminan bahwa setiap rekomendasi Ombudsman 
akan dilaksanakan. Padahal, penyelesaian laporan pengaduan masyarakat berkait dengan 
maladministrasi, dituangkan dalam rekomendasi, jika tahapan penyelesaian sebelumnya 
tidak membawa hasil.  
Kesemuanya itu pada akhirnya akan bermuara pada tidak semua rekomendasi 
Ombudsman itu dilaksanakan.  
Sebagaimana disadari bahwa dalam kenyataannya masih ada rekomendasi 
Ombudsman yang  belum dilaksanakan, sesuai data yang diperoleh bahwa dalam kurun 
waktu tahun 2011 hingga tahun 2014 Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan 
63 (enam puluh tiga) rekomendasi, yang belum semuanya dilaksanakan.  
194 
 
Hal ini sudah barang tentu menimbulkan dampak baik bagi masyarakat sebagai 
Pelapor maupun pada negara yang telah memerintahkan Ombudsman sebagai lembaga 
yang bertugas mengawasi kinerja administrator di bidang pelayanan publik.  
Dampak dari rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan akan dikaji 
berdasarkan teori Keadilan dari John Rawls , di mana pada prinsipnya ada 2 (dua) hal 
berkait keadilan, yaitu  1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang 
paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; 2) ketimpangan sosial dan 
ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan 
semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Di sini terdapat 
2 (dua) frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni ―keuntungan semua orang‖ dan ―sama-
sama terbuka bagi semua orang.‖ 232 Untuk itu , maka pelaksanaan rekomendasi bagi 
Terlapor dan Atasan Terlapor hendaknya tidak ada pengecualian, sama halnya ketika 
warga masyarakat harus mentaati persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui 
kebijakannya. Jika masyarakat tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka 
pelayanan publik yang diharapkan tidak akan diperoleh. Maka seharusnya demikian pula, 
jika pejabat publik yang menerima rekomemendasi sudah seharusnya melaksanakan.  
Sebagaimana ditegaskan dalam asas Hukum Administrasi Negara, terutama asas 
non diskriminatif,
233
 yaitu bahwa adanya kesamaan hak bagi setiap penduduk negara, 
maka pada dasarnya ketentuan ini juga berlaku bagi pejabat yang menjalankan tugas 
pemerintahan. Dalam arti lain, bahwa pengertian penduduk di sini harus diartikan secara 
luas. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tidak lain adalah karena 
adanya persetujuan dari DPR yang merupakan wakil rakyat, maka ketika DPR sudah 
                                                          
232
John Rawls, Op. Cit, hlm. 72. 
233
Bahsan Mustafa, Op. Cit., hlm. 55. 
195 
 
menyetujui berarti seluruh rakyat Indonesia juga sudah setuju. Konsekuensi yang harus 
dipenuhi adalah mentaati undang-undang tersebut. 
Keadilan menjadi hak asasi setiap manusia dan dalam hal ini memperoleh 
pelayanan publik yang baik adalah hak setiap warga negara. Untuk itu, jika rekomendasi 
Ombudsman yang dimaksudkan agar pejabat publik memberikan pelayanan yang baik 
tidak dilaksanakan sudah pasti memberikan dampak bagi masyarakat dan juga bagi negara 
(pemerintah, Ombudsman). 
1. Dampak bagi masyarakat 
Sebagaimana dikemukakan Soewoto Mulyosudarmo, bahwa kewenangan 
lembaga Ombudsman dalam konfigurasi  politik yang baru itu sangat positif. 
Dikatakan, fungsi pokok lembaga Ombudsman adalah menampung 
keluhan  masyarakat ketika mereka tidak puas terhadap pelayanan administrasi,  baik 
administasi pemerintahan ataupun peradilan. Oleh karena itu,  hadirnya lembaga ini 
diharapkan dapat mengatasi proses penegakan hukum yang macet selama ini. "Ini 
(lembaga Ombudsman) telah menumbuhkan harapan baru dan harus dilihat secara 
positif.‖ 234 Untuk itu, sudah barang tentu, ada dampak atas tidak dilaksanakan 
rekomendasi Ombudsman. Dampak yang paling nyata terlihat adalah adanya 
kekecewaan masyarakat. Pada akhirnya ini menimbulkan rasa tidak suka dengan 
pemerintah dan bahkan hilang kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal ini 
merupakan kondisi yang sangat menakutkan jika benar-benar terjadi.  Apalagi kalau 
dikaitkan dengan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, bahwa Aparatur Sipil Negara di dalam menjalankan tugasnya 
harus mempunyai komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan 
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publik, untuk memberikan layanan yang baik. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 
4 huruf j, bahwa pemberian layanan publik yang menjadi tugasnya tersebut harus 
diberikan secara jujur, cepat, tepat dan akurat, sehingga tujuan yang diharapkan akan 
terpenuhi. Satu hal lagi yang juga harus dipenuhi, bahwa dalam memberikan layanan 
publik harus secara santun. 
Dengan mendasarkan teori John Rawls tersebut di atas, maka walaupun merasa 
bahwa rekomendasi Ombudsman kurang sesuai dengan keinginan Terlapor dan Atasan 
Terlapor, hal tersebut harus dilaksanakan. 
Permasalahan di sini adalah berkait ketika rekomendasi Ombudsman tidak 
dilaksanakan, berakibat kerugian pada masyarakat. Beberapa contoh kasus peneliti 
sampaikan, antara lain: 
a. Rekomendasi Ombudsman No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2010, tanggal 7 
Juli 2010, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat agar: 
Mengambil langkah-langkah konkrit meminta dengan segera agar Walikota Bogor 
melaksanakan putusan PK MA No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
―Hingga saat ini, bahkan walikota telah berganti, rekomendasi Ombudsman belum 
dilaksanakan, hingga menimbulkan kegelisahan masyarakat, di mana ini telah 
menjadi isu nasional dan masyarakat mempercayakan Ombudsman untuk 
melakukan tindak lanjut. Untuk itu selanjutnya Ombudsman mengundang 
beberapa pihak terkait untuk penyelesaian kasus tersebut, antara lain dengan 
mengundang Walikota Bogor, Mendagri, Menkopolhukam, Menag, namun yang 
datang hanya Walikota Bogor dan para Dirjend.
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Dalam pertemuan tersebut disepakati alternatif solusi penyelesaian kasus  yaitu : 
1) Gereja Yasmin tetap didirikan di lokasi tersebut namun di sebelahnya dibangun 
sebuah masjid. 
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Wawancara dengan Bapak Nugroho Andriyanto SH selaku asisten Ombudsman pada tanggal 5 Februari 2015 
pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Kuningan, Jakarta Selatan. Hal ini 
menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah selaku Terlapor untuk memberikan layanan publik yang 
baik. 
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2) Gereja Yasmin dibangun di lokasi lain. 
b. Rekomendasi Ombudsman No. 003/REK/0899.2009/BS.03/III/2012 Tanggal 2 April 
2012, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia dan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, agar : 
1) Rektor Universitas Sam Ratulangi melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Manado No. 27/G.TUN/2006/PTUN/MDO jo 43/B.TUN/2007/PT/TUN. 
MKS. 
2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menjatuhkan sanksi sebagaimana 
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil kepada Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H, M.H karena tidak taat 
hukum dengan sengaja tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Manado No. 27/GTUN/2006/PTUN.MDO jo 43/B.TUN/2007/PT/TUN.  
MKS. 
Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan hingga menimbulkan kemarahan 
masyarakat, yang pada akhirnya setelah terjadi demo oleh mahasiswa, karyawan dan 
alumni, Rektor diberhentikan berdasar Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia No. 87/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 4 Maret 2014.  
c. Rekomendasi Ombudsman No. 0004/REK/0106.2010-0053.2011/BS.05/IV/2012 
Tanggal 19 April 2012 yang ditujukan kepada 1) Koordinator Kopertis Wilayah V 
DIY, 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara, 3) Bupati Magelang, berkait dengan 
ijazah Lulusan STKIP Catur Sakti Bantul. Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, 
terkait dengan Permasalahan Lulusan STKIP ―Catur Sakti‖ Bantul Periode Tahun 
2002-2007, di mana  pada akhirnya kasus tersebut diajukan ke PTUN. Dalam hal ini 
yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan karena tidak 
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dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, namun berkait dengan keputusan yang 
menyatakan tidak berlakunya ijazah Lulusan STKIP ―Catur Sakti‖ Bantul.  
d. Rekomendasi Ombudsman No. 009/REK/0084.2012/PBP.02/VI/2013 Tanggal 19 
Juli 2013 yang ditujukan kepada Walikota Semarang, agar mengambil langkah tegas 
untuk melakukan pembongkaran tower BTS milik PT. Linggajati Al Manshurin 
yang dibangun tanpa izin dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah 
menerima Rekomendasi, memberitahukan jajaran terkait (Satpol PP) untuk 
memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembongkaran tower, 
mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap kepala Satpol PP Kota Semarang 
Sdr. Gurun Risyadmoko, S.H, S.E, M.M yang melakukan maladministrasi sesuai 
peraturan perundang-undangan. Rekomendasi ini tidak dilaksanakan karena warga 
menerima, dan sekarang sudah terbit izin dari Pemerintah Kota Semarang. Di 
samping itu, ―Pelapor juga menghilang, sehingga alasan untuk melaksanakan 
rekomendasi juga menjadi tidak dapat diterima, karena pihak yang berkepentingan 
saja tidak dapat dijumpai.‖236 
e. Rekomendasi Ombudsman No. 0017/REK/0060.2011/BS.05/X/2012 Tanggal 25 
Oktober 2012 yang ditujukan kepada Rektor UGM berkait dengan pemberlakuan 
Kartu Identitas Kendaraan Bermotor (KIK) di kawasan kampus UGM. Ada 4 
(empat) point rekomendasi yang diberikan, di mana 3 (tiga) point dilaksanakan dan 
point yang ke-empat tidak dilaksanakan. Adapun UGM telah memberikan tanggapan 
atas rekomendasi Ombudsman pada tanggal 20 Desember 2012 dengan Nomor 
7764/P/Set-Eksekutif/2012, perihal Tanggapan Rekomendasi, yang ditujukan kepada 
Ombudsman Republik Indonesia, terkait tidak dilaksanakannya rekomendasi 
Ombudsman untuk menyetorkan ke Rekening Kas Negara Bendahara Umum Negara 
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Wawancara dengan Bapak Agus,SH asisten Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah pada hari  Rabu tanggal 25 
Februari 2015 pukul 10.50 di Kantor Perwakilan ORI Jateng, Semarang.  
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c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia (rekomendasi point. 4), tanggapan UGM 
adalah sebagai berikut: 
―Berdasarkan PP Nomor 153 Tahun 2000 bahwa UGM sebagai PT BHMN dan 
PP Nomor 66 Tahun 2010, maka pola pengelolaan keuangan UGM berdasarkan 
PK BLU. Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK BLU, maka penerimaan 
dana masyarakat UGM diperlakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang tidak perlu disetor ke kas Negara dan dapat langsung dipergunakan. Dana 
disinsentif merupakan PNBP sehingga UGM tdak mempunyai kewajiban untuk 
menyetorkan ke kas Negara. Dana disinsentif dikumpulkan oleh Direktorat 
pengelolaan dan Pemeliharaan asset kemudian disetorkan ke rekening 
Bendahara penerima Universitas atas nama UGM.‖ 
 
Adapun alasan yang disampaikan oleh UGM sangat rasional dan ilmiah, sehingga 
bisa diterima oleh Ombudsmanan dan tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat. 
Berkait dengan tidak dilaksanakan rekomendasi Ombudsman, pihak Terlapor 
biasanya tidak memberikan alasan ataupun argumentasi yang jelas, sehingga dapat 
menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Seandainya alasan disampaikan kepada 
Ombudsman, pada akhirnya Ombudsman juga akan membantu menjelaskan kepada 
masyarakat, mengingat cara kerja Ombudsman berdasar Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berasaskan ―tidak 
memihak‖.  
Berkait dengan tidak dilaksanakan rekomedasi Ombudsman atas Rekomendasi 
Ombudsman No. 009/REK/0084.2012/PBP.02/VI/2013 Tanggal 19 Juli 2013 yang 
ditujukan kepada Walikota Semarang, karena pihak Pelapor menghilang, maka secara 
logika hal tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan. Hal ini perlu 
mendapat perhatian dan catatan bagi perubahan dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang 
berbunyi: 
―Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau 
hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat 
diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor 
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yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden.‖  
 
Artinya, sangat mungkin kasus hilangnya Pelapor juga akan terjadi pada beberapa 
laporan pengaduan yang masuk ke Ombudsman. Hal ini perlu mendapat pemikiran 
jalan keluarnya. 
Melihat dari beberapa rekomendasi yang tidak dilaksanakan maupun 
dilaksanakan sebagian, dampak yang timbul pada masyarakat adalah kekecewaan 
hingga menuju pada tindakan anarkhi. Namun sebenarnya hal tersebut dapat diredam 
dengan bantuan Ombudsman, jika saja Terlapor bersedia memberikan alasan yang logis  
berkait tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman yang berasal dari laporan 
masyarakat. Pada prinsipnya, Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal 
selalu berusaha menyelesaikan permasalahan secara win-win solution yang bisa 
diterima semua pihak. 
Berkait dengan dampak tidak dilaksanakannya  rekomendasi Ombudsman, 
peneliti dapat sampaikan 2 (dua) hal yaitu: 
a. Untuk kasus yang diketahui oleh masyarakat luas dan merupakan isu sektoral 
maupun nasional, ketika rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan menimbulkan 
ketidaknyamanan pada masyarakat, dan memungkinkan timbulnya tindakan yang 
mengarah pada anarkhis. 
b. Untuk kasus yang hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat, atau hanya pada 
suatu instansi tertentu saja, dampak yang timbul pada masyarakat tidak terlalu 
nampak, namun bukan berarti tidak ada. Hal ini disebabkan karena masih banyak 
masyarakat yang akhirnya hanya menerima keadaan tersebut karena kurangnya 
pemahaman masyarakat akan pelayanan publik yang baik sebagai hak warga negara, 
ketidaktahuan akan adanya Ombudsman sebagai lembaga pengaduan atas 
201 
 
maladministrasi, atau sekalipun tahu adanya Ombudsman tapi tidak faham tentang 
kewenanganya secara detail. 
Secara umum, apakah itu berkait dengan kasus yang masuk kategori issu besar 
atau hanya berkit dengan perseorngan, keduanya menyebabkan Pelapor dan masyarakat 
pada umumnya tidak dapat memperoreh haknya untuk menikmati pelayanan publik 
yang baik. 
2. Dampak bagi negara 
Tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman tanpa penjelasan yang rasional, 
bahkan tidak jarang pihak Terlapor tidak memberikan respon apapun atas rekomendasi 
Ombudsman, sudah barang tentu mengurangi kewibawaan negara. Atas hal tersebut, 
maka bisa dikatakan bahwa Ombudsman tidak dianggap keberadaannya. Hal ini 
disebabkan karena Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawasan 
eksternal khusus tentang pelayanan publik yang secara resmi dibentuk oleh negara yaitu 
dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2008, tapi outputnya yang berupa rekomendasi masih 
ada yang mengabaikan. 
Kondisi seperti ini bisa dikategorikan bahwa salah satu tugas pengawasan, yang 
dalam hal ini diamanahkan kepada Ombudsman, menjadi tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya. Jika hal ini berlanjut terus, maka Indonesia akan semakin jauh dari 
pencapaian good governance. Participation sebagai salah satu unsur good governance 
tidak sekedar diartikan hak bersuara dari masyarakat terhadap pengambilan keputusan 
oleh pemerintah, namun termasuk juga keikutsertaan masyarakat untuk mengawasi 
kinerja pemerintah. Inilah salah satu kewenangan Ombudsman yang seharusnya 
mendapat dukungan dari semua pihak. Di sini terlihat antara lembaga negara tidak satu 
kata dalam upaya menuju good governance.  
202 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
MODEL KOLABORASI, INTEGRASI, PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN 
REKOMENDASI OMBUDSMAN 
A.Pengaturan Rekomendasi Ombudsman  Menurut Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
Berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 
Ombudsman Nasional yang tidak mengatur secara tegas berkait dengan rekomendasi 
Ombudsman, dan ini membawa dampak bahwa banyak output Komisi Ombudsman 
Nasional yang dikategorikan sebagai rekomendasi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 telah mengatur berkait rekomendasi Ombudsman secara tegas. Pengaturan tentang 
rekomendasi Ombudsman ini tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 39, yang dapat 
diuraikan sebagai berikut. 
1. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Ayat (1) : ― Terlapor  dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi 
Ombudsman.‖ 
Ayat (2) : ― Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman 
tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil 
pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.‖ 
Ayat  (3) :  ― Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan 
melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan 
Rekomendasi.‖ 
Ayat (4) : ― Dalam hal Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan 
Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan 
alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
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mempublikasikan Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan 
Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden.‖ 
 
(b) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
―Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.‖ 
 
Berangkat dari ketentuan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia, secara terang bahwa rekomendasi Ombudsman 
tersebut wajib dilaksanakan oleh Terlapor dan Atasan Terlapor.  
Sebagai lembaga negara yang keberadannya didasarkan pada undang-undang, 
maka sudah sepantasnya keberadaan Ombudsman, melalui hasil keputusannya terutama 
rekomendasi, mendapat apresiasi dari masyarakat luas. Apalagi maksud dari dibentuknya 
lembaga ini adalah untuk mengawasi perilaku pemerintah dalam bidang pemberian 
pelayanan publik pada masyarakat.  
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, diberlakukan Peraturan Ombudsman Republik 
Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian 
Laporan. 
Berkait dengan rekomendasi Ombudsman, pengaturan terdapat pada Bab IV, 
Pasal 38 sampai Pasal 45, yaitu bahwa Ombudsman akan menyusun rekomendasi 
berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat sekurang-
kurangnya: 
1. Uraian singkat tentang laporan. 
2. Uraian tentang hasil pemeriksaan. 
3. Perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang 
dilanggar. 
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4. Unsur-unsur maladministrasi yang terbukti. 
5. Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan 
Terlapor dan/ atau atasan Terlapor. 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman setelah melalui pemeriksaan yang 
panjang hingga sampai pada tahap pembuatan rekomendasi. 
 
Selanjutnya diatur bahwa, untuk laporan biasa, rekomendasi langsung diputuskan 
oleh Ketua Ombudsman atau yang mewakilinya, sedangkan untuk laporan khusus, 
rekomendasi akan diputuskan dalam rapat anggota Ombudsman. Sebelum rekomendasi 
itu dibuat, terlebih dahulu dibuat draft. Berkait dengan draft rekomendasi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 41 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, ini akan dibedakan antara 
laporan biasa dengan laporan khusus, yaitu: 
Untuk laporan biasa, paling lambat 7 hari setelah menerima disposisi Ketua 
Ombudsman atau yang mewakilinya, Asisten Bidang Penanganan Keluhan sudah 
menyelesaikan draft rekomendasi dan menyampaikannya kepada Ketua Ombudsman atau 
yang mewakilinya. Sedangkan untuk laporan khusus paling lambat 14 hari setelah Asisten 
Bidang Penanganan Keluhan menerima disposisi dari Rapat Anggota, sudah harus 
menyelesaikan draft tersebut dan menyampaikannya kepada Ketua Ombudsman atau 
yang mewakilinya untuk dibahas dalam rapat anggota. 
Rapat anggota akan membahas konsep rekomendasi dan hasilnya ditandatangani 
oleh Ketua Ombudsman atau yang mewakilinya selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari 
kerja. 
Sekali lagi ditegaskan di sini, bahwa rekomendasi Ombudsman bukanlah satu-
satunya output Ombudsman dalam menangani laporan, demikian juga rekomendasi 
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Ombudsman bukan tujuan penyelesaian laporan pengaduan, namun rekomendasi 
Ombudsman adalah salah satu cara Ombudsman menyelesaikan laporan pengaduan 
masyarakat. Untuk itu, maka rekomendasi akan dikeluarkan setelah melewati beberapa 
tahapan. 
Rekomendasi Ombudsman dikeluarkan setelah suatu laporan melewati proses 
klarifikasi dengan mempertimbangkan prinsip persuasi. Prinsip persuasi merupakan 
prinsip andalan yang selalu dipegang oleh Ombudsman, karena pada prinsipnya 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman merupakan suatu ajakan untuk 
memberikan layanan publik yang baik, jadi bukan sebagai sanksi yang selama ini 
ditafsirkan oleh banyak orang. Hal ini mendasarkan bahwa sekalipun Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, khusunya di dalam 
Pasal 39 menyatakan adanya sanksi administratif, namun Ombudsman sendiri tidak ada 
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. 
Salah satu tahapan yang dapat dilewati dalam penyelesaian pengaduan 
masyarakat, adalah mediasi. Dalam hal mediasi telah dijalankan namun belum membawa 
hasil dalam rangka penyelesaian permasalahan maladministrasi yang dilaporkan 
masyarakat, demikian juga konsiliasi bukan pilihan mereka, maka rekomendasi 
Ombudsman dapat mulai disusun. Namun jika para pihak menghendaki dilakukannya 
konsiliasi setelah mediasi, maka rekomendasi Ombudsman disusun setelah tahap kosiliasi 
dilakukan dan tidak membawa hasil. Adapun format rekomendasi Ombudsman 
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 
002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, sekurang-
kurangnya memuat: 
1. Nomor dan tanggal rekomendasi. 
2. Identitas para pihak terkait. 
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3. Alasan serta perkembangan rekomendasi. 
4. Substansi rekomendasi. 
5. Tanda tangan Ketua Ombudsman atau yang mewakilinya. 
Rekomendasi Ombudsman sebagai bentuk output yang terakhir dari Ombudsman, 
yang membawa akibat hukum bahwa bagi yang menerima harus melaksanakannya, serta 
proses panjang yang harus dilalui hingga sangat mungkin terjadi penyelesaian tersebut  
menjadi berkurang kemanfaatannya bagi masyarakat, bukan berarti bahwa tugas 
Ombudsman berhenti sampai di sini. Hal ini karena, undang-undang telah mengatur 
adanya tugas memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut kepada Ombudsman dalam 
tenggang waktu selama 60 (enampuluh) hari sejak rekomendasi tersebut dikeluarkan 
secara persuasif. Jika setelah lewat tenggang waktu tersebut rekomendasi belum juga 
ditindaklanjuti, maka Ombusman akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada 
Atasan Terlapor. Selanjutnya, jika dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari Atasan Terlapor 
tidak menindaklnjuti rekomendasi tersebut, Ombudsman dapat menyampaikan laporan 
kepada DPR/DPRD dan Presiden/Kepala Daerah. Selanjutnya, Ombudsman dapat 
melakukan publikasi atas sikap Terlapor dan Atasannya yang tidak menindaklanjuti 
rekomendasi Ombudsman tersebut. 
Dalam hal Kepala Daerah mendapat rekomendasi Ombudsman dan tidak 
menjalankannya, maka sesuai Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, akan diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman 
bidang pemerintahan di Kementerian, dan untuk sementara tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.  
Sementara, berkait dengan sanksi administratif secara umum yang dapat 
dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan dapat meliputi: 
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1. Sanksi administratif ringan berupa teguran lisan; teguran tertulis; atau penundaan 
kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. 
2. Sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; 
pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau pemberhentian 
sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. 
3. Sanksi administratif berat, dapat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-
hak keuangan dan fasilitas lainnya; pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya; pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di medi massa; atau pemberhentian 
tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di 
media massa. 
Adapun pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi administratif sesuai 
ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dilakukan oleh 
Atasan Pejabat yang bersangkutan, Kepala Daerah, Menteri/Pimpinan lembaga di 
lingkungannya bahkan dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan oleh Presiden. Untuk 
adanya rasa keadilan, maka penjatuhan sanksi tersebut diatur dengan harus 
mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.  
Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia berharap bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
akan optimal, di mana tokok ukur berada pada ketentuan Pasal 38, 39 Undang-Undang 
Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Untuk itu, maka berbagai 
upaya untuk mendukung semakin optimalnya pelaksanaan rekomendasi, maka kerjasama 
melalui MoU dengan berbagai instansi menjadi sebuah pilihan di samping berbagai 
kegiatan untuk mensosialisasikan lembaga pengawasan eksternal ini.  
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Sebelum membahas MoU dilakukan dengan pihak mana saja, terlebih dahulu 
dismpaikan uraian berkait dengan perlunya MoU sebagai salah satu upaya untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang berlandaskan pada teori 
Bekerjanya Hukum dari Chambliss & Seidman. Bahwa pada dasarnya, penegakan hukum 
agar efektif sangat dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sosial. Berkait dengan 
model yang akan dibangun pelaksanaan rekomendasi Ombudsman ditaati oleh Terlapor  
dan Atasan Terlapor, berikut peneliti memvisualisasikan teori bekerjanya hukum dalam 
ragaan berikut: 
Ragaan. 8. 
Penerapan Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss & Seidman
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Di sini, terlihat bagaimana masyarakat dan lingkungan sosial akan sangat 
mempengaruhi persepsi dan pola pikir seseorang. Secara detail dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. DPR dan Presiden yang membuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia dengan mengingat Pasal 20 dan 21 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana DPR mempunyai hak untuk 
mengajukan rancangan undang-undang. 
2. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tersebut menghasilkan norma 
primair bagi Terlapor dan Atasan Terlapor berupa kewajiban melaksanakan 
rekomendasi dan adanya sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakannya. Dalam 
pelaksanaannya, Terlapor dan Atasan Terlapor mendapat pengaruh dari masyarakat 
lingkungan sosial sehingga melahirkan umpan balik  untuk diperhatikan oleh DPR dan 
Presiden, bahwa masih banyaknya anggapan dari Terlapor dan Atasan Terlapor bahwa 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman adalah sebatas saran biasa. Untuk itu 
maka rekomendasi Ombudsman menjadi sesuatu hal yang boleh dilaksanakan dan 
boleh juga untuk diabaikan. Di samping itu, masih adanya anggapan bahwa jika 
Terlapor dan Atasan Terlapor yang merupakan pejabat publik melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman merupakan suatu tindakan yang dapat menurunkan 
kredibilitas pejabat. Artinya pejabat yang bersangkutan telah salah dalam menjalankan 
tugasnya. Di sini terlihat masih kuatnya cara pandang bahwa setiap tindakan 
pemerintah adalah benar, pemerintah tidak pernah salah. Di samping juga masih belum 
berubahnya anggapan pada sebagian  pejabat yang menganggap pejabat bukan sebagai 
pelayan masyarakat, yang harus memberikan pelayanan yang baik, tapi lebih kepada 
anggapan bahwa pejabat bekerja untuk atasan. 
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3. Ombudsman Republik Indonesia yang mendapat amanah dari Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 khususnya Pasal 38 dan 39 berkait dengan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman oleh Terlapor dan Atasan Terlapor, masih terdapat. Hal ini memunculkan 
adanya umpan balik, bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman masih belum 
optimal, sebab masih ada rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan atau 
hanya dilaksanakan sebagian. Ini juga disebabkan karena adanya pengaruh masyarakat 
dan lingkungan sosial yang masih belum memahami sepenuhnya akibat hukum dari 
telah diaturnya masalah kewajiban melaksanakan rekomendasi Ombudsman dalam 
undang-undang, yang artinya itu merupakan kewajiban untuk dilaksanakan. 
4. Berdasar kondisi yang demikian, Ombudsman Republik Indonesia memberikan umpan 
balik kepada DPR dan Presiden sebagai norma sekundair sekaligus bahan pertimbangan 
untuk pembuatan sebuah undang-undang yang harus memperhatikan pemahaman 
masyarakat berkait dengan kewajiban Terlapor dan Atasan Terlapor untuk 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Dalam hal ini perlu memperhatikan konsep 
dan pemahaman rekomendasi yang ada dalam pikiran masyarakat (Terlapor dan Atasan 
Terlapor). 
5. Demi untuk optimalnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, maka diperlukan satu 
pemahaman diantara pembuat undang-undang (rule making institution), lembaga 
penegak hukum (rule sanctions), serta pemegang peran (role occupant).  
Realisasi dari visualisasi tersebut, peneliti menguraikan kerjasama yang dilakukan 
oleh Ombudsman, yang  terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok kerjasama 
dengan instansi dalam negeri dan instansi luar negeri. Berkait dengan instansi dalam 
negeri,  hingga bulan Desember 2011 telah terjalin kerjasama antara lain dengan: 1) 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2)Kementerian Dalam Negeri, 3)  
Kepolisian Republik Indonesia, 4) Badan Pertanahan Nasinal Republik Indonesia, 5) 
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Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 6) Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban, 7) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam, 8) Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. 
Pada kelompok ini, kerjasama yang dijalin menekankan kepada upaya untuk membangun 
sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan cepat, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan publik, penyelenggaraan klinik 
pengaduan masyarakat, peningkatan pengawasan atas pelayanan publik, pengembangan 
tekhnologi untuk mendukung pelayanan publik, kerjasama penyelesaian laporan antara 
Ombudsman dengan instansi terait. Pada kurun waktu yang sama, jalinan kerjasama 
antara Ombudsman dengan negara asing, meliputi : 1) Korea Selatan, 2) Timor Leste 
adalah berkait dengan kegiatan gabungan seperti seminar, workshop, investigasi dan 
penelitian gabungan, pertukaran informasi. 
Selanjutnya, dalam tahun 2012, kerjasama yang dilakukan oleh Ombudsman 
dengan instansi di dalam negeri meliputi kerjasama antara lain dengan : 1) Pemerintahan 
Kota Batam, 2) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 3) Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia membahas tentang kemudahan akses pelaporan dan percepatan 
penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Pada periode ini tidak terdapat kerjasama 
antara Ombudsman dengan pihak luar negeri. 
Periode tahun 2013, kembali Ombudsman melakukan kerjasama yang dituangkan 
dalam MoU dengan instansi dalam negeri, yaitu: 1) Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2) 
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 3) Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia, 4) 
Komisi Pemberantasan Korupsi, 5) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Senada dengan 
periode sebelumnya, bahwa kerjasama inipun berkait dengan upaya penataan sistem bagi 
percepatan pelayanan publik yang selama ini masih dirasa banyak terjadi penundaan. 
Demikian juga, penyelesaian pengaduan atas maladministrasi yang masih memakan 
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waktu lama, menjadi prioritas pembahasan dalam kerjasama dimaksud. Sementara itu, 
kerjasama dengan pihak luar negeri yang dilakukan, berupa perpanjangan kerjasama 
dengan Korea Selatan dan kerjasama dengan The National Ombudsman of The 
Netherland. Adapun kerjasama yang dilakukan adalah berkait dengan kerjasama di 
bidang penelitian, seminar, pelatihan berkait dengan pembangunan mental anggota 
Ombudsman.  
 
 
Selanjutnya, dalam tahun 2014, Ombudsman melakukan kerjasama dengan 
beberapa institusi dalam negeri, antara lain: 1) PT Jasa Rahardja (Persero), 2) Komisi 
Kepolisian Nasional, 3) LKBN Antara, 4) Universitas Muria Kudus, 5) Gubernur Jambi, 
6) 12 Kabupaten di Jambi, meliputi Kabupaten Bungo, Muara Jambi, Sungai Penuh, 
Batanghari, Kerinci, Sarolangun, Tanjung Duo, Tanjung, Kota jambi, Tebo, Merangin, 7) 
Universitas Bengkulu, 8) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Bengkulu, 9) 
Dewan Jaminan Sosial Nasional, 10) Universitas Syah Kuala Aceh, 11) Pemerintah 
Kabupaten Belitung Timur, 12) Universitas Sumatera Utara, 13) Universitas Islam Negeri 
Ar-Raniry Banda Aceh, 14) Universitas Nusa Cendana Kupang. Kerjasama pada periode 
ini, di mana banyak dilakukan dengan perguruan tinggi, adalah lebih menekankan kepada 
sosialisasi tentang lembaga Ombudsman di samping tentang Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  
Secara detail, ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara Ombudsman dengan 
instansi di dalam negeri maupun negara asing yang tertuang dalam MoU dapat dilihat 
pada daftar LAMPIRAN.2 tentang Matrik Kerjasama di Lingkungan Ombudsman 
Republik Indonesia Tahun 2011-2014.  
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Pada dasarnya MoU antara Ombudsman Republik Indonesia sebuah instansi masih 
sebatas untuk percepatan pelaksanaan akibat adanya pengaduan bukan berkait dengan 
optimalisasi pelaksanaan  rekomendasi Ombudsaman.  Seperti misalnya MoU yang 
dilakukan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia 
Nomor 28/ORI/IX/2014 dan Nomor B/31/IX/2014 tentang Penyelesaian Laporan dan 
Pengaduan Masyarakat tanggal 9 September 2014. Adapun maksud MoU ini adalah 
sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka penyelesaian Laporan Pengaduan 
Masyarakat, dengan tujuan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kerja sama antara 
para pihak dalam rangka penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Jelas terlihat 
di sini bahwa MoU tersebut belum menyentuh kepada esensi berkait dengan upaya 
Kepolisian Republik Indonesia dalam mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. 
Sekalipun demikian, sudah mulai nampak adanya perubahan ke arah upaya 
optimalisasi pelaksanaan rekomendasi meskipun baru pada MoU antara Ombudsman 
Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional yaitu Nomor 3/ORI-
MOU/VII/2011 dan Nomor 10/SKB/VII/2011 tentang Peningkatan Kapasitas 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan tanggal 25 Juli 2011 terdapat 
pasal berkait komitmen untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Ketentuan 
tersebut terdapat dalam Pasal 4, yaitu : ― Dalam hal Pihak Pertama menyampaikan 
rekomendasi terkait penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat di bidang 
pertanahan, maka pihak kedua menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.‖ 
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang disahkan tanggal 30 September 2014, dalam Pasal 351 
disebutkan bahwa: 
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(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada 
Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD. 
(2)  Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: 
a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar 
larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelayanan publik; dan 
a. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar 
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelayanan publik. 
(3) Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak 
lanjut    pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai 
tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. 
 
Sebagaimana di atur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan salah satu target bagi 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang harus dipenuhi, memang belum setiap 
penerima rekomendasi itu memberikan tanggapan. Berdasarkan data yang penulis 
peroleh selama penelitian, pada dasarnya hanya sebagian kecil dari penerima 
rekomendasi yang memberikantanggapan. Hal tersebut dapat terlihat pada Lampiran.3 
tentang Tanggapan atas Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Periode 2011-
2014.  
Adapun tanggapan yang diajukan oleh beberapa Terlapor dan/ atau Atasan 
Terlapor sebagai penerima rekomendasi Ombudsman yang dikirimkan kepada 
Ombudsman bersifat positif dalam menanggapai rekomendasi Ombudsman. Meskipun 
tidak secara keseluruhan bahwa tanggapan tersebut berupa pelaksanaan rekomendasi, 
namun paling tidak, Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor yang bersangkutan memberikan 
respon yang positif, berupa laporan pelaksanaan maupun penyampaian alasan ketika 
belum atau tidak dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Secara detail berkait 
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tanggapan atas rekomedasi Ombudsman dapat dibaca pada LAMPIRAN. 3 tentang 
Tanggapan Atas Rekomendasi ORI Periode 2011-2014.  
Data dalam LAMPIRAN.3 menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 38 ayat(2) 
sebagai salah satu target yang hendak dicapai dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 belum optimal, karena pada kenyataannya tanggapan atas rekomendasi 
Ombudsman yang masuk ke Ombudsman masih sangat sedikit jumlahnya. Kata ―wajib‖ 
yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) tersebut seharusnya dilaksanakan oleh setiap 
penerima rekomendasi, baik yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakan. 
Namun demikian, tetap harus diberikan apresiasi kepada Terlapor dan/ atau Atasan 
Terlapor yang telah memberikan tanggapan, dan data ini sebagai dasar untuk 
membangun model optimalisasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, yang tidak 
sekedar Ombudsman bersikap persuasif, namun perlu juga kerjasama dengan pihak 
yang berkompeten memaksa bagi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dan 
menjatuhkan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman.  Sehingga sifat low profile  Ombudsman tidak menyebabkan Ombudsman 
itu diremehkan yang berakibat rekomendasinya diabaikan. 
B. Keadilan Substantif  sebagai Tujuan Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 
Kepatuhan atas pelaksanaan rekomendasi Ombudsman  adalah merupakan 
harapan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, dengan tujuan akhir terwujudnya keadilan substantif. 
Pengertian keadilan substantif  sebagai keadilan   yang sesungguhnya hanyalah dapat 
terwujud manakala rakyat telah dapat merasakan adanya keadilan tersebut. Untuk dapat 
mewujudkannya, maka tidak dapat hanya sekedar mendasarkan kepada aturan hukum 
tertulis semata sebagaimana dikembangkan oleh kaum positivisme, namun harus lebih 
melihat kepada kondisi dari masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam hal penegakan 
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hukum yang paling pokok adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses pembudayaan 
hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat.
238
Apalagi jika kita  dalami secara 
historis, bahwa munculnya aliran positivisme itu adalah dari konsep hukum yang 
berkembang di negara barat khususnya di negara common law yang sudah barang tentu 
berbeda dari sudut budaya dengan bangsa Indonesia yang masih sangat erat 
keterikatannya dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Disampaikan oleh 
Twinning sebagaimana dikutip oleh Werner Menski,
239
 bahwa hukum erat berkait dengan 
soal-soal kehidupan sehari-hari dan bagaimana batas antara apa yang merupakan hukum 
dengan yang bukan sangat bias.  
Mengingat untuk adanya keadilan substantif, yang oleh Suteki disebut keadilan 
paripurna, 
240
 tidak bisa hanya didasarkan pada logika hukum semata namun juga 
berdasarkan pertimbangan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dalam 
penerapannya perlu adanya sebuah terobosan hukum melalui the non enforcement of 
law dalam rangka untuk menembus kebuntuan legalitas formal,
241
 yang mendasarkan 
kepada konsep hukum progresif sebagaimana ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo dengan 
adanya rule breaking. 
Faktanya, untuk mewujudkan keadilan substantif , Ombudsman juga telah 
menggunakan sistem fixed execution, yaitu eksekusi sebagaimana menurut Harahap dan 
dikutip oleh Nuryanto A. Dim bahwa  pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sarana 
pemaksa yang diatur dalam undang-undang, yaitu berupa publikasi di media massa, 
dengan harapan Terlapor dan Atasan Terlapor akan merasa ―terganggu‖ dengan 
pemberitaan tersebut dan akhirnya melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Adanya 
publikasi ini mirip dengan model eksekusi di Perancis yang mempublikasikan setiap 
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putusan Conseil D’etat dalam majalah parlemen Perancis. Jika diketahui bahwa ada 
pejabat yang tidak menghormati rekomendasi Ombudsman, maka dalam pemilu  
berikutnya bisa terjadi penyampaian mosi tidak percaya dari parlemen.
242
 
Melihat kondisi yang demikian, sekiranya perlu adanya pemikiran tambahan 
berkait dengan unsur substansi, struktur dan budaya hukum. Pemikiran tersebut 
berangkat dari pemahaman teori Bekerjanya Hukum yang disampaikan oleh Chambliss 
dan Seidman berkait adanya unsur 1) pembuat undang-undang (rule making 
institutions), 2) lembaga penegak hukum (rule sanction institutions), 3) pemegang 
peran (role occupant). 
Setelah dibuatnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia oleh DPR dan Presiden, sebagaiman diatur dalam Pasal 38 dan 39 
maka timbul Norma Primair berupa : 1) kewajiban melaksanakan rekomendasi bagi 
Terlapor dan Atasan Terlapor, 2) sanksi administratif bagi yang tidak melaksnakan 
rekomendasi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat rekomendasi yang 
tidak dilaksanakan, sehingga ini memunculkan umpan balik kepada pembuat undang-
undang, bahwa dalam masyarakat, khususnya Terlapor dan Atasan Terlapor, 
pemahaman bahwa: 1) Rekomendasi adalah saran biasa, sehingga tidak wajib untuk 
dilaksanakan. Artinya di sini terlihat bahwa tidak semua orang itu faham dengan makna 
yang ada dalam undang-undang. 2) Jika Terlapor dan Atasan Terlapor melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman sama artinya adanya pengakuan bahwa telah terjadi tindakan 
yang salah dan tidak profesional dari pejabat yang terkena rekomendasi tersebut. 
Keadaan yang seperti ini merupakan kesulitan teknis di lapangan bagi 
Ombudsman dalam rangka penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dibuatnya 
melalui proses yang cukup panjang, mengingat bahwa kewenangan mengeluarkan 
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rekomendasi ada pada anggota Ombudsman dan harus ditandatangai oleh Ketua 
Ombudsman. Untuk itu, maka pada tataran norma sekundair, yaitu saat Ombudsman 
harus mengeluarkan rekomendasi, agar penerima rekomendasi melaksanakan, maka 
perlu adanya pemberian perhatian yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang 
menyebabkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman.  
Atas kondisi yang demikian, perlu difahami bahwa pada dasarnya pelaksanaan 
rekomendasi itu adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, seperti dikatakan oleh 
Bertalanffy, adalah  terdiri dari beberapa elemen,
243
 artinya untuk dapat optimal maka 
harus mendapat dukungan dari berbagai unsur. Keseluruhan dari unsur tersebut, 
mendasarkan pendapat dari Tatang Amirin,
244
 bahwa : 
1. Setiap sistem mempunyai tujuan. Berkait dengan dikeluarkannya rekomendasi 
Ombudsman, adalah agar Terlapor dan Atasan Terlapor itu menjalankan tugasnya 
dalam rangka pelayanan publik  yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. 
Sehingga ketika timbul maladministrasi, Ombudsman memberikan rekomendasi, 
yaitu sebagai kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil 
investigasi Ombudsman dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan yang baik. 
2. Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungannya. 
Batas yang dimaksud di sini adalah bahwa tidak setiap laporan pengaduan 
masyarakat kepada Ombudsman itu akan diproses lebih lanjut, karena dalam hal ini 
harus memenuhi persyaratan yaitu bahwa laporan tersebut adalah berkait dengan 
maladministrasi dalam pelayanan publik. Demikian juga, atas laporan 
maladministrasi akan diberikan output berupa rekomendasi, namun bisa juga, 
bahkan yang paling banyak adalah penyelesaian pada tahapan klarifikasi. Jika pada 
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tahap ini sudah dapat selesai, maka laporan tersebut akan ditutup.  Namun jika dari 
beberapa tahapan output, seperti klarifikasi, pemanggilan, mediasi belum mampu 
menyelesaikan permasalahan, sementara laporan tersebut membutuhkan 
penyelesaian, maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi.  Mengingat 
bahwa adanya kewajiban bagi Terlapor dan Atasan Terlapor untuk melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman 
sangat hati-hati ketika akan mengeluarkan rekomendasi mengingat adanya sanksi 
administrasi yang dapat dikenakan pada Terlapor dan Atasan Terlapor yang tidak 
menjalankan rekomendasi tersebut. 
3. Batas sistem bersifat terbuka. Hal ini bermakna bahwa, sekalipun rekomendasi 
Ombudsman itu wajib dilaksanakan oleh Terlapor dan Atasan Terlapor, namun 
tidak menutup kemungkinan bahwa Terlapor dan Atasan Terlapor tidak 
melaksanakan rekomendasi tersebut dengan mengajukan alasan yang logis. Hal ini 
terlihat pada rekomendasi yang diberikan kepada UGM berkait kasus Rekomendasi 
Ombudsman No. 0017/REK/0060.2011/BS.05/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 
yang ditujukan kepada Rektor UGM berkait dengan pembelakuan Kartu Identitas 
Kendaraan Bermotor (KIK) di kawasan kampus UGM. Ada 4 (empat) point 
rekomendasi yang diberikan, di mana 3 (tiga) point dilaksanakan dan point yang ke-
empat tidak dilaksanakan. Adapun alasan yang disampaikan oleh UGM sangat 
rasional dan ilmiah, sehingga bisa diterima oleh Ombudsmanan. 
4. Sistem terdiri dari beberapa sub sistem/unsur. Sub sistem di sini adalah proses 
hingga dikeluarknnya rekomendasi Ombudsman, yang tidak serta merta dikeluarkan 
untuk menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat berkait maladministrasi. 
Mengingat bahwa rekomendasi itu sebuah kesimpulan dan membawa akibat hukum 
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karena sudah diatur dalam undang-undang, maka tahapan klarifikasi, pemanggilan, 
mediasi, investigasi harus dilewati terlebih dahulu. 
5. Sistem memiliki sifat holistik (utuh menyeluruh). Artinya bahwa ketika 
Ombudsman mengeluarkan rekomendasi, setelah melaui proses panjang yang saling 
berkait, terkandung pula maksud di dalamnya untuk pencapaian tujuan dari 
dikeluarkannya rekomendasi tersebut, yaitu peningkatn mutu penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan yang baik menuju terwujudnya good governance. 
6. Sistem berhubungan dan saling bergantung baik intern maupun ekstern. 
Hubungan terlihat dalam hal pembuatan rekomendasi, rancangan rekomendasi dapat 
diajukan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman yang ada di setiap Provinsi di seluruh 
wilayah Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan karena permasalahan banyak yang 
diajukan ke Kantor Perwakilan, sehingga merekalah yang lebih faham terhadap 
sebuah kasus. Selanjutnya rancangan tersebut diajukan ke Anggota Ombudsman 
yang berada di Jakarta untuk dianalisa dan pada akhirnya dikeluarkan rekomendasi. 
Tahapan selanjutnya, dalam rangka pengawasan pelaksanaan rekomendasi, Anggota 
Ombudsman akan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan, untuk melihat 
bagaimana pelaksanaan dari rekomendasi Ombudsman yang sudah dikeluarkan. 
7. Sistem melakukan proses transformasi. Keterkaitan dalam penyelesaian laporan 
pengaduan masyarakat, terlihat mulai dari penerimaan berkas laporan kepada 
Ombudsman. Di mana juga dari seleksi administrasi terlihat bahwa hal tersebut 
bukan kewenangan Ombudsman, maka Ombudsman akan menyampaikannya 
kepada Pelapor dan mengarahkan laporan tersebut untuk disampaikan kepada 
instansi yang berwenang. Artinya, Ombudsman tidak serta merta membiarkan 
kekeliruan dari Pelapor, namun memberikan arahan. Hal ini  adalah sesuai dengan 
tujuan dibentuknya Ombudsman yaitu untuk memberikan perlindungan bagi 
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masyarakat yang mendapat pelayanan publik yang buruk, sehingga ketika ada 
Pelapor yang memasukkan laporan dan bukan wewenang dari Ombudsman, maka 
diberi layanan yang baik, dengan menunjukkan instansi yang harus dituju. 
8. Sistem memiliki mekanisme kontrol dengan pemanfaatan umpan balik. 
Kontrol berkait pelaksanaan rekomendasi Ombudsman menjadi  tugas Ombudsman 
berkait dengan tugas monitoring yang harus dijalankan oleh Ombudsman. Di 
lapangan dalam kenyataannya masih ada rekomendasi yang tidak dilaksanakan, 
yang penyebabnya adalah pemahaman bahwa rekomendasi adalah saran biasa yang 
boleh tidak dilaksanakan. Di samping itu ketika sebuah instansi atau seorang pejabat 
melaksanakan rekomendasi berarti dia melakukan kesalahan dan tidak profesional 
dalam menjalankan tugasnya. Sementara, masyarakat yang seharusnya juga ikut 
mengontrol sikap pemerintah, dalam hal ini berkait dengan pelaksanaan 
rekomendasi, masih banyak yang belum mengenal Ombudsman. 
9. Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri. 
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia khususnya ketentuan Pasal 38 dan 39 yang mengatur kewajiban 
bagi Terlapor dan Atasan Terlapor untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman 
dan adanya sanksi administrasi bagi yang tidak melaksanakan, ini jelas bahwa 
Ombudsman mempunyai kekuatan dalam membangun dirinya. Hanya disayangkan 
bahwa ternyata tidak semua orang faham dengan makna yang ada pada undang-
undang, sehingga masih ada rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Maka 
Ombudsman perlu untuk menyesuaikan diri dengan pemahaman yang ada pada 
masyarakat, antara lain dengan perlu peningkatan sosialisasi tentang Ombudsman, 
tugas dan kewenangnnya. 
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Sebagai sebuah sistem, maka untuk menuju kepada sebuah kondisi yang optimal 
diperlukan kerjasama antara unsur-unsur yang terkait. Sebagaimana dalam Teori 
Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan Seidmman yang menerangkan adanya 3 (tiga) 
unsur, yaitu pembuat undang-undang  (rule making institutions), lembaga penegak hukum 
(rule sanction institutions), serta pemegang peran (role occupant), 
245
 maka pengaturan 
tentang rekomendasi Ombudsman berkait dengan norma primair, norma sekundair dan 
lingkungan yang mempengaruhinya. 
Norma primair ini adalah bentuk penjabaran dari norma sekundair yaitu perintah 
bagi Ombudsman untuk membuat rekomendasi bagi pejabat publik yang melakukan 
maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia membuat rekomendasi atas dasar 
adanya tuntutan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan dilakukannya 
maladministrasi oleh pejabat publik. Selanjutnya Ombudsman melakukan kegiatan 
penerapan sanksi kepada Terlapor / Atasan Terlapor. 
Aktivitas berkait pemberian rekomendasi oleh Ombudsman dan pelaksanaannya 
oleh Terlapor/Atasan Terlapor memberikan gambaran umpan balik yang mana hal ini 
dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sosial yang melingkupi, dan dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Terlapor/Atasan Terlapor memberikan umpan balik kepada Lembaga Pembuat 
Peraturan (DPR dan Presiden) yang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Terlapor/Atasan Terlapor 
sebagian, yaitu yang belum melaksanakan rekomendasi Ombudsman, memberi makna 
kepada rekomendasi Ombudsman itu sebagai saran biasa. Suatu rekomendasi jika 
hanya dimaknai sebatas saran biasa, membawa konsekuensi bahwa dilaksanakan 
ataupun tidak, bukan persoalan, karena saran sebatas anjuran. Disamping itu, ada 
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kekhawatiran berkait dengan kredibilitas dari instansi Terlapor, jika melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman, berarti telah melakukan hal yang menyimpang dan 
berpengaruh terhadap kredibilitasnya.  
2. Berdasar umpan balik pada point 1, maka selanjutnya sebagai Terlapor/Atasan Terlapor 
hanya melaksanakan sebagaimana atau bahkan ada yang tidak melaksanakan 
rekomendasi tersebut. Sebagai catatan, bahwa pada dasarnya, Ombudsman terbuka atas 
adanya alasan yang logis dan ilmiah jika memang Terlapor/Atasan Terlapor 
mengajukan, hingga misalnya hanya melaksanakan sebagain rekomendasi atau bahkan 
seluruhnya. Namun praktek di lapangan, seringkali tidak dilaksanakannya rekomendasi 
tanpa alasan yang jelas. Sebagai contoh, pada saat Universitas Gajah Mada mendapat 
rekomendasi Ombudsman Nomor 0017/REK/0060.2011/BS-05/X/2012 tanggal 25 
Oktober 2012 tentang Maladministrasi dalam Penerbitan Peraturan Kartu Identitas 
Kendaraan Bermotor (KIK) di Kawasan kampus UGM, pada tanggal 20 Desember 
2012 UGM telah mengirimkan tanggapnnya. Bahwa dari 4 (empat) butir rekomendasi 
Ombudsman, 3 (tiga) butur telah dilaksanakan. Adapun butir keempat tidak 
dilaksanakan dengan menyebutkan alasan secara logis dan ilmiah. Hal seperti inilah 
sebenarnya yang diharapkan oleh Ombudsman, artinya terjadi komunikasi yang baik 
antara Ombudsman dengan Terlapot/Atasan Terlapor. 
3. Pada umpan balik selanjutnya, yaitu dari Ombudsman kepada Pembuat Undang-
Undang (DPR dan Presiden) menyampaikan adanya kesulitan secara teknis dalam 
pelaksaanaan rekomendasi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jika rekomendasi 
diabaikan, maka sanksi administrasi seharusnya dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 
Namun kenyataannya, ketika rekomendasi tidak dijalankan, sanksi administrasi tidak 
serta dijatuhkan. Conflict of interest seringkali merupakan penyebabnya, sehingga 
224 
 
ketika Ombudsman bermaksud mengundang para pejabat yang berkompeten, seringkali 
kehadirannya tidak lengkap, atau hanya mengirim staf yang sebenarnya tidak terlalu 
faham dengan masalah dan bukan pengambil kebijakan. Inilah yang seringkali 
menyulitkan Ombudsman.  Contoh kesulitan teknis yang dihadapi Ombudsman adalah 
berkait dengan kasus pendirian gereja Yasmin Kota Bogor. Dalam rekomendasi 
Ombudsman No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2010, tanggal 7 Juli 2010, berisi 
agar  Gubernur Jawa Barat mengambil langkah-langkah konkrit meminta dengan segera 
agar Walikota Bogor melaksanakan putusan PK MA No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 
Desember 2010 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hingga saat ini, bahkan 
walikota telah berganti, rekomendasi Ombudsman belum dilaksanakan.  Selanjutnya 
Ombudsman melakukan tindakan berdasar Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: 
Ayat (1) : ― Terlapor  dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi 
Ombudsman.‖ 
Ayat (2) : ― Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman 
tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil 
pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.‖ 
Ayat  (3) :  ― Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya 
dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan 
Rekomendasi.‖ 
Ayat (4) : ― Dalam hal Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan 
Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan 
alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi 
dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden.‖ 
 
Berpedoman Pasal 38 tersebut bahwa monitoring terhadap rekomendasi Ombudsman 
ada timeline-nya yaitu selama 60 (enampuluh) hari, maka atas dasar kewenangan yang 
ada Ombudsman telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden disamping melakukan 
pendekatan agar Walikota Bogor menghormati dan melaksanakan putusan PK MA No. 
127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010  tersebut. Jika  mengacu undang-undang, 
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sebenarnya tugas Ombudsman atas kasus  tersebut telah selesai, tapi sebagai tanggung 
jawab kelembagaan masih ada tanggung jawab moral.  Untuk itu maka selanjutnya 
Ombudsman mengundang beberapa pihak terkait untuk penyelesaian kasus tersebut, 
antara lain dengan mengundang Walikota Bogor, Mendagri, Menkopolhukam, Menag, 
namun yang datang hanya Walikota Bogor dan para Dirjend. Dalam pertemuan tersebut 
disepakati alternatif solusi penyelesaian kasus yaitu : 
a. Gereja Yasmin tetap didirikan di lokasi tersebut namun di sebelahnya dibangun 
sebuah masjid. 
b. Gereja Yasmin dibangun di lokasi lain. 
Khusus kasus gereja Yasmin telah menjadi isu nasional, sehingga di sini terdapat 
tanggung jawab kelembagaan untuk terus memonitor serta menghindari 
permasalahan meluas ke arah sara. Di sisi lain, dengan adanya putusan PK MA No. 
127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010  yang memenangkan gereja Yasmin, 
masyarakat menuntut tindak lanjutnya, hingga terus meminta Ombudsman untuk ikut 
membantu memfasilitasi realisasi putusan PK MA tersebut.
246
 Jelas ini menimbulkan 
keresahan pada masyarakat yang seharusnya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah 
Melihat permasalahan di atas, penegakan hukum di sini menjadi timpang dan tidak 
dapat berjalan sesuai dengan harapan, karena tidak adanya keharmonisan sikap diantara 
para pihak. Simbol yang dimunculkan oleh Terlapor /Atasan Terlapor pada saat mereka 
tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman seolah suatu sikap yang biasa, padahal di 
dalamnya terkandung makna yang harus mendapat perhatian serius dan kondisi tersebut 
dapat dipakai sebagai bahan koreksi bagi pemerintah untuk langkah selanjutnya demi 
terwujudnya good governance. Sepanjang Terlapor/Atasan Terlapor masih menganggap 
rekomendasi Ombudsman sebagai saran biasa, maka penegakan hukum berkait dengan 
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pelaksanaan rekomendasi Ombusman tidak akan pernah efektif pula. Apalagi diperkuat 
dengan anggapan bahwa dengan melaksanakan rekomendasi Ombudsman membawa 
akibat menurunnya kredibilitas institusi karena artinya telah terjadi tindakan yang tidak 
melindungi masyarakat, padahal sudah selayaknya bahwa pemerintah melalui para 
pejabatnya memberikan perlindungan dan rasa nyaman bagi masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan fungsi dan tugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu  
a. Sebagai pelaksana kebijakan publik yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
b. Sebagai pelayan publik yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan 
berkualitas. 
c. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, artinya mempererat persatuan dan kesatuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sekalipun demikian perlu diingat, bahwa berkait fungsi Ombudsman sebagai 
lembaga pengawasan terhadap pelayanan publik tidak terbatas pada yang diselenggarakan 
oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan semata baik di pusat maupun di daerah 
namun juga termasuk yang diselenggarakan oleh badan swasta atau perseorangan yang 
diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 
Kondisi yang demikian sudah barang tentu akan berimbas pada kelangsungan 
aktivitas pemerintahan, baik pada pemerintah itu sendiri maupun pada masyarakat. 
Jika dicermati lebih dalam, dengan adanya pemberian makna terhadap rekomendasi 
Ombudsmann bukan sebatas saran biasa, juga tidak adanya pemberian sanksi administrasi 
secara tegas sekalipun undang-undang sudah mengaturnya, maka dampak yang akan 
berimbas kepada pemerintah adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah 
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karena telah membuat aturan yang dalam prakteknya justru menimbulkan penafsiran 
ganda. Sementara kalau mendasarkan pada persyaratan pembuatan peraturan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, dalam Pasal 5 huruf f  disebutkan adanya asas kejelasan rumusan. 
Adapun yang dimaksud dengan ―asas kejelasan rumusan‖ adalah bahwa setiap Peraturan 
Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas 
dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya. Di sini nampak adanya kerancuan penafsiran yang akhirnya berakibat 
pada kekacauan pelaksanaan akibat adanya perbedaan penafsiran. Ambigu tersebut terlihat 
pada istilah yang dipergunakan, yaitu ―rekomendasi‖ yang berarti saran, dan adanya kata 
―wajib‖ dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Hal ini sekiranya 
terabaikan oleh pembuat undang-undang, yang pada akhirnya justru menimbulkan akibat 
yang fatal. 
Selanjutnya, bahwa hal tersebut juga sudah pasti berimbas pula pada sisi 
masyarakat. Bahwa dengan tidak optimalnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, 
masyarakat menjadi tidak terpenuhi kebutuhannya akan pelayanan publik yang baik. 
Berkait dengan adanya kekhawatiran dari Terlapor/Atasan Terlapor tentang 
kredibilitas yang dapat menurun akibat melaksanakan rekomendasi Ombudsman, adalah 
bukan hal yang perlu terjadi, sebab justru dengan melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman, terlihat adanya keseriusan dari  Terlapor/Atasan Terlapor tersebut untuk 
melakukan perubahan  dengan memberikan pelayanan publik yang baik menuju kepada 
good governance sebagai bentuk tanggung jawabnya. Namun dalam pelaksanaannya 
tidak semudah itu, mengingat di lapangan terjadi juga bahwa pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman dalam rangka penjatuhan sanksi kepada pejabat yang melaksanakan 
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maladministrasi, dengan mendasarkan ―waktu yang tepat‖. 247 Di sini nampak bahwa, 
sekalipun pada saat sekarang sudah mulai nampak upaya birokrat untuk memberikan 
layanan publik yang baik, namun tidak serta merta rekomendasi Ombudsman menjadi 
dasar pijakan, mengingat masih adanya birokrat yang lebih patuh kepada perintah atasan. 
Berdasar hal tersebut, semakin diperlukan edukasi bagi semua pihak untuk memahami 
ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia terutama ketentuan Pasal 38 dan 39 yang membahas bahwa rekomendasi 
Ombudsman itu wajib dilaksanakan dan ada sanksi administrasi bagi yang tidak 
menjalankannya. 
Berkait dengan upaya optimalisasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, upaya 
telah dilakukan oleh Ombudsman adalah memantau pelaksanaan rekomendasi dalam 
tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi. Jika selama waktu 
itu Terlapor dan Atasan Terlapor belum menjalankan rekomendasi, maka Ombudsman 
akan melakukan tindakan persuasif, yaitu dengan cara mengingatkan untuk melaksanakan 
rekomendasi. Dalam kegiatan pengawasan ini, Ombudsman senantiasa berusaha metode 
persuasif serta edukasi,
248
 agar masyarakat terutama Terlapor dan Atasan Terlapor 
memahami secara mendalam makna dari sebuah rekomemdasi Ombudsman, mulai dari 
proses klarifikasi, investigasi, mediasi hingga sampai pada dikeluarkannya rekomendasi. 
Namun, jika segala upaya hingga pengawasan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
tetap tidak membuahkan hasil, Ombudsman akan mempublikasikannya lewat media 
massa dan selanjutnya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR. Untuk sebagian 
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kasus, publikasi menjadi hal yang efektif, namun tidak jarang hal tersebut tetap tidak 
mendapat respon yang baik. bahkan sekalipun publikasi di media massa telah dilakukan, 
namun jika Atasan Terlapor tidak memerintahkan untuk pelaksanaan rekomendasi 
tersebut, maka publikasi segencar apapun seringkali diabaikan, karena sekali lagi, 
perintah atasan lebih didengar.
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Adalah sebuah kenyataan bahwa Ombudsman tidak dapat memaksakan Terlapor 
dan Atasan Terlapor untuk menjalankan rekomendasi seperti halnya sebuah keputusan 
Pengadilan, sekalipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sudah menyatakan 
―wajib,‖ sehingga tindakan persuasif inilah yang dapat dilakukan Ombudsman. Hanya 
saja, ternyata ini terdapat kelemahan, di mana Terlapor dan Atasan Terlapor 
menjadikannya ―senjata‖ jika tidak ingin melaksanakan rekomendasi, mengingat bahwa 
Ombudsman akan sebatas mengingatkan dan mengajak untuk melaksanakan rekomendasi 
dan tidak dapat memberikan sanksi. Sanksi akan diberikan oleh Pejabat yang lebih tinggi, 
sehingga masalah pelaksanaan rekomendasi benar-benar harus didasarkan kesadaran 
semua pihak yang bermaksud untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. 
C. Model Kolaborasi,Integrasi, Partisipasi bagi Pelaksanaan Rekomendasi 
Ombudsman Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Substantif 
Sebelum membangun sebuah model yang tepat, terlebih dahulu diuraikan berkait 
dengan model itu sendiri yang nantinya dipakai sebagai landasan untuk mewujudkan 
keadilan substantif, keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat. Dalam  rangka 
membangun sebuah model yang baik, pada dasarnya diperlukan adanya syarat dasar antara 
lain: 
1. Elegan: paten, tidak mudah berubah dari faktor lingkungan yang mempengaruhi. 
2. Berisi beberapa elemen, disesuaikan: sesederhana mungkin tetapi tidak sederhana.  
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Wawacara dengan Bapak Idam Laksana, SH.,M.Hum selaku Kabag Hukum Pemkab Magelang, pada hari 
Sabtu 2 Januari 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Pemkab Magelang. 
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3. Berdasarkan penelitian,pengamatan, akurat. 
4. Membuat prediksi untuk ke depan.250 
Suatu model yang baik sudah sewajarnya memiliki unsur elegan, yaitu suatu 
keadaan yang sifatnya tetap atau paten yang tidak mudah berubah oleh faktor lingkungan 
yang kerap memberi pengaruh kuat bagi terjadinya perubahan. Untuk mempertahankan 
kekokohan tersebut, maka fondasi untuk membangunya sudah barang tentu juga harus 
kuat dan  kokoh. Unsur berikutnya yang mendukung adalah adanya elemen-elemen yang 
mana hal tersebut harus dibuat seringkas mungkin tanpa mengurangi esensi dari maksud 
sebuah model. Artinya tidak perlu dengan kalimat yang panjang lebar, namun 
kesederhanaan kalimat yang di dalamnya mencakup maksud yang diinginkan menjadikan 
model tersebut terlihat sederhana namun lengkap, bukan minim. 
Selanjutnya, hal yang paling penting dalam hal ini, untuk menjamin keakuratan 
sebuah model, maka tidak lain bahwa pembangunan sebuah model didasarkan pada 
penelitian dan pengamatan, berdasarkan data yang akurat. Hal ini sebagai landasan untuk 
membuat sebuah prediksi masa depan untuk perolehan tujuan yang diinginkan. 
Sebelum membangun model bagi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, peneliti 
mempertimbangkan praktek di beberapa negara sebagaimana telah diuraikan dalam BAB 
II sebelumnya. Berdasarkan uraiannya yang tersaji, peneliti mendasarkan kepada 
Ombudsman Swedia, mengingat bahwa Ombudsman Swedia merupakan dasar acuan 
praktek Ombudsman di berbagai negara yang menggunakan lembaga pengawasan 
eksternal untuk pelayanan publik, sekalipun nama yang dipergunakan tidak selalu 
―Ombudsman‖. 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah sama dengan Ombudsman Swedia 
(Justitite Ombudsman (JO); Risdagens Ombudsman; The Swedish Parliamentary 
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 Stephen Hawking and Leonard Mlodinov, Loc.Cit. 
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Ombudsmen) , yaitu termasuk jenis Ombudsman Parlementer, sekalipun pada masa 
Komisi Ombudsmn Nasional (KON) temasuk dalam kategori Ombudsman Eksekutif. 
Sekalipun Ombudsman Republik Indonesia juga berangkat dari konsep Ombudsman 
Swedia, namun tidak secara keseluruhan mengikuti ketentuan yang berlaku di Swedia. 
Tentang keanggotaan Ombudsman, ada perbedaan, dimana Ombudsman Swedia terdiri ari 
4 (empat) orang yang diangkat oleh Riskdag (Parlemen Swedia) untuk masa kerja 4 
(empat) tahun dan dapat dipilih kembali, sementara keanggotaan Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) terdiri dari 9 (sembilan) orang untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali. Adapun yang memilih anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 
berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan calon yang 
diusulkan Presiden. 
Eksistensi Ombudsman Swedia yang demikian kuat diakui masyarakat, nampak 
pada tindaklanjut atas laporan maladminstrasi yang pada produk akhir bukan saja moral 
binding namun juga legal binding, dimana Ombudsman dapat berperan sebagai penuntut 
umum. Wewenang lain dari Ombudsman Swedia adalah dapat menghadiri perundingan 
tertutup para hakim sebelum memutus perkara. Sementara hal tersebut tidak diberlakukan 
di Indonesia. Artinya Ombudsman tidak dapat mempengaruhi putusan pengadilan, dan 
jika laporan masyarakat sudah masuk ranah pengadilan maka Ombudsman sudah tidak 
mempunyai kewenangan lagi atas kasus tersebut. 
Berkait dengan Ombudsman Australia (Commonwealth Ombudsman of Australia), 
adalah termasuk Ombudsman Eksekutif yang sama dengan pada masa Komisi 
Ombudsman Nasional (KON). Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ombudsman Indonesia 
telah berubah menjadi Ombudsman Parlementer. Adapaun sistem yang menonjol yang 
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mampu mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yaitu dengan 
diberlakukannya sistem pemaparan prospek rekomendasi sebelum rekomendasi 
dikeluarkan (rekomendasi sementara). Model yang diterapkan di Australia, dengan melihat 
kepada kondisi bahwa perlu ada pendekatan kepada masyarakat luas untuk optimalnya 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, maka model pemaparan rekomendasi sementara 
kiranya dapat menjadi salah satu alternatif model yang dapat diterapkan di Indonesia. 
Tentu saja hal ini harus diikuti dengan pemberian pemahaman tentang tujuan 
Ombudsman, bahwa rekomendasi bukan satu-satunya cara Ombudsman menangani 
laporan pengaduan maladministrasi. Demikian  
 
juga, bahwa rekomendasi bukan sebagai sanksi atas dilakukannya maladministras, namun 
upaya untuk bersama-sama memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat.  
Upaya memberikan usulan berkait tahapan sebelum keluarnya rekomendasi, yaitu 
dengan adanya rekomendasi sementara sebagaimana dilakukan di Australia, berikut akan 
disampaikan 2 (dua) ragaan, yaitu Ragaan .9. untuk Alur Penyelesaian Laporan Pengaduan 
Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Ragaan. 10. untuk 
Alur Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat sebagai usulan Penulis yang 
menggunakan tahapan rekomendasi sementara. 
Ragaan. 9. 
Alur Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 
 
 Laporan   Klarifikasi 
 Masyarakat   Tertulis 
            
Investigasi                Rekomendasi      Monitoring           Selesai 
Lapangan        
                              Publikasi        
 Registrasi    Seleksi  Pemanggilan  
Laporan                  Presiden/               
Mediasi/                DPR 
Konsiliasi      Kesepakatan  
 
Adjudikasi   
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Khusus       Putusan  
 
Ragaan. 9. di atas merupakan alur penyelesaian laporan masyarakat kepada 
Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia. Diuraikan bahwa setelah laporan masyarakat dicatat 
dalam daftar registrasi laporan Ombudsman, selanjutnya dilakukan seleksi guna 
mengetahui, apakah laporan masyarakat tersebut menjadi kewenangan Ombudsman untuk 
menyelesaikan. Jika ternyata tidak masuk ranah kewenanagan Ombudsman, maka  
 
 
Ombudsman akan menyampaikan kepada Pelapor dan mengarahkan untuk 
menyampaikannya kepada instansi yang berwenang. Namun, jika dari hasil seleksi 
disimpulkan bahwa laporan masyarakat tersebut merupakan kewenangan Ombudsman, 
maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan yang meliputi tahapan: klarifikasi tertulis, 
investigasi lapangan dan pemanggilan. Adapun output dari proses ini adalah rekomendasi.  
Sementara, untuk proses pemeriksaan yang melalui jalur mediasi/konsiliasi, akan 
menghasilkan output berupa kesepakatan. Selain itu, bagi proses pemeriksaan melalui 
adjudikasi khusus, akan menghasilkan output berupa putusan. Berkait dengan adjudikasi 
khusus, Ombudsmn Republik Indonesia baru mewacanakan.  
Berkait dengan output yang dikeluarkan, semuanya akan melalui tahapan 
monitoring guna mengawal sejauhmana pelaksanaan output, hingga nantinya jika sudah 
dilaksanakan, maka Ombudsman akan menutup laporan tersebut dengan catatan ―selesai‘. 
Akan tetapi, jika output tersebut belum dilaksanakan dan masa monitoring selama 60 hari 
telah selesai, maka akan dilaporkan dalam laporan Ombudsman baik laporan berkala # 
(tiga) bulanan  maupun laporan tahunan pada bulan pertama tahun berikutnya. 
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Selanjutnya akan disampaikan alur penyelesaian laporan yang merupakan usulan 
dari penulis, sebagai berikut 
Ragaan. 10. 
Alur Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat  
dengan Tahapan Rekomendasi Sementara 
 
 Laporan   Klarifikasi 
 Masyarakat   Tertulis 
            
Investigasi                Rekomendasi       Monitoring             Selesai 
 lapangan        sementara     
                                                                                                                                Publikasi 
                                     
 Registrasi    Seleksi  Pemanggilan        Rekomendasi                                        Presiden/ 
Laporan                    DPR                             
                            
Mediasi/                
Konsiliasi      Kesepakatan  
 
Adjudikasi   
 Khusus       Putusan 
Ragaan. 10. yang merupakan usulan dari penulis, di sini terdapat tahapan 
tambahan, yaitu adanya rekomendasi sementara yang diberikan kepada Atasan Terlapor. 
Adapun maksud pemberian rekomendasi sementara adalah, jika Atasan Terlapor 
menerima rekomendasi sementara dan menyetujui untuk melaksanakan ketentuan yang 
tercantum dalam rekomendasi sementara, langkah selanjutnya akan dilakukan monitoring, 
dan jika sudah dilaksanakan maka Ombudsman akan menyatakan selesai atas laporan 
tersebut. Rekomendasi sementara ini tidak diberikan kepada Terlapor, akan tetapi kepada 
Atasan Terlapor dengan maksud Atasan Terlapor memahami isi rekomendasi sementara 
tersebut dan memberikan pengarahan kepada pejabat/instansi yang melakukan 
maladministrasi agar melaksakan output yang dibuat oleh Ombudsman. Namun jika 
Atasan terlapor tidak menyetujui rekomedasi sementara, maka Ombudsman akan 
membuat rekomendasi, yang mana jika Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor tidak 
melaksanakan rekomendasi tersebut, maka akan dikenai sanksi administrasi. 
Sementara untuk Ombudsman Thailand (Thai Ombudsman), sebagai Ombudsman 
dari negara yang serumpun dengan Indonesia, juga merupakan Ombudsman Parlemeter, 
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dimana sama seperti Ombudman Republik Indonesia (ORI) yang harus memberikan 
laporan kepada DPR dan Presiden, Thai Ombudsman juga harus memberikan laporan 
kepada Senat dan DPR manakala laporan masyarakat berkait administrasi tidak dapat 
diselidiki lebih lanjut. Sementara Ombudsman Republik Indonesia akan melaporkan 
kepada Presiden dan DPR manakala ada rekomendasi Ombudsman yang tidak 
dilaksanakan. Keberadaan Thai Ombudsman sangat dihargai mengingat pengaturannya 
ada dalam konstitusi setelah melalui proses yang cukup panjang mengingat sistem top – 
down yang sebelumnya dilaksanakan dirasakan kurang memberi rasa keadilan bagi 
masyarakat karena sistem tersebut sangat jauh dari transparansi. Perubahan konsep dari 
top-down ke bottom-up ini pula yang menginspirasi peneliti membuat sebuah model, 
namun bukan pada perubahan sistem pemerintahannya tapi pada model membuat 
peraturan berkait dengan rekomendasi Ombudsman yang mengikursertakan masyarakat 
melalui konsep partisipasi. 
Mengenai model yang akan peneliti ajukan, sudah barang tentu setelah melihat 
kepada beberapa negara, yaitu Swedia sebagai induk lahirnya Ombudsman, Australia yang 
memiliki tingkat efektivitas pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 99% dengan bentuk 
Ombudsman Eksekutif, serta Thailand sebagai negara serumpun dengan Indonesia yang 
tingkat pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 90% dan termasuk dalam Ombudsman 
Parlementer seperti Indonesia, selanjutnya peneliti akan memikirkan pula berkait dengan 
karakteristik bangsa Indonesia yang pasti berbeda dengan ketiga negara tersebut di atas. 
Selanjutnya, model yang akan dibangun adalah model yang sesuai dengan kebutuhan dan 
karakter bangsa Indonesia yang sangat lekat dengan keanekaragaman.  
Mengingat bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman hingga saat ini belum 
optimal, sesuai tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008. Berdasar hal tersebut, muncullah ide bahwa perlu ada 
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perubahan terhadap sistem pengawasan pelaksanan rekomendasi Ombudsman dengan 
model yang akan diajukan peneliti, yaitu ―Model Kolaborasi, Integrasi, Partisipasi, bagi 
Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 
Substantif” 
Sebelum disampaikan model dari hasil pemikiran penulis, sebagai pembanding terlebih 
dahulu akan penulis sampaikan ragaan berkait model pelaksanaan rekomendasi yang 
selama ini berlaku sesuai degan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, sebagimana tercantum dalam ragaan berikut: 
 
 
 
Ragaan. 11. 
Model Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
 
Pengawasan 
 
 
Ombudsman  Rekomendasi   Terlapor/ 
Atasan Terlapor 
 
Ragaan. 11. di atas menunjukkan bahwa Ombudsman memberikan rekomendasi 
kepada Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor untuk dilaksanakan. Adapun monitoring 
pelaksanaan rekomendasi itu dilaksanakan oleh  Ombudsman sendiri, sesuai dengan 
ketentuan Pasal .38 ayat (2) : 
 ―Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang 
pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya 
dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimnya 
rekomendasi.‖ 
 
Ketentuan tersebut di atas, terlihat tidak melibatkan masyarakat, sehingga 
Ombudsman dalam hal ini bekerja sendiri tidak melibatkan masyarakat sebagai 
pendukung. Padahal keberadaan Ombudsman itu sendiri diumpamakan sebagai jembatan 
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ketika terjadi kebuntuan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Berkait 
dengan hal tersebut, sudah sewajarnya masyarakat dilibatkan dalam pengawasan. Namun 
di sini tidak nampak keterlibatan masyarakat.  
Sementara itu, Ombudsman sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008, menyatakan sebagai ―sebuah lembaga yang mandiri dan 
tidak ada hubungan organik dengan lembaga lain‖, namun di sisi lain ancaman pengenaan 
sanksi menjadi tidak bisa dilaksanakan. Hal ini karena  pemberian sanksi administrasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bukan 
kewenangan Ombudsman, namun kewenangan ―atasan penyelenggara yang bertanggung 
jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan‖, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. Ketentuan tersebut menjadikan sanksi administrasi menjadi tidak 
optimal penerapannya. 
Selain permasalahan di atas, kondisi kurang optimalnya pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman juga disebabkan adanya pendapat masyarakat yang masih menganggap 
rekomendasi sebagai saran biasa, dan juga adanya pejabat yang masih berprinsip  bahwa 
sepanjang pihak atasan tidak memerintahkan untuk melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman, maka pejabat/ instansi yang menerima rekomendasi juga tidak tergerak 
hatinya untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman.  
Kondisi inilah yang menyebabkan model pelaksanaan rekomedasi Ombudsman 
sebagaimana dipakai selama ini menjadi kurang optimal. Di samping itu juga, budaya 
ewuh pakewuh masih kental dalam masyarakat, di mana belum setiap pejabat berani untuk 
menegur pejabat lainnya manakala melakukan kelalaian.  Bahkan, ―sekalipun pejabat yang 
bersangkutan mengakui ketepatan rekomendasi Ombudsman, namun pelaksanaannya 
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dilakukan menunggu ―saat yang tepat‖.251 Salah satu faktor penyebab adanya budaya ewuh 
pakewuh karena pejabat yang melakukan maladministrasi adalah lebih senior sekalipun 
posisinya di bawahnya, atau bahkan karena penerima rekomendasi  adalah salah seorang 
pendukungnya. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksan 
dan Penyelesaian Laporan : 
―Ombudsman melakukan pendekatan persuasif agar Terlapor melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman.‖ 
 
Kondisi tersebut jika dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. 
Friedman terlihat kelemahan di bidang struktur, substansi dan budaya hukum, 
sebagaimana terliht dalam ragaan berikut: 
Ragaan. 12. 
Kelemahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008  berdasar Teori Sistem: 
Lawrence M. Friedman berkait Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 
 
Substansi Struktur Budaya Hukum 
Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Obudsman Republik Indonesia: 
 
 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia: 
 
 
Pasal 44 ayat (3) Peraturan 
Ombudsman Republik Indonesia 
Nomor 002 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan dan 
Penyelesaian Laporan : 
―Atasan Terlapor wajib 
menyampaikan laporan kepada 
Ombudsman tentang pelaksanaan 
rekomendasi yang telah 
dilakukannya disertai hasil 
pemeriksaannya dalam waktu 
paling lambat 60 (enam puluh) 
hari terhitung sejak tanggal 
diterimanya rekomendasi.‖ 
 
―Ombudsman merupakan 
lembaga negara yang bersifat 
mandiri dan tidak memiliki 
hubungan organik dengan 
lembaga negara dan instansi 
pemerintahan lainnya, serta dalam 
menjalankan tugas dan 
wewenangnya bebas campur 
tangan kekuasaan laninnya.‖ 
―Ombudsman melakukan 
pendekatan persuasif agar 
Terlapor melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman.‖ 
 
 
Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, penulis 
mengajukan model yang berbeda dengan yang selama ini berlaku, yang diberi nama model 
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Wawancara dengan Bapak Jaka Susila Wahyuana, SH asisten Ombudsman pada Kantor Perwakilan ORI 
Provinsi DIY pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 pukul 12.00 WIB di Kantor Perwakilan ORI Provinsi 
DIY. 
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―Kolaborasi, Integrasi, Partisipasi‖.Adapun bagan berkait model ―Kolaborasi, Integrasi, 
Partisipasi‖ yang selanjutnya penulis sebut “Model KIP” adalah sebagai berikut: 
 Ragaan. 13.  
Model “Kolaborasi, Integrasi, Partisipasi “ bagi Pelaksanaan Rekomendasi 
Ombudsman Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Substantif 
 
 
KIP 
   
1.  
―Model KIP‖ sebagaimana tergambar di atas menunjukkan bahwa pengawasan 
pelaksanaan rekomendasi dilakukan secara terkoordinir antara sebagian elemen 
pemerintah ( Presiden/ Gubernur/ Bupati,/Walikota, DPR/ DPRD, Menpan RB, 
Ombudsman ) dan sebagian elemen masyarakat  ( masyarakat umum, Pelapor, Pers ). 
Menyatunya Pemerintah dengan masyarakat inilah yang penulis pakai sebagai 
dasar bagi pembentukan ―Model KIP‖ sebagaimana tergambar dalam irisan di tengah 
ragaan di atas.  
Adapun penjabaran dari irisan tersebut penulis tampilkan sebagai sebuah pola 
kerja dalam bagan berikut ini:  
Ragaan. 14. 
Pola Kerja “Model KIP” 
 
 
bo                       Model KIP 
 
 
        Kolaborasi          Integrasi     Partisipasi 
 
 
Pem  Masy                          TD                     1.Mengikuti 
   perkembangan 
 Pem  Pengawasan    Masy          pelaksanaan RO 
Pres, Gub           Umum                                                                                 2. Melaporkan RO  
Bupati                 Pelapor  BU           yg blm dilaksanakan  
Walkot                Pers                                                                                        kepada ORI 
DPR,DPRD             3. Pers melakukan publikasi 
ORI                  RO yg blm dilaksanakan. 
Pemerintah Masyarakat 
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Menpan RB 
 
Keadilan Substantif 
   
 
 
    UU N0. 37/2008    Moral, Agama      Pemahaman masyarakat 
tentang rekomendasi 
 
Catatan:  TD   : Top-Down               RO : Rekomendasi Ombudsman 
BU  : Bottom-Up      ORI : Ombudsman Republik Indonesia 
 
―Model KIP“ yang penulis tawarkan merupakan sebuah model yang 
dimaksudkan agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dipatuhi oleh 
Terlapor dan Atasan Terlapor yang terbangun secara top-down yaitu dengan adanya 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan secara bottom-up yaitu dengan membuka 
ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman.  Harapannya, dengan model tersebut maka setiap rekomendasi 
Ombudsman yang diberlakukan bagi seluruh Terlapor dan Atasan Terlapor di seluruh 
Indonesia dilaksanakan. 
Penjelasan bagan di atas adalah, bahwa untuk adanya pengawasan yang baik 
yang akan membawa hasil dipatuhinya rekomendasi Ombudsman, dimulai dengan 
adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.  Pembahasan di sini akan 
berkait dengan masalah kelembagaan, yaitu antara pemerintah dan masyarakat. 
Pengawasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah, yaitu melibatkan Presiden dan DPR 
untuk rekomendasi di pemerintahan tingkat pusat. Sementara untuk tingkat Provinsi, 
melibatkan Gubernur dan DPRD, serta untuk tingkat Kabupaten/Kota melibatkan 
Bupati/ Walikota dengan DPRD. Unsur dari pemerintah selanjutnya adalah 
Ombudsman dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan RB). 
Adapun tugas dari pemerintah, yang meliputi Presiden dan DPR; Gubernur dan 
DPRD; Bupati/ Walikota dan DPRD, adalah ikut mengawasi pelaksanaan rekomendasi 
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Ombudsman yang diberikan kepada pejabat publik di bawah kekuasaannya. Unsur 
pemerintah ini, tidak hanya sekedar menerima laporan dari Ombudsman, bahwa 
rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan oleh pejabat publik terkait sebagai 
Terlapor dan Atasan Terlapor semata, namun aktif untuk mendukung pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman. Jika diperlukan, disertai dengan memberikan surat perintah 
kepada pejabat publik yang menerima rekomendasi Ombudsman untuk 
melaksanakannya. 
Sementara, tugas dari Ombudsman, harus lebih aktif lagi untuk mengingatkan 
kepada Terlapor dan Atasan Terlapor agar melaksanakan rekomendasi Ombudsman., 
mengingat bahwa kewenangan yang ada pada Ombudsman sebatas bersifat persuasif, 
tidak bisa memaksa. Ombudsman hendaknya tidak sebatas hanya 60 (enampuluh) hari 
dalam mengajak Terlapor dan Atasan Terlapor untuk melakasanakan rekomendasi 
Ombudsman, tapi tindakan tersebut dilakukan hingga rekomendasi dilaksanakan. 
Mengingat bahwa pemberian sanksi administrasi bagi Terlapor dan Atasan 
Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman bukan kewenangan 
Ombudsman, maka Ombudsman perlu bekerjasama dengan Menpan RB yang secara 
administrasi merupakan atasan dari Terlapor dan Atasan Terlapor. Hal ini berlaku bagi 
maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik yang merupakan bagian dari 
Aparatur Sipil Negara. Sementara bagi terlapor dan Atasan Terlapor di luar Aparatur 
Sipil Negara, mengingat bahwa pelayanan publik dapat dilakukan oleh pihak di luar 
Aparatur Sipil Negara, sanksi diserahkan kepada pejabat yang berwenang di daerah. 
Berkait dengan hal tersebut, Menpan RB harus segera merespon untuk memberikan 
sanksi jika mendapat laporan adanya rekomendasi Ombudsman yang tidak 
dilaksanakan. 
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Masuknya Menpan RB dari unsur pemerintah dalam rangka ikut serta 
mengawasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, sekaligus untuk mengawal asas 
akuntabilitas dari birokrat. Akuntabilitas menurut Eugene W. Hickok sebagaimana 
dikutip oleh Hasyim Asy‘ari, 252 adalah kemampuan untuk menentukan siapa (pejabat 
negara) yang bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang dibuat, dan 
kemampuan pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Dalam 
hal ini, Menpan RB merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 
pemberian sanksi administrasi terhadap Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor yang tidak 
melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat 
Francis Fukuyama sebagaimana dikutip oleh Retno Saraswati, 
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 bahwa suatu negara 
yang kuat ditandai dengan kemampuannya merancang dan melaksanakan kebijakannya 
serta menegakkan hukum secara bersih dan transparan, tanpa harus menebarkan 
ancaman. Di mana elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang 
efektif dan terlembaga. Di sinilah nampak dibutuhkan adanya peran negara untuk 
mengawal pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Justru dengan melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman, pejabat publik menunjukkan keseriusannya dalam 
memberikan pelayanan publik. 
Secara lebih terperinci, kerjasama yang perlu dijalin antara Ombudsman dengan 
Menpan RB adalah dikhususkan pada Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, 
Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integriras Sumber Daya Manusia  
Aparatur di bawah Bidang Penyiapan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia  
Aparatur dalam lingkup kewenangan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Aparatur. Adapun alasan yang dipakai dalam hal ini karena sesuai Rencana Strategis 
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Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Tahun 2015-2020 bahwa visi dan 
misi dari Kementerian PANRB yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur 
yang kompeten, kompetitif dan berintegritas. Salah satu tolok ukur sumber daya 
manusia yang berintegritas dapat dilihat dari tolok ukur kepatuhan sumber daya 
manusia menjalankan ketentuan undang-undang. Berkait dengan rekomendasi 
Ombudsman, Ombudsman adlaah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008, sehingga rekomendasi sebagai hasil kerja Ombudsman 
wajib dilaksanakan sebagaimana Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
telah mengaturnya.  
Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi 
Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB,  melalui Deputi Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aparatur berposisi untuk mengawal pemberian sanksi 
administrasi bagi Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor yang mengabaikan rekomendasi 
Ombudsman. Pihak utama yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan adalah atasan pejabat, dalam hal ini untuk tingkat Pusat 
adalah Presiden, tingkat Provinsi adalah Gubernur, tingkat Kota/Kabupaten adalah 
Walikota/Bupati.  Akan tetapi jika pihak atasan tersebut ternyata tidak memberikan 
sanksi administrasi, di sinilah peran Kementerian PANRB untuk berperan aktif 
mengingatkan. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan memberikan surat teguran 
kepada pejabat terkait untuk menjatuhkan sanksi adminsitrasi , jika diperlukan akan 
memberikan sanksi. 
Selanjutnya, keaktifan unsur masyarakat yang terdiri dari masyarakat umum, 
masyarakat yang berposisi sebagai Pelapor dan pers dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Masyarakat umum aktif mengawal jalannya pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman, di mana informasi adanya rekomendasi dapat diakses melalui berbagai 
cara, seperti pemberitaan di media maupun informasi dari Ombudsman itu sendiri. 
Masyarakat tidak boleh acuh, sekalipun maladministrasi yang pada akhirnya 
diselesaikan dengan pemberian rekomendasi itu tidak terkait langsung dengan 
kepentingan pribadi. Pelapor juga harus lebih aktif mengikuti perkembangan 
pelaksanaan dari rekomendasi.  
Adapun keaktifan masyarakat itu dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan 
pers, melalui pers inilah suara masyarakat dapat menyebar ke berbagai pihak, hingga 
Terlapor dan Atasan Terlapor juga nantinya akan menjadi gerah dengan pemberitaan 
pers yang gencar. Pers, dalam hal ini baik media cetak, elektronik, bahkan internet bisa 
sebagai sarana pengawasan dari masyarakat. 
Setelah kerjasama dari pemerintah terjalin, selanjutnya melalui integrasi, terjadi 
penyatuan konsep pelaksanaan rekomendasi Ombudsman di bawah dukungan dari 
pemerintah dengan masyarakat. Pembahasan di sini akan berkait dengan masalah 
substansi. Konsep tersebut terbangun dengan sistem perpaduan antara top-down dengan 
bottom-up, di mana pemerintah tidak sekedar mendasarkan konsep pribadi namun juga 
memperhatikan konsep yang ada pada masyarakat, hingga muncul sebuah konsep 
perpaduan dari keinginan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga 
yang berwenang membuat peraturan, artinya ini penjabaran dari top-down, dan 
peraturan bagi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tersebut juga dengan 
mengakomodir keinginan dari masyarakat, di mana ini penjabaran dari bottom-up. 
Penyatuan konsep, dapat pula dengan komunikasi antara Ombudsman sebagai pihak 
yang membuat rekomendasi dengan Atasan Terlapor, yaitu adanya rekomendasi 
sementara. Rekomendasi sementara itu ditawarkan kepada Atasan Terlapor, jika Atasan 
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Terlapor bersedia untuk menjalankan konsep tersebut dalam jangka waktu tertentu 
sesuai kesepakatan bersama, dan tetap ada pengawasan baik dari pemerintah dan 
masyarakat, maka rekomendasi Ombudsman tidak perlu dikeluarkan. Mengingat bahwa 
tidak dilaksanakannya rekomendasi oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor berakibat 
adanya sanksi administrasi.  Di samping itu, konsep utama Ombudsman dalam 
menyelesaikan pengaduan masyarakat akibat adanya maladministrasi adalah win-win 
solution. Sekali lagi, dalam konsep integrasi ini, komunikasi menjadi alat utama.  
Penyatuan konsep dari pemerintah dan masyarakat tidak lain adalah dengan 
terbukanya ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi 
jalannya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Penghargaan terhadap partisipasi 
masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat bahwa Ombudsman 
merupakan model pengawasan yang berbasis masyarakat. Tanpa partisipasi aktif 
masyarakat, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tidak akan efektif. Partisipasi 
masyarakat bentuknya dapat berupa keaktifan masyarakat mengikuti jalannya 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Dalam hal ini msyarakat aktif mengawal, 
mencermati pelaksanan rekomendasi Ombudsman. Selanjutnya, masyarakat akan 
melaporkan kepada pers jika mengetahui rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan 
oleh Terlapor dan atau/ atau Atasan Terlapor. Pelaporan masyarakat kepada pers 
dimaksudkan untuk segi efektif dan efisien, sebab seringkali suara masyarakat kurang 
didengar pemerintah. Pers dapat dianggap sebagai jembatan untuk penyampaian laporan 
masyarakat, khususnya terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman. 
Langkah berikut, setelah pers mendapat informasi dari masyarakat, berkewajiban untuk 
melakukan publikasi sebagai bentuk penyampaian suara masyarakat, dengan harapan 
publikasi tersebut akan mempengaruhi sikap Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor, hingga 
pada akhirnya Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor melaksanakan rekomendasi 
246 
 
Ombudsman. Pers juga tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat semata, namun 
jika pers mengetahui adanya rekomendasi Ombudsman yang belum dilaksanakan, tanpa 
adanya laporn masyarakat, juga dapat mempublikasikannya. 
“Model KIP” pada akhirnya akan menuju kepada terwujudnya keadilan 
substantif. Dalam keadilan substantif, demi keadilan bagi masyarakat, dimungkinkan 
untuk memangkas atau mengabaikan ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak 
wajib. Artinya, jika dalam rangka memberikan keadilan, memang tidak harus 
mengabaikan peraturan perundang-undangan, maka pengabaian itu menjadi tidak perlu. 
Di dalam “Model KIP”, tujuan akhir terwujudnya keadilan substantif adalah sesuai 
dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yaitu dilaksanakannya 
rekomendasi Ombudsman oleh Terlapor dan/ atau  Atasan Terlapor, serta diberikannya 
sanksi administrasi bagi Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor yang mengabaikan 
rekomendasi Ombudsman. Tujuan tersebut dalam prakteknya berdasarkan model sesuai 
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 belum optimal, maka dengan “Model KIP” ini 
diharapkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman optimal, karena pengawasan tidak 
hanya dilakukan oleh Ombudsman namun dalam model ini masuk pula Presiden, 
Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPRD. Berkait dengan sanksi administrasi, dalam 
model yang berlaku sekarang diserahkan kepada pejabat atasan namun belum optimal, 
sehingga dalam “Model KIP” ini diharapakan bisa optimal karena Presiden sebagai 
kepala Pemerintahan tertinggi menugaskan kepada Menpan RB sebagai pejabat yang 
berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi.   
Konsekuensi dari “Model KIP” adalah adanya semangat bersama antara 
pemerintah yang meliputi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR,DPRD, 
Ombudsman, Menpan RB dengan masyarakat baik masyarakat umum, Pelapor maupun 
Pers. Kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini menjadi syarat utama bagi 
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keberhasilan pelaksanaan “Model KIP” untuk mencapai target bagi dilaksanakannya 
rekomendasi Ombudsman. Berkait dengan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, 
diperlukan adanya pengawalan, di mana Ombudsman tidak hanya percaya akan 
informasi telah dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, namun hal ini harus 
ditunjukkan oleh Atasan Terlapor dalam bentuk laporan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. Hal ini dapat terlaksana manakala pemerintah dan masyarakat secara 
besama-sama melakukan pengawasan, mengingat sesuai dengan ketenuan Pasal 38 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ada pembatasan waktu selama 60 
(enampuluh) hari sejak rekomendasi diterima.  
Selanjutnya, keaktifan Ombudsman untuk meminta keterangan kepada Terlapor 
dan/ atau Atasan Terlapor berkait pelaksanaan rekomendasi Ombudsman juga disertai 
dengan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan menjadi hal yang penting karena 
dapat mengungkap kondisi riil atas pelaksanan rekomendasi Ombudsman. Sekali lagi, 
ini juga memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Konsekuensi 
selanjutnya, adalah terpenuhinya target bahwa jika rekomendasi Ombudsman tidak 
dilaksanakan, maka pemerintah , dalam hal ini Ombudsman, akan bekerjasama dengan 
masyarakat melalui lembaga pers, guna mempublikasikan Terlapor dan/ atau Atasan 
Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Langkah berikutnya 
adalah kondisi tersebut dilaporkan kepada Presiden dan DPR.  
Pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman serta 
pelaporan pelaksanaan rekomendasi, membawa konsekuensi akan dikenakannya sanksi 
administrasi. Adapun sanksi administrasi ini akan diberikan oleh Menpan RB selaku 
lembaga yang berwenang memberikan sanksi administrasi. 
Setelah melewati tahapan kolaborasi, integrasi dan partisipasi, model ini akan 
mewujudkn keadilan substantif. Keadilan substantif ini akan dicapai melalui 
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pendekatan legal pluralism, yang mencakup state law, natural law, society. Penjabaran 
ketiga unsur tersebut, yaitu bahwa dalam mewujudkan keadilan substantif dalam 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, tidak hanya mendasarkan pada bunyi undang-
undang yang tercantum dalam state law saja. Undang-undang dimaksud adalah Pasal 
38, 39 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
yang menyatakan bahwa rekomendasi adalah wajib dilaksanakan,dan jika diabaikan 
akan dikenai sanksi administrasi. ―Model KIP‖ dalam rangka mewujudkan keadilan 
substantif, juga dengan memperhatikan natural law, yang dalam hal ini meliputi  moral 
dan ketentuan agama yang berlaku di Indonesia, bahwa pada dasarnya setiap orang itu 
harus jujur, tidak boleh menyakiti dan harus memberikan apa yang menjadi hak orang 
lain. Berkait dengan pelaksanan rekomendasi Ombudsman, bahwa jika dari hasil 
klarifikasi Ombudsman hingga menghasilkan sebuah rekomendasi, dan hal tersebut 
demi kebaikan masyarakat, maka sudah selayaknya rekomendasi itu dilaksanakan. Hal 
ini mengingat bahwa, pelayanan publik yang baik adalah hak masyarakat. Jika dari 
pelayanan tersebut dilakukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada 
masyarakat, maka pejabat publik  harus secara jujur mengakui adanya kekurangbaikan 
dalam pelayanan publik, dan harus segera melakukan perbaikan supaya masyarakat 
tidak tersakiti atau dirugikan. Akan tetapi, jika melihat bahwa tidak dilaksanakannya 
rekomendasi Ombudsman itu karena adanya pemahaman masyarakat (terutama pejabat 
publik yang menerima rekomendasi dan juga sebagian masyarakat umum), bahwa 
rekomendasi itu adalah saran biasa. Saran itu dilaksanakan boleh, ditinggalkan juga 
boleh. Melihat kondisi yang demikian, dalam mewujudkan keadilan substantif dalam 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, maka perlu dengan bijaksana Ombudsman 
melihat kepada unsur society yaitu berkait dengan living law. Pemaknaan rekomendasi 
Ombudsman sebagai saran biasa inilah yang merupakan arti dari living law, dan living 
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law tersebut menjadi salah satu unsur yang juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman, supaya ketika rekomendasi belum dilaksanakan, 
Ombudsman langsung menyatakan bahwa pejabat publik tersebut harus dikenai sanksi. 
Mensikapi hal tersebut, maka diperlukan kesepakatan antara pemerintah dan 
masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, yaitu 
menggunakan sistem top-down dan bottom-up. Sistem top-down dipergunakan 
mengingat dalam pegawasan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman diperlukan 
peraturan sebagai pedoman. Peraturan tersebut yang membuat adalah pemerintah. 
Sementara sistem bottom-up diartikan bahwa dalam pengawasan pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman, harus memperhatikan keinginan, kebiasaan yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat.  
Adapun maksud dari “Model  KIP” peneliti jelaskan, bahwa sebagai langkah 
awal hal yang perlu diperhatikan adalah  adanya 2 (dua) hal, yaitu ―mungkin‖ dan 
―tidak mungkin‖ bagi dilakukannya tindakan kolaborasi. Dalam permasalahan ini, 
kolaborasi yang berarti kerjasama ,
254
 diberi makna bahwa dimungkinkan adanya 
kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pengawasan 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Berdasarkan hal tersebut, maka kata 
―Kolaborasi‖ diletakkan pada awal, baru diikuti kata ―Integrasi‖ dan  ―Partisipasi‖.  
Selanjutnya, kata ―Integrasi‖ yang berarti pembauran hingga menjadi kesatuan 
yang utuh atau bulat.
255
 Setelah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat 
dimungkinkan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyatukan antara unsur 
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pemerintah dengan masyarakat, untuk melakukan komunikasi dalam rangka 
mengetahui latar belakang dari munculnya perbedaan makna rekomendasi yang 
berakibat rekomendasi Ombudsman tidak efektif. Berangkat dari komunikasi ini maka 
akan menyatu sebuah konsep cara  pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Konsep 
yang ditawarkan merupakan perpaduan dari keinginan pemerintah dan masyarakat.  
Istilah yang ketiga, yaitu ―Partisipasi‖  yang berarti perihal turut berperan serta 
dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta, 
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 yang dalam hal ini diartikan 
mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. Di sini lebih menekankan kepada kegiatan mendengar suara masyarakat 
ke dalam pelaksanaan pengawasan setelah didahului dengan kegiatan komunikasi dalam 
aspek ―Integrasi‖ sebelumnya. 
Berangkat dari pemikiran di atas, maka maksud dari ―Model KIP” adalah 
sebuah model Kolaborasi, yaitu sebuah konsep kerjasama. Kerjasama yang dimaksud di 
sini adalah antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun kerjasama yang akan 
dibangun adalah mendasarkan kepada konsep integrasi dan partisipasi. Integrasi yang 
dimaksudkan dan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana disampaikan oleh 
Supomo, yang intinya bahwa dalam konsep integral maka anggota-anggota dari 
komunitas tersebut merupakan persatuan yang organis, tidak mementingkan 
perseorangan tapi mengatasi semua golongan, persatuan hidup berdasarkan 
kekeluargaan. Hal ini jika diterapkan dalam ―Model KIP” adalah untuk mengikuti 
susunan dan sifat tata negara Indonesia asli, yang mana hal ini terlihat khususnya dalam 
masyarakat desa, yang bersemangat gotong royong dan kekeluargaan, serta pemimpinya 
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bersatu jiwa dengan rakyat dan senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya. 
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Setelah adanya kesepakatan bahwa dalam membangun sebuah model tidak ada pihak 
yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, maka selanjutnya pihak 
pemerintah yang dalam sebuah negara mempunyai posisi yang lebih kuat dari rakyat, 
dengan penuh kerelaan memberi kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai 
posisi lebih lemah untuk memberikan pendapatnya. Hal ini berangkat dari pemikiran 
bahwa makna dari partisipasi sebagaimana disampaikan oleh Janabrota sebagaimana 
dikutip oleh Ndraha (1990) adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap 
program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan 
sendiri.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti membuat sebuah model dengan 
penamaan mengikuti tata urutan per- kata yaitu ―Kolaborasi‖ pada awal posisi pertama, 
dan ―Integrasi‖ pada urutan kedua serta ―Partisipasi‖ pada urutan ketiga.  
Pilihan ―Model KIP‖ ini memang belum ada yang menggunakan, akan tetapi 
penulis mencoba melihat dari beberapa penelitian terdahulu yang berkait dengan 
kolaborasi , integrasi dan partisipasi, untuk selanjutnya penulis pergunakan sebagai 
bahan pertimbangan pembuatan ―Model KIP‖ dalam pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. Beberapa peneliti yang pernah  meneliti berkait kolaborasi, antara lain 
adalah Supartono, Saptorini, Dian Sri Asmorowati dengan judul tulisan ―Pembelajaran 
Kimia Menggunakan Kolaborasi Konstrukstif Dan Inkuiri Berorientasi Chemo-
Enterpreneurship‖, menghasilkan kesimpulan bahwa: pembelajaran kimia hidrokarbon 
dengan menggunakan kolaborasi konstruktif dan inkuiri berorientasi CEP untuk 
meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan minat berwirausaha bagi Siswa SMA N 1 
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Jepara mampu menigkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan minat berwirausaha 
siswa. 
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Di samping itu, penelitian yang mendasarkan konsep kolaborasi, dilakukan oleh 
Sam'un Jaja Raharja, dengan judul ―Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai Citarum‖.  Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah bahwa kegiatan 
kolaborasi itu akan efektif melalui partisipasi pemangku kepentingan.
 260
 Jika hal 
tersebut dikaitkan dengan ―Model KIP‖ adalah menjadi hal sesuai, karena ―Model 
KIP‖ di sini adalah sebuah model yang di dalamnya selain ada kolaborasi juga 
partisipasi. Partisipasi dalam hal ini adalah partisipasi dari masyarakat yang yang 
memang memiliki kepentingan untuk dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman dalam 
rangka memenuhi hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik. 
Berkait dengan penelitian yang menggunakan konsep integrasi, beberapa hasil 
penelitian dapat terlihat antara lain yang dilakukan oleh Ronald Sukwadi; Ching-Chow 
Yang, yang berjudul ―Model Integrasi Penciptaan Nilai Berdasarkan Model Refined 
Kano dan Blue Ocean Strategy‖, di mana model integrasi ini dapat digunakan untuk 
menentukan tindakan perbaikan yang sesuai untuk meningkatkan nilai pelanggan dan 
juga meningkatkan retensi, akuisisi, dan margin pelanggan, yang semuanya memiliki 
kontribusi signifikan terhadap keuntungan perusahaan.
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Integrasi dinilai bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun manfaat yang dirasakan adalah antara lain 
membuat perencanaan pembangunan desa makin tertib, pengangguran menjadi lebih 
pasti, terhindar dari ketumpangtindihan dan meningkatkan akuntabilitas program 
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regular. Hal ini tercantum dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri, 
dkk dengan judul ―Studi Kualitatif  Proliferasi & Integrasi Program Pemberdayaan 
Masyarakat Di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan (2014).
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Beberapa peneliti yang pernah meneliti berkait partisipasi adalah Mohammad 
Mulyadi yang dituangkan dalam bukunya berjudul ―Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Masyarakat Desa ― (2009). Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut 
adalah bahwa keberhasilan suatu program pembangunan tergantung seberapa besar 
partisipasi masyarakat ikut dalam pelaksanaan pembangunan, karena masyarakat 
sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. 
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Selanjutnya, hasil penelitian Saifuddin  yang dituangkan dalam buku dengan 
judul ―, Patisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan‖ (2009), 
menyimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif  
merupakan bentuk yang ideal yang akan melahirkan undang-undang yang responsif. 
Sekalipun perwujudannya tidaklah mudah, akan tetapi sepanjang ada jaminan yang 
lebih memadai dalam peraturan perundang-undangan, partisipsi masyarakat akan lebih 
mendapatkan tempat yang proporsional dalam proses pembentukan undang-undang.  
Bahwa dalam rangka penataan daerah tertinggal, sebagaimana hasil penelitian 
dari Zeji Mandala, dengan judul ―Konsep Perencanaan Strategik dengan Perencanaan 
Partisipasi sebagai Perwujudan Pengentasan Daerah Tertinggal dengan membangun 
Potensi Desa di Daerah Tertinggal‖, diperlukan adanya kolaborasi perencanaan yang 
dalam hal ini adalah kolaborasi yang terintegrasi antara perencanaan strategik dan 
perencanaan partisipasi.
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Atas dasar beberapa penelitian sebelumnya, yang sekalipun tidak semuanya 
menyatukan konsep kolaborasi, integrasi dan partisipsi, namun penulis tidak berkecil 
hati untuk yakin mencoba membangun model dengan perpaduan konsep kolaborasi, 
integrasi dan partisipasi.  
Sementara itu, penelitian berkait dengan keadilan substantif, telah dilakukan 
oleh Muhammad Taufiq yang dituangkan dalam buku berjudul ―Keadilan Substansial 
Memangkas Rantai Birokrasi Hukum‖ (2014), telah menghasilkan model penyelesaian 
perkara pidana yang berkeadilan substansial yaitu dengan penyelesaian secara cepat dan 
efisien dengan mengutamakan keadilan bagi pelaku maupun korban, dengan tidak 
mengedepankan kepastian hukum semata. Model tersebut juga memungkinkan adanya 
lembaga pema‘af dan dimungkinkan adanya perdamaian di segala tingkat.265 
Model yang peneliti singkat dengan nama “Model KIP”  dilatarbelakangi 
bahwa model yang selama ini berlaku di masyarakat  terutama dalam lingkup birokrasi, 
adalah model pendekatan top-down yang bisa dikategorikan sebagai model 
konvensional yaitu semua tindakan adalah sesuai dengan keinginan atasan. Dalam 
kenyataannya, model seperti itu sudah tidak sesuai lagi. Apalagi konsep yang 
berkembang pada masa sekarang, bahwa pejabat publik bukanlah pihak yang harus 
dilayani, namun justru harus melayani masyarakat untuk adanya kebahagiaan 
masyarakat. Bagi terwujudnya keadilan substantif, jelas model konvensional sangat 
tidak tepat. Pendekatan top-down atau yang sering disebut policy centered adalah 
menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melalukan pemetaan ke bawah guna 
melihat keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini 
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identik dengan command and control, di mana keberhasilan pelaksanaan  kebijakan 
didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan.
266
 
Secara umum agar pendekatan top-down sebagaimana dikembangkan oleh Brian 
W. Hogwood dan Lewis A. Gunn optimal diperlukan beberapa persyaratan, yaitu: (1) 
kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan 
gangguan/ kendala yang serius; (2) untuk pelaksanan program tersedia waktu dan 
sumber-sumber yang cukup memadai; (3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan 
benar-benar tersedia; (4) kebijaksanaan yang akan dilaksanakankan didasari oleh suatu 
hubungan kausalitas yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya 
sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil; (7) 
pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas diperinci 
dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) komunikasi dan koordinasi yang 
sempurna; (10) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
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Melihat persyaratan dalam pendekatan top-down tersebut di atas, dalam rangka 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman semakin terlihat kurang tepat. Hal ini terlihat 
bahwa seringkali dengan pelaksanaan pendekatan top-down bahwa terdapat adanya 
kendala baik secara fisik maupun politik. Secara fisik, yaitu karena perbedaan 
pemahaman makna rekomendasi yang ada pada pemerintah dengan yang ada dalam 
masyarakat.  Sementara kendala politik dalam hal ini terlihat, pemerintah beranggapan 
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setelah undang-undang menyatakan bahwa rekomendasi itu wajib untuk dilaksanakan, 
secara otomatis masyarakat juga sepemikiran. Padahal dalam praktek hal tersebut 
berbeda kondisinya. 
Untuk adanya keseragaman pemahaman makna tentang rekomendasi 
Ombudsman, jika hanya mendasarkan pada proses dari  perancangan hingga 
pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, adalah sangat singkat. Artinya, 
masyarakat perlu waktu lebih panjang yang bisa dilakukan dengan model sosialisasi 
yang terus menerus, misalnya, bukan dalam waktu yang singkat. Mengigat bahwa, 
adalah tidak mudah untuk merubah mindset seseorang terhadap apa yang sudah tertanan 
lama di benaknya.  
Pemahaman yang sama akan menjadi semakin sulit ditemukan jika pengaruh 
aktor yang lainnya, yang dalam hal ini adalah masyarakat juga termasuk di dalamnya 
Terlapor dan Atasan Terlapor, tidak diperhatikan. Mendasarkan hal tersebut, maka 
model top-down harus didampingi dengan model bottom-up, supaya ada keselarasan.  
Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pembuatan sebuah 
peraturan, menurut Nigro&Nigro sebagaimana dikutip oleh M. Irfan Islamy 
268
 antara 
lain: 
1. Cara berpikir yang sempit (cognitive nearsightedness).  
2. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu (assumption that 
future will repeat past). 
3. Terlampau menyederhanakan sesuatu (over simplification).  
4. Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang (overrealiance on one’s 
own experience). 
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5. Keputusan-keputusan yang dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan 
(procenceived nations). 
6. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (unwillingness to experiment). 
7. Keengganan untuk membuat keputusan (reluctance to decide). 
Dalam kaitannya dengan ―Model KIP” ini, sebagaimana diuraikan dari Teori 
Bekerjanya Hukum dari Chambliss & Seidman untuk memperhatikan masyarakat dan 
lingkungan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Idam Laksana bahwa  
perintah atasan menjadi lebih utama dari sekedar surat rekomendasi Ombudsman yang 
dikirim ke sebuah instansi untuk dilaksanakan. 
269
 Dalam hal ini nampak jelas, bahwa 
ketika aturan itu dibuat tanpa melibatkan komponen-komponen lain yang terkait, maka 
hasilnya tidak akan maksimal dalam pelaksanaannya. Komponen yang dimaksud adalah 
masyarakat yang nantinya akan terkena imbas dari berlakunya sebuah peraturan. 
Berkait dengan penelitian ini, yang dimaksud adalah efektifnya pelaksanan 
rekomendasi Ombudsman karena melibatkan masyarakat. 
Pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang mendasarkan kepada ―Model KIP” 
pada akhirnya akan dapat mewujudkan keadilan substantif. Hal ini terlihat, bahwa kata 
―wajib‖ yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 akan 
dapat difahami oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman berdasarkan ―Model KIP” akan mampu mewujudkan 
keadilan substantif, di mana seperti disampaikan oleh Mahfud MD bahwa keadilan 
substantif dapat diperoleh salah satunya dengan mengabaikan ketentuan undang-
undang, 
270
 atau istilah dari Satjipto Rahardjo melakukan rule breaking. 
271
 Di dalam 
―Model KIP”, Presiden/ Kepala Daerah dan DPR/ DPRD tidak sekedar menerima 
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laporan, namun ikut serta mengawasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. 
Bentuknya dapat berupa surat perintah pelaksanaan, atau dalam bentuk yang lainnya. Di 
samping itu, masuknya Menpan RB juga merupakan alat pengawal untuk memaksakan 
dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, dan jika diabaikan maka penjatuhan sanksi 
administrasi tidak bisa ditunda lagi. Sementara untuk publikasi di berbagai media, 
seperti yang sudah dilaksanakan selama ini, dengan terbukanya ruang partisipasi 
masyarakat, frekuensinya akan semakin tinggi dan kewajiban bagi Presiden/Kepala 
Daerah dan DPR/DPRD memperhatikan publikasi tersebut sebagai sarana kontrol 
masyarakat yang perlu diapresiasi. Inilah penjabaran dari rule breaking atas ketentuan 
yang selama ini berlaku, yaitu Pasal 44 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia 
Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. 
Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa dalam pengawasan secara persuasif, Ombudsman 
menunggu sikap dari Terlapor selama 60 (enampuluh) hari, untuk melaporkannya 
kepada Atasan Terlapor. Selanjutnya, jika dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari, 
Atasan Terlapor belum juga melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka 
Ombudsman akan mempublikasikan hal tersebut serta melaporkannya kepada Presiden/ 
Kepala Daerah dan DPR/DPRD. 
Berkait ―Model KIP‖ untuk mewujudkan keadilan substantif peneliti 
merancang bahwa dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat maka 
dapat menentukan cara pelaksanan rekomendasi Ombudsman yang dilakukan dengan 
pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, yang mana kesepakatan pelaksanaan 
tersebut dengan cara mendengar dan mengaplikasikan pendapat dari masyarakat. Hal 
tersebut dimaksudkan agar pelaksanan rekomendasi dan pengawasannya benar-benar 
memperhatikan kemanfaatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. 
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Setelah penulis menguraikan ―Model KIP‖, maka selanjutnya akan disajikan 
perbandingan model pelaksanaan rekomendasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan ―Model KIP‖. 
Tabel. 7. 
Perbandingan Pelaksanaan Model Pelaksanaan Rekomendasi Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan Model KIP 
UU No. 37/2008 Model KIP 
Mengutamakan kepastian hukum Mengutamakan keadilan bagi Pelapor 
maupun Terlapor/Atasan Terlapor 
Dalam proses pengesahan rekomendasi 
tidak ada komunikasi antara ORI dengan 
masyarakat (Terlapor/Atasan Terlapor) 
Dalam proses pengesahan rekomendasi 
ada komunikasi antara ORI dengan 
masyarakat (Terlapor/ Atasan Terlapor) 
yang terwujud dalam bentuk rekomendasi 
sementara. Jika Atasan Terlapor 
menyetujui akan melaksanakan 
rekomendasi sementara dalam jangka 
waktu sesuai kesepakatan, maka 
rekomendasi yang diperkuat dengan sanksi 
administrasi bagi yang tidak 
melaksanakannya, tidak jadi dikeluarkan. 
Pengawasan pelaksanaan rekomendasi 
hanya dilakukan oleh Ombudsman  
Pengawasan pelaksanaan rekomendasi 
dilakukan secara bersama-sama antara 
pemerintah yang meliputi Pres/Kepala 
Daerah, DPR/DPRD, ORI, Menpan RB, 
dan masyarakat baik masyarakat umum, 
Pelapor, Pers. 
Presiden dan DPR hanya sekedar 
menerima laporan tentang tidak 
dilaksanakannya rekomendasi 
Ombudsman oleh pejabat publik. 
Presiden dan DPR, tidak sekedar 
menerima laporan berkait rekomendasi 
Ombudsman yang tidak dilaksanakan, 
namun ikut mengawasi dan sekaligus 
memaksakan pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. Jika diperlukan, disertai 
dengan surat perintah untuk melaksanakan 
rekomendasi Ombudsman. 
Sanksi administrasi dijatuhkan oleh 
Atasan Terlapor  
Sanksi administrasi diberikan oleh 
Menpan RB atas usul dari Presiden selaku 
kepala pemerintahan tertinggi . 
 
 
“Model KIP” sebagaimana penulis tawarkan merupakan sebuah model baru bagi 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, di mana pengawasan tidak hanya dilakukan 
oleh Ombudsman, namun melibatkan pula Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota, 
DPR/DPRD, Menpan RB, masyarakat umum, pelapor, pers. Diberlakukannya Undang-
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undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, merupakan 
kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia untuk mentaatinya. Berkaitan dengan 
hal tersebut, diperlukan adanya pengawasan oleh banyak pihak, agar, terutama 
rekomendasi Ombudsman dilaksanakan oleh setiap Pelapor dan/ atau Atasan Terlapor 
yang mendapat rekomendasi. Mengingat bahwa adanya perbedaan persepsi berkait 
makna rekomendasi antara pemerintah yang mendasarkan bunyi Pasal 38 ayat (1) 
bahwa Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, 
maka perlu adanya penghargaan terhadap makna yang ada pada masyarakat, bahwa 
rekomendasi hanya sekedar saran.  Mengingat bahwa Ombudsman merupakan sebuah 
lembaga yang dibangun berdasarkan undang-undang. maka setiap warga negara wajib 
menghormati dan mematuhi lembaga negara yang dibangun berdasar undang-undang 
tersebut sebagai salah satu sarana menuju ketertiban. Berkait dengan masih adanya 
perbedaan makna tentang rekomendasi, menjadi tugas Ombudsman untuk 
mensosialisasikan ketentuan undang-undang yang mewajibkan pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman dengan mendpat bantuan dari pemerintah dan masyarakat 
untuk juga secara bersama-sama memahami ketentuan undang-undang dan selanjutnya 
melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut.  
Penulis berpendapat bahwa apa yang telah dipraktekkan di Australia, yaitu 
adanya rekomendasi sementara yang disampaikan kepada Atasan Terlapor, menjadi 
salah satu alternatif dalam rangka menghindari diterapkannya rekomendasi 
Ombudsman yang menimbulkan akibat hukum dikenakannya sanksi administrasi bagi 
yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Di sinilah makna luas dari komunikasi 
antara Ombudsman dengan Terlapor/ Atasan Terlapor. 
Sementara, berkait dengan pengawasan pelaksanaan tidak hanya menjadi 
tanggung jawab dari Ombudsman namun secara bersama-sama antara pemerintah 
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dengan masyarakat, yang meliputi Pres/Kepala Daerah, DPR/DPRD, ORI, Menpan RB, 
serta masyarakat umum, Pelapor, Pers. Di dalam pelaksanaan pengawasan tersebut 
mewajibkan kepada kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/Walikota dan DPR/DPRD 
untuk juga mengawasi dan memaksakan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. 
Selanjutnya, penjatuhan sanksi bagi tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman 
akan diserahkan kepada Menpan RB yang mempunyai kewenangan menjatuhkan 
sanksi.  
Menurut penulis, dengan diberlakukanya ―Model KIP” dalam pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman akan mampu mewujudkan keadilan substantif, keadilan yang 
sempurna karena mendasarkan pada pertimbangan rasa keadilan baik bagi Pelapor 
maupun Terlapor dan Aasan Terlapor. 
Berdasarkan uraian di atas, secara lebih ringkas di bawah ini diajukan usulan 
bagi perubahan tentang substansi dan struktur serta budaya hukum berkait dengan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta 
penjabarannya melalui konsep “Model KIP”  berikut ini : 
1. Masukan untuk Substansi, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Masukan 
Ayat (1) : ― Terlapor  dan Atasan Terlapor 
wajib melaksanakan 
Rekomendasi Ombudsman.‖ 
Ayat (2) : ― Atasan Terlapor wajib 
menyampaikan laporan 
kepada Ombudsman tentang 
pelaksanaan Rekomendasi 
yang telah dilakukannya 
disertai hasil pemeriksaannya 
dalam waktu paling lambat 60 
(enampuluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya 
Rekomendasi.‖ 
Ayat (3) : ― Ombudsman dapat meminta 
keterangan Terlapor dan/atau 
Ayat (1) : ― Terlapor  dan Atasan Terlapor 
wajib melaksanakan 
Rekomendasi Ombudsman.‖ 
Ayat (2) : ― Atasan Terlapor wajib 
menyampaikan laporan 
kepada Ombudsman tentang 
pelaksanaan Rekomendasi 
yang telah dilakukannya 
disertai hasil pemeriksaannya 
dalam waktu paling lambat 60 
(enampuluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya 
Rekomendasi.‖ 
Ayat  (3) :  ― Ombudsman dapat meminta 
keterangan Terlapor dan/atau 
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atasannya dan melakukan 
pemeriksaan lapangan untuk 
memastikan pelaksanaan 
Rekomendasi.‖ 
Ayat (4) : ― Dalam hal Terlapor dan 
Atasan Terlapor tidak 
melaksanakan Rekomendasi 
atau hanya melaksanakan 
sebagian Rekomendasi 
dengan alasan yang tidak 
dapat diterima oleh 
Ombudsman, Ombudsman 
dapat mempublikasikan atasan 
Terlapor yang tidak 
melaksanakan Rekomendasi 
dan menyampaikan laporan 
kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden.‖ 
 
atasannya dan melakukan 
pemeriksaan lapangan untuk 
memastikan pelaksanaan 
Rekomendasi.‖ 
Ayat (4) : ― Dalam hal Terlapor dan 
Atasan Terlapor tidak 
melaksanakan Rekomendasi 
atau hanya melaksanakan 
sebagian Rekomendasi 
dengan alasan yang tidak 
dapat diterima oleh 
Ombudsman, Ombudsman 
dapat mempublikasikan 
atasan Terlapor yang tidak 
melaksanakan Rekomendasi 
dan menyampaikan laporan 
kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden.‖ 
Ayat  (5) : Dalam hal rekomendasi yang 
telah dipublikasi dan 
dilaporkan kepada Presiden, 
DPR sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (4) tidak 
ditindaklanjuti oleh Atasan 
Terlapor, sepanjang tidak ada 
perbedaan pendapat antara 
Ombudsmn dengan Presiden 
berkait isi rekomendasi, 
maka Presiden selaku 
Pembina ASN  wajib 
memerintahkan Terlapor dan 
Atasan Terlapor untuk 
melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman dan 
memerintahkan kepada 
Menpan RB untuk 
menjatuhkan sanksi 
administrasi bagi Terlapor 
dan Atasan Terlapor yang 
mengabaikan rekomendasi 
Ombudsman tersebut.  
 
 
2. Masukan untuk Struktur, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Masukan 
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―Ombudsman merupakan lembaga 
negara yang bersifat mandiri dan tidak 
memiliki hubungan organik dengan 
lembaga negara dan instansi 
pemerintahan lainnya, serta dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya 
bebas dari campur tangan kekuasaan 
lainnya.‖ 
Bekerjasama dengan  Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, berkait dengan 
penjatuhan sanksi. 
 
3. Masukan untuk Budaya Hukum: 
a. Memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada para pejabat publik dan 
warga masyarakat berkait dengan lembaga Ombudsman, terutama berkait 
rekomendasi Ombudsman yang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat 
bahwa budaya hukum sangat bergantung pada semangat dari penyelenggara, 
yaitu baik pejabat publik maupun masyarakat yang akan ikut mengawasi 
jalannya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Berkait dengan hal tersebut, 
maka, kolaborasi , integrasi  antara pemerintah dan masyarakat dengan 
membuka pintu partisipasi dari masyarakat,  merupakan sebuah kebutuhan yang 
harus diwujudkan. 
b. Merubah budaya ewuh pakewuh dalam aktivitas birokrasi, bahwa jika terbukti 
pejabat publik melakukan maladministrasi dan mendapat rekomendasi dari 
Ombudsman harus dikawal untuk melaksanakannya. Upaya merubah budaya 
ewuh pakewuh dilakukan dengan adanya perintah dari Presiden kepada Menpan 
RB menjatuhkan sanksi administrasi bagi Terlapor dan Atasan Terlapor yang 
mengabaikan rekomendasi Ombudsman.  
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BAB V 
PENUTUP  
A. Simpulan 
Bertitik tolak dari hasil penelitian sebagaimana penulis uraikan pada bab sebelumnya,  
maka kesimpulan yang bisa diambil adalah : 
1. Beberapa alasan yang menyebabkan model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
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Ombudsman Republik Indonesia belum dipatuhi oleh Terlapor dan/ atau Atasan 
Terlapor dapat disimpulkan bahwa: 
a. Ditinjau dari sisi Pelapor, bahwa masih banyak Pelapor yang kurang memahami 
kinerja Ombudsman secara detail, sehingga tidak berusaha mengawal jalannya 
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Bahkan ada Pelapor yang baru menyadari 
bahwa hasil penyelesaian pelaporan tentang mladministrasi (salah satunya) adalah 
rekomendasi yang jelas berbeda dengan keputusan pengadilan. Berkait dengan 
rekomendasi, Pelapor juga banyak yang berpendapat sebagai sebuah saran biasa, 
padahal seharusnya wajib dilaksanakan. 
b. Ditinjau dari sisi Terlapor, terdapat beberapa alasan, yaitu: 
1) Bahwa rekomendasi diartikan sebagai saran biasa yang pelaksanannya 
diserahkan kepada penerima rekomendasi, apakah mau melaksanakan atau 
tidak. Demikian juga, Pelapor lebih memilih mendengar perintah atasan. Jadi, 
sepanjang atasan tidak memerintahkan untuk melaksanakan rekomendasi 
Ombudsman, maka Terlapor memilih tidak melaksanakan rekomendasi 
sekalipun sudah mengetahui adanya ketentun ―wajib‖ dalam undang-undang.  
2) Masih adanya anggapan bahwa jika sebuah instansi memperoleh rekomendasi 
Ombudsman, berarti insatnsi tersebut telah melakukan kesalahan, dan hal ini 
sama dengan ‗aib‘ bagi instansi tersebut.  
3) Rekomendasi Ombudsman belum dapat menjadi dasar hukum untuk 
melakukan suatu tindakan, dan para pejabat lebih patuh jika pelaksanaan 
rekomendasi itu atas perintah pejabat atasan. 
c. Ditinjau dari sisi eksekutor, bahwa Atasan Terlapor tidak semuanya memberikan 
apresiasi yang baik terhadap rekomendasi Ombudsman. Bahkan hal yang paling 
mencolok, yaitu berkaitan dengan sanksi bagi Terlapor yang tidak menjalankan 
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rekomendasi Ombudsman, tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Sementara, 
Ombudsman tidak berwenang menjatuhkan sanksi bagi Terlapor yang melalaikan 
rekomendasi Ombudsman. 
d. Ditinjau dari sisi substansi, bahwa tidak dilaksanakannya rekomendasi 
Ombudsman karena tidak ada informasi terlebih dahulu, seperti rencana 
rekomendasi, yang dikomunikasikan kepada Terlapor.   
2. Dampak tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman terhadap akses keadilan 
substantif terhadap pihak terkait dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Pelapor tidak segera menerima layanan publik yang baik. 
b. Pelapor tidak segera menerima hak-haknya. 
c. Pada saat rekomendasi Ombudsman yang dibuat melalui proses yang diatur sesuai 
Undang-Undang tidak dilaksanakan, maka hal ini dapat mengurangi kewibawaan 
negara. Artinya perintah negara melalui undang-unadng telah diabaikan 
masyarakat.   
3. Model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang penulis usulkan dapat dirumuskan 
dengan penyebutan ―Model KIP‖, dengan karakteristik sebagai berikut: 
a. Adanya kerjasama antara pemerintah (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, 
DPR, DPRD, ORI, Menpan RB) dengan masyarakat (masyarakat umum, Pelapor, 
Pers) 
b. Kerjasama pemerintah dan masyarakat pada akhirnya akan menyatu dalam bentuk 
sebuah pengawasan yang mengawal jalannya pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. Pengawasan ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun 
masyarakat, yang didasarkan pada perpaduan antara sistem top-down dengan 
bottom-up. Sistem top-down diwujudkan dalam bentuk adanya peraturan yang 
mendasari pengawasan tersebut, di mana peraturan tersebut adalah produk dari 
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pemerintah untuk masyarakat. Sementara itu, sistem bottom-up terwujud dalam 
bentuk sikap pemerintah  memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi melakukan pengawasan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.  
c. Penyatuan konsep pemerintah dan masyarakat untuk mencapai win-win solution 
adalah dengan membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, 
dan hal ini tidak sekedar sebagai formalitas belaka, namun benar-benar 
kesempatan berpartisipasi itu terbuka. Di sisi lain, masyarakat juga memanfaatkan 
kesempatan tersebut dengan (1) aktif mengikuti perkembangan pelaksanaan 
rekomendasi Ombudsman, (2) melaporkan rekomendasi Ombudsman yang belum 
dilakasanakan kepada Ombudsman, (3) pers melakukan publikasi rekomendasi 
Ombudsman yang belum dilaksanakan baik atas laporan masyarakat kepada pers, 
maupun keaktifan pers sendiri yang mengamati pelaksanaan rekomendasi 
Ombudsman. 
d. Pemahaman bahwa penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia untuk bisa dikatakan memenuhi keadilan 
substantif, tidak boleh hanya mendasarkan kepada bunyi ketentuan Pasal 38, 39 
saja bahwa rekomendasi Ombudsman itu wajib dilaksanakan dan jika dilalaikan 
akan dikenai sanksi administrasi, namun ―Model KIP‖ harus mampu membangun 
jiwa masyarakat dan pemerintah bahwa sesuai dengan moral dan ketentuan agama 
yang berlaku di Indonesia, setiap orang harus jujur, tidak boleh menyakiti orang 
lain dan harus memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Di samping itu, 
hukum yang hidup dalam masyarakat juga harus diperhatikan, yaitu pemahaman 
masyarakat yang menganggap rekomendasi itu sebagai saran biasa. Ini juga tidak 
boleh diabaikan, supaya tidak menyakiti masyarakat. Oleh karena itu , maka 
kerjasama dari pemerintah dan masyarakat menjadi tidak dapat dielakkan lagi, 
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untuk memberikan rasa keadilan yang seimbang kepada pemerintah dan 
masyarakat melalui pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagai wujud 
penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
B. Implikasi 
Penelitian ini diharapkan menghasilkan implikasi, baik yang bersifat teoritis maupun 
praktis. Adapun kedua implikasi dimaksud dapat penulis uraikan sebagai berikut : 
1. Implikasi Teoritik 
Perkembangan Hukum Administrasi Negara yang demikian cepat seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, tidak boleh mengabaikan 
rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri meliputi kepastian, 
keadilan dan kemanfaatan,  akan menjadi ideal manakala ketiga hal tersebut dapat 
berjalan selaras. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, keadilan menjadi 
pilihan utama untuk dapat diwujudkan. Dalam mencapai keadilan dalam penegakan 
hukum, pengawasan menjadi hal yang mutlak. Melalui penelitian ini, maka 
pengawasan pada dasarnya tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja, namun 
harus secara bersama-sama dari berbagai elemen yang terkait, supaya tidak terjadi 
pengawasan yang bersifat subyektif yang dapat melemahkan proses penegakan 
hukum. Awalnya tanggung jawab pengawasan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
ada di tangan Ombudsman, tetapi sekarang harus bersinergi dengan beberapa 
lembaga. Hal ini karena pada dasarnya hukum tidak bisa parsial tetapi harus 
bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait agar tujuan hukum sesuai yang 
diharapkan yaitu adanya kepastian, keadilan dan kemafaatan.  
Tujuan pengawasan oleh banyak pihak adalah untuk terciptanya model 
pengawasan yang bisa mengoptimalkan penegakan hukum., karena dari beberapa 
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pendapat yang disatukan akan menghasilkan konsep pengawasan yang terintegrasi 
dari berbagai aspek. Hal ini sekaligus mengingat bahwa rekomendasi Ombudsman 
tidak seperti putusan pengadilan yang eksekusinya jelas. Berkait dengan hal tersebut, 
maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang melibatkan pemerintah dan 
masyarakat. 
2. Implikasi Praktis 
Berangkat dari kenyataan bahwa masih adanya rekomendasi Ombudsman 
yang belum dilaksanakan oleh Terlapor dan/ atau Atasan Terlapor, menimbulkan 
ketidakpuasan bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi Ombudsman, ketidakpuasan 
karena telah melakukan serangkaian kegiatan panjang sebelum akhirnya 
menghasilkan sebuah rekomendasi. Sementara bagi masyarakat, terhambatnya 
memperoleh pelayanan public yang baik.  Melihat kondisi yang demikian, agar setiap 
rekomendasi ditaati oleh Terlapor dan Atasan Terlapor, melalui hasil penelitian ini, 
penulis menyajikan pembaharuan secara tekhnis berkait dengan model pengawasan 
bagi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. ―Model KIP” yang penulis tawarkan 
merupakan sebuah hasil kerjasama dari unsur pemerintah dan masyarakat, di mana 
terdapat penyatuan dalam substansi untuk melakukan pengawasan dengan 
mengakomodir pemikiran masyarakat melalui kesempatan masyarakat untuk 
berpartisipasi di dalam pengawasan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. 
C. Rekomendasi 
1. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang 
berlaku selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah hanya 
dilakukan oleh Ombudsman. Sementara, Ombudsman hanya memiliki kewenangan 
yang bersifat persuasif dan tidak mempunyai kewenangan memaksa. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah model pengawasan bagi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman 
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yang mampu mendukung bagi dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, yaitu 
dengan melibatkan Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, DPR/DPRD, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)  
khususnya Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan 
Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur yang berada di bawah Bidang 
Penyiapan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam lingkup 
kewenangan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur. Di samping itu, 
masuk juga Ombudsman, masyarakat umum, Pelapor, Pers. Hal ini dimaksudkan 
bahwa baik pemerintah maupun masyarakat mampu saling mendukung bahkan 
memaksa untuk dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman. 
2. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi administrasi, akan lebih tepat jika hal tersebut 
diserahkan kepada Menpan RB sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi 
bagi aparat Administrasi Sipil Negara (ASN) dan kepada Gubernur/Bupati/Walikota 
bagi pelayan publik di luar ASN. 
3. Sosialisasi kepada pejabat publik dan masyarakat berkait dengan tugas dan wewenang 
Ombudsman, terutama berkait dengan rekomendasi Ombudsman yang wajib 
dilaksanakan. Mengingat bahwa budaya hukum sangat bergantung pada semangat 
penyelenggara, yaitu baik pejabat publik maupun masyarakat. Berkait dengan hal 
tersebut, kolaborasi , integrasi  antara pemerintah dan masyarakat dengan membuka 
pintu partisipasi dari masyarakat,  merupakan sebuah kebutuhan yang harus 
diwujudkan.  
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LAMPIRAN 1.  
REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011-2014 
NO Register Rekomendasi Tanggal Tertuju Perihal Status 
1 0001/REK/0017.2009/TM.02/II/2011 4-2- 2011 Kepala BPN ORI memberikan Rekomendasi sebagai 
berikut: 1. Kiranya Kepala BPN 
neninjau kembali penerbitan sertifikat 
dimaksud dalam rangka tertib 
administrasi pemerintah sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku, 2. 
Peninjauan kembali penerbitan SHGU 
N0. 1 tersebut dapat memberikan 
konsekuensi atas kepemilikan tanah 
warga yang sebelumnya telah mendiami 
dan menggarap tanah secara turun 
temurun. 
Masih dalam proses 
penyelesaian dan 
ditargetkan Februari 
2015 sudah ada 
penyelesaian 
2 0002/REK/0514.2010/MM-07/II/2011 16-2- 2011 Bupati Kebumen 1. RSUD melakukan kelalaian mengenai 
permasalahan penempatan pelapor. 2. 
Putusan TUN tidak dapat dilaksanakan 
karena bagian Staf Media Fungsional 
(SMF) anak menolak penempatan 
kembali pada pelapor bagian tersebut. 
Selesai PWK DIY 
3 0003/REK/0274.2009/PB-09/IV/2011 29-4- 2011 Bupati Nias 1. Melaksanakan putusan No. 
1001K/Pdt/2003 tertgl 28-2-2005 jo 
Putusan No. 182/Pdt/2002/PT.Mdn 
tertgl 22-7-2002 jo Putusan 
No.10/Pdt.G/2001/PN.Gs tertgl 7-3-
2002 dengan menganggarkan pada kas 
Daerah Kab Nias thn nggaran 2012 
Sudah dilaksanakan 
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untuk pembayarakan ganti kerugian, 2. 
Melaporkan hasil tindak lanjut 
rekomendasi ini kepada ORI paling 
labat 60 hari sejak diterimanya surat ini. 
4 0004/REK/0307.2011/MK.02-024/V/2011 27-5-2011 Kepala BPN RI Rekomendasi: Kepala BPN RI 
mempertimbangkan hukuman sesuai 
ketentuan yang berlaku antara lain 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 
ayat (3,4) Undnag-Undang No. 25 tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik. 
Dilaksanakan 
5 0005/REK/0308.2011/MK.PD-02/V/2011 30-5-2011 Menteri 
Perhubungan RI 
(Saran) 
ORI menyampaikan saran umum kepada 
Menteri Perhubungan RI agar 
melakukan langkah-langkah perbaikan 
dalam rangka meningkatkan pelayanan 
di pelabuhan Merak-Bakauheni. 
Selesai 
6 0006/REK/0327.2011/PB-KI-09/VI/2011 6-6-2011 Walikota Beksi 
(Saran) 
ORI menyampaikan saran kepaa 
Walikota Bekasi: 1. Menginstruksikan 
kepada seluruh SKPD khusus 
lembaga/dinas yang termasuk ke dalam 
tim teknis pendukung BPPT Kota 
Bekasi agar mematuhi SOP tentang 
mekanisme kerja, 2. Menyusun SOP 
tentang pelayanan yang diberikan dalam 
keadaan tertentu seperti kosongnya 
jabatan Kepala PTSP, waktu libur 
panjang dan/atau kondisi darurat 
lainnya. 
Selesai 
7 0007/REK/0327.2011/PB-KI-09-14/VI/2011 6-7-2011 Menteri Dalam 
Negeri (Saran) 
ORI menampaikan saran kepada 
Menteri Dalam Negeri selaku pembina 
Selesai 
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penyelenggara pemerintah daerah 
sekaligus pembina serta pengawas atas 
penyelenggraan pelayanan terpadu satu 
pintu. 
8 0008/REK/0328.2011/PB-KI-32-09/VI/2011 9-6-2011 Gubernur DKI 
Jakarta (Saran) 
ORI menyampaikan kepada Gubernur 
DKI Jakarta untuk: 1. Mengupayakan 
peningkatan pelayanan publik di 
Kecamatan secara berkesinambungan, 2. 
Menginstruksikan seluruh Kecamatan di 
Wilayah Jakarta agar segera 
merumuskan visi, misi dan motto 
pelayanan serta alur sistem dan prosedur 
pelayanan dan ditampilkan di ruang 
publik. 
Selesai 
9 0010/REK/0815.009/AA-21/VI/2011 22-6-2011 Ketua PN 
Pekanbaru 
Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi 
ORI kepada ketua PN Pekanbaru vude 
surat ketua ORI No. 0021/REK/0815. 
2010/ ES-21/VIII/2010 tanggal 12-8-
2010. 
Selesai 
10 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2010 7-7-2011 Gubernur Jawa 
Barat 
ORI menyampaikan rekomendasi 
kepada Gubernur Jawa Barat: 1. 
Mengambil langkah-langkah kongkrit 
meminta dengan segera agar walikota 
Bogor melaksanakan putusan PK MA 
No. 127 PK/TUN/2009 tanggal 9-12-
2010, yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
Belum dilaksanakan 
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11 0012/REK/0430.2010/PD-21/VII/ 2011 12-7-2011 - Mengambil alih penyidikan, 
membebastugaskan Kapolsek Lahusa 
dan Penyidik. 
Dilaksanakan 
sebagian 
12 0013/REK/0042.2009/ITC.05/VII/2011 19-7-2011 Gubernur Jatim, 
Walikota Surabaya, 
Mendagri 
Agar Pemerintah Kota Surabaya 
menerbitkan izin IMB Kolam Renang 
Brantas atas nama Tedjo Bawono 
Belum dilaksanakan 
karena saat ini 
Pemerintah Kot 
Surabaya sedang 
mengajukan upaya 
hukum gugatan 
perdata dan pidana. 
 Monitoring 
Desember 2014 
  13 0014/REK/0487.2011/AA-09/VIII/ 2011 11-8-2011 Kepala Dinas 
Catatan Sipil dan 
Kependudukan Kota 
Surabaya 
ORI menyarankan kepada Dinas Catatan 
Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya 
agar meningkatkan kondisi terhadap 
ketersediaan dan berfungsinya sarana 
dan prasarana fasilitas pelayanan publik. 
Dilaksanakan 
14 0015/REK/0488.2011/AA-09/VIII/ 2011 11-8-2011 Kasubsi Samsat 
Manyar Surabaya 
Menyarankan Kasubdi Samsat Manyar 
Surabaya agar meningkatkan kontrol 
terhadap ketersediaan dan berfungsinya 
sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan 
publik termasuk kontrol terhadap 
pengguna sarana dan prasarana fasilitas 
pelayanan publik yang tidak sesuai 
peruntukannya. 
Dilaksanakan 
15 0016/REK/0489.2011/AA.09/VIII/2011 11-8-2011 Kepala Kantor 
Pertanahan Kota 
Menyarankan Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Surabaya agar memasang dan 
Dilaksanakan 
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Surabaya menempatkan seluruh standar pelayanan 
publik pada lokasi yang strategis dan 
langsung dapat dilihat masyarakat. 
16 0017/REK/0489.2011/AA.09/VIII/2011 11-8-2011 Kepala Unit 
Pelayanan Terpadu 
Satu Atap (UPTSA) 
Kota Surabaya 
Mengumumkan standar pelayanan 
publik secara lengkap dan menyeluruh 
khususya mengenai syarat dan 
pelayanan secara terbuka dan mudah 
diakses masyarakat. 
Dilaksanakan 
17 0018/REK/0491.2011/AA-09/VIII/ 2011 11-8-2011 Direktur Rumah 
Sakit Dr. Soetomo 
Surabaya 
Menyarankan mengumumkan standar 
pelayanan publik yaitu visi, misi, motto, 
alur pelayanan dan waktu penyelesaian. 
Dilaksanakan 
18 0019/REK/BS.03.06.22.23/X/2011 11-10-
2011 
Menteri Pendidikan 
Nasional 
Penyampaian saran perbaikan pelayanan 
pedidikan terkait penyaluran Dana 
Bantuan Operasional Sekolah tahun 
2011. 
Dilaksanakan selesai 
19 0020/REK/0283.2011/MKA.24/Tim5/XII/2011 5-10-2011 Menteri Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi RI 
Memberikan: 1. Saran perbaikan atas 
pelaksanaan program transmigrasi di 
UPT Fida 6, Desa Fida Gane Timur, 
Kab. Halmahera Selatan, 2. 
Rekomendasi penyelesaian 
permasalahan Sdr. Eko Setiawan. 
- 
20 0021/REK/0277.2011/HN-33/Tim2/XII/2011 5-12-2011 Ketua KIP Penyampaian Saran perbaikan dalam hal 
pelayanan informasi publik dan 
penyelesaian sengketa informasi publik 
oleh KIP. 
Dilaksanakan 
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21 0022/REK/0430.2011/PD-21/XII/2011 12-2-2011 Kepala Kepolisian 
Negara RI (Kapolri) 
Meminta pelaksanaan rekomendasi ORI 
No. 0012/REK/0430.2010/PD-
21/VII/2011 tanggal 12-7-2011 oleh 
Kapolda Sumatera Utara. 
Dilaksanakan 
sebagian 
22 001/REK/0153.2014/IT.24/I/2012 19-1-2012 Gubernur Sulawesi 
Tengah 
Untuk mencabut Keputusan Gubernur 
Sulawesi Tengah 
No.171.2/76/RO.ADMPEM-BST/2011 
tentang peresmian pengaktifan kembali 
sdr. Aziz Bestari, ST.MM sebagai 
Anggota dan Ketua DPRD Kab. Tolitoli 
masa bakti 2009-2014 dikarenakan 
perkara masih dalam proses hukum dan 
belum berkekuatan hukum tetap 
(inkracht). 
 
 
Sudah dilaksanakan, 
informasi dari Sekda 
dan Biro Hukum 
Pemprov Sulawesi 
Tengah 
23 002/REK/0605.2009/PB-09/II/2012 23-2-2012 Walikota 
Tangerang, 
Gubernur Banten, 
Kepala BKN, 
Kepala Perwakilan 
BPK di Banten 
Pembayaran gaji dan tunjangan keluarga 
sebgai PNS an. Hasnah Azis, S.pd yng 
diangkat menjadi Anggota Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kota 
Tangerang periode 2003-2008. 
Dilaksanakan 
24 003/REK/0899.2009/BS.03/III/2012 2-4-2012 Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, 
Rektor Universitas 
Sam Ratulangi 
Ombudsman memberikan rekomendasi 
kepada: 1. Rektor Universitas Sam 
Ratulangi agar melaksanakan putusan 
PTUN Manado 
No.27/G.TUN/2006/PTUN/MDO jo 
43/B.TUN/2007/PT/TUN.MKS, 2. 
Menteri Pendidikan dan Kebudayan agar 
menjatuhkan sanksi sebagaimana 
Tidak dilaksanakan 
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ketentuan Peraturan Pemerintah No.53 
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 
kepada Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, 
SH, MH karena tidak taat melaksanakan 
putusan PTUN Manado 
No.27/G.TUN/2006/PTUN.MDO jo 
43/B.TUN/2007/PT/TUN.MKS. 
25 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS.05/IV/ 
2012 
19-4-2012 Koordinator 
Kopertis Wil. V 
DIY, Kepala Badan 
Kepegawaian 
Negara, Bupati 
Magelang 
Penyampaian Rekomendasi ORI 
berkenaan dengan ijazah Lulusan STKIP 
Catur Sakti Bantul 
Tidak dilaksanakan 
26 0005/REK/0441.2010/MM.08/Tim.6/V/2012 4-5-2012 Walikot Depok ORI: 1. Memerintahkan kepada Kepala 
BPPT Kota Depok untuk segera 
menerbitkan izin prinsip kepada 
PT.Perdana Saiya Bhakti, 2. 
Memberikan sanksi dengan Peraturan 
Perundang-undangan kepada BPPT 
Kota Depok atas tindakan 
maladministrasi berlarut dan 
diskriminasi yang dilakukan. 
Selesai 
27 0006/REK/0756.20 4-5-2012 Mendiknas ORI: 1. Penolakan UT atas pengajuan 
mutasi dosen UT bernama sdr. Tindi 
Nurjanata Utami dari Fekon UT.UPBJJ 
Pekanbaru ke UPBJJ Malang, 2. 
Mendikbud RI memberikn sanksi berupa 
teguran kepada Rektor UT atas tindakan 
Selesai 
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maladministrasi yang dilakukan, 3. 
Mendikbud agar mengambil alih 
permohonan mutasi sdr. Tindi Nurjanati 
Utami. 
8 0007/REK/0771.2011/PB-09/TIM7/V/2012 10-5-2012 Kemeterian 
Perhubungan, 
Panitia Pengadaan 
Barang dan  Jasa 
pada Dirjen 
Pehubungan Udara 
ORI: 1. Memberikan sanksi kepada 
Dirjen Perhub Udara sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku atas 
kelalaian dalam melakukan pembinaan 
dan pengendalian dalam proses lelang 
pengadaan peralatan Salvage untuk 
bandara hang Nadim Batam yang 
mengakibatkan batalnya pekerjaan 
pengadan alat tersebut yang berdampak 
akan menghambat pelayanan publik, 2. 
Memberikan sanksi kepada PPK dan 
Panitia Pengadaan Barag/Jasa lelang 
pengadaan peraltan Salvage untuk 
Bandara Hang Nadim Batam sesuai 
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin PNS atas tindakan 
maladministrasi dalam proses lelang 
yang mengakibatkan PT. PARAMA 
Santika Dibyakarya/Pelapor yang 
seharusnya memiliki hak sebagai 
pemenang menjadi hilang dan 
mengembalikan hak-hak pelapor sesuai 
Peraturan Perundag-Undangan yang 
berlku, 3. Memerintahkan Inspektorat 
Jenderal dan meminta BPKP untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap proses 
Selesai 
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lelang tersebut yang berindikai telah 
menimbulkan kerugian negara. 
29 0008/REK/0494.2010/ITC.15/TIM.7/V/2012 16-5-2012 Walikota Jakarta 
Utara 
Walikota Jakarta Utara agar mencabut 
angka 4 dari Surat Tugas No.4836/-
1/824.26 Tanggal 13-11-2009 tentang 
Tim Pengelola sementara Lokbin Permai 
Kecamatan Koja jakarta Utara yang 
megatakan bahwa Surat Tugas ini, maka 
susuan pengurus Sentra Usaha Kecil 
(SUK) Permai dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 
- 
30 0009/REK/0290.2012/HN-ITC-20/TIM.3/V/ 
2012 
31-5-2012 KOMNAS HAM Maladministrasi dalam proses seleksi 
Calon Anggota KOMNAS HAM RI 
periode 2012-2017. 
- 
31 0010/REK/0740.2011/ITC.14/T.5/VI/2012 15-6-2012 BPN RI Saran ORI. - 
32 0011/REK/0740.2011/ITC.14/T.5/VII/2012 15-6-2012 BPN RI Saran ORI pembagian wilayah kerja 
PPAT pada Kota Surabaya 1 dan 2 
- 
33 0012/REK/0009.2012/MKA.31/T.2 15-6-2012 BPN RI Saran ORI - 
34 0013/REK/0170.2008/BS.06/VI/2012 18-6-2012 Bupati Maluku 
Tengah, Gubernur 
Maluku 
Bupati Maluku Tengah agar 
melaksanakan putusan MA RI yang 
telah berkekuatan hukum tetap atas 
perkara perdata 
No.29/Pat.G/2002/PN.AB jo 
No.04/Pdt/2003/PT Mal jo 
No.2032K/2004 Jo No.646 Pk/Pdt/2007 
sebagaimana telah dilaksanakan 
Belum dilaksanakan. 
294 
 
eksekusi oleh Ketua PN. 
35 0014/REK/0341.2012/PD-02/VI/2012 21-6-2012 Menteri 
Perhubungan RI 
Rekomendasi: 1. Memperhatikan 
Standar Keselamatan Penerbangan, 2.. 
Penetapan batas atas tarif jasa 
pemeriksaan kargo dan pos yang 
dilakukan oleh RA, 3.Melaksanakan 
rekomendasi Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha (KPPU) 
No.167/K/VIII/2011 taggal 18-8-2011. 
Dilaksanakan 
sebagian. 
36 0015/REK/0552.2012/AA.BS-02/VII/2012 24-7-2012 Kementerian 
Pendidikan, 
Kebudayaan dan 
Kemeneterian 
Agama 
Melakukan perbaikan mekanisme dan 
prosedur sertifikasi guru, menghentikan 
kebijakan mengenai pola/sistem 
pelaksanaan sertifikasi yang berubah-
ubah, menyederhanakan pembayaran 
transfer tunjangan profesi guru, 
memberikan prioritas bagi guru yang 
memasuki pensiun, memperbanyak 
kuota peserta sertifikasi guru. 
Dilaksanakan 
37 0016/REK/0063-2012/BJM/X/2012 11-10-
2012 
Kepala Dinas 
Pendidikan Banjar 
Baru 
Kadis Banjar baru untuk mencabut 
ketentuan hasil rapat musyawarah kerja 
Kepala Sekolah  (MKKS) tentag 
penerimaan peserta didik baru (PPDB), 
Walikota untuk melakukan pengawasan. 
Dilaksanakan 
38 0017/REK/0060.2011/BS.05/X/2012 25-10-
2012 
Rektor UGM 
Yogyakarta 
Penyampaian rekomendasi tentang 
pemberlakuan kartu identitas kendaraan 
bermotor (KIK) di kawasan Kampus 
UGM. 
Dilaksanakan 
sebagian. 
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39 0018/REK/0341..../MKA.02/VI/2012 14-11-
2012 
Walikota Surabaya Penyampaian rekomendasi UPD 
Walikota Surabaya agar menyelesaikan 
masalah pembayaran ganti rugi tanah 
KPU masyarakat atas laporan Mursidah. 
Selesai 
40 002/REK/0682.2009/ITC-02/II/2013 14-2-2013 Direktur PT. BRI 
(Persero), Menteri 
BUMN 
ORI menyampaikan agar paling lama 
dalam jangka waktu 30 hari sejak 
diterimanya rekomendasi ini 
melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap yakni 
mengembalikan/membayarkan uang 
hasil penjualan aset perusahaan 
PT.PGNI yang tersimpan pada PT,BRI. 
Belum dilaksanakan. 
41 003/REK/0140.2010/PBP-06-08/III/2013 20-3-2013 Menteri Negara 
BUMN, Direksi 
PT.Telkom. 
Memberikan peringatan tertulis kepada 
direksi PT.Telkom atas kelalaiannya 
tidak membuat payung hukum (aturan) 
yang tegas untuk memberikan keastian 
hak bagi karyawan ketika memasuki 
masa pensiun. 
Selesai/dilaksanakan. 
42 004/REK/0660.2012/PB-11/IV/2013 10-4-2013 PT.Askes (Persero) ORI berpendpat bahwa pemutusan 
hubungan kerja yang dilakukan oleh 
PT.Askes (Persero) kepada sdr. Itop 
Reptianto tidak berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku dan 
merupakan bentuk kesewenang-
wenangan terhadap pekerja. 
Belum dilaksanakan. 
 
 
43 005/REK/V/2013 3-4-2013 Kejaksaan Agung 
RI, Kepala 
Kepolisian Negara 
Penyampaian rekomendasi mengenai 
dugaan maladministrasi dalam proses 
pegembalian dan penyerahan berkas 
Dilaksanakan. 
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RI perkara dari Kejaksaan ke Kepolisian 
yang berulang-ulang (investigasi 
sistemik). 
44 006/REK/0070.2010/PBP-09/V/2013 8-5-2013 Kementerian 
Negara BUMN 
Pertimbangan Pasal 8 (F) UU No. 37 
Tahun 2008 Tentang ORI: 1. 
Melaksanakan putusan 
No.96PK/TUN/2010 Tetanggal 15-12-
2010 putusan No:131K/TUN/2008 
Tertanggal 31-8-2009 jo Putusan 
No:127/B/2007/PT.TUN.JKT pada 
Tanggal 9-11-2007 jo Putusan 
No;149/G/2006/PTUN-JKT tanggal 7-5-
2013, 2. Memerintahkn direksi Perum 
Perumnas untuk segera 
menghitung/membayar hak-hak pelapor 
atas nama sdr. Yasman Hadi sesuai 
putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap sebagai dimaksud butir 1 di atas. 
Belum dilaksanakan. 
45 007/REK/0554.2012/HN-19/V/2013 17-5-2013 Kepala Dins Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Pemprov DKI 
Jakarta 
Mencabut surat pelimpahan penanganan 
perselisihan hubungan industrial, 
memerintahkan Mediator untuk 
menerbitkan surat anjuran. 
Selesai 
46 008/REK/0682.2009/BS-02/TIM2/V/2013 23-5-2013 Menteri Negara 
BUMN 
Monitoring pelaksanaan rekomendasi 
ORI No:02/REK/0682.2009/ITC-
02/II/2013 Tanggal 14-2-2013 kepada 
Direktur Utama PT.BRI (Perseto) Tbk. 
yang belum dilaksanakan. 
Belum dilaksanakan 
dan sudah lapor ke 
Presiden dan DPR 
menunggu tindak 
lanjut dan dalam 
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pantauan ORI. 
47 009/REK/0084.2012/ PBP.02/VII/2013 19-7-2013 Walikota Semarang Melaksanakan langkah tegas untuk 
melakukan pembongkaran tower BTS 
milik PT.Liggajati Al Manshurin yang 
dibangaun tanpa memiliki izin dalam 
waktu paling lambat 2 (dua) minggu 
setelah menerima rekomendasi, 
memberitahukan jajaran terkait (Satpol 
PP) untuk memantau dan 
mengkoordinasi pelaksanaan 
pembngkaran tower, 
mempertimbangkan pemberian sanksi 
trhadap kepala Satpol PP Kota 
Magelang sdr. Gurun Risyadmoko, SH, 
SE, MM yang melakukan 
maladministrasi sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan. 
Belum dilaksanakan, 
Surat terbaru dari Ka 
Satpol PP, 
rekoendasi tidak 
dilaksanakan karena 
warga menerima. 
48 010/REK/0001.2013/PBP.02/IX/2013 24-9-2013 Bank Sulteng, 
Kantor Pertanahan 
Kota Palu 
Hilangnya surat ukur/gambar situasi atas 
sertifikat hak milik (SHM) No.34/1978 
Kelurahan Birobuli Selatan an. Moehd. 
Idris Roe yang dijadikan agunan kredit 
pada PT.Bank Sulawesi Tengah serta 
hilangnya dokumen pertanahan yang 
sama di Kantor Pertanahan Kota Palu. 
Sudah ada tanggapan 
dari Gubernur 
Sulteng dan Bank 
Sulteng namun 
belum ada 
penyelesaian, Kantor 
Pertanahan Palu 
belum memberikan 
tanggapan walaupun 
sudah direncanakan 
pengukuran ulang 
lahan, koordinasi 
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dengan perwakilan 
Sulteng.  
49 011/REK/0121.2013/PBP-24/X/2013 16-10-
1013 
Walikota Batu Mencabut IMB 
No.180/550/IMB/422.208/2012 Tnggal 
13-8-2012, Revisi IMB 
No:180/75/IMB/422.208/2012 Tanggal 
30-1-2012 an. PT.Pnggon Sarkarya 
Sukses Mandiri, menghentikan proses 
pembangunan rumah peristirahatan The 
Rayja sampai dengan diperoleh 
perizinan sesuia Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, memberikan 
sanksi kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu 
sesuai Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku atas kelalaian kewajiban 
hukum dalam proses penerbitan IMB. 
Sudah dilaksanakan, 
IMB ditangguhkan. 
50 0001/REK/0737.2012/MKA-34/TIM3/2014 16-1-2014 Menteri Agama RI, 
Ketua Badan Wakaf 
Indonesia, Walikota 
Administrasi Jakarta 
Selatan, sdr. Rully 
Amirulloh 
Setelah melakukan 
investigasi/pemeriksaan, ORI 
berkesimpulan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam 
Kementerian agama RI, Ketua Badan 
Wakaf Indonesia, dan Walikota 
Administrasi jakarta Selatan telah 
melakukan maladministrasi dalam 
proses ruislag (tukar-menukar) harta 
benda wakaf H.Basir (Yayasan Daarul 
Uluum Al-Islamiyah) yang mengalami 
nilai penyusutan sesuai Peraturan 
Belum dilaksanakan. 
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Perundang-Undangan tentang wakaf. 
51 0002/REK/0092.2012/Yogya/I/2014 20-1-2014 Gubernur DIY c.q 
Kepala Dinas 
Pendidikan dan 
Olahraga Provinsi 
DIY 
ORI menyampaikan rekomendasi 
kepada Gubernur DIY c.q Kepala Dinas 
Pendidikan dan Olahraga Propvinsi DIY 
untuk meninjau kkembali keputusan 
pemindah tugasan para guru dimaksud 
dan mengembalikan nama-nama guru 
sebagaimana tercantum untuk kembali 
menjadi guru di lingkungan ke SMA 
Negeri 1 Wonosari 
 
Belum dilaksanakan 
dan masih dalam 
proses 
52 0003/REK/0034.2013/MKA/I/2014 20-1-2014 Mendagri RI, Ketua 
Komisi II DPR RI, 
Gubernur Sulsel, 
Ketua DPRD 
Kabupaten Tana 
Toraja, Kepala 
Kantah kabupaten 
TanaToraja. 
Maladministrasi dalam penerbitan Surat 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh 
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
berdasarkan Keputusan Bupati Tana 
Toraja No.171/648.DPTR/V/2007. 
Belum dilaksanakan. 
53 0004/REK/0224.2012/PBP-07/TIM.2/II/2014 26-2-2014 BP Batam Segera mengeluarkan Surat Keputusan 
Kepala BP Batam untuk memberikan 
penegasan berakhirnya perjanjian BP 
Batam dengan PT.Eka Mas Mandiri 
Perkasa 
Sebagian 
dilaksanakan. 
54 0005/REK/0063.2013/PBP-06/TIM4/II/2014 28-2-2014 Gubernur DKI 
Jakarta 
Melakukan penertiban bangunan jalan 
Tanah Abang 2 No.73075 sesuai IMB. 
Selesai 
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55 0006/REK/0029.2014/MTR/IV/2014 4-4-2014 Bupati Bima Tindakan maladministrasi dalam 
penerbitan SK Bupati Bima No. 
821.2/326.007.2014 Tanggal 27-1-2014 
an. A. Salam. 
Sudah dilaksanakan. 
56 0007/REK/0030.2014/MTR/IV/2014 4-4-2014 Bupati Bima Tindakan maladministrasi dalam 
penerbitan SK Bupati Bima 
No.821.2/326.007.2014 Tanggal 27-1-
2014 an. A. Zubair 
 Sudah dilaksanakan 
57 0008/REK/0030.2013/PBP.40/2014 9-5-2014 Gubernur DKI 
Jakarta dan Direksi 
PD Pasar Jaya 
Mencabut Keputusan Direksi PD Pasar 
Jaya No.370/2010, menertibkan 
pedagang. 
Dilaksanakan 
58 009/REK/0757.2012/PBP.08-50/VII/2014 Juli 2014 Walikota Depok Panitia Pembeasan tanah untuk 
pembangunan Tol Cijago 
Sebagian 
dilaksanakan. 
59 010/REK/0017.2013/AMB/VIII/2014 13-8-2014 Walikota Ambon Pembatalan penetapan Raja Rumah Tiga 
dan merevisi Perda no.13 Tahun 2008 
Belum dilaksanakan. 
60 011/REK/0105.2012/BJM—04/IX/2014 16-9-2014 Bupati Kotabaru 
Kalsel 
Ganti rugi tanah oleh Pemkab Kotabaru 
yang belum dilaksanakan. 
Sudah ditanggapi 
dan akan 
dianggarkan dalam 
tahun anggaran 2015 
oleh Bupati 
Kotabaru. 
61 012/REK/0461.2014/PBP.27/X/2014 14-10-
2014 
Walikota Tangsel Memerintahkan Kepala Dinas 
Kesehatan untuk menerbitkan Izin 
Praktek Dokter an. dr. Daniel Richard H 
SPOG. 
- 
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62 013/REK/0777.2013/PBP.46/XII/2014 3-12-2014 Gubernur DKI Melakukan pembebasan tanah dan 
melakukan pembayaran ganti rugi 
kepada Seman bin Boih. 
Dalam proses. 
63 014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014 24-12-
2014 
Kementerian LKH Menerbitkan SK pengganti SK Menhut 
No.463/Menhut-II/2013, Menteri 
Agraria Tata Ruang, Kakanwil BPN 
Kepri, Kakan Pertanahan Batam, wajib 
menyelenggarakan pelayanan 
pertanahan berdasarkan Keppres No.87 
Tahun 2011. 
Dalam proses. 
Sumber: Ombudsman Republik Indonesia 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN. 2 
MATRIKS KERJA SAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 
(sampai dengan Desember 2011) 
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I. Kerja Sama Dalam Negeri    
NO. INSTANSI 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia 
Kesepakatan Bersama 
antara Kementerian 
Hukum dan HAM RI 
dengan Ombudsman RI 
tentang Kerja Sama dalam 
rangka Peningkatan 
Pelayanan Publik di 
Lingkungan Unit 
Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan. 
 
Nomor:  
M.HH-06.HM.03.02 2009  
Nomor:  
001/ORI-MoU/XII/2009 
 
Ditandatangani pada 
tanggal: 17 Desember 
2009 
 
a. penyelesaian keluhan, 
laporan ataupun 
pengaduan dari Tahanan, 
Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan 
masyarakat mengenai 
maladministrasi di 
lingkungan UPT 
Pemasyarakatan; 
b. perbaikan sistem 
administrasi dan 
prosedur penyelesaian 
keluhan maladministrasi 
dalam pelayanan; 
c. pengembangan SDM 
petugas Pemasyarakatan 
dalam bidang pelayanan 
publik; dan 
d. penyelenggaraan klinik 
pengaduan masyarakat 
dan penyuluhan 
kesadaran hukum. 
17 Desember 
2009 
s.d. 
17 Desember 
2012 
- (Perpanjangan) 
Sudah diubah 
dengan Nota 
Kesepahaman baru 
tanggal 17 Agustus 
2011 
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NO. INSTANSI 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Kementerian Dalam 
Negeri 
Nota Kesepahaman 
antara Ombudsman RI 
dan Kementerian Dalam 
Negeri RI tentang 
Penyusunan Sistem 
Penyelesaian Laporan 
atau Pengaduan 
Masyarakat atas 
Pelayanan Publik di 
lingkungan Pemerintah 
Daerah 
 
Nomor:   
I/ORI-MOU/V/2011 
Nomor: 1 
19-360A Tahun 2011 
 
Ditandatangani pada 
tanggal: 11 Mei 2011 
 
 
a. penyusunan sistem 
penyelesaian laporan 
atau pengaduan 
masyarakat atas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik di 
lingkungan Pemerintah 
Daerah 
b. penyusunan standar 
pelayanan publik 
terhadap laporan atau 
pengaduan masyarakat 
atas penyelenggaraan 
pelayanan publik di 
lingkungan Pemerintah 
Daerah 
11 Mei 2011 
s.d. 
11 Mei 2016 
 Penandatanganan 
Perjanjian Kerja 
Sama antara 
Kemendagri dan 
Ombudsman RI 
tentang Tindak 
Lanjut Nota 
Kesepahaman antara 
Ombudsman RI dan 
Kementerian Dalam 
Negeri RI tentang 
Penyusunan Sistem 
Penyelesaian 
Laporan atau 
Pengaduan 
Masyarakat atas 
Pelayanan Publik di 
Lingkungan 
Pemerintah Daerah 
 
Nomor: Sek-
OT.01.04-28/2011 
Nomor: 
710/4873/OTDA 
 
Ditandatangani pada 
Tgl. 19 Oktober 2011 
 
 Pembentukan Tim 
Teknis Penyusunan 
Sistem Sistem 
Penyelesaian 
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Laporan atau 
Pengaduan 
Masyarakat atas 
Pelayanan Publik di 
Lingkungan 
Pemerintah Daerah 
 
SK  
 
No..... 
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NO. INSTANSI 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Kepolisian RI Kesepakatan Bersama 
antara Ketua Ombudsman 
RI dengan Kepala 
Kepolisian Negara RI  
tentang Penyelesaian 
Laporan dan Pengaduan 
Masyarakat 
 
Nomor:   
2/ORI-MoU/V/2011 
Nomor:  
B / 12/ V / 2011 
 
Ditandatangani pada 
tanggal: 26 Mei 2011 
a. kerja sama penyelesaian 
laporan ataupun 
pengaduan dari 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik di 
lingkungan Polri; 
b. pemberian bantuan 
teknis dari PIHAK 
KEDUA untuk 
menghadirkan secara 
paksa terlapor dan/atau 
saksi yang tidak 
memenuhi panggilan 
PIHAK PERTAMA 
setelah dipanggil 3 (tiga) 
kali berturut-turut 
dengan alasan yang sah; 
dan 
c. koordinasi dalam rangka 
melaksanakan 
penyidikan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 37 
Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI. 
26 Mei 2011 
s.d. 
26 Mei 2014 
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NO. INSTANSI 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Badan Pertanahan 
Nasional RI (BPN RI) 
Nota Kesepahaman antara 
Ombudsman RI dengan 
Badan Pertanahan 
Nasional RI tentang 
Peningkatan Kapasitas 
Penyelenggaraan Publik 
di Bidang Pertanahan 
 
Nomor:  
3/ORI-MOU/VII/2011 
Nomor:  
10/SKB/VII/2011 
 
Ditandatangani pada 
tanggal: 25 Juli 2011 
 
a. percepatan penyelesaian 
laporan atau pengaduan 
masyarakat atas 
pelayanan publik di 
bidang pertanahan; 
b. peningkatan kapasitas 
aparatur penyelenggara 
pelayanan pertanahan; 
dan 
c. pengawasan terhadap 
penyelenggaraan 
pelayanan pertanahan. 
25 Juli 2011 
s.d. 
25 Juli 2016 
  
5. Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) 
Nota Kesepahaman 
anatara Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi 
Keuangan dengan 
Ombudsman RI tentang 
Kerja Sama Pencegahan 
Maladministrasi dan 
Pemberantasan TPPU 
dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik. 
Nomor:  
NK-
48/1.02/PPATK/08/2011 
Nomor:  
a. pertukaran informasi; 
b. perumusan produk 
hukum; 
c. sosialisasi dan 
penelitian; 
d. pendidikan dan 
pelatihan; dan 
e. pengembangan sistem 
teknologi. 
11 Agustus 2011 
s.d. 
11 Agustus 2016 
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4/ORI-MOU/VIII/2011 
Ditandatangani pada 
tanggal 11 Agustus 2011 
6. Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia 
RI 
Nota Kesepahaman antara 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI 
dengan Ombudsman RI 
tentang Kerja Sama 
Pengawasan dan 
Peningkatan Pelayanan 
Publik di UPT 
Pemasyarakatan 
 
Nomor:  
M.HH-07.HM.03.02  
Nomor:  
5/ORI-MOU/VIII/2011 
 
Ditandatangani pada 
tanggal: 17 Agustus 2011 
a. kerja sama penyelesaian 
keluhan, 
laporan/pengaduan dari 
Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan 
masyarakat mengenai 
maladministrasi di UPT 
Pemasyarakatan; 
b. pengawasan terhadap 
penyelenggaraan 
pelayanan di UPT 
Pemasyarakatan; 
c. Inspeksi Mendadak 
(Sidak) dalam rangka 
pembinaan bagi 
Pejabat/Petugas UPT 
Pemasyarakatan; 
d. penyelenggaraan 
sosialisasi tentang 
fungsi, tugas, dan 
kewenangan 
Ombudsman RI serta 
pelayanan publik; dan 
e. evaluasi secara berkala 
minimal 1 (satu) kali 
dalam setahun terhadap 
SOP dan pelaksanaan 
Pelayanan di UPT 
Pemasyarakatan. 
 
17 Agustus 2011 
s.d. 
17 Agustus 2014 
  
7. Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban 
Nota Kesepahaman antara 
Ombudsman RI 
a. koordinasi antar Para 
Pihak dalam 
18 Agustus 2011 
s.d. 
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(LPSK) denganLembaga 
Perlindungan Saksi dan 
Korbantentang  
 
 
 
Perlindungan dan 
Bantuan Kepada Saksi 
dan/atau Korban dalam 
Proses Pemeriksaan 
Perkara Tindak Pidana 
 
Nomor:  
6/ORI-MOU/VIII/2011 
Nomor: 
NK-
006/I.6/LPSK/VIII/2011 
 
Ditandatangani pada 
tanggal 18 Agustus 2011 
 
pengawasan pelayanan 
publik dan 
perlindungan Saksi dan 
Korban; dan 
 
 
b. pengembangan 
teknologi informasi 
dan sosialisasi 
18 Agustus2014 
8. Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam (BP 
Batam) 
Nota Kesepahaman antara  
Ombudsman RI dengan 
Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batamtentang 
Peningkatan Kapasitas 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik oleh BP 
Batam 
 
Nomor:  
7/ORI-MOU/VIII/2011 
Nomor:  
a. sosialisasi dan 
pengkajian. 
b. harmonisasi kebijakan 
pengawasan pelayanan 
publik di lingkungan 
BP Batam. 
c. pemberian asistensi 
penanganan dan/atau 
pencegahan 
maladministrasi 
pelayanan publik di 
lingkungan BP Batam. 
 
23 Agustus 2011 
s.d. 
23 Agustus 2014 
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65/SPJ-KA/8/2011 
Ditandatangani pada 
tanggal: 23 Agustus 2011 
 
 
9. Kesepakatan Bersama 
antara Ombudsman RI 
dengan Unit Kerja 
Presiden Bidang 
Pengawasan dan 
Pengendalian 
Pembangunan tentang 
Penyelesaian Laporan dan 
Pengaduan Masyarakat 
 
Nomor:  
11/ORI-MOU/XII/2011 
Nomor:  
MoU-4/UKP-
PPP/12/2011 
 
Ditandatangani pada 
tanggal 27 Desember 
2011 
 
a. kerja sama dalam rangka 
pemantauan 
penyelesaian laporan 
ataupun pengaduan 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik yang 
dilaksanakan oleh 
Kementerian/Lembaga 
melalui aplikasi LAPOR; 
dan 
b. kerja sama penyelesaian 
laporan ataupun 
pengaduan dari 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
27 Desember 
2011 
s.d. 
27 Desember 
2014 
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II. Kerja Sama Luar Negeri 
NO. Negara 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Korea Selatan 
 (Republic of Korea) 
Memorandum of 
Understanding Between 
the Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission 
of the Republic of Korea 
and the Ombudsman 
Republic of Indonesia 
 
Nomor: - 
 
Tanggal: - 
a. menyediakan layanan 
bagi petisi sipil secara 
khusus bagi warga 
negara di luar negeri di 
Negara Pihak lain 
b. saling bertukar informasi 
tentang kebijakan yang 
terkait dengan 
pengaduan, pengalaman 
dan sumber daya 
manusia 
c. melaksanakan 
investigasi dan 
penelitian gabungan 
d. menyelenggarakan 
workshop atau seminar 
bilateral; dan 
e. bidang-bidang kerja 
sama lain. 
 
3  (tiga) tahun. 
(s.d.) Tahun 2013 
  
2. Timor leste MOU on Promoting 
Overseas Nationals‘ 
Rights And Resolving 
Their Difficulties 
 
Tanggal: 25 November 
2011 
 
Nomor: 
 10/ORI-MOU/XI/2011 
1. The areas of cooperation 
under this MOU may 
include, within the 
available budget and 
personnel of the Parties, 
the following:  
(a) Provide civil petition 
service exclusively 
for overseas nationals 
of other Party;  
25 November 
2011 
s.d. 
25 November 
2014 
 (Pending) 
Menunggu 
nomor dari pihak 
Ombudsman 
Timor Leste; 
Perlu 
pembahasan 
lebih lanjut 
dengan Kemenlu 
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(b) Exchange complaint-
related policies, 
experiences and 
human resources;  
(c) Conducting joint 
investigation and 
research;  
(d) Organizing bilateral 
workshops or 
seminars; and  
(e) Other areas of 
cooperation, if 
necessary.  
2) The Parties, in pursuing 
cooperation with 
international 
ombudsman 
organizations, academic 
institutions, and private 
organizations, will 
actively communicate 
the current status and the 
achievements of 
collaborative activities 
under this MOU to the 
public. 
 
 
 
 
 
Untuk Draft 
sudah dikoreksi 
oleh Kemenlu 
(Ditjen  Hukum 
dan Perjanjian 
Kerja Sama) 
3. Tiri MOU on Capacity 
Building in 
Administering Public 
Service 
 
The scope of this 
Memorandum of 
Understanding covers 
cooperation in 
Dissemination of 
  Sudah dicabut 
dan digantikan 
dengan yang 
ditandatangani 
oleh Ketua ORI 
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Ditandatangani pada 
tanggal 3 Oktober 2011 
oleh Sekretaris Jenderal 
ORI 
 
 
Nomor: 
8/ORI-MOU/X/2011 
Nomor: 
01/G/MOU/Okt/2011 
 
information on the 
institution of Ombudsman 
of the Republic of 
Indonesia in numerous 
areas in Indonesia. 
RI            
4 Tiri MOU on Capacity 
Building in 
Administering Public 
Service 
 
Ditandatangani pada 
tanggal 1 November 2011 
oleh Ketua ORI 
 
Nomor: 
9/ORI-MOU/XI/2011 
Nomor: 
02/G/MOU/Nov/2011 
a. education, covers 
activities that serve in 
education, both to public 
and to the interests of 
both parties; 
b. dissemination of 
information, covers 
activity to disseminate 
information on the 
institution of 
Ombudsman of the 
Republic of Indonesia in 
numerous area in 
Indonesia; 
c. research, covers research 
activities that will 
support institutional 
growth, public service 
policy, and also social 
development. 
 
1 November 2011 
s.d. 
1 November 2016 
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MATRIKS KERJA SAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 
(sampai dengan Desember 2012) 
I. Kerja Sama Dalam Negeri    
NO. INSTANSI BENTUK KERJA SAMA RUANG LINGKUP MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pemerintahan Kota 
Batam 
Nota Kesepahaman anatara 
Ombudsman RI dengan 
Pemerintah Kota Batam 
tentang  Peningkatan 
Kapasitas Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik .       
 
Nomor:  
1/ORI/MOU/V/2012;  
Nomor  
5/MoU/HK/v/2012 
Ditandatangani pada 
tanggal 10 Mei 2012 
 
a. percepatan penyelesaian 
laporan atau pengaduan 
masyarakat atas 
pelayanan publik di 
lingkungan 
Pemerintahan Kota 
Batam; 
b. peningkatan kapasitas 
aparatur penyelenggara 
pelayanan dan 
pengawasan di 
lingkungan Pemerintah 
Kota Batam 
10 Mei 2012 
s.d. 
10 Mei 2017 
  
2. Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya 
(UWK Surabaya 
Nota Kesepahaman 
Bersama antara 
Ombudsman RI dengan 
Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya 
tentangUpaya Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 
 
 
 
 
Nomor:  
13/ORI-MOU/VII/2012 
a. meningkatkan 
pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat 
tentang Ombudsman 
Republik Indonesia; 
b. meningkatkan peran 
civitas akademika 
Universitas  
 
 
 
Wijaya Kusuma 
Surabaya dalam 
18 Juli 2012 
s.d. 
18 Juli 2015 
Sudah ditindaklanjuti 
dengan 
ditandatanganinya 
Perjanjian Kerja sama 
oleh masing-masing 
Fakultas di 
lingkungan UWKS 
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Nomor: 
01/MOU/UWKS/VII/2012 
 
 
Ditandatangani pada 
tanggal 18 Juli 2012 
 
meningkatkan kulitas 
pelayanan publik; dan 
c. memudahkan 
mahasiswa Universitas 
Wijaya Kusuma 
Surabaya mendapatkan 
informasi terkait dengan 
Ombudsman Republik 
Indonesia. 
 
2. Kementerian 
Kesehatan Republik 
Indonesia 
Nota Kesepahaman Antara 
Kementerian Kesehatan RI 
dengan Ombudsman RI 
tentang Percepatan 
Penyelesaian 
Laporan/Pengaduan dan 
Peningkatan Kualitas 
Penyelenggara Pelayanan 
Publik di Bidang 
Kesehatan.  
 
Nomor: 
355/Menkes/SKB/IX/2012; 
Nomor: 
14/ORI-MOU/IX/2012 
 
Ditandatangani pada 
tanggal 21 September 2012 
 
a. percepatan penyelesaian 
laporan/pengaduan 
masyarakat atas 
pelayanan publik di 
bidang kesehatan; dan 
b. peningkatan kualitas 
pelayanan publik di 
bidang kesehatan 
21 September 
2012 
s.d. 
21 September 
2017 
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II. Kerja Sama Luar Negeri 
NO. Negara 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
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MATRIKS KERJA SAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 
(Januari s.d.Desember 2013) 
I. Kerja Sama Dalam Negeri    
NO. INSTANSI 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur 
Kesepakatan Bersama 
antara  Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Ombudsman 
Republik Indonesia 
tentang Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik di Lingkungan 
Pemerintah Povinvi Jawa 
Timur 
 
Nomor:  
120.1/51/012/2013 
Nomor:  
15/ORI-MOU/V/2013 
Ditandatangani pada 
tanggal 21 Mei 2013 
 
a. pengelolaan pengaduan 
masyarakat; dan  
b. evaluasi terhadap 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
21 Mei 2013 
s.d. 
21 Mei2014 
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2. 
 
Komisi Yudisial RI (KY) 
 
Nota Kesepahaman 
antara Ombudsman RI 
dan Komisi Yudisial RI 
tentang Kerja Sama 
Untuk Meningkatkan 
Pengawasan Hakim dan  
Pelayanan Publik Dalam 
Rangka Mewujudkan 
Peradilan Yang Bersih 
 
Nomor:   
13/KS-KY/V/2013 
Nomor:  
16/ORI-MOU/V/2013 
 
Ditandatangani Tanggal: 
28 Mei 2013 
 
 
a. pertukaran 
informasi/Data; 
b. pendidikan dan/atau 
pelatihan; 
c. sosialisasi kelembagaan; 
d. sajian dan penelitian; 
dan 
e. pertukaran narasumber 
dan tenaga ahli. 
 
28 Mei 2013 
s.d. 
28 Mei 2018 
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3. 
 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
 
Nota Kesepahaman 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI 
dengan Ombudsman RI 
 
Nomor:  
M.HH-15.M.05.02 Tahun 
2013 
Nomor:  
17/ORI-MOU/VI/2013 
 
Ditandatangani Tanggal: 
24 Juni 2013 
 
a. penanganan/penyelesaian 
dan tindak lanjut 
laporan/pengaduan dari 
pejabat dan pegawai 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dan 
masyarakat mengenai 
Maladministrasi di 
lingkungan Direktorat 
Jenderal Administrasi 
Hukum Umum, 
Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, 
Direktorat Jenderal 
Imigrasi dan  
Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia; 
b. pengawasan terhadap 
penyelenggara pelayanan 
publik di lingkungan 
Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum 
Umum, Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual, Direktorat 
Jenderal Imigrasi dan 
Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan  
 
 
Kementerian Hukum dan 
 
24 Juni 2013 
s.d. 
24 Juni 2016 
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Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia; 
c. pemeriksaan tanpa 
pemberitahuan/inspeksi 
mendadak dalam rangka 
pembinaan bagi pejabat 
dan pegawai di 
Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum 
Umum, Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual, Direktorat 
Jenderal Imigrasi dan 
Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia; 
d. evaluasi terhadap standar 
pelayanan minimal dan 
pelaksanaannya di 
lingkungan Direktorat 
Jenderal Administrasi 
Hukum Umum, 
Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, 
Direktorat Jenderal 
Imigrasi dan Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
Kementerian Hukum dan 
HAM RI; 
 
 
3. 
 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi RI (KPK) 
 
Nota Kesepahaman antara  
Komisi Pemberantasan 
 
a. informasi/Data; 
b. tata Kelola Pemerintah 
 
23 Juli 2013  
s.d. 
 
Pagelaran Sastra 
Intergritas tentang 
 
Dilaksanakan 
pada tgl 28 
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Korupsi Republik 
Indonesia dengan 
Ombudsman Republik 
Indonesia tentang  Kerja 
Sama dalam Upaya 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 
 
Nomor:  
SPJ-129/01-55/07/ 2013 
Nomor:  
18/ORI-MOU/VII/2013 
Ditandatangani 23 Juli 
2013 di Kantor KPK 
 
yang Baik (Good 
Governance); 
c. pendidikan dan 
Pelatihan; 
d. kajian/Penelitian; 
e. sosialisasi; dan 
f. narasumber 
 
23 Juli 2018 ―Anti Maladministrasi 
dan Anti Korupsi‖ 
Meliputi kegiatan: 
- Pembacaan Puisi; 
- Penandatangan 
Pakta Integritas oleh 
seluruh BEM 
disaksikan oleh 
KPK dan ORI;  
- Stand Pameran 
Oktober 2013 
di Pusat Study 
Jepang UI 
Depok 
4 Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya 
(UWKS) 
Perjanjian Kerja Sama 
antara Ombudsman 
Republik Indonesia 
dengan Program Pasca 
Sarjana Universitas 
Wijaya Kusuma Surabaya 
tentang Tindak Lanjut 
Nota Kesepahaman 
Antara Ombudsman 
Republik Indonesia 
Dengan Universitas 
Wijaya Kusuma Surabaya 
Tentang Upaya 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik                   
 
Nomor:  
a. studi banding/observasi 
mengenai model dan 
sistem pengawasan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
Ombudsman Republik 
Indonesia; 
b. praktik Kerja Lapangan 
yang dilakukan oleh 
dosen dan mahasiswa 
Program Pascasarjana 
Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya di 
Ombudsman Republik 
Indonesia dan/atau di 
Perwakilan Ombudsman 
RI di daerah; 
29 November 
2013 
s.d. 
29 
November2016 
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Sek.HM.03.04-05 Tahun 
2013 
Nomor: 
340/PPs/UWKS/XII/2013 
 
Ditandatangani 29 
November 2013 oleh 
Sekjen ORI dan Direktur 
Pascasarjana UWKS 
 
c. penelitian bersama (joint 
research) atas prakasa 
Ombudsman RI atau 
Program Pascasarjana 
Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya; 
d. penyelenggaraan kuliah 
umum (pubkic lecture), 
seminar, lokakarya, 
diskusi kelompok fokus 
(focused group 
discussion), dan kegiatan 
ilmiah lainnya; 
e. kegiatan sosialisasi, 
informasi, dan publikasi 
bersama tentang 
pelayanan publik kepada 
masyarakat; 
f. pendidikan, pelatihan, 
dan advokasi tentang 
pelayanan publik 
terhadap masyarakat baik 
tingkat regional maupun 
nasional.  
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II. Kerja Sama Luar Negeri 
NO. Negara 
BENTUK KERJA 
SAMA 
RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Korea Selatan 
 (Republic of Korea) 
Memorandum of 
Understanding Between 
the Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission 
of the Republic of Korea 
and the Ombudsman 
Republic of Indonesia 
 
Nomor: - 
 
Tanggal: - 
 
Ditandatangani pada 
tanggal 24 Juni 2013 
a. opening and publicizing 
a complaint window 
exclusiveley for the 
nationals of the counter 
party country; 
b. exchanging complaint-
related policies, 
experiences and human 
resources; 
c. conducting joint 
investigation and 
research; 
d. organizing bilateral 
workshops or seminars; 
and 
e. other areas of 
cooperation as deemed 
necessary. 
 
24 Juni 2013 
s.d. 
24 Juni 2016 
  
2. Belanda  
The National 
Ombudsman Of The 
Netherlands 
Memorandum of 
Understanding Between 
The Ombudsman Of The 
Republik Of Indonesia 
and The National 
Ombudsman Of The 
Netherlands                    
 
Nomor: - 
Tanggal: - 
a. undertaking join 
activities with a view to 
further develop the 
experience 
administration: this may 
include sharing of 
experience, trainings, 
and research activities 
for through join courses 
and event, and through 
28 November 
2013 
s.d. 
28 November 
2016 
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Ditandatangani pada 
tanggal 28 November 
2013, di kantor 
Ombudsman RI 
 
the development and 
implementation of 
technical  
 
programmers, curricula, 
and course materials; 
b. undertaking joint efforts 
to foster and promote 
capacity and institution 
building programmers; 
c. undertaking joint efforts 
to develop transparancy, 
accessibility, 
acountability, 
impartiality, and 
intergrity of publik 
administration system; 
d. any other form of 
assistance mutually 
agreed by the Parties 
 
 
 
 
 
 
 
 
324 
 
MATRIKS KERJA SAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 
(Januari s.d.Juni 2014) 
I. Kerja Sama Dalam Negeri    
NO. INSTANSI BENTUK KERJA SAMA RUANG LINGKUP 
MASA 
BERLAKU 
TINDAK 
LANJUT 
KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
1. PT. Jasa Raharja (Persero) 
Nota Kesepahaman antara  PT. 
Jasa Raharja (Persero) dengan 
Ombudsman Republik Indonesia 
tentang   Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik di Lingkungan 
PT. Jasa Raharja (Persero) 
 
Nomor:  
P/1/SP/2014 
Nomor:  
19/ORI-MoU/I/2014 
 
Ditandatangani 20 Januari 2014 di 
Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) 
 
a. sosialisasi; dan 
b. pengelolaan pengaduan 
masyarakat. 
 
20 Januari 
2014 
s.d. 
20 Januari 
2015 
Sosialisasi tugas 
pokok dan fungsi 
PT. Jasa Raharja 
(Persero) dalam 
rangka 
pemahaman 
secara 
komprehensif 
tentang 
pelayanan PT. 
Jasa Raharja 
(Persero) kepada 
insan 
Ombudsman RI 
di Kantor 
Ombudsman RI 
pada tanggal 17 
Februari 2014 
oleh Abdul Haris 
(Kadiv 
Pencegahan dan 
Pelayanan) PT. 
Jasa Raharja 
(Persero) 
 
2. Komisi Kepolisian 
Nasional (Kompolnas)  
Nota Kesepahaman antara  
Kompolnas dengan Ombudsman 
Republik Indonesia tentang   
a. Sosialisasi  
b. pendidikan dan 
pelatihan,  
10 Maret 2014 
s.d 
10 Maret 2017 
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Kerjasama dalam Rangka 
Pengawasan Pelayanan 
Masyarakat Oleh Polri 
Nomor:  
B/52/Kompolnas/3/2014 
Nomor:  
21/ORI-MOU/III/2014 
 
Ditandatangani 10 Maret 2014 di 
Kantor Kompolnas 
c. pengembangan dan 
pemanfaatan sistem 
teknologi informasi 
dan  
komunikasi  
 
 
 
3. LKBN ANTARA Nota Kesepahaman antara  LKBN 
ANTARA dengan Ombudsman 
Republik Indonesia tentang   
Kerjasama Penyebarluasan Berita 
 
Nomor:  
20/MOU-ORI/I/2014 
Nomor:  
006/MoU/DIR-AP/I/2014 
 
Ditandatangani Denpasar di 27 
Januari 2014 
a. Peliputan kegiatan 
b. Pembuatan dan 
penyebar luasan 
berita 
c. Informasi dan atau 
kegiatan terkait 
penelitian dan atau 
kajian pelayanan 
informasi kepada 
masyarakat 
d. kerjasama kegiatan 
lainnya yang 
strategis 
27 Januari 
2014 
s.d 
27 Januari 
2016 
  
4. Muria Kudus Nota Kesepahaman antara  
Universitas Muria Kudus. dengan 
Ombudsman Republik Indonesia 
tentang   Kerjasama Upaya 
Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik 
 
Nomor:  
126/FH.UMK/C.06.05/III/XI/2014 
Nomor:  
Pendidikan, penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat serta 
kegiatan lain yang di 
sepakati para pihak 
12 Maret 2014 
s.d 
12 Maret 2016 
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22/ORI-MOU/III/2014 
 
Ditandatangani 12 Maret 2014 di 
Jakarta Kantor Ombudsman RI 
5. Kantor Perwakilan Jambi 
dengan Gubernur Jambi 
Nota Kesepahaman antara  
Gubernur Jambidengan 
Ombudsman Perwakilan Provinsi 
Jambi  tentang   Pengawasan dan 
Pembinaan Pelayanan Publik di 
Provinsi Jambi 
 
Nomor: 0018/K/V/ORI.JBI/2014 
Nomor: 453/05/NK.Gub/org-
hkm.2/V/2014 
 
 
Ditandatangani tanggal 14 Mei 
2014 di Kantor Gubernur Jambi 
Peranserta Koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan 
pelayanan publik di jajaran 
pemerintah provinsi Jambi : 
1. Membangun 
komunikasi aktif 
antara Ombudsman 
RI Perwakilan 
Provinsi Jambi 
beserta seluruh 
perangkat daerah 
dalam jajaran 
pemerintah 
provinsi Jambi 
2. Meningkatkan 
mutu pelayanan 
publik 
3. pencegahan 
maladministrasi, 
diskriminasi, 
kolusi, korupsi dan 
nepotisme dan 
4. percepatan 
penanganan dan 
penyelesaian 
laporan dan 
pengaduan 
masyarakat sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan. 
14 Mei 2014  
s.d 
31 Desember 
2015 
 Kantor 
Perwakilan Jambi 
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5a Kantor Perwakilan Jambi 
dengan (12) Pemerintah 
Kabupaten di Jambi yaitu 
Kabupaten Bungo, Muara 
Jambi, Sungai Penuh, 
Batang 
Hari,Kerinci,sarolangun, 
Tanjung duo, Tanjung, 
Kota Jambi, Tebo dan 
Merangin  
Penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Ombudsman 
Perwakilan Jambi 12 Pemerintah 
Kabupaten di Jambi yaitu 
Kabupaten Bungo, Muara Jambi, 
Sungai Penuh, Batang 
Hari,Kerinci,sarolangun, Tanjung 
duo, Tanjung, Kota Jambi, Tebo 
dan Merangin tentang Pengawasan 
Pembinaan Pelayanan Publik 
 
Nomor 
Nomor 
 
Ditandatangani tanggal 14 Mei 
2014 di kantor Gubernur Jambi 
 
Ruang Lingkup dengan 12 
Pemerintah Kabupaten di 
Jambi : 
1. membangun 
komunikasi aktif 
antara Ombudsman 
RI dengan 
Pemerintah 
Kabupaten beserta 
seluruh perangkat 
daerah dalam 
jajaran pemerintah 
kabupaten 
2. Meningkatkan 
mutu pelayanan 
publik 
3. pencegahan 
maladministrasi, 
diskriminasi, 
kolusi, korupsi dan 
nepotisme dan 
4. percepatan 
penanganan dan 
penyelesaian 
laporan dan 
pengaduan 
masyarakat sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan. 
 
  ( sebagian belum 
di tandatangani 
dan belum di 
nomori) 
6. Kantor Perwakilan Nota Kesepahaman antara  Pendidikan, penelitian 8 Mei 2014  Kantor 
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Bengkulu dengan 
Universitas Bengkulu 
Universitas Bengkulu dengan 
Ombudsman Kantor Perwakilan 
Bengkulu Indonesia tentang   
Upaya Peningkatan Pelayanan 
Publik 
 
Nomor:  
5389/UN30/HK/2014 
Nomor:  
0001/ORI-BKL-MOU/V/2014 
 
Ditandatangani 8 Mei 2014 di 
Bengkulu 
dan pengabdian 
masyarakat serta 
kegiatan lain yang di 
sepakati para pihak 
s.d 
8 Mei 2016 
Perwakilan 
Bengkulu 
7. Kantor Perwakilan 
Bengkulu dengan KP2T ( 
Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu) 
Provinsi Bengkulu 
Nota Kesepahaman antara  KP2T 
dengan Ombudsman Kantor 
Perwakilan Bengkulu tentang   
Upaya Peningkatan Pelayanan 
Publik 
 
Nomor:  
188.5/040/KP2T/2014 
Nomor:  
0002/ORI-BKL-MOU/V/2014 
 
Ditandatangani 8 Mei 2014 di 
Bengkulu 
a. Peningkatan kualitas 
pelayanan  
b. Peningkatan dan 
pengawasan kualitas 
pelayanan, dan 
c. Kegiatan lain yang 
disepakati 2 tahun 
8 Mei 2014 
s.d 
8 Mei 2016 
  
8. DJSN ( Dewan Jaminan 
Sosial Nasional) 
Nota Kesepahaman antara  DJSN  
dengan Ombudsman Republik 
Indonesia tentang   Kerjasama dan 
Koordinasi Dalam Rangka 
Pengawasan Terhadap 
Penyelenggaraan Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 
Ruang lingkup 
Kerjasama : 
1. Sosialisasi; 
2. Narasumber; 
3. Pertukaran informasi 
dan data; 
4. Pendidikan dan 
Jangka Waktu 
5 tahun. 
21 Mei 2014 
s.d 
21 Mei 2019 
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Nomor:  
346/DJSN/V/2014 
Nomor:  
23/ORI-MOU/V/2014 
 
Ditandatangani 21 Mei 2014 di 
Jakarta  
pelatihan; dan 
5. Koordinasi 
penyelesaian 
pengaduan/laporan 
masyarakat. 
9. Universitas Syah Kuala 
Aceh 
Nota Kesepahaman antara  
Universitas Syah Kuala Aceh 
dengan Ombudsman Republik 
Indonesia tentang   Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 
Nomor: 24/ORI-MOU/V/2014 
Nomor: 2011/UN11/DN/2014 
 
 
Ditandatangani 22 Mei 2014 di 
Banda Aceh 
Pendidikan, penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat serta 
kegiatan lain yang di 
sepakati para pihak 
Jangka waktu 
5 tahun 
22 Mei 2014 
s.d 
22 Mei 2019 
  
10. Pemkab Belitung Timur 
dengan Kantor Perwakilan 
Ombudsman Kepulauan 
Bangka Belitung 
Nota Kesepahaman antara  
Pemerintah Kabupaten Belitung 
Timur  dengan Ombudsman 
Perwakilan Kepulauan Bangka 
Belitung  tentang   Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik Di 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Belitung Timur 
 
Nomor:12/NK/II/BT/2014 
Nomor:001/ORI-BKL-
MOU/VI/2014 
Ruang lingkup kerja sama 
ini meliputi: 
a. kegiatan sosialisasi; 
b. pengelolaan kotak 
pengaduan 
masyarakat; 
danpengelolaan 
pengaduan masyarakat 
Jangka Waktu 
4 Tahun 
23 Juni 2014 
s.d 
23 Juni 2018 
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Ditandatangani tanggal 23 Juni 
2014 di Kantor Pemerintah 
kabupaten Belitung Timur 
11. Universitas Sumatera 
Utara 
Nota Kesepahaman antara  
Universitas Sumatera Utara 
dengan Ombudsman Republik 
Indonesia tentang   Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 
 
NOMOR :  25 /ORI-
MOU/V/2014 
NOMOR: 4772 
/UN5.1.R/KPM/2014 
 
Ditandatangani 25 Juni 2014 di 
Hotel Cemara Jakarta 
Pendidikan, penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat serta 
kegiatan lain yang di 
sepakati para pihak 
Jangka waktu 
5 tahun 
25 Juni  2014 
s.d  
25 Juni  2019 
 Dokumen masih 
di di Universitas  
belum dikirim ke 
ORI, menunggu 
tandatangan 
Rektor dan 
stempel 
Universitas  
12. Universitas Islam Negeri 
Ar-Raniry Banda Aceh 
Nota Kesepahaman antara  
Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh dengan 
Ombudsman Republik Indonesia 
tentang   Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 
 
NOMOR     27  /ORI-
MOU/V/2014 
NOMOR: 
UIN.07/R/PP.00.9/2747/2014 
 
Ditandatangani 25 Juni 2014 di 
Hotel Cemara Jakarta 
Pendidikan, penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat serta 
kegiatan lain yang di 
sepakati para pihak 
Jangka waktu 
5 tahun 
25 Juni  2014 
s.d  
25 Juni  2019 
 Dokumen masih 
di di Universitas  
belum dikirim ke 
ORI, menunggu 
Stempel 
Universitas 
13. Universitas Nusa Cendana Nota Kesepahaman antara  Pendidikan, penelitian Jangka waktu  Dokumen masih 
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Kupang Universitas Nusa Cendana 
Kupang dengan Ombudsman 
Republik Indonesia tentang   
Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik 
 
NOMOR   26 /ORI-
MOU/V/2014 
NOMOR:  
 
Ditandatangani 25 Juni 2014 di 
Hotel Cemara Jakarta 
dan pengabdian 
masyarakat serta 
kegiatan lain yang di 
sepakati para pihak 
5 tahun 
25 Juni  2014 
s.d  
25 Juni  2019 
di di Universitas  
belum dikirim ke 
ORI, menunggu 
Nomor, 
tandatangan 
Rektor dan 
stempel 
Universitas 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN.3 
Tanggapan Atas Rekomendasi ORI Periode 2011-2014 
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No Terlapor Perihal Tanggapan 
1 PN Pekanbaru 
10-5-2011 
Rekomendasi pelaksanaan 
eksekusi putusan MARI 
No.3946K/PDT/ 1998, tgl 6-
10-1999 jo putusan PT Riau 
No.64/PDT/1999/PTR, tgl 22-
9-1997 jo putusan PN 
Pekanbaru 
No.98/PDT.G/1995/-PN.PBR, 
tgl 22-8-2006. 
1. Peninjuan lokasi objek perkara. 
2. Memanggil Termohon eksekusi untuk meghadap Ketua PN. 
3. Karena Termohon Eksekusi tidak memenuhi panggilan, maka PN menganggap eksekusi 
sukrela tidk tercapai. 
4. Karena data harta Termohon Eksekusi tidak lengkap, maka PN belum bisa melaksanakan sita 
eksekusi tersebut. 
5. Atas saran Ombudsman, PN telah mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kota Pakanbaru 
untuk mendaptkan informasi tentang harta milik Termohon Eksekusi. 
2 Walikota Bekasi 
4-8-2011 
Laporan Tindak Lanjut atas 
saran ORI untuk saran 
Peningkatan Pelayanan 
Perizinan. 
1. Komitmen adanya kesepakatan dan kontrak kerja dengan pihak terkait. 
2. Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Terpadu. 
3. Pelayanan satu pintu dengan front office dan back office. 
4. Access control untukpegawai BPPT dan Tim Teknis Terkait. 
5. Penempatan SDM secara efisien dan efektif, menuju efektivitas kerja. 
6. Sosialisasi. 
7. Pengendapan berkas telah terselesaiak sekitar 90%. 
3 DPR RI 
16-12-2011 
Penyampaian Hasil 
Kesimpulan/Keputusan Rapat 
Intern Komisi IV DPR RI. 
Menyempurnakan kesimpulan/keputusan butir 2 Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan RI tgl 23-
11-2-11. 
4 Komisi 
Informasi Pusat 
19-12-2011 
Tanggapan atas Penyampaian 
Saran Perbaikan Pelayanan 
Informasi Publik dan 
Penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik 
Akan melaksanakan secara bertahap tentang perbaikan pelayanan publik dan penyelesaian 
sengketa informasi. 
5 Walikota Depok 
29-6-2012 
Jawaban Rekomendasi ORI 1. Telah dikeluarkan Persetujuan Prinsip Pembangunan Supermarket No. 
500/007/BPMP2T/2012. 
2. Pembinaan terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Depok. 
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6 Mehub RI 
12-7-2012 
Laporan pelaksanaan 
rekomendasi ORI 
1. Menhub telah mejatuhkan sanksi kepada Dirjen Perhub Udara. 
2. Pengadaan peralatan Salvage Bandar Udara Hang Nadim-Batam diusulkan kembali.Hak 
Pelapor berupa Jaminan Penawaran telah dikembalikan. 
3. Telah dilakukan Joint Audit dengan BPKP. 
7 DPR RI 
18-9-2012 
Penjelasan terkait surat 
Ombudsman mengenai usulan 
Perubahn Kwasan Hutan 
dalam revisi RTRWP 
Kalimantan Tengah. 
1. Tindak lanjut Rapat Kerja untuk proses persetujuan DPR. 
2. Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke lapangan, dan bertemu Kepala daerah terkait. 
3. Beberapa Kepala Daerah keberatan ats rekomendasi Tim Terpadu. 
4. Revisi Tata Ruang untuk dikembalikan ke Perda No.8 Tahun 2003 tentang Peta TGHK 
RTRWP Kalimantan Tengah. 
5. Usul peruntukan kawasan telah disampaikan ke DPR RI. 
8 DPR RI 
24 -9- 2012 
Penjelasan Komisi IV DPR RI 
Terkait Surat Ombudsman 
Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP Kalimantan Tengah dijaikan bahan 
telaah . 
9 UGM 
20-12-2012 
Tanggapan Rekomendasi 1. Mengembangkan smartcard untuk pengendalian aksesibilitas publik. 
2. Menyipkan sarana dan prasarana pendukung dan penyangga secara simultan. 
3. Penghentian pemungutan disinsentif. 
4. Dana disinsentif merupakan PNBK sehingga UGM tidak wajib menyetorkan ke kas negara. 
10 Menteri BUMN 
23-4-2013 
Tindak Lanjut Penyampaian 
Rekomendasi ORI 
Direksi diminta mematuhi peraturan perundang-undangan dan serta memperhatikan rekomendasi 
Ombudsman. 
11 Telkom 
Indonesia 
15-4-2013 
Laporan Pelaksanaan 
Rekomendasi ORI 
Rekomendasi ORI telah dilaksanakan. 
12 Menteri BUMN 
26-7-2013 
Penjelasan dan Tindak Lanjut 
Rekomendasi ORI 
Meminta Terlapor  (Direktur Utama PT. Bank BRI (Persero) Tbk) untuk menjelaskan 
permasalahan dan perkembangan tindaklanjutnya. 
13 PT. Bank BRI 
(Persero) Tbk 
Tindak lanjut pelaksanaan 
Rekomendasi ORI terkait 
Perkara Nicolas S. lamardan 
Tanggapan diberikan kepada ORI melalui surat No. R.247-HKM/PHP/07/2013 tanggal 24-7-2013. 
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29-7-2013 Cs. dengan PT. Pan Gas 
Nusantara Industri (PT. 
PGNI). 
14 Pemprov DKI 
Jakarta 
25-4-2014 
Tindak lanjut Rekomendasi 
Ombudsman 
1. Kepala Suku Dinas P2B Kota Administratif Jakarta Pusat telah melakukan penertiban fisik 
bangunan gedung PT Golden Rama Express dan PT Mitra Propertimas. 
2. PT Golden Rama Express dan PT Mitra Propertimas telah menghentikan sementara kegiatan 
pembanguan gedung kantor tersebut. 
3. Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pemeriksaan untuk penjatuhan 
sanksi hukuman disiplin PNS terhadap pejabat dan pelaksana Suku Dinas P2B Kota 
Administratif Jakarta Utara. 
4. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penjatuhan sanksi hukuman 
disiplin PNS kepada Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Admnistrasi Jakarta Pusat. 
15 Gubernur 
Provinsi DKI 
Jakarta 
15 Juli 2014 
Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan ORI 
Instruksi Gubernur Provinsi DKI jakarta No.66 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut Hsil 
Pemeriksan ORI. 
16 Kementerian PU 
dan Perumahan 
Rakyat 
9-12-2014 
Tindaklanjut Rekomendasi 
ORI 
Koordinasi dan penjelasan. 
17 Bupati Kota 
Baru 
16-12-2014 
Permohonan Penundaan 
Penyelesaian Tindak lanjut 
Rekomendasi ORI 
Komunikasi dengan pemilik lahan, mohon penundaan pelaksan rekomendasi ORI. 
Sumber : Ombudsman Republik Indonesia 2015 
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